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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  bam:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  ~  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  im- 
tuk  menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredariui  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  dibuat  oleh  G. 
Sidharta  dalam  bentuk  asli  berupa  piringan  perunggu. 
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Pengantar  Redaksi 


D ENGAN  MENGUNGKAP  LATAR  BELAKANG  perkembangan  Asia-Pasifik  di 
masa  depan,  Jusuf  Wanandi  melihat  pentingnya  peranan  Amerika  Serikat  di  ka- 
wasan  Pasifik  pada  umumnya  dan  di  wilayah  Asia  Tenggara  pada  khususnya,  ter- 
masuk  lingkungan  ASEAN.  la  mengajukan  persoalan-persoalan  kritis  dewasa  ini  serta  hal- 
hal  yang  dapat  timbul  di  masa  mendatang  yang  mungkin  menghalangi  hubungan  antara 
ASEAN  dan  Amerika  Serikat  dan  menyarankan  car  a  menangani  persoalan  itu. 

Dari  perkembangan  Uni  Soviet  akhir-akhir  ini,  kita  mengharapkan  bahwa  dalam  dasa- 
warsa  yang  akan  datang  perestroUca  dan  glasnost  tetap  merupakan  kebijakan  utama  Uni 
Soviet.  Dengan  demikian  kebijakan  luar  negeri  Soviet  akan  melanjutkan  kebijakan  luar  ne- 
gerinya  seperti  yang  dapat  diamati  sekarang.  Oleh  karena  itu,  Wiratmo  Soekito  meninjau 
perkembangan  kebijakan  luar  negeri  Soviet  sejak  Gorbachev  mengambil-alih  kekuasaan, 
sehingga  dapat  dilihat  garis-garis  besar  kebijakan  luar  negerinya  di  Asia,  Eropa,  Dunia  Keti- 
ga  serta  pergeseran  strateginya  memasuki  tahun  1990-an. 

Bantarto  Bandoro  mengemukakan  bahwa  sebagai  kekuatan  besar  di  Asia,  Jepang  akan 
mampu  menawarkan  kepemimpinan,  tetapi  harus  menghilangkan  kesan  buruk  bangsa- 
bangsa  di  dunia  mengenai  tingkah-lakunya  di  masa  lalu  dan  mengakui  bahwa  tiada  satu 
kekuatan  pun  di  kawasan  Asia  yang  luas  dan  beragam  mampu  membentuk  kepemimpinan 
politik  dan  ekonomi  dalam  arti  yang  eksklusif.  Jika  Jepang  dapat  menemukan  visi  dan 
kepemimpinan  politik  ke  arah  itu,  prospek  Asia-Pasifik  mungkin  akan  lebih  cerah. 

Masalah  inti  dalam  hubungan  ASEAN  dengan  Indocina  dewasa  ini  ialah  konflik  Kambo- 
ja.  C.P.F.  Luhulima  menguraikan  bahwa  konflik  Kamboja  dan  upaya  penyelesaiannya  ber- 
putar  pada  tiga  negara  besar  Asia  Tenggara,  yaitu  Indonesia,  Muangthai  dan  Vietnam.  Ke- 
tiga  negara  ini  tidak  menghendaki  berlanjutnya  konfrontasi  tentang  Kamboja  dan  telah 
menyuarakan  keinginan  untuk  mengembangkan  hubungan  baik  antar  semua  negara  di  Asia 
Tenggara.  Beberapa  kemungkinan  perkembangan  hubungan  antara  kedua  kelompok  negara 
Asia  Tenggara  pada  tahun  1990-an  mungkin  dapat  memenuhi  keinginan  tadi. 

Kirdi  Dipoyudo  menguraikan  bahwa  dengan  meningkatnya  tekanan  dalam  dan  luar  ne- 
geri Pemerintah  Israel  akan  memperlunak  sikapnya  untuk  mengadakan  perundingan  dengan 
PLO/Palestina  dalam  konperensi  perdamaian  internasional  seperti  diserukan  oleh  Majelis 
Umum  PBB.  Kedua  negara  adidaya  sudah  sepakat  bahwa  sengketa  Arab-Israel  harus  segera 
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mungkin  diselesaikan  demi  memperlancar  hubungan  baik  antara  mereka.  Mengingat  isyu- 
isyunya,  perundingan  akan  alot  dan  makan  waktu  tetapi  akan  mencapai  kemajuan  berkat 
momentum  yang  diciptakannya  dan  pengaruh  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  di  pihak  lain, 
sampai  pada  akhirnya  dicapai  suatu  penyelesaian  yang  menyeluruh,  termasuk  berdirinya 
negara  Palestina  yang  hidup  berdampingan  secara  damai  dengan  Israel. 

Rustian  Kamaluddin  menguraikan  beberapa  hal  mengenai  perdagangan  ekspor  khusus- 
nya  ekspor  non-migas  Indonesia  ke  Jepang.  la  mengemukakan  perkembangan,  hambatan 
dan  pelbagai  masalah  serta  saran  bagaimana  meningkatkan  ekspor  non-migas  dan  pangsa 
pasar  komoditi  kita  di  pasaran  Jepang.  Berbagai  usaha  dan  tindakan  perlu  dilakukan  secara 
terpadu  antara  departemen  terkait  dan  pihak  swasta,  mulai  dari  proses  di  dalam  negeri 
hingga  di  tempat  pasarnya  di  luar  negeri,  khususnya  di  Jepang. 

Kegiatan  ASEAN  sampai  dengan  bulan  Agustus  1989  disajikan  dalam  penerbitan  ini. 
Ringkasan  Peristiwa  kegiatan  ASEAN  ini  diasuh  oleh  Sudibyo  dan  Yoyok  Ariessusanto  se- 
bagai  anggotanya. 


September  1989 


REDAKSI 


Keamanan  di  Asia  Tenggara 
dalam  Dasawarsa  1990-an: 
Hubungan  Amerika  Serikat  -  ASEAN 
Suatu  Perspektif  Indonesia* 

Jusuf  WANANDI 


Pendahuluan 


AMERIKA  SERIKAT  memainkan 
peranan  penting  di  kawasan  Asia- 
Pasifik,  termasuk  di  Asia  Tenggara. 
Tidak  diragukan  lagi,  bahwa  wilayah  Asia 
Tenggara  sangat  dipengaruhi  oleh  perkem- 
bangan-perkembangan  yang  berlangsung  di 
kawasan  Asia-Pasifik.  Misalnya  dalam  bi- 
dang  ekonomi,  wilayah  ini  telah  menjadi 
suatu  bagian  yang  integral  dari  kawasan  per- 
tumbuhan  yang  amat  dinamis  dan  sangat 
pesat  di  dunia.  Penyesuaian  perubahan- 
perubahan  struktural  yang  berlanjut  dalam 
perekonomian  kawasan  akan  menciptakan 
saling  ketergantungan  yang  semakin  besar, 
dan  dalam  sektor-sektor  tertentu  bahkan 
akan  mengakibatkan  suatu  integrasi  di  an- 
tara  mereka. 


♦Diterjemahkan  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  dari 
Jusuf  WANANDI.  "Security  in  Soutlieast  Asia  in 
1990s:  U.S.-ASEAN  Relations,  an  Indonesian  Perspec- 
live,"  yang  disampaikan  dalam  Simposium  on  Evolving 
Perspectives  for  Pacific  Basin  Strategies  in  tlie  1990s 
and  Beyond,  Honolulu,  Hawaii,  2-3  Maret  1989. 


Demikian  pula,  kaitan-kaitan  strategis 
dan  keamanan  telah  berkembang  di  antara 
Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara  sedemikian 
rupa  sehingga  dua  wilayah  ini  tidak  bisa  di- 
pisahkan.  Akan  tetapi,  kebutuhan  strategis 
dan  keamanan  dua  wilayah  ini  terus-mene- 
rus  berbeda,  karena  intensitas  ketegangan- 
ketegangan  dalam  hubungan  negara-negara 
adikuasa  di  Asia  Tenggara  pada  umumnya 
lebih  rendah  daripada  di  Asia  Timur.  Men- 
dasari    perkembangan-perkembangan  ini 
adalah  hubungan-hubungan  politik  yang 
lebih  erat  yang  berkembang  di  antara  berba- 
gai  negara  di  kawasan  dan  yang  memainkan 
suatu  peranan  kunci  dalam  penciptaan  stabi- 
litas  kawasan.  Hubungan-hubungan  politik 
ASEAN-Amerika  Serikat  merupakan  satu 
perkembangan  yang  demikian  penting. 

Dalam  mengulas  hubungan  tersebut,  tu- 
lisan  ini  pertama-tama  akan  melihat  peranan 
Amerika  Serikat  di  kawaskn  Asia-Pasifik 
pada  umumnya  dan  di  wilayah  Asia  Tengga- 
ra pada  khususnya,  dalam  jangka  menengah 
maupun  jangka  panjang.  Kemudian,  tulisan 
ini  akan  menganalisis  pentingnya  hubungan- 
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hubungan  politik  baik  bagi  ASEAN  maupun 
bagi  Amerika  Serikat.  Dengan  menyadari 
corak  asimetris  dari  hubungan-hubungan 
tersebut,  tekanan  akan  diberikan  pada  pen- 
tingnya  Amerika  Serikat  bagi  ASEAN.  Oleh 
karenanya,  tulisan  ini  akan  mendiskusikan 
persoalan-persoalan  kritis  dewasa  ini  dan 
hal-hal  yang  dapat  timbul  di  masa  menda- 
tang  yang  mungkin  mengganggu  hubungan- 
hubungan  antara  ASEAN  dan  Amerika  Seri- 
kat, dan  menyarankan  cara-cara  bagaimana 
menangani  persoalan-persoalan  itu. 

Peranan  Amerika  Serikat  di  Kawasan 

Arti  kawasan  Asia-Pasifik  yang  semakin 
penting  dalam  perkembangan  ekonomi 
dunia  dan  masalah-masalah  politiknya  pasti- 
lah  akan  mempunyai  pengaruh  yang  penting 
atas  kebijakan  Amerika  Serikat  terhadap  ka- 
wasan ini.  Meskipun  demikian,  sikap  Ameri- 
ka Serikat  di  kawasan  akan  tetap  ditentiikan 
pertama-tama  oleh  peranan  globalnya  seba- 
gai  negara  adikuasa.  Oleh  karena  itu,  perta- 
nyaan  yang  relevan  untuk  dipikirkan  per- 
tama-tama adalah  apakah  peranan  Amerika 
Serikat  sebagai  suatu  kekuatan  global,  atau 
hegemoni  Amerika  Serikat,  sedang  menyu- 
sut  seperti  dikemukakan  oleh  sejarahwan 
dari  Yale,  Paul  Kennedy,  ilmuwan  politik 
dari  Princeton,  Robert  Gilpin,  dan  banyak 
lain-lainnya.  Perdebatan  mengenai  isyu  ini 
telah  menarik  banyak  perhatian  publik  Ame- 
rika Serikat  dan  membuat  buku  Paul  Ken- 
nedy' menjadi  best  seller  nasional,  khusus- 
nya  sehubungan  dengan  kampanye  pemilih- 
an  presiden  tahun  1988  dan  datangnya  suatu 
era  baru  seteiah  delapan  tahun  pemerintah- 
an  Reagan. 

'Paul  Kennedy,  The  Rise  and  Fall  of  the  Great 
Powers:  Economic  Change  and  Military  Conflict  from 
1500  to  2000  (New  York:  Random  House,  1987). 


Kennedy  memperingatkan  masyarakat 
Amerika  Serikat  dan  para  pemimpinnya 
bahwa  jikalau  Amerika  Serikat  tidak  me- 
ngambil  kebijakan  dan  pendekatan  baru 
yang  mendasar  dalam  hal  pendidikan,  tekno- 
logi  dan  produktivitas  dan  mencari  cara 
baru  melalui  upaya-upaya  diplomatik  untuk 
mengurangi  beban  pertahanannya,  dan  jika- 
lau Amerika  Serikat  tidak  dapat  merumus- 
kan  suatu  strategi  militer  baru  yang  konsis- 
ten  dan  berjangka  panjang,  maka  peranan- 
nya  di  dunia  sungguh-sungguh  akan  merosot 
sebagaimana  dialami  oleh  Britania  Raya  se- 
bagai akibat  negeri  jajahannya  yang  terlam- 
paui  luas  (her  "Imperial  Overstretched")?' 

Kritik-kritik  menunjukkan  bahwa  krite- 
ria  Kennedy  perihal  kekuatan  hegemonis 
yang  sedang  merosot  tidak  berlaku  bagi 
Amerika  Serikat.  Kritik-kritik  ini  berpenda- 
pat  bahwa  Amerika  Serikatlah  yang  telah 
menciptakan  dan  mendukung  sistem-sistem 
persekutuan  Barat  yang  telah  membuat  Je- 
pang  dan  Eropa  Barat  menjadi  pesaing- 
pesaing  dan  menguatkan  kedudukan  mereka 
berhadapan  dengan  Amerika  Serikat.  Dalam 
kenyataannya  Amerika  Serikat  tidak  pernah 
bermaksud  mendirikan  suatu  imperium.  Se- 
karang  ini,  kendatipun  pertumbuhan  dan 
perkembangan  ekonomi  mereka  masing- 
masing,  baik  Jepang  maupun  Eropa  Barat 
tidak  menjalankan  suatu  kebijakan  untuk 
menggantikan  Amerika  Serikat  sebagai 
kekuatan  hegemoni  baru.  Masyarakat  Eropa 
(ME)  tidak  berada  dalam  posisi  untuk  mela- 
kukan  itu  kecuali  mengintegrasikan  dirinya 
dalam  suatu  persatuan  politik,  sementara 
Jepang  secara  sadar  menghindari  posisi 
demikian  mengingat  kendala-kendala  riil 


^Paul  Kennedy,  "Decline  --  Not  Necessary  Fall  --  of 
the  American  Empire,"  Washington  Post,  7  Februari 
1988. 
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yang  dihadapinya. 

Brzezinski,  misalnya,  mengakui  manfaat 
perdebatan  tentang  posisi  global  Amerika 
Serikat,  tatkala  diadakan  perumusan  kem- 
bali  kebijakan-kebijakan  Amerika  Serikat 
karena  timbulnya  keadaan-keadaan  baru. 
Hal-hal  ini  mestinya  meliputi:  suatu  doktrin 
strategis    tentang    bagaimana  seharusnya 
Amerika  Serikat  mengembangkan  dan  mem- 
perkuat  keamanan  nasionalnya;  suatu  pema- 
haman  atas  kendala-kendala  geopolitiknya 
yang  akan  menentukan  fokus  partisipasi  dan 
keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  masa- 
lah-masalah  kawasan;  dan  suatu  persetujuan 
mengenai  bagaimana  seharusnya  Amerika 
Serikat  menjalankan  peranan  globalnya. 

Pelajaran-pelajaran  yang  ditarik  dari  se- 
jarah  oleh  Kennedy  ketika  mengemukakan 
merosotnya  peranan  Amerika  Serikat  juga 
telah  dipertanyakan  oleh  Charles  Wolf  Jr. 
dari  Rand  Corporation. Menurut  Wolf  ada 
dua  sebab  yang  mendasari  alasan  kelemahan 
dan  penyusutan  Amerika  Serikat  dewasa  ini 
dan  kecenderungan-kecenderungannya  di 
waktu  mendatang.  Pertama,  adalah  penyu- 
sutan bagian  Amerika  Serikat  dalam  GNP 
dunia  secara  keseluruhan.  Wolf  berpendapat 
bahwa  pengamatan  ini  adalah  benar  jika  pe- 
nyusutan itu  dibandingkan  dengan  keadaan 
tahun  1950-an  ketika  Eropa  Barat  dan  Je- 
pang  belum  pulih  dari  kehancuran  akibat 
perang.  Tetapi  jika  perbandingan  diambil 
dengan  periode  mulai  pertengahan  tahun 
1960-an  -  atau  bahkan  dengan  tahun  1938  ~ 

^Zbigniew  Brzezinski,  "America,  New  Geostrate- 
gy,"  Foreign  Affairs  (Spring  1988):  680-699.  Lihat 
juga,  Richard  Armitage,  "The  US  Security  Role  in  East 
Asia  -  Not  an  Outdated  Milestone,  but  a  Cornerstone 
of  America's  Future,"  Sambutan  disampaiican  di  Na- 
tional Defence  University,  25  Februari  1988. 

"Charles  Wolf  Jr.,  "US  Decline,  Illusion  and  Reali- 
ty,"/4^/cr«  Wall  Street  Journal,  13-14  Mei  1988. 


maka  bagian  Amerika  Serikat  dalam  pro- 
duksi  global  hampir  tetap  sama:  yaitu  dahu- 
lu  22%  dan  sekarang  24%. 

Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Wolf, 
Jepang  dan  negara-negara  Pasifik  lainnya 
sungguh-sungguh  tumbuh  lebih  cepat  dari- 
pada  Amerika  Serikat,  tetapi  GNP  Amerika 
Serikat  tumbuh  lebih  cepat  daripada  GNP 
Eropa  Barat,  Uni  Soviet  dan  kebanyakan 
negara  berkembang,  dan  ini  menjelaskan 
mengapa  bagian  Amerika  Serikat  dalam 
GNP  dunia  sebenarnya  tetap  tak  berubah. 
Menurut  perkiraan  Komisi  Strategi  dari 
Rand  yang  dipimpin  oleh  Ikle  dan  Wohl- 
stetter,  pada  tahun  2010  GNP  Amerika  Seri- 
kat akan  mencapai  sekitar  US$7,9  trilyun 
dengan  harga  konstan  tahun  1986  untuk  per- 
tumbuhan  2,6%  setahun  (berdasarkan  suatu 
asumsi  konservatif  tentang  pembentukan 
modal,  perkembangan  lapangan  kerja,  dan 
perubahan  produktivitas).  Atas  dasar  perki- 
raan jtu  diramalkan  bahwa  bagian  Amerika 
Serikat  dalam  GNP  dunia  pada  tahun  2010 
tidak  akan  berubah. 

Kedua,  ada  pandangan  bahwa  kekuatan 
Amerika  Serikat  sekarang.  ini  telah  menjadi 
tidak  efektif  lagi.  Wolf  mengakui  bahwa 
Amerika  Serikat  dihadapkan  pada  terlalu  ba- 
nyak  permasalahan  dan  bahwa  batas-batas 
dan  kendala-kendala  Amerika  Serikat  dira- 
sakan  dalam  banyak  bidang,  apakah  itu  da- 
lam  bidang   ekonomi   (untuk  membuka 
pasaran  Jepang),  dalam  bidang  keamanan 
(pembagian  beban  dengan  sekutu-sekutu 
dalam  NATO),  atau  masalah-masalah  poli-" 
tik  (menggantikan  pemerintahan  Sandinista 
di  Nicaragua  dengan  yang  lain).  Wolf  mene- 
kankan  ,  bahwa   seharusnya  juga  diakui 
bahwa  dalam  apa  yang  disebut  era  hegemoni 
Amerika  Serikat,  Cuba  tak  dapat  dicegah 
menjadi  komunis  meskipun  jaraknya  dari 
Florida  hanya  150  mil;  Amerika  Serikat  juga 
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tidak  dapat  mencegah  meluasnya  senjata 
nuklir  (di  Perancis  dalam  tahun  1960,  RRC 
dalam  tahun  1964,  dan  India  dalam  tahun 
1974);  Amerika  Serikat  juga  tak  dapat  men- 
cegah Perancis  keluar  dari  NATO  (1967)  dan 
Vietnam  Selatan  jatuh  ke  tangan  komunis 
(1975).  Sebaliknya,  hasil-hasil  kebijakan  dan 
pendekatan  Amerika  Serikat  selama  periode 
"penyusutan"  tahun  1980-an  dipandang 
oleh  Wolf  mempunyai  arti  penting;  Amerika 
Serikat  telah  menolong  proses  demokratisasi 
di  El  Salvador,  Filipina,  Korea  Selatan,  dan 
mungkin  Panama;  la  telah  menandatangani 
Persetujuan  Kekuatan  Nuklir  Jarak  Sedang 
(INF)  dengan  Uni  Soviet,  yang  juga  penting 
untuk  keamanan  Eropa  dan  Asia;  Amerika 
Serikat  membantu  mendorong  penarikan 
tentara  Soviet  dari  Afghanistan;  juga  mem- 
bantu mempertahankan  kebebasan  jalur  pe- 
layaran  di  Teluk  Persia.  Lebih  lanjut,  dalarn 
persaingan  antara  kepercayaan  akan  ekono- 
mi  pasar  yang  berdasarkan  peranan  swasta 
di  satu  pihak,  dan  ekonomi  kolektif  yang  tak 
mementingkan  pasar  di  lain  pihak,  periode 
1980-an  juga  telah  menyaksikan  bahwa  yang 
disebut  pertama  memperoleh  keunggulan. 
Sementara  itu,  Uni  Soviet  pesaing  terkuat 
Amerika  Serikatlah,  yang  sedang  mengalami 
suatu  kemunduran  relatif,  tatkala  sekutu- 
sekutu  dan  teman-teman  Amerika  Serikat 
mengalami  kefnajuan  besar. 

Secara  teoretis,  barangkali  tinjauan 
W.W.  Rostow^  atas  buku  Kennedy  adalah 
yang  paling  menarik.  Dilihat  dari  perspektif 
sejarah,  Rostow  membedakan  antara  ke- 
kuatan hegemonis  demikian  seperti  pada 
zaman  Philippe  II,  Louis  XIV,  Napoleon, 
Wilhelm  II  dan  Hitler  yang  mengupayakan 
pengendalian  total  atas  benua  Eropa  melalui 


'W.\^.  Rostow,  "Book  Review  Essay,"  Foreign  Af- 
fairs (Spring  1988):  863;  dan  juga  edisi  Summer  1988, 
hal.  111. 


pengumpulan  kekuatan  ekonomi,  yaitu 
suatu  kekuatan  yang  memainkan  strategi 
"imbangan  kekuatan"  seperti  dilakukan 
Inggris  Raya  menghadapi  kekuatan  hegemo- 
nis Eropa  (Perancis),  atau  yang  dilakukan 
Amerika  Serikat  setelah  Perang  Dunia  II 
baik  di  Eropa  maupun  Asia  dengan  menga- 
dakan  sistem  persekutuan-persekutuan.  De- 
ngan menggunakan  cara  ini,  Amerika  Seri- 
kat tidak  perlu  berada  dalam  posisi  kekuat- 
an ekonomi  yang  mutlak  mendominasi,  dan 
sistem  Bretton  Woods  yang  sudah  ketinggal- 
an  zaman  dapat  digantikan  oleh  suatu  sistem 
ekonomi  baru  yang  dapat  diterima  oleh 
kekuatan-kekuatan  ekonomi  besar. 

Kritik-kritik  Iain,  seperti  yang  diajukan 
Edward  Luttwak,  William  Pfaff  dan  George 
Will^  terhadap  argumen  yang  dikemukakan 
Kennedy,  tampak  seolah-olah  menunjukkan 
bahwa  penyusutan  kekuatan  Amerika  Seri- 
kat itu  bersifat  relatif  dan  berlangsung  da- 
lam periode  yang  lama,  karena  akhirnya  dia- 
kui  bahwa  Amerika  Serikat  masih  tetap  se- 
bagai  kekuatan  ekonomi  terbesar  di  dunia. 
Bahkan  penyusutan  relatif  ini  terutama  dise- 
babkan  oleh  kemajuan  perekonomian  sekii^' 
tu-sekutu  dan  teman-teman  Amerika  Seri- 
kat, terutama  di  kawasan  Pasifik.  • ' 

Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bah- 
wa belum  waktunya  untuk  membicarakan 
kemerosotan  hegemoni  Amerika  Serikat. 
Hal  ini  tidak  hanya  karena  rakyat  dan  peme- 
rintah  Amerika  Serikat  masih  berada  dalam 
posisi  untuk  secara  memadai  menjawab  se- 
tiap  tantangan  perubahan,  melainkan  juga 
karena  negara-negara  yang  sedang  menga- 

^Edward  Luttwak,  "How  and  Why  are  the  Mighty 
Fallen,"  Guardian  Weekly.  21  Februari  1988;  William 
Pfaff,  "America  is  Decline  if  It  Chooses  to  Be,"  Inter- 
nalional  Herald  Tribune,  10  Februari  1988;  dan  George 
F.  Will,  "Talk  of  US  Decline  Comes  too  Easily,"  Inter- 
nalional  Herald  Tribune,  3  Maret  1988. 
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laiiii  keiiiajuan  besar  terutarna  adalali  seku- 
ru-sekutu  dan  teman-teinan  Amerika  Serikat 
di  kawasan  Pasifik.  Negara-iiegara  ini  de- 
ngan  seiigaja  sedang  membentuk  kerjasania 
untuk  menieliliara  tata  internasional  yang 
ada  dan  karena  itu  bersedia  bekerjasama 
dan  membagi  beban  dengan  Amerika  Seri- 
kat. Sebaliknya,  tak  satu  pun  dari  sekutu- 
sekutu  dan  teman-teman  Amerika  Serikat  di 
kawasan  berambisi  atau  mampu  mengganti- 
kan  hegemoni  Amerika  Serikat. 


Per  ana  n  Amerika  Serikat  di  Kawa- 
san Asia- Pasifik  dalam  Jangka  Me- 
nengah 

Untuk  lima  tahun  mendatang  diharap- 
kan  tidak  ada  perubahan  mendasar  dalam 
peranan  Amerika  Serikat  di  kawasan.  Hal 
ini  terutama  karena  keberhasilan,  stabilitas 
dan  konsistensi  kebijakan  Amerika  Serikat 
terhadap  kawasan.  Hal  ini  sebagian  besar 
adalah  karena  dukungan  dua  partai  atas  ke- 
bijakan Amerika  Serikat  terhadap  kawasan 
semenjak  akhir  perang  Vietnam,  baik  partai 
dalam  pemerintahan  maupun  dalam  Kong- 
res,  kecuali  untuk  periode  singkat  pada  ta- 
hun-tahun  awal  pemerintahan  Carter  ketika 
dibuat  suatu  rencana  untuk  menarik  ang- 
katan  darat  Amerika  Serikat  dari  Korea  Se- 
latan  dan  untuk  mengurangi  jumlah  pasukan 
angkatan  laut  dan  angkatan  udara  yang  di- 
tempatkan  di  Pasifik  Barat.  Selain  itu,  pe- 
merintahan Reagan  telah  memberi  perhatian 
lebih  besar  kepada  kawasan  Asia-Pasifik 
karena  kawasan  ini  dipandang  sebagai  yang 
paling  dinamis  secara  ekonomi  dan  stabil 
secara  politis  atau  militer  di  dunia.  Stabilitas 
in!  tercapai  sebagian  berkat  kehadiran  ke- 
kuatan  konvensional  Amerika  Serikat  yang 
cukup,  di  samping  kekuatan  senjata  nuklir. 


Pada  gilirannya,  lingkungan  yang  stabil  te- 
lah menunjang  kegiatan  usaha-usaha  pem- 
bangunan  nasional  banyak  negara  di  ka- 
wasan. Dalam  rangka  memelihara  lingkung- 
an yang  stabil  ini  pangkalan-pangkalan  mili- 
ter Amerika  Serikat  di  Jepang  dan  Filipina 
dipandang  vital. 

Karena  peranan  yang  demikian  itu,  di- 
khawatirkan  bahwa  penghapusan  pangkal- 
an-pangkalan militer  Amerika  Serikat  di 
Subic  Bay  dan  Clark  Field  akan  membuat 
Amerika  Serikat  mejnikirkan  strategi  peng- 
gelarannya  ke  tempat  baru  di  Pasifik  Barat, 
khususnya  di  Asia  Tenggara.  Masalah  pang- 
kalan-pangkalan militer  Amerika  Serikat  di 
Filipina  itu  menjadi  masalah  yang  sensitif, 
terutama  sejak  perundingan-perundingan 
perpanjangan  waktu  persetujuan  terlaksana 
dalam  suatu  era  ketika  nasionalisme  Filipina 
berada  pada  puncaknya. 

Sementara  itu,  kawasan  Asia-Pasifik 
sendiri  juga  sedang  mengalami  suatu  peru- 
bahan mendasar  menuju  multipolaritas  da- 
lam bidang  ekonomi,  politik,  dan  keamanan 
di  mana  hubungan-hubungan  yang  sebelum- 
nya  berdasarkan  suatu  sistem  persekutuan 
berubah  menuju  kerjasama-kerjasama  yang 
coraknya  kurang  ketat.^  Perubahan  menuju 
multipolaritas  politik  dimulai  dengan  Dok- 
trin  Nixon,  yang  dicanangkan  tahun  1969, 
yang  pada  hakikatnya  menetapkan  bahwa 
Amerika  Serikat  menyerahkan  tanggung  ja- 
wab  kepada  sekutu-sekutu  dan  teman-teman 
Asia-nya  untuk  membela  diri  sendiri  dan  un- 
tuk mengutamakan  strategi  penggelaran  le- 
bih lanjut  Amerika  Serikat  bekerjasama  de- 
ngan negara-negara  maritim  Asia  Timur.  Ke- 
cenderungan  menuju  suatu  dunia  yang  mul- 
tipolar menjadi  lebih  nyata  setelah  Presiden 
Nixon  mengunjungi  Beijing  tahun  1972. 

^Lihat   Robert  A.  Scalapino,   "Asia's  Future," 
Foreign  Affairs  66,  No.  1  (Fall,  1987). 
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Suatu  masalah  besar  yang  timbul  dari 
perkembangan  demikian  adalah  sementara 
perubahan-perubahan  strategis  ini  terjadi  di 
kawasan,  pada  saat  pangkalan-pangkalan 
militer  dirasakan  vital  untuk  pemeliharaan 
perdamaian  dan  stabilitas  seluruh  kawasan 
Asia-Pasifik,  perundingan-perundingan  un- 
tuk perpanjangan  waktu  dan  peninjauan 
kembali  persetujuan  pangkalan-pangkalan 
militer  di  Filipina  mendapatkan  tanggapan- 
tanggapan  yang  tidak  menguntungkan  di  Fi- 
lipina. Akan  tetapi,  tanggapan-tanggapan 
ini  dapat  dimengerti  dan  perlu  dipahami  dari 
sudut  latar-belakang  perubahan-perubahan 
politik  dalam  negeri  Filipina. 

Pangkalan-pangkalan  militer  itu  sangat 
penting  untuk  menunjang  kemampuan  Ame- 
rika  Serikat  dan  Jepang  dalam  mengimbangi 
kehadiran  Uni  Soviet  di  Laut  Okhotz  mau- 
pun  dalam  menjaga  keamanan  jalur-jalur 
komunikasi  laut  (SLOC  =  Sea  Lanes  of 
Communication)  di  kawasan  Pasifik  dan  un- 
tuk memproyeksikan  kekuatan  menuju  Sa- 
mudera  Hindia  dan  Teluk  Persia.  Secara  po- 
litis  pangkalan-pangkalan  militer  ini  mem- 
punyai  arti  yang  penting,  karena  melam- 
bangkan  kehadiran  Amerika  Serikat  di  ka- 
wasan dan  komitmennya  pada  kawasan.  Ke- 
hadiran Amerika  Serikat  menjamin  adanya 
suatu  keseimbangan  kekuatan  yang  mema- 
dai  di  kawasan  menghadapi  kemampuan 
angkatan  laut  Uni  Soviet  di  Pasifik.  Perim- 
bangan  yang  demikian  menciptakan  suatu 
iklim  dan  lingkungan  stabilitas  maupun  per- 
damaian yang  memungkinkan  negara-nega- 
ra  di  kawasan  Asia-Pasifik  untuk  menggiat- 
kan  usaha-usaha  pembangunan  nasional  me- 
reka  sampai  sekuat  tenaga. 

Tidaklah  begitu  sederhana  untuk  memin- 
dahkan  pangkalan-pangkalan  militer  Ameri- 
ka Serikat  dari  Filipina.  Biaya-biayanya 
akan  menjadi  begitu  tinggi  (antara  US$10 


sampai  US$12  milyar)  sehingga  akan  sulit 
mendapatkan  dana-dana  yang  diperlukan 
dari  Kongres.  Alasan-alasan  lain  adalah  le- 
tak  geografisnya  yang  strategis,  tersedianya 
tenaga  kerja  ahli  dan  biaya  operasional  yang 
relatif  rendah.  Akan  tetapi  yang  paling  pen- 
ting adalah  terbukanya  implikasi-implikasi 
politisnya  sebagai  akibat  gangguan  keseim- 
bangan kekuatan,  penarikan  kehadiran 
Amerika  Serikat  dari  Asia  Tenggara,  menye- 
babkan  kekosongan  yang  siap  diisi  oleh  Uni 
Soviet,  RRC  atau  Jepang.  Pada  gilirannya 
ini  akan  mempunyai  konsekuensi-konse- 
kuensi  berbahaya  bagi  kawasan.  Suatu  ke- 
hadiran militer  Jepang  di  kawasan  akan  me- 
nyebabkan  kekhawatiran-kekhawatiran 
besar  tidak  hanya  di  antara  negara-negara 
kawasan  melainkan  juga  di  dalam  badan  po- 
litik Jepang  sendiri  yang  tidak  siap  meneri- 
ma  suatu  peranan  keamanan  yang  lebih 
besar  lepas  dari  Amerika  Serikat. 

Akhirnya,  pangkalan-pangkalan  militer 
itu  juga  penting  bagi  bangsa  Filipina  sendiri. 
Meskipun  akhirnya  hubungan-hubungan 
yang  normal  antara  Amerika  Serikat  dan  Fi- 
lipina hanya  akan  dicapai  jika  pangkalan- 
pangkalan  mihter  itu  dihapuskan,  untuk  se- 
mentara waktu  kehadirannya  tetap  vital  un- 
tuk bangsa  Filipina,  karena  hanya  dengan 
cara  itu  Filipina  akan  memperoleh  perhatian 
dan  bantuan  ekonomi  yang  cukup  untuk 
pembangunannya  kembali.  Dengan  tidak 
adanya  pangkalan-pangkalan  itu  bantuan 
dan  hubungan  ekonomi  dengan  Amerika  Se- 
rikat, Jepang  dan  Masyarakat  Eropa,  terma- 
suk  perdagangan  dan  investasi,  tidak  akan 
sebesar  seperti  yang  ada  sekarang  (sekitar 
US$2  milyar  setahunnya  dalam  bentuk  ODA 
(Official  Development  Assistance),  sementa- 
ra investasi-investasi  swasta  pun  makin  me- 
ningkat).  Tambahan  pula,  pengawasan  ter- 
hadap  penyelundupan  senjata  ke  Filipina  di- 
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jalankan  melalui  pangkalan-pangkalan  mili- 
ter  Amerika  Serikat,  sementara  itu  kebutuh- 
an  pertahanan  keluar  Filipina  dapat  ditun- 
jang  oleh  Amerika  Serikat  sehingga  mengu- 
rangi  biaya-biaya  militer  dan  pertahanan  Fi- 
lipina sendiri. 

Amerika  Serikat  dan  Filipina  telah  men- 
capai  kesimpulan  yang  memuaskan  tentang 
peninjauan    persetujuan    atas  pangkalan- 
pangkalan  militer  itu  yang  terutama  me- 
nyangkut  persoalan  kompensasi.  Tetap  men- 
jadi  suatu  tanda  tanya  besar  adalah  pemba- 
ruan  persetujuan  yang  hendak  dirundingkan 
dalam  tahun  1989  yang  akan  melibatkan 
masalah-masalah  yang  lebih  kompleks,  ter- 
masuk  masuknya  senjata-senjata  nuklir  dan 
akses  yang  tak  terbatas  untuk  operasi-opera- 
si  Armada  Ketujuh  dari  pangkalan-pangkal- 
an itu.  Oleh  karenanya,  kesepakatan  yang 
berhasil  dari  perundingan-perundingan  ini 
akan  membutuhkan  perhatian  dan  keterli- 
batan  negara-negara  lain  selain  Amerika 
Serikat.    Dalam    hal    ini  negara-negara 
ASEAN,  melalui  cara-cara  yang  mereka 
anggap  cocok,   hendaknya  menunjukkan 
suatu  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  de- 
ngan  mendukung  untuk  sementara  waktu  di- 
teruskannya  kehadiran  pangkalan-pangkal- 
an itu,  walaupun  masalah  itu  pada  dasarnya 
tetap  merupakan  suatu  persoalan  bilateral 
Amerika  Serikat-Filipina, 

Sekalipun  demikian,  harus  diakui  bahwa 
demi  kepentingan  pembangunan  bangsa  Fili- 
pina dan  guna  mengembangkan  hubungan 
yang  wajar  dengan  Amerika  Serikat  (dan 
dengan  negara-negara  lain),  dalam  jangka 
panjang  (mungkin  setelah  tahun  2001)  pang- 
kalan-pangkalan militer  Amerika  itu  hen- 
daknya dihapuskan  atau  dimodifikasi  se- 
hingga membuat  kehadirannya  dapat  diteri- 
ma  oleh  nasionalisme  Filipina. 


Sesungguhnya  pangkalan-pangkalan  mi- 
liter itu  merupakan  suatu  masalah  emosional 
bagi  orang  Filipina,  karena  pangkalan-pang- 
kalan itu  dipandang  sebagai  suatu  simbol 
neo-kolonialisme  Amerika  Serikat.  Ini  ber- 
mula  dari  sejarah  perjuangan  bangsa  Fili- 
pina merebut  kemerdekaan  melawan  pe- 
nguasa-penguasa  Spanyol  yang  kehilangan 
kekuasaannya  ketika  pada  tahun  1898  bang- 
sa Amerika  Serikat  memenangkan  perang 
menghadapi  Spanyol  dan  mendapatkan  Fili- 
pina. Setelah  Perang  Dunia  II,  ketika  bang- 
sa-bangsa  Asia  lain  memperoleh  kemerdeka- 
annya,  bangsa  Filipina  mempertahankan  hu- 
bungannya  yang  baik  dengan  Amerika  Seri- 
kat sebagai  negara  adikuasa  yang  baru  mun- 
cul.  Semenjak  itu,  .hubungan  ini  menjadi 
sendi  dasar  kebijakan  luar  negeri  Filipina, 
meskipun  hubungan  tersebut  sebagai  sesuatu 
yang  bercorakkan  "cinta-benci." 

Oleh  karena  itu,  perbaikan-perbaikan  ki- 
ranya  perlu  dilakukan  dengan  mengakomo- 
dasikan  perasaan-perasaan  bangsa  Filipina, 
tetapi  hal-hal  ini  hendaknya  jangan  menjadi 
suatu  penghalang  untuk  kegiatan  pangkalan- 
pangkalan.  Suatu  perpanjangan  waktu  10 
tahun  tampaknya  diperlukan  demi  menga- 
mankan  perdamaian  dan  stabilitas  di  ka- 
wasan.  Suatu  strategi  baru  kiranya  harus  di- 
rumuskan   guna   menanggapi  lingkungan 
yang  berubah  di  mana  pangkalan-pangkalan 
militer  diberi  arti  yang  samasekali  berbeda 
dari  yang  ada  sekarang,  antara  lain  karena 
perkembangan  teknologi.  Penyesuaian  da- 
pat meliputi  hanya  perawatan  fasilitas-fasili- 
tas  yang  vital  seperti  pangkalan  Subic,  se- 
mentara ukuran  pangkalan  Clark  dapat  di- 
kurangi  untuk  melayani  fungsi-fungsi  vital 
lapangan  udara  yang  ada  di  pangkalan. 
Yang  penting  adalah  memberikan  akses 
pada  tujuan-tujuan  operasional  dalam  arti 
luas,  tanpa  mengkaitkannya  dengan  persoal- 
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an  senjata  nuklir  di  kapal  maupun  di  pesa- 
wat  terbang. 

Amerika  Serikat  tidak  ingin  lagi  sendiri- 
an  menanggung  beban  pertahanan  dan  kea- 
manan  duiiia  internasional,  dan  sekarang  ini 
mengusahakan  suatu  strategi  pembagian  be- 
ban dengan  sekutu-sekutu  dan  teman-teman- 
nya.  Dewasa  ini  dengan  bagian  sekitar  35% 
GNP  seluruh  negara  Barat,  Amerika  Serikat 
harus  menanggung  lebih  dari  60%  biaya  per- 
tahanan negara-negara  Barat. 

Sementara  perubahan-perubahan  dalam 
peranan  Amerika  Serikat  di  kawasan  akan 
berlangsung  selama  beberapa  tahun  menda- 
tang,  maka  hubungan  Amerika  Serikat- 
Jepang  akan  terus  menjadi  sendi  dasar  keha- 
diran  Amerika  Serika't  di  kawasan  Asia-Pa- 
sifik.  Kebijakan  ini  dilanjutkan  dalam  peme- 
rintahan  Reagan.  Selama  pemerintahan  Ni- 
xon, Ford  dan  Carter  tekanan  diberikan  pa- 
da  hubungan  "strategis"  dengan  RRC  un- 
tuk  mengendalikan  Uni  Soviet.  Di  lain 
pihak,  Jepang  dipandang  tergantung  pada 
Amerika  Serikat  dan  tidak  akan  mampu  se- 
cara  strategis  berjalan  sendirian. 

Reagan  telah  mengubah  strategi  itu  kare- 
na  ia  tampaknya  merasa  bahwa  RRC  tidak 
dapat  dipercayai  secara  ideologis,  dan  kare- 
na  RRC  sendiri  mengubah  strateginya  dalam 
konteks  hubungan  segitiga  Amerika  Serikat- 
RRC-Uni  Soviet  dengan  mengambil  hubung- 
an yang  lebih  berjarak  sama  terhadap  Ame- 
rika Serikat  dan  Uni  Soviet.  Dasar  perubah- 
an  dalam  kebijakan  RRC  ini  adalah  kesadar- 
an  bahwa  sejak  awal  tahun  1980-an  Uni  So- 
viet tidak  lagi  merupakan  suatu  ancaman 
langsung  terhadap  keamanannya.  Semen- 
tara itu,  Jepang  telah  menjadi  suatu  kekuat- 
an  ekonomi  dan  di  bawah  pemerintahan  Na- 
kasone  telah  melakukan  usaha-usaha  serius 
untuk  melaksanakan  apa  yang  disebut  De- 
fense Midterm  Review  untuk  meningkatkan 


kemampuan  Jepang  membagi  beban  perta- 
hanan dengan  Amerika  Serikat,  di  samping 
meningkatkan  "bantuan  strategis"-nya  dan 
ODA  (Bantuan  Pembangunan  Resmi). 

Dapat  diperkirakan  bahwa  setiap  peme- 
rintahan Amerika  Serikat  di  masa  men- 
datang,  entah  itu  Republik  atau  Demokrat, 
akan  memelihara  hubungan  strategis  dengan 
Jepang  ini.  Amerika  Serikat  akan  mengha- 
rapkan  suatu  pembagian  beban  yang  lebih 
faesar  dari  Jepang  tidak  hanya  di  kawasan 
Asia-Pasifik  melainkan  juga  meluas  ke  ba- 
gian-bagian  lain  dunia,  terutama  dalam  ben- 
tuk  "bantuan  strategis"  dan  ODA  Jepang 
kepada  negara-negara  yang  sedang  mengha- 
dapi  masalah  ekonomi  serius  akibat  ketidak- 
stabilan  dalam  negeri  atau  ancaman-ancam- 
an  eksternal,  seperti  Meksiko  atau  Amerika 
Tengah. 

Dalam  jangka  menengah,  hubungan 
Amerika  Serikat-Jepang  mungkin  akan 
menghadapi  banyak  kesulitan,  karena  me- 
ningkatnya  saling  ketergantungan  dan 
bahkan  integrasi  dalam  bidang-bidang  eko- 
nomi, politik  dan  keamanan  yang  melibat- 
kan  dua  masyarakat  yang  secara  budaya  de- 
mikian  berlainan.  Perselisihan-perselisihan 
serius  khususnya  telah  timbul  dalam  bidang 
ekonomi  yang  disebabkan  oleh  ketidakseim- 
bangan  perdagangan  bilateral,  persaingan 
yang  tak  jujur  dalam  sektor  konstruksi  Je- 
pang, dan  persaingan  dalam  bidang-bidang 
superconductor  dan  teknologi  tinggi  antara 
perusahaan-perusahaan  Amerika  Serikat 
dan  Jepang. 

Walaupun  Jepang  telah  memberikan 
tanggapan-tanggapan  positif^  terhadap  tun- 

^Lihat,  Jusuf  Wanandi,  "Japan's  International  and 
Regional  Role:  A  Regional  Perspective,"  makalah  dia- 
jukan  pada  Konperensi  Indonesia-Jepang  XIII  di  Bali, 
5-7  Juni  1988;  Indonesian  Quarterly  Vol.  XVI,  No.  3 
(Juli  1988):  329-342. 


408 


ANALISIS  CSIS,  1989-5 


tutan  pembagian  beban,  penekanan-pene- 
kanan  yang  berkelanjutan  diperkirakan 
akan  terjadi  di  masa  mendatang,  khususnya 
jika  masalahnya  dikaitkan  pada  persoalan- 
persoalan  ekonomi  Amerika  Serikat-Jepang 
dan  ketidakseimbangan  perdagangan.  Me- 
ningkatnya  pembagian  beban  dalam  arti  me- 
ningkatnya  ODA  dan  bantuan  strategis  Je- 
pang  mendapat  tanggapan-tanggapan  baik 
di  seluruh  kawasan  Asia-Pasifik.  Jika  hal  itu 
diterjemahkan  dalam  meningkatnya  kemam- 
puan-kemampuan  militer  dan  pertahanan, 
maka  masalah-masalah  kawasan  yang  serius 
diperkirakan  akan  muncul.  Meskipun  demi- 
kian,  orang  seharusnya  memperhatikan  ke- 
nyataan  semakin  diterimanya  peningkatan 
kemampuan-kemampuan  pertahanan  Je- 
pang  jika  kemampuan  ini  berkembang  se- 
cara  bertahap  dan  dalam  kerangka  pemba- 
gian beban  pertahanan  dengan  Amerika  Se- 
rikat. 

Suatu  kesinambungan  dalam  kebijakan- 
kebijakan-  Amerika  Serikat  terhadap  ka- 
wasan Asia-Pasifik  mungkin  dapat  lebih  di- 
harapkan  di  bawah  pemerintahan  Bush,  ka- 
rena  di  waktu  lalu  para  penasihat  politik  luar 
negeri  Dukakis  lebih  berorientasi  ke  Eropa, 
Timur  Tengah  dan  Amerika  Tengah.  Apa- 
lagi,  biasanya  diperlukan  waktu  sekurang- 
kurangnya  setahun  bagi  suatu  pemerintahan 
baru  Amerika  Serikat  yang  berasal  dari  par- 
tai  lain  sebelum  dapat  benar-benar  menge- 
lola  politik  luar  negerinya.  Sebaliknya, 
orang  dapat  berharap  Dukakis  memberi  per- 
hatian  yang  lebih  besar  pada  diplomasi  mul- 
tilateral daripada  yang  telah  dilakukan  pe- 
merintahan Reagan  sampai  akhir-akhir  ini. 
Apa  pun  permasalahannya,  bagi  Amerika 
Serikat  kawasan  Asia-Pasifik  adalah  vital 
karena  perekonomiannya  yang  dinamis  dan 
karena  di  situlah  berada  mitra  dagangnya 
yang  terpenting,  maupun  karena  di  kawasan 


inilah  Amerika  Serikat  menjaga  suatu  ke- 
seimbangan  yang  baik  ketimbang  di  kawas- 
an-kawasan  lain.  Oleh  karena  itu,  partai 
mana  pun  yang  berkuasa,  akhirnya  akan 
harus  memberi  perhatian  yang  cukup  atas 
kawasan  ini. 

Meskipun  demikian,  karena  kawasan  ini 
bukan  merupakan  suatu  titik  nyala"  (flash 
point)  seperti  halnya  Eropa,  Timur  Tengah, 
Teluk  Persia  atau  Amerika  Tengah,  dan 
karena  secara  strategis  kawasan  ini  lebih  da- 
mai,  maka  perhatian  Amerika  Serikat  pada 
kawasan  ini  tidak  akan  menonjol  tetapi  te- 
tap  akan  secukupnya.  Di  samping  membagi 
beban  dengan  Jepang  dan  sekutu-sekutunya 
yang  lain,  Amerika  Serikat  akan  memperta- 
hankan  pasukan-pasukannya  di  Korea  Sela- 
tan,  kendatipun  bagian  yang  terbesar  dari 
beban  itu  akan  harus  ditanggung  oleh  Korea 
Selatari.  Hubungan  ekonomi  Amerikat  Seri- 
kat-Korea  Selatan  akan  terus  meningkat, 
walaupun  masalah-masalah  serius  mungkin 
timbul  seperti  Amerika  Serikat  terus-mene- 
rus  menekan  Korea  Selatan  untuk  membuka 
pasarannya  (termasuk  hasil-hasil  pertanian), 
untuk  menaikkan  nilai  Won  terhadap  dollar 
Amerika  Serikat,  dan  untuk  memberi  perlin- 
dungan  yang  secukupnya  terhadap  "hak- 
hak  milik  intelektual"  (intellectual  property 
rights)  Amerika  Serikat. 

Berkenaan  dengan  RRC,  Amerika  Seri- 
kat akan  lebih  memperkuat  hubungannya 
dalam  bidang  ekonomi  dan  secara  lebih  se- 
lektif  juga  dalam  bidang  keamanan  demi 
menjaga  suatu  hubungan  yang  erat.  Dengan 
normalisasi  lebih  lanjut  dalam  hubungan 
Cina-Uni  Soviet,  maka  kebijakan  Cina  yang 
sama  jarak  dalam  hubungan  segitiga  Ameri- 
ka Serikat-RRC-Uni  Soviet,  akan  menjadi 
lebih  nyata.  Maka  itu,  hubungan  Amerika 
Serikat  dengan  RRC  tak  akan  dapat  berkem- 
bang menuju  suatu  hubungan  strategis  yang 
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penuh.  Maka  kebijakan  Amerika  Serikat 
akan  lebih  bertujuan  berperilaku  sesuai  de- 
ngan  situasi  kawasan  dan  dunia  yang  ada, 
sehingga  RRC  akan  menahan  diri  dalam 
menjual  senjata-senjatanya  kepada  negara- 
negara  agresif  atau  kepada  negara  yang  se- 
karang  terlibat  dalam  suatu  konflik  seperti 
antara  Iran  dan  Irak.  Cina  seharusnya  juga 
bersedia  memberikan  tekanan-tekanan  yang 
lebih  keras  kepada  Khmer  Merah  sedemiki- 
an  sehingga  suatu  penyelesaian  politik  dalam 
masalah  Kamboja  dapat  dicapai,  atau  untuk 
membantu  menjamin  agar  Korea  Utara 
tidak  akan  melakukan  kegiatan-kegiatan 
provokatif  terhadap  Korea  Selatan  di  waktu 
mendatang.  Berkenaan  dengan  masalah 
Khmer  Merah,  telah  menjadi  jelas  bagi  Ame- 
rika Serikat  bahwa  ia  perlu  berhati-hati  da- 
lam hubungan  militernya  dengan  RRC  sebab 
pandangan-pandangan  Cina  atas  keamanan, 
dan  strateginya  di  Asia  Tenggara  tidak  selalu 
sejalan  dengan  pandangan  dan  strategi 
ASEAN  yang  dengannya  Amerika  Serikat 
sama-sama  perlu  memelihara  hubungan 
baik. 

Hubungan  Amerika  Serikat-ASEAN 
mungkin  terutama  ada  pada  bidang  ekono- 
mi,  walaupun  dua  masalah  keamanan,  yaitu 
pangkalan-pangkalan  militer  Amerika  Seri- 
kat di  Filipina  dan  penyelesaian  konflik 
Kamboja,  mempunyai  arti  yang  penting.  Da- 
lam bidang  ekonomi,  masalah-masalah 
akses  ke  dalam  pasaran  Amerika  Serikat, 
GSP,  dan  perlindungan  hak-hak  milik  inte- 
lektual  merupakan  hal-hal  yang  paling  pen- 
ting.  Selanjutnya,  alih  modal  dan  teknologi 
tetap  mempunyai  arti  penting  bagi  negara- 
negara  ASEAN,  dan  dalam  hal  ini  Amerika 
Serikat  dipandang  sebagai  pengimbang  ter- 
hadap kehadiran  Jepang  yang  menonjol  di 
wilayah  ini. 

Hubungan  politik  antara  ASEAN  dan 
Amerika  Serikat  akan  berkaitan  dengan  ke- 


hadiran Amerika  Serikat  dan  komitmennya 
pada  keamanan  kawasan.  Dalam  kerangka 
ini,  pangkalan-pangkalan  militer  di  Filipina 
dipandang  telah  bermanfaat  untuk  stabilitas 
dan  suasana  damai  di  kawasan.  Kepenting- 
an-kepentingan  ASEAN  dalam  memperta- 
hankan  kehadiran  Amerika  Serikat  ini  ber- 
landaskan  kekhawatiran  bahwa  kekosongan 
yang  diakibatkan  oleh  penarikan  pasukan- 
pasukan  Amerika  Serikat  dari  kawasan,  jika 
persetujuan  pangkalan-pangkalan  militer  ti- 
dak diperpanjang  lagi,  akan  dimanfaatkan 
oleh  kekuatan-kekuatan  besar  yang  lain. 
Kekuatan-kekuatan  besar  lain  ini  mempu- 
nyai ambisi-ambisinya  sendiri  di  kawasan 
yang  niscaya  tidak  lebih  menguntungkan 
bagi  negara-negara  ASEAN. 

Hubungan  Amerika  Serikat  dengan  Pa- 
sifik  Selatan  akan  menjadi  lebih  penting  di 
masa  mendatang  karena  arti  strategis  ka- 
wasan yang  semakin  penting  bagi  Amerika 
Serikat,  sementara  kawasan  ini  mengalami 
ketidakstabilan  politik  yang  lebih  banyak  se- 
bagai akibat  suatu  generasi  baru  mengambil- 
alih  kepemimpinan  di  berbagai  negara,  khu- 
susnya  di  bagian  Melanesia  seperti  di  Papua 
New  Guinea,  Vanuatu,  dan  Fiji,  dan  oleh 
karena  itu,  sikap-sikap  yang  lebih  nasionalis- 
tis  sedang  berkembang  di  kawasan  ini.  Ken- 
datipun  kerjasama  dalam  kerangka  ANZUS 
telah  diperlemah  oleh  ketidaksetujuan  ter- 
hadap kebijakan  nuklir  New  Zealand,  na- 
mun  kerjasama  itu  dapat  memperoleh  ke- 
pentingannya  lagi  di  waktu  mendatang. 

Sekalipun  demikian,  ANZUS  tidak 
dapat  lagi  memberikan  suatu  pengkaitan 
yang  cukup  pada  negara-negara  Pasifik  Se- 
latan sebagai  akibat  meningkatnya  ketidak- 
puasan  terhadap  kepemimpinan  paternalis- 
tik  Australia  dan  New  Zealand  di  kawasan. 
Oleh  karena  itu,  pembinaan  hubungan  baik 
antara  ASEAN  dan  negara-negara  Pasifik 
Selatan  dapat  menjadi  pelengkap  dari  hu- 
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bungan  negara-negara  ini  dengan  Amerika 
Serikat,  Australia  dan  New  Zealand. 

Akhirnya,  hubungan  Uni  Soviet-Ameri- 
ka  Serikat  dalam  jangka  menengah  masih 
akan  diwarnai  oleh  persaingan  dan  kerjasa- 
ma.  Mungkin  kedua  negara  adikuasa  ini 
lebih  mengutamakan  kerjasama  yang  diang- 
gap  diperlukan  mengingat  masalah  kesulit- 
an-kesulitan  ekonomi  dalam  negeri  mereka. 
Oleh  sebab  itu,  mungkin  kedua  pihak  akan 
melanjutkan  usaha-usaha  mereka  untuk 
mengurangi  ketegangan  melalui  pengendali- 
an  dan  perlucutan  persenjataan,  melalui 
dialog-dialog  mengenai  konflik-konflik  re- 
gional dan  persoalan  hak-hak  asasi  manusia. 

Dalam  hubungan  ini,  langkah-langkah 
Confidence  Building  Measures  (CBM  =  usa- 
ha-usaha membangun  kepercayaan)  dan  pe- 
ngurangan  persenjataan,  termasuk  pengu- 
rangan  senjata-senjata  nuklir  yang  digelar  di 
kawasan  Asia-Pasifik  secara  berangsur- 
angsur  akan  terwujud  seperti  halnya  kemaf 
juan  yang  dicapai  dalam  keseimbangan  sen- 
tral  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet 
di  Eropa.  Pada  gilirannya,  gagasan  mencip- 
takan  zone  bebas  senjata  nuklir  (NWFZ)  di 
Asia  Tenggara  dapat  dipromosikan  lebih 
lanjut  dan  menjadi  lebih  dapat  diterima  oleh 
kekuatan-kekuatan  besar,  khususnya  Ame- 
rika Serikat.  Lebih  dari  itu,  Amerika  Serikat 
juga  akan  menerima  suatu  partisipasi  dan 
keterlibatan  Uni  Soviet  yang  lebih  besar 
dalam  urusan-urusan  politik  dan  ekonomi 
kawasan. 

Peranan  Amerika  Serikat  di  Ka- 
wasan Asia-Pasifik  dalam  Jangka 
Panjang 

Sebagaimana  telah  dikemukakan,  pem- 
bagian-beban  antara  Amerika  Serikat  dan 
Jepang  di  kawasan  akan  meningkat  di  waktu 
mendatang.  Sebagai  akibatnya,  tidak  mung- 


kin untuk  memisahkan  kehadiran  Amerika 
Serikat  di  kawasan  dari  peranan  Jepang  di 
kawasan.  Pembagian-beban  ini  tidak  akan 
lagi  menempatkan  Jepang  melulu  dalam  pe- 
ranan ekonomi,  sementara  peranan  Amerika 
Serikat  hanya  akan  ada  dalam  bidang  kea- 
manan  dan  pertahanan,  seperti  yang  tampak 
dewasa  ini.  Keinginan  Jepang  untuk  me- 
ngembangkan  kemampuan  pertahanan  kon- 
vensionalnya  dalam  kerangka  persekutuan 
dengan  Amerika  Serikat  (dan  dengan  tidak 
semata-mata  menjadi  suatu  subsistem  Ame- 
rika Serikat  dalam  pencegahan  perluasan  ke- 
kuatan  Uni  Soviet  di  Laut  Okhotz),  untuk 
melindungi  pulau-pulaunya  dan  perairan 
yang  mengelilinginya  merupakan  sesuatu 
yang  sah  dan  mungkin  akan  terwujud  dalam 
jangka  agak  panjang.  Yang  penting  adalah 
keterbukaan  dari  pihak  Jepang  untuk  men- 
diskusikan  dan  merundingkan  arah  dan  pe- 
laksanaan  strategi  demikian  dengan  teman- 
temannya.   Keterusterangan  perdebatan- 
perdebatan  mengenai  masalah  ini  dalam  ba- 
dan-badan  politik  Jepang  adalah  juga  pen- 
ting  untuk  mencegah  salah  pengertian  di  an- 
tara tetangga-tetangga  Jepang, 

Di  waktu  mendatang,  pelaksanaan 
skema  pembagian-beban  Amerika- Jepang 
akan  bersifat  global  daripada  regional.  Mi- 
salnya,  sudah  dipertimbangkan  bahwa  Je- 
pang seharusnya  memberikan  bantuan  khu- 
sus  kepada  Mexico  dan  Amerika  Tengah  dan 
meningkatkan  ODA-nya  dalam  kerangka 
apa  yang  disebut  "program  bantuan  strate- 
gis."  Ada  juga  usul-usul  untuk  mengadakan 
persetujuan  perdagangan  bebas  antara  Je- 
pang dan  Amerika  Serikat,  barangkali  juga 
meliputi  Canada  dan  Mexico.^ 

'Lihat  misalnya,  Ernest  H.  Preeg,  "Weighing  a  US- 
Japan  Trade  Pact,"  Wall  Street  Journal,  11  Agustus 
1988;  Clyde  H.  Farns-worth,  "US  and  Japan,  Ponder  a 
Free  Proposal,"  New  York  Times,  12  Agustus  1988, 
hal.  10. 
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Jadi  seharusnya  tidak  mengherankan 
bila  melihat  proses  integrasi  antara  Jepang 
dan  Amerika  Serikat  berlangsung  sangat  ce- 
pat  dan  pembagian-beban  dalam  semua  bi- 
dang  di  antara  kedua  negara  terwujud  sesuai 
dengan  itu  pula.  Meskipun  demikian,  seha- 
rusnya juga  diakui  bahwa  berdasarkan  studi 
Rand  seperti  dikutip  di  depan,  GNP  Ameri- 
ka Serikat  akan  tetap  sekitar  22%  sampai 
24%  dari  keseluruhan  GNP  dunia  di  tahun 
2010,  menunjukkan  bahwa  Amerika  Serikat 
akan  tetap  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang 
terbesar  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  keha- 
diran  dan  keterlibatan  ekonomi  Amerika 
Serikat  di  kawasan  Asia-Pasifik  akan  berlan- 
jut  dalam  waktu  yang  masih  lama,  meskipun 
titik-beratnya  akan  tertuju  pada  kawasan 
Asia  Timur  Laut. 

Agar  kehadiran  Amerika  Serikat  dirasa- 
kan  di  seluruh  kawasan,  maka  gagasan  ker- 
jasama  ekonomi  Pasifik  mempunyai  arti 
penting,  karena  hanya  melalui  kerjasama  de- 
mikian Washington  dapat  memberikan  per- 
hatian  yang  pantas  kepada  seluruh  kawasan 
Pasifik  dengan  negara-negara  dan  sub-sub 
kawasan  yang  begitu  berbeda-beda.  Hal  ini 
akan  membantu  proses  pembuatan  kepu- 
tusan  Amerika  Serikat,  yang  biasanya  hanya 
disibukkan  dengan  satu  atau  dua  persoalan 
atau  kawasan  yang  kritis,  untuk  memperha- 
tikan  pembangunan-pembangunan  di  Pasi- 
fik dan  memfokuskan  pada  kerjasama  di 
mana  semua  negara  di  kawasan  terlibat.  Le- 
bih  dari  itu,  pendekatan-pendekatan  multi- 
lateral, seperti  kerjasama  ekonomi,  dapat 
menolong  mencairkan  perselisihan  bilateral 
deo^an  Jepang  yang  mungkin  akan  berke- 
lanjutan.  Oleh  karenanya,  proses  pembagi- 
an-beban akan  lebih  dapat  dicapai  dalam 
kerangka  kerjasama  kawasan  yang  stabil 
dan  efektif  di  kawasan  terpenting  dunia  di 
masa  datang.  Tambahan  lagi,  ajakan  kerja- 
sama ekonomi  dalam  suatu  kawasan  yang 


begitu  dinamis  seharusnya  cukup  berdaya 
guna  untuk  menghadapi  tantangan-tantang- 
an  dari  bagian  dunia  yang  lain,  seperti  inte- 
grasi Eropa  Barat  pada  tahun  1992. 

Perkembangan  jangka  panjang  dari  hu- 
bungan  Uni  Soviet-Amerika  Serikat  dan  hu- 
bungan  Cina-Amerika  Serikat  tidak  mudah 
dapat  diramalkan.  Hubungan-hubungan  di 
antara  ketiga  negara  ini  masih  mengalami 
perubahan-perubahan  yang  membuka  bebe- 
rapa  kemungkinan. 

Skenario    pertama,  memperkirakan 
bahwa  masyarakat  Amerika  Serikat  dan  Je- 
pang menjadi  berintegrasi  lebih  erat  dalam 
berbagai  bidang,  yang  berakibat  bahwa  ke- 
dudukan  mereka  lebih  berkuasa  dan  berpe- 
ngaruh,  sehingga  akan  membuat  Uni  Soviet 
dan  RRC  berhubungan  lebih  erat  untuk  me- 
ngimbangi  dominasi  Amerika  Serikat  dan 
Jepang.  Maka  ini  akan  mengakibatkan  mun- 
culnya  dua  blok  baru  di  kawasan  yang 
mungkin  menyebabkan  ketegangan-kete- 
gangan  yang  lebih  besar,  karena  mereka 
mampu  melakukan  demikian  didukung  oleh 
kekuatan  militernya  yang  sangat  hebat.  Te- 
tap tak  jelas  ke  arah  mana  hubungan  Cina- 
Uni  Soviet  akan  berkembang,  karena  RRC 
khususnya  berhati-hati  agar  tidak  menjadi 
tergantung  lagi  pada  Uni  Soviet.  Selain  itu, 
RRC  berkepentingan  untuk  bekerjasama 
ekonomi  dengan  Jepang  dan  Amerika  Seri- 
kat demi  modernisasi  perekonomiannya. 
Oleh  karena  itu,  skenario  pertama  ini  bukan- 
lah  suatu  skenario  yang  benar-benar  mung- 
kin. 

Dalam  skenario  pertama  ini,  negara- 
negara  berkembang,  khususnya  negara- 
negara  nonblok  di  kawasan,  akan  mengha- 
dapi tekanan  yang  serius  untuk  memihak 
kepada  salah  satu  dari  dua  blok  itu.  Negara- 
negara  berkembang  akan  sulit  untuk  men- 
jadi suatu  kekuatan  yang  tak  memihak 
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dalam  suatu  sistem  internasional  yang  ter- 
bagi  dalam  dua  kekuatan  di  mana  blok-blok- 
nya  menjadi  begitu  jauh  lebih  besar  dan 
lebih  kuat.  Meskipun  demikian,  kerjasama 
regional  di  antara  negara-negara  yang  se- 
dang  berkembang  dapat  mefigurangi  seba- 
gian  tekanan  yang  dilakukan  oleh  blok-blok 
itu. 

Skenario  kedua  merupakan  suatu  era 
yang  samasekali  baru,  yaitu  suatu  era  eko- 
nomi  di  kawasan,  di  mana  ketegangan-kete- 
gangan  sangat  berkurang  karena  perhatian 
yang  besar  dalam  pembangunan  ekonomi  di 
antara  negara-negara  di  kawasan.  Kepen- 
tingan-kepentingan  ekonomi  dilihat  merupa- 
kan rangsangan  bagi  usaha-usaha  serius 
guna  mengurangi  ketegangan-ketegangan 
dan  persaingan-persaingan  dalam  bidang 
keamanan  di  antara  Uni  Soviet,  Amerika 
Serikat,  dan  RRC.  Akan  tetapi,  ada  ke- 
mungkinan  bahwa  ketegangan-ketegangan 
ekonomi  yang  baru  akan  menggantikan  ke- 
tegangan-ketegangan lama.  Sama-sama  tak 
jelas  apakah  situasi  ini  dapat  diperkirakan 
timbul,  dalam  arti  bahwa  suatu  perasaan  sa- 
ling  ketergantungan  ekonomi  akan  begitu 
kuat,  sehingga  membuat  negara-bangsa 
menjadi  tidak  relevan  lagi.  Tampaknya  ske- 
nario ini  terlalu  idealistis  untuk  terwujud. 

Dalam  skenario  kedua  ini,  negara-negara 
sedang  berkembang  di  kawasan  harus  mela- 
kukan  penyesuaian-penyesuaian  tertentu, 
menjadi  lebih  pragmatis,  fleksibel  dan 
responsif  agar  mampu  memanfaatkan  per- 
kembangan  ekonomi  dunia  yang  pesat.  Di- 
bandingkan  dengan  negara-negara  berkem- 
bang di  kawasan  lain,  negara  sedang  ber- 
kembang di  kawasan  Asia-Pasifik  akan  men- 
dapat  keuntungan  lebih  banyak  dari  suatu 
perkembangan  ekonomi  yang  demikian.  Di 
sini  persoalannya  adalah  bagaimana  me- 
nyeimbangkan  kepentingan  nasional  dan  re- 


gional dengan  solidaritas  global  negara- 
negara  sedang  berkembang  secara  kesfeluruh- 
an.  Pada  saat  ini  tampaknya  jelas  bahwa 
pola-pola  hubungan  yang  sudah  ketinggalan 
zaman  di  antara  Utara  dan  Selatan,  maupun 
hubungan  Selatan-Selatan  sendiri  perlu  di- 
gantikan  oleh  sesuatu  yang  samasekali  baru. 
Barangkali  hal  ini  membutuhkan  pengukuh- 
an  hubungan  di  antara  subregional,  seperti 
antara  ASEAN  dan  forum  Pasifik  Selatan, 
antara  ASEAN  dan  SAARC  (Asosiasi  Kerja- 
sama Regional  Asia  Selatan)  dan  Kerjasama 
Regional  Negara-negara  Teluk.  Saling  kerja- 
sama regional  ini  dapat  juga  melibatkan 
negara-negara  sedang  berkembang  dan  nega- 
ra-negara industri,  seperti  antara  ASEAN 
dan  negara-negara  industri  Pasifik  dalam 
bentuk  APC  (Konperensi  ASEAN-Pasifik). 
Bentuk  dialog  yang  lain  adalah  melalui  ker- 
jasama regional  yang  melibatkan  negara- 
negara  industri  dan  negara-negara  sedang 
berkembang  seperti  terlaksana  dalam  PECC 
(Konperensi  Kerjasama  Ekonomi  Pasifik). 

Skenario  ketiga  adalah  Amerika  Serikat 
dan  Jepang  tetap  dalam  suatu  sistem  perse- 
kutuan,  tetapi  hubungannya  masing-masing 
dengan  Uni  Soviet  dan  RRC  dilakukan  seca- 
ra independeri,  karena  masing-masing  ingin 
mempertahankan  posisinya  yang  sekarang. 
Perbedaan  antara  skenario  ketiga  dan  skena- 
rio pertama  terletak  dalam  persepsi  Amerika 
Serikat  dan  Jepang  yang  berlainan  mengenai 
hubungan  masing-masing  dengan  Uni  Soviet 
atau  RRC.  Perselisihan  dan  ketegangan  an- 
tara Amerika  Serikat  dan  Jepang  akibat  per- 
bedaan dalam  nilai-nilai  mungkin  meningkat 
di  waktu  mendatang  dan  dapat  menyebab- 
kan  suatu  keretakan  hubungan  Amerika 
Serikat-Jepang.  Hubungan  persekutuan  se- 
cara berangsur-angsur  dapat  berganti  men- 
jadi suatu  kerjasama  (alignment).  Skenario 
yang  pertama  melihat  kebutuhan  antara 
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Jepang  dan  Amerika  Serikat  untuk  berinte- 
grasi  lebih  erat  demi  menjaga  ikatan  perse- 
kutuan  mereka. 

Pada  saat  ini  sudah  dapat  dilihat  secara 
jelas  nuansa-nuansa  yang  berbeda  dalam  hu- 
bungan  mereka  masing-masing  dengan  Uni 
Soviet  dan  RRC.  Misalnya  hubungan  Ame- 
rika Serikat  dan  Cina  telah  berkembang 
agak  lancar  karena  kedua  negara  ini  memi- 
liki  suatu  tujuan  strategis  bersama  ~  walau- 
pun  terbatas  ~  untuk  mengendalikan  Uni 
Soviet.  Di  Iain  pihak,  iiubungan  Jepang 
dengan  Cina,  meskipun  ada  kemajuan-ke- 
majuan  yang  berarti  selama  beberapa  tahun 
yang  lalu,  akan  selalu  mengandung  unsur- 
unsur  persaingan  untuk  kepemimpinan  di 
kawasan  Asia-Pasifik  dan  secara  serius  dipe- 
ngaruhi  oleh  interpretasi  mereka  yang  ber- 
lainan  tentang  tindakan-tindakan  Jepang  se- 
lama Perang  Dunia  II  dan  hubungan  historis 
dan  budaya  antara  Cina  dan  Jepang  pada 
umumnya-.  Demikian  pula,  hubungan  Ame- 
rika Serikat-Uni  Soviet  mengalami  kemaju- 
an,  dan  kerjasama  dalam  berbagai  bidang 
sedang  berkembang.  Sebaliknya,  hubungan 
Jepang-Uni  Soviet  tetap  pada  tingkat  rendah 
karena  tuntutan-tuntutan  Jepang  atas  empat 
pulau  di  Utara  samasekali  tak  dipedulikan 
Uni  Soviet. 

Dalam  skenario  yang  ketiga  ini  hubung- 
an-hubungan  di  antara  empat  negara  besar 
akan  sama  seperti  yang  ada  pada  dev^'asa  ini. 
Itu  berarti  suatu  pola  hubungan  berjarak 
sama  di  antara  Amerika  Serikat,  RRC  dan 
Uni  Soviet,  sementara  hubungan  Amerika 
Serikat-Jepang  masih  akan  menjadi  jauh 
lebih  erat  karena  pada  dasarnya  mereka 
membagi  suatu  tujuan  strategis  bersama 
dalam  kebijakan-kebijakan  mereka  terha- 
dap  kawasan  Asia-Pasifik. 
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Agar  Amerika  Serikat  mampu  terus  me- 
mainkan  suatu  peranan  global,  seharusnya 
Amerika  Serikat  secara  efektif  menangani 
masalah-masalahnya  yang  mendesak  seka- 
rang  ini:  menghapuskan  defisit  budgeter  dan 
perdagangannya,  meningkatkan  produktivi- 
tas,  meningkatkan  tabungan,  memajukan 
kualitas  pendidikan,  dan  membagi  beban  in- 
ternasional  dengan  sekutu-sekutu  dan 
kawan-kawannya.  Akhirnya,  Amerika  Seri- 
kat pun  perlu  merumuskan  kebijakan-kebi- 
jakan jangka  panjang  tentang  bagaimana  se- 
harusnya mengupayakan  tujuan-tujuan  in- 
ternasionalnya,  tentang  strategi  apa  yang 
perlu  diambil,  dan  tentang  pembiayaan  yang 
ingin  ditanggungnya  baik  secara  sendirian 
maupun  bekerjasama  dengan  sekutu-sekutu 
dan  kawan-kawannya  dalam  mencapai  tuju- 
an-tujuan itu. 


Penting  bagi  Amerika  Serikat  untuk 
secara  tepat  menilai  pendekatan-pendekat- 
annya  pada  masalah-masalah  internasional 
dan  tantangan-tantangan  luar  negeri  yang 
dihadapinya.  Amerika  Serikat  kiranya  perlu 
menyusun   kembali  hubungannya  dengan 
sekutu-sekutu  dan  kawan-kawannya:  untuk 
membagi  beban  tanggung  jawab  internasio- 
nal dan  untuk  mengembangkan  suatu  meka- 
nisme  konsultasi  dan  kesepakatan  dengan 
mereka  secara  memadai,  untuk  mencari 
upaya-upaya  mengurangi  ketegangan-kete- 
gangan  regional  dan  global,  untuk  melaksa- 
nakan  usaha-usaha  pengurangan  persenja- 
taan  di  dunia,  untuk  mempromosikan  usaha 
membangun    kepercayaan  {Confidence- 
Building  Measures  -  CBM)  dengan  lawan- 
lawannya,  khususnya  Uni  Soviet;  dan  akhir- 
nya, untuk  membina  hubuilgan-hubungan- 
nya  dengan  negara-negara  sedang  berkem- 
bang melalui  pendekatan-pendekatan  multi- 
lateral. 
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Pentingnya  Amerika  Serikat  Bagi 
ASEAN 

ASEAN  adalah  suatu  kerjasama  regional , 
asli  di  Asia  Tenggara  dan  bukanlah  suatu 
kerjasama  yang  disponsori  oleh  pihak  luar 
(kawasan)  seperti  ANZUS,  SEATO  atau 
FPDA  (Persetujuan  Pertahanan  Lima  Nega- 
ra).  Meskipun  ASEAN  bukan  suatu  organi- 
sasi  yang  berorientasi  militer,  namun  faktor 
utama  yang  memotivasi  pendiriannya  adalah 
untuk  menyerasikan  persepsi-persepsi  terha- 
dap  ancaman-ancaman  pada  negara-negara 
anggotanya,  sehingga  mereka  dapat  me- 
ngembangkan  hubungan-hubungan  damai 
dan  memajukan  kerjasama  dalam  bidang- 
bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya. 

Karena  alasan-alasan  historisnya,  hu- 
bungan  Amerika  Serikat  dengan  masing- 
masing  negara  ASEAN  berbeda  dalam  jang- 
kauan  dan  intensitasnya.  Filipina  dan 
Muangthai,  melalui  suatu  persetujuan  bila- 
teral dan  Pakta  Manila,  merupakan  sekutu- 
sekutu  Amerika  Serikat;  Malaysia  dan 
Singapura  mempunyai  orientasi  nonblok,  te- 
tapi  secara  tak  langsung  terkait  dengan  Ame- 
rika Serikat  karena  keanggotaannya  dalam 
FPDA  -  dfmana  anggota  lainnya  yakni  Ing- 
gris,  Australia  dan  Selandia  Baru  adalah 
sekutu-sekutu  Amerika  Serikat;  Indonesia 
lebih  menyukai  orientasi  nonblok  dan  tidak 
akan  melibatkan  diri  dalam  perjanjian  per- 
tahanan apa  pun  dengan  negara-negara  lain. 
Brunei  mempertahankan  hubungan  tradisio- 
nalnya  yang  sangat  erat  dengan  Inggris,  teta- 
pi  sekarang  terlibat  secara  aktif  dalam 
ASEAN. 

Kendatipun  perbedaan-perbedaan  itu, 
negara-negara  ini  memiliki  kepentingan  ber- 
sama,  yaitu  mengembangkan  hubungan  eko- 
nomi yang  erat  dengan  Amerika  Serikat  dan 
negara-negara  industri  Barat  lain,  maupun 
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dengan  Jepang  dan  negara-negara  industri 
baru  Asia.  Hubungan  ekonomi  ini  mempu- 
nyai implikasi  politik  yang  berarti  dengan 
mengkaitkan  ASEAN  secara  politik  kepada 
dunia  Barat,  atau  kepada  suatu  tatanan  in- 
ternasional  yang  terutama  ditunjang  oleh 
Amerika  Serikat. 

Pada  bagian  terdahulu  telah  dikatakan 
bahwa  dalam  jangka  pendek,  menengah  dan 
panjang  mungkin  Amerika  Serikat  akan 
terus  memainkan  peranan  yang  penting  dan 
dominan  di  kawasan  Asia-Pasifik  maupun 
dunia  pada  umumnya.  Walaupun  ada  kecen- 
derungan  untuk  pembagian-beban  yang 
makin  besar  pada  peran  Amerika  Serikat, 
namun  dukungan  Amerika  Serikat  atas 
tatanan  internasional  yang  ada  sejak  akhir 
Perang  Dunia  II  tetap  sangat  penting. 
Diharapkan  bahwa  Amerika  Serikat  akan 
terus  memainkan  suatu  peran  utama  dalam 
bidang  keamanan  dan  militer,  sedangkan 
dalam  bidang  ekonomi  negara-negara  lain, 
khususnya  Jepang,  diharapkan  akan  memi- 
kul  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  sesuai 
dengan  kemampuan  ekonomi  mereka. 

Hubungan  politik  dengan  Amerika  Seri- 
kat akan  tetap  penting  bagi  ASEAN,  karena 
stabilitas  kawasan  Asia-Pasifik  akan  lebih 
terjamin  dengan  berlanjutnya  kehadiran 
Amerika  Serikat  di  kawasan.  Dalam  masa 
yang  agak  lama,  peranan  politik  Amerika 
Serikat  di  kawasan  akan  terjalin  lebih  erat 
dengan  peranan  Jepang  sebagai  akibat  pem- 
bagian-beban yang  lebih  besar  dan  integrasi 
yang  makin  erat  di  antara  kedua  bangsa  ini. 
Oleh  karena  itu,  tugas  pokok  ASEAN  ada- 
lah untuk  membina  hubungan  politik  de- 
ngan Amerika  Serikat  dan  Jepang  sedemi- 
kian  rupa  sehingga  mereka  secara  semesti- 
nya  akan  mempertinibangkan  kepentingan- 
kepentingan  ASEAN  dalam  perumusan  ke- 
bijakan-kebijakan  mereka  terhadap  kawa- 
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san  Asia-Pasifik. 

ASEAN  perlu  mengembangkan  hubung- 
an  tidak  hanya  dengan  Pemerintah  Amerika 
Serikat,  melainkan  juga  dengan  Kongres. 
ASEAN  seharusnya  juga  secara  lebih  kuat 
menampilkan  diri  ke  hadapan  publik  Ame- 
rika Serikat  pada  umumnya  maupun  ke  ha- 
dapan berbagai  kelompok  kepentingan  dan 
kelompok  profesi  di  Amerika  Serikat,  Ini 
bukan  merupakan  suatu  tugas  yang  mudah, 
tetapi  ASEAN  beruntung  bahwa  dirinya 
dipandang  sebagai  satu-satunya  kerjasama 
regional  di  antara  negara-negara  sedang  ber- 
kembang  yang  dinilai  berhasil  dan  secara  in- 
ternasional  menjalankan  sikap  politik  yang 
moderat. 

Agar  mampu  mendayagunakan  suatu 
pengaruh  politik  yang  demikian,  ASEAN 
harus  mengembangkan  diri  menjadi  suatu 
kerjasama  yang  sungguh-sungguh  dan  efek- 
tif,  khususnya  dalam  bidang  politik.  Dalam 
analis'is  akhir  kesemuanya  ini  akan  tergan- 
tung  pada  bagaimana  serius  ASEAN  me- 
ngembangkan suatu  kerjasama  regional 
yang  nyata  dan  sampai  sejauh  mana  ASEAN 
memandang  pentingnya  Amerika  Serikat 
bagi  ASEAN,  dan  atas  keseluruhan  usaha- 
nya  untuk  mempengaruhi  proses  pembuatan 
keputusan  Amerika  Serikat  atas  ASEAN 
dan  kawasan  Asia-Pasifik.  Hal  ini  penting 
karena  hanya  ASEAN  sebagai  suatu  kelom- 
pok dapat  memobilisasi  perhatian  yang  secu- 
kupnya  pada  proses  pembuatan  keputusan 
dan  pendapat  umum  di  Amerika  Serikat. 
Tak  satu  pun  negara  ASEAN,  bahkan  Fili- 
pina  pun  yang  menjadi  tuan  rumah  pang- 
kalan  militer  Amerika  Serikat  memiliki  pada 
dirinya  suatu  kemampuan  demikian  sendiri. 

ASEAN  mendapat  dukungan  dan  bah- 
kan telah  menjadi  favorit  Amerika  Serikat 
sebagai  akibat  arti  pentingnya  bagi  Amerika 
Serikat.  Pentingnya  ASEAN  bagi  Amerika 


Serikat  berdasarkan  kenyataan  bahwa 
ASEAN  telah  berhasil  menyumbangkan  ter- 
peliharanya  "stabilitas,  perdamaian,  dan 
pembangunan  suatu  kawasan  yang  cukup 
penting  bagi  Amerika  Serikat.  "Teori 
Domino"  yang  pernah  disukai  tidak  terwu- 
jud  di  Asia  Tenggara.  Sebaliknya,  pemba- 
ngunan-pembangunan  di  kawasan  yang  pro- 
mosinya  dibantu  oleh  ASEAN,  telah -me- 
nguntungkan  kepentingan-kepentingan 
Amerika  Serikat  di  kawasan  baik  secara  eko- 
nomi,  politik  maupun  dalam  bidang  kea- 
manan. 

Selain  itu,  ASEAN  bersikap  moderat  dan 
memainkan  peranan  yang  positif  di  berbagai 
forum  internasional  seperti  di  PBB,  Gerakan 
Nonblok,  Organisasi  Konperensi  Islam, 
perundingan-perundingan  UNCTAD  dan 
GATT.  Meskipun  tidak  semua  kebijakan  ne- 
gara-negara ASEAN  sejalan  dengan 
kebijakan  Amerika  Serikat,  namun  perbe- 
daan  yang  ada  tidak  menjurus  ke  pertentang- 
an  atau  perselisihan  yang  serius. 

Kepentingan-kepentingan  ASEAN 
dalam  memelihara  hubungan  baik  dengan 
Amerika  Serikat  bertumpu  pada  macam- 
macam  alasan.  Dalam  bidang  ekonomi  ke- 
pentingan itu  meliputi  akses  berkesinam- 
bungan  pada  pasaran  Amerika  Serikat  yang 
sangat  besar;  suatu  peranan  aktif  Amerika 
Serikat  dalam  pemecahan  masalah  hutang 
dari  sementara  negara  ASEAN,  arus  modal 
dan  alih  teknologi  yang  terus-menerus;  mau- 
pun akses  yang  lebih  baik  pada  proses  pem- 
buatan kebijakan  ekonomi  Amerika  pada 
umumnya. 

Dalam  bidang-bidang  politik  dan  kea- 
manan,  ASEAN  mengusahakan  kelanjutan 
peranan  dan  kehadiran  positif  Amerika  Seri- 
kat di  kawasan  dan  dalam  kerjasama  yang 
erat  dengan  Jepang.  ASEAN  juga  berkepen- 
tingan  untuk  melihat  usaha-usaha  Amerika 
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Serikat  mengurangi  ketegangan-ketegangan 
dengan  Uni  Soviet,  dengan  menguatkan 
CBM  dan  menggiatkan  upaya-upaya  perlu- 
cutan  senjata;  suatu  keseimbangan  dalam 
hubungan  Amerika  Serikat  dengan  Cina  dan 
ASEAN;  pengertian  yang  lebih  baik  dari 
pihak  Amerika  Serikat  atas  perkembangan- 
perkembangan  ekonomi  dan  politik  dalam 
negeri  ASEAN  maupun  peranan  ASEAN  di 
forum  internasional,  yang  tidak  selalu  dapat 
sejalan  dengan  kebijakan  Amerika  Serikat, 

Dalam  hubungan  kebudayaan  ASEAN 
mengharapkan  peningkatan  pengertian, 
studi-studi  dan  riset  mengenai  masing- 
masing  masyarakat  secara  timbal-balik; 
akses  yang  lebih  besar  untuk  pendidikan 
tinggi  di  Amerika  Serikat  bagi  mahasiswa 
ASEAN;  penghargaan  yang  lebih  besar  pada 
kedua  pihak  atas  perbedaan  taraf  perkem- 
bangan  dan  sistem  nilai  melalui  dialog  dan 
pertukaran  pemuda,  ahli-ahli  dan  pemimpin 
secara  teratur. 

Beberapa  Observasi  Kesimpulan 

Sudah  barang  tentu  terdapat  hambatan- 
hambatan  dalam  hubungan  ASEAN-Ameri- 
ka  Serikat  hanya  karena  corak  hubungan 
yang  sifatnya  asimetris.  Amerika  Serikat 
adalah  negara  adikuasa  dengan  kepentingan 
dan  peranan  global.  Sementara  ASEAN  ter- 
utama  menampilkan  suatu  kepentingan  re- 
gional. Perbedaan  ini  menampakkan  diri  da- 
lam pandangan-pandangan  dan  tanggapan- 
tanggapan  yang  berbeda  atas  bermacam- 
macam  persoalan  internasional. 

Yang  pertama  adalah  mengenai  penilaian 
mereka  yang  berbeda  alas  ancaman  Uni  So- 
viet. Amerika  Serikat  memandang  Uni 
Soviet  dari  perspektif  persaingan  global.  Ini 
membuatnya  untuk  memikirkan  persaingan- 
nya  dengan  Uni  Soviet  di  kawasan  sebagai 


suatu  zero  sum  game.  Sebaliknya,  negara- 
negara  ASEAN  memandang  Uni  Soviet  bu- 
kan  melulu  sebagai  ancaman  tetapi  bahwa 
Uni  Soviet  dapat  juga  memainkan  suatu  pe- 
ranan di  kawasan,  misalnya  ia  dapat  mem- 
bantu  memecahkan  masalah  Kamboja  de- 
ngan menekan  Vietnam  agar  menarik  diri 
dari  Kamboja.  Hubungan  ekonomi  dengan 
Uni  Soviet  -  yang  dewasa  ini  masih  diabai- 
kan  -  dapat  digiatkan  lebih  jauh  di  waktu 
mendatang  untuk  melengkapi  hubungan 
ekonomi  internasional  ASEAN.  Oleh  sebab 
itu,  pada  dasarnya  ASEAN  siap  untuk  meli- 
hat  keterlibatan  Uni  Soviet  yang  lebih  besar 
dalam  perkembangan  ekonomi  Pasifik,  ter- 
masuk  keanggotaan  Uni  Soviet  dalam 
PECC. 

Persoalan  yang  kedua  adalah  mengenai 
hubungannya  dengan  RRC.  ASEAN  tetap 
curiga  bahwa  Amerika  Serikat  lebih  menyu- 
kai  hubungannya  dengan  RRC  daripada  de- 
ngan ASEAN,  baik  karena  alasan  strategis 
untuk  mengendalikan  Uni  Soviet  ataupun 
karena  potensi  ekonomi  Cina  yang  amat  be- 
sar di  masa  depan.  Selain  itu,  Amerika  Seri- 
kat memandang  Cina  dengan  romantisme 
besar.  Reagan  telah  meletakkan  hubungan 
Sino-Amerika  dalam  tempat  yang  layak  se- 
raya  sewajarnya  mengakui  RRC  sebagai 
suatu  kekuatan  besar  di  kawasan  Asia-Pasi- 
fik.  Dari  penelitian  perkembangan  hubung- 
an Amerika  Serikat-Cina  dan  hubungan 
Amerika  Serikat-ASEAN  dapat  kita  simpul- 
kan  bahwa  Pemerintah  Amerika  Serikat  dan 
Kongres  menganggap  cukup  pentingnya  hu- 
bungan Amerika  Serikat-ASEAN. 

Persoalan  yang  ketiga  berhubungan  de- 
ngan gagasan  ASEAN  tentang  apa  yang  di- 
sebut  zone  damai,  bebas  dan  netral 
(ZOPFAN)  dan  Zone  Bebas  Persenjataan 
Nuklir  Asia  Tenggara  (SEA-NWFZ).  Ga- 
gasan membangun  suatu  tatanan  regional 
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yang  disebut  ZOPFAN  mengandung  ke- 
inginan  ASEAN  agar  bangsa-bangsa  Asia 
Tenggara  berada  dalam  kedudukan  untuk 
menentukan  nasibnya  sendii'l  di  waktu  men- 
datang.  Ini  tidak  ditujukan  pada  usaha- 
usaha  untuk  mengurangi  kehadiran  negara- 
negara  besar  di  kawasan,  melainkan  dimak- 
sudkan  untuk  mencapai  suatu  keseimbangan 
dari  kehadiran  mereka,  dalam  arti  bahwa  ti- 
dak satu  pun  negara  besar  akan  mempunyai 
pengaruh  dominan  di  kawasan.  Amerika  Se- 
rikat  hendaknya  tidak  memandang  gagasan 
ZOPFAN  sebagai  maksud  ASEAN  agar 
Amerika  Serikat  menarik  diri  dari  kawasan, 
karena  Amerika  Serikat  menjadi  suatu  pe- 
ngimbang  terhadap  Uni  Soviet  dan  RRC, 
dan  barangkali  juga  terhadap  Jepang  di 
masa  depan. 

Gagasan  SEA-NWFZ  mencerminkan 
pendekatan  regional  jangka  panjang 
ASEAN  mengenai  perlucutan  senjata  nuklir 
dan  pengukuhan  NPT  (perjanjian  larangan 
penyebaran  senjata  nuklir).  ASEAN  me- 
mandang usaha-usaha  menuju  perlucutan 
senjata  nuklir  sebagai  hak  dan  kewajiban 
setiap  bangsa.  Usaha-usaha  ASEAN  untuk 
menciptakan  suatu  SEA-NWFZ  hendaknya 
dimengerti  oleh  Amerika  Serikat  dari  per- 
spektif  ini.  Akan  tetapi,  negara-negara 
ASEAN  cukup  realistis  bahwa  tujuan  regio- 
nal ini  hanya  dapat  dicapai  secara  bertahap 
dan  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama, 
karena  tercapainya  tujuan  itu  sangat  tergan- 
tung  pada  keberhasilan  usaha-usaha  perlu- 
cutan senjata  sentral  dan  global  Amerika 
Serikat  dan  Uni  Soviet. 

Dalam  mewujudkan  tujuannya  ASEAN 
juga  seharusnya  mempunyai  pengertian 
yang  lebih  baik  tentang  strategi  Amerika 
Serikat  yang  masih  bertumpu  pada  penang- 
kalan  nuklic.  Oleh  karena  itu,  usaha 
ASEAN  seharusnya  jangan  tertuju  pada 


peningkatan  alergi  nuklir  di  Asia  Timur 
yang  dapat  juga  menyebar  ke  Eropa  Barat. 

Yang  keempat  adalah  persoalan  pang- 
kalan-pangkalan  militer  Amerika  Serikat  di 
Filipina.  Persoalan  ini  yang  pada  hakikatnya 
adalah  urusan  bilateral  antara  Filipina  dan 
Amerika  Serikat,  secara  tak  langsung  akan 
mempengaruhi  hubungan  antara  ASEAN 
dan  Amerika  Serikat.  Oleh  karena  itu,  nega- 
ra-negara anggota  ASEAN  hendaknya  mem- 
bantu  Filipina  dan  Amerika  Serikat  guna 
mencapai  pemecahan  yang  memuaskan  atas 
persoalan  ini.  Pemecahan  itu  seharusnya 
mengakomodasikan  kebutuhan-kebutuhan 
yang  sah  dari  rakyat  Filipina  dalam  memper- 
kuat  pembangunan  kebangsaan  mereka, 
khususnya  selama  periode  sulit  dalam  proses 
demokratisasi  dan  peningkatan  nasionalisme 
sekarang  ini.  Pemecahan  itu  juga  perlu 
mengakomodasikan  kebutuhan  akan  berlan- 
jutnya  kehadiran  Amerika  Serikat  di  ka- 
wasan yang  sifatnya  vital  bagi  kawasan  Asia- 
Pasifik,  termasuk  ASEAN. 

Kehadiran  Amerika  Serikat  di  kawasan 
dewasa  ini  tampak  menjadi  lebih  penting  ka- 
rena ketidakstabilan  yang  ada  pada  konfigu- 
rasi  negara-negara  besar,  di  mana  baik  Uni 
Soviet  maupun  RRC  sedang  mengusahakan 
peranan  politik  dan  ekonomi  yang  lebih 
besar  di  kawasan.  Begitu  juga,  Amerika  Se- 
rikat dan  Jepang  sedang  mengalami  peru- 
bahan-perubahan  yang  fundamental,  terma- 
suk dalam  hubungan  mereka,  yang  dapat 
menuju  kepada  peningkatan  ketegangan-ke- 
tegangan  dan  perselisihan-perselisihan  dan 
karena  itu  menciptakan  ketidakpastian-ke- 
tidakpastian  di  seluruh  kawasan.  Pangkalan- 
pangkalan  militer  di  Filipina  juga  menjamin 
kelanjutan   kehadiran   ekonomi  Amerika 
Serikat  dan  Jepang  di  kawasan  yang  vital 
untuk  pembangunan  ekonomi  kawasan.  Di- 
namisme  ekonomi  kawasan  telah  memberi- 
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kan  suatu  lingkungan  yang  menguntungkan 
untuk  menggalakkan  usaha-usaha  pem- 
bangunan  nasional  di  seluruh  kawasan,  dan 
sangat  membantu  proses  peralihan  kepe- 
mimpinan  di  beherapa  negara. 

Persoalan  yang  kelima  adalah  perbeda- 
an-perbedaan  dalam  nilai-nilai  budaya  dan 
politik.  Di  negara-negara  ASEAN  ada  per- 
sepsi  bahwa  sistem  pemerintahan  Amerika 
Serikat  tidak  menjamin  bahwa  kebijakan- 
kebijakan  Amerika  Serikat  sebagai  pemim- 
pin  dunia  bisa  konsisten.  Hal  ini  karena  de- 
mokrasi  Amerika  adalah  begitu  kompleks 
dalam  proses  pembuatan  keputusannya, 
yang  dicirikan  oleh  perselisihan  dan  perten- 
tangan  yang  terus-menerus  di  antara  Peme- 
rintah  dan  Kongres,  dan  di  mana  pers  dan 
media  massa,  lembaga-lembaga  riset  dan  • 
para  ahli  juga  memainkan  suatu  peranan 
mempengaruhi  yang  penting. 

Pada  pihak  Amerika  Serikat,  keinginan 
agar  bentuk  demokrasinya  juga  diambil  alih 
bangsa-bangsa  lain  telah  menyebabkan  pe- 
rumusan  kebijakan  luar  negerinya  menjadi 
sangat  moralistik.  Hal  ini  tampak  dalam  im- 
plementasi  nilai-nilai  tertentu  yang  tidak 
membeda-bedakan,  seperti  hak-hak  asasi 
manusia,  yang  seringkali  tidak  dapat  segera 
diterima  oleh  masyarakat  dan  negara  yang 
sedang  berkembang  di  mana  nilai-nilai  poli- 
tik, kebudayaan,  dan  tahap-tahap  pemba- 
ngunannya  demikian  berlainan  daripada 
yang  ada  di  Amerika  Serikat. 

Di  kawasan  ini,  negara-negara  ASEAN 
hendaknya  memberi  perhatian  khusus  kepa- 
da  peranan  pers  asing  dan  liputan  pers 
dalam  negeri  mereka  masing-masing.  Kare- 
na pentingnya  hubungan  dengan  Amerika 
Serikat,  maka  negara-negara  ASEAN  seha- 
rusnya  memperhitungkan  sistem  politik 
Amerika  Serikat  dan  arti  pentingnya  kebe- 
basan  yang  diberikan  kepada  pers.  Negara- 


negara  ASEAN  juga  perlu  mengusahakan 
prinsip-prinsip  kebebasan  pers,  meskipun 
dalam  kasus-kasus  tertentu  mereka  mempu- 
nyai  suatu  kecondongan  yang  kuat  menen- 
tang  establishment  (termasuk  bisnis  besar), 
dan  kadang-kadang  menjadi  arogan  dan  me- 
rasa  benar  sendiri  dalam  memaksakan  pan- 
dangan-pandangannya  kepada  umum. 

Akhirnya,  ASEAN  dan  Amerika  Serikat 
cenderung  berbeda  pandangan  dalam  hu- 
bungan-hubungan  ekonomi  mereka.  Ameri- 
ka Serikat,  yang  dipengaruhi  kuat  oleh  filsa- 
fat  kapitalisme,  meletakkan  tekanan  yang 
lebih  besar  pada  peranan  sektor  swasta 
dalam  hubungan-hubungan  ekonomi  dari- 
pada peranan  sektor  publik.  Di  negara- 
negara  ASEAN,  dan  di  negara-negara  ber- 
kembang pada  umumnya,  pemerintah  me- 
ngambil  peranan  yang  menonjol  dalam 
keputusan-keputusan  kebijakan  dan  dalam 
proses  pertumbuhan  dan  perkembangan 
ekonomi.  Walaupun  swastanisasi  dan  keper- 
cayaan  yang  lebih  besar  pada  kekuatan  pa- 
sar  sekarang  sedang  ditekankan  di  negara- 
negara  ASEAN,  namun  perbedaan  yang 
mendasar  akan  tetap  ada  pada  peranan  pe- 
merintah dalam  perekonomian. 

Masalah  lain  yang  muncul  adalah  desak- 
an  Kongres  untuk  tidak  membeda-bedakan 
penerapan  prinsip  resiprositas  terhadap 
negara-negara  sedang  berkembang  dalam 
bidang-bidang  perdagangan,  termasuk 
dalam  pelayanan  jasa,  dan  untuk  menjalan- 
kan  preferensi-preferensi  dagang  dan  akses 
pasar  bersyarat  pada  kebijakan  masing- 
masing  pihak  yang  menyangkut  perlindung- 
an  hak-hak  milik  intelektual. 

Gagasan  untuk  membentuk  suatu  blok 
perdagangan  antara  Amerika  Serikat  dan 
Jepang  telah  menimbulkan  kekhawatiran 
tertentu  di  ASEAN,  karena  hal  ini  akan 
mengakhiri  multilateralisme  dan  akan  mem- 
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bagi  dunia  ke  dalam  blok-blok  perdagangan, 
khususnya  sehubungan  dengan  kemungkin- 
an  bersatunya  pasaran  bersama  Eropa  Barat 
di  tahun  1992  yang  sangat  proteksionistis. 
Telah  ada  usul-usul  supaya  kesatuan  perda- 
gangan bebas  dengan  Jepang  dapat  diperluas 
yang  meliputi  Meksiko  dan  Kanada.  Akan 
tetapi,  dukungan  terhadap  gagasan  ini  ba- 
nyak  tergantung  pada  keberhasilan  perun- 
dingan-perundingan  Uruguay. 

Menghadapi  tantangan-tantangan  ini 
ASEAN  perlu  pertama-tama  meningkatkan 
usaha-usaha  bersama  untuk  menguatkan 


kerjasama  ekonomi  di  antara  anggota-ang- 
gotanya  dan  untuk  mencari  sarana-sarana 
dan  cara-cara  baru  guna  mengamankan 
akses  ke  pasaran-pasaran  besar  yang  mung- 
kin  di  waktu  mendatang  beralih  menjadi 
blok  perdagangan  yang  baru.  Oleh  sebab 
itu,  gagasan  kerjasama  ekonomi  Pasifik  da- 
pat  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi 
ASEAN  guna  mengukuhkan  aksesnya  ke 
dalam  pasaran  Pasifik  (khususnya  Jepang 
dan  Amerika  Serikat).  Hal  ini  mungkin  juga 
dapat  mencegah  penciptaan  suatu  blok  per- 
dagangan di  kawasan  Pasifik  yang  anggota- 
nya  hanya  meliputi  negara-negara  industri. 


Kebijakan  Luar  Negeri  Uni  Soviet 
Memasuki  Tahun-tahun  1990-aii 


Wiratmo  SOEKITO 


I 

TIDAK  MUD  AH  untuk  berbicara  ten- 
tang  kebijakan  luar  negeri  Uni  Soviet 
yang  memasuki  tahun-tahun  1990- 
an,  karena  masih  harus  dilihat  terlebih  dulu 
apakah  Sekretaris  Jenderal  Komite  Sentral 
Partai  Komunis  dan  Presiden  Uni  Soviet 
Mikhail  Gorbachev  masih  akan  tetap  tinggal 
di  Istana  Kremlin  dalam  tahun  1991  apabila 
Partai  Komunis  Uni  Soviet  (PKUS)  menga- 
dakan  Kongresnya  yang  ke-28. 

Boris  Yeltsin,  yang  dalam  tahun  1987  di- 
pecat  sebagai  anggota  Biro  Politik  PKUS 
karena  terlalu  radikal  dalam  mendukung 
perestroika  sebagai  kebijakan  utama  Gorba- 
chev tetapi  yang  dua  tahun  kemudian  direha- 
bilitasi  oleh  rakyat  pemilih  yang  menduduk- 
kannya  sebagai  seorang  anggota  Dewan 
Rakyat  Tertinggi,  dalam  sebuah  wawancara- 
nya  dengan  "Selamat  Pagi,  Amerika"  ABC 
pada  11  September  1988  mengatakan  bah- 
wa  Gorbachev  akan  menghadapi  suatu 
"revolusi  dari  bawah"  kecuali  apabila  da- 
lam waktu  enam  bulan  mendalang  sanggup 


memimpin  negerinya  ke  kemajuan.  Ini  ber- 
arti  bahwa  Gorbachev  akan  terhapus  (not  to 
be)  atau  terbilang  (to  be)  dalam  waktu  hanya 
enam  sampai  12  bulan  mendatang,  sedang 
Kongres  ke-28  PKUS  akan  diadakan  18 
bulan  lagi.  Jika  Gorbachev  ternyata  terha- 
pus, kita  tidak  akan  dapat  berbicara  seka- 
rang  mengenai  kebijakan  luar  negeri  Soviet 
yang  memasuki  tahun-tahun  1990-an.  Me- 
nurut  Yeltsin  ~  yang  memberikan  wawanca- 
ranya  itu  ketika  sedang  melakukan  suatu 
kunjungan  di  Amerika  Serikat  -  apa  yang 
disebutnya  suatu  "revolusi  dari  bawah"  itu 
pada  hakikatnya  sudah  dimulai  dalam  ben- 
tuk  pemogokan-pemogokan  dan  demonstra- 
si-demonstrasi  di  sekitar  Uni  Soviet.  "Suatu 
revolusi,"  kata  legislator  Soviet  itu,  "akan 
terjadi  apabila  tempat-tempat  bergolak  itu 
menyebar  dan  seluruh  negeri  terkena." 

Pernyataan  Yeltsin  di  atas  cukup  serius, 
bahkan  sangat  serius.  Sebab,  Gorbachev  me- 
rasa  cemas  akan  pemogokan-pemogokan 
kaum  buruh  pertambangan  yang  dikhawatir- 
kan  akan  menjalar  ke  industri-industri  lain- 
nya.  Di  samping  itu  Gorbachev  masih  harus 
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menghadapi  kenyataan  berupa  kurangnya 
bahan  makanan  dan  barang-barang  ke- 
perluan  hidup  sehari-hari  lainnya.  Belum  la- 
gi  permusuhan-permusuhan  antara  minori- 
tas-minoritas  etnis,  sedang  angka-angka  ke- 
jahatan  meningkat.  Selama  tahun  1988  saja 
telah  terjadi  pembunuhan  atau  percobaan 
pembunuhan  sebanyak  16.710  kali  di  sam- 
ping  17.658  kasus  perkosaan.  Para  pemim- 
pin  partai  merasa  masygul  dan  banyak  di 
antara  mereka  cenderung  mempersalah- 
kan  Gorbachev  untuk  timbulnya  semua 
kesulitan  itu.  Bagaimanakah  caranya  men- 
jatuhkan  Gorbachev  dari  kekuasaannya? 
Pertama-tama  harus  diusahakan  di  Biro  Po- 
litik  dulu  penciptaan  suatu  mayoritas  oposisi 
dan  sesudah  itu  membuat  sebuah  resolusi 
untuk  diratifikasi  oleh  Komite  Sentral.  Pro- 
ses seperti  inilah  yang  telah  menjatuhkan 
Khrushchev  dari  kekuasaannya  dalam  tahun 
1964,  tetapi  Gorbachev,  dengan  melaksana- 
kan  perestroika,  telah  membuat  lavi'an- 
lawan  politiknya  di  belakang  Yegor  Liga- 
chev  dan  Lev  Zaikov  lebih  sulit  untuk  mere- 
but  kekuasaan,  karena  kini  Uni  Soviet  sudah 
memiliki  Dewan  Rakyat  Tertinggi  yang,  se- 
bagai  sebuah  legislatur,  dapat  bersidang 
terus-menerus  dan  rakyat  pemilih  massal 
mencitarasai  partisipasi  yang  sebenarnya. 
Dengan  demikian  tak  satu  pihak  pun  ~  yaitu 
pihak  Gorbachev  maupun  pihak  Ligachev  ~ 
akan  dapat  memastikan  bahwa  massa  rakyat 
akan  turun  ke  jalan  raya  untuk  mendukung 
apabila  terjadi  krisis.  Dalam  sejarah  Uni 
Soviet,  Khrushchev  adalah  satu-satunya 
pucuk  pimpinan  yang  diganti  selagi  masih 
hidup,  tetapi  Gorbachev  yang  masih  tergo- 
long  muda  dan  sehat  walafiat  tidak  akan 
semudah  Khrushchev  untuk  dijatuhkan. 
Dalam  hubungan  inilah  harus  diperhatikan 
apa  yang  dikatakan  oleh  Yeltsin  di  Philadel- 
phia pada  13  September  ketika  berbicara  di 
depan  Dewan  Masalah-masalah  Dunia.  Me- 


nurut  Yeltsin  yang  mengaku  sangat  menge- 
nal  sistem  politik  Soviet  dari  dalam,  ia  tidak 
yakin  akan  adanya  kemungkinan  suatu  ku- 
deta  militer  atau  non-militer  di  Uni  Soviet. 

Jadi,  kita  dapat  mengharapkan  bahwa 
dalam  dasawarsa  yang  akan  datang  peres- 
troika dan  glasnost  masih  akan  tetap  meru- 
pakan  kebijakan  utama  Uni  Soviet.  Ini  ber- 
arti  bahwa  kebijakan  luar  negeri  Soviet  ma- 
sih akan  melanjutkan  kebijakan  luar  negeri- 
nya  seperti  yang  dapat  diamati  sekarang. 
Oleh  sebab  itu,  perlu  ditinjau  terlebih  dulu 
perkembangan  kebijakan  luar  negeri  Soviet 
sejak  Gorbachev  mengambil-alih  kekuasaan 
dari  Konstantin  'Chernenko  yang  meninggal 
dalam  tahun  1985. 

■  ■  '  < 

Setelah  Kongres  ke-27  PKUS  dalam  ta- 
hun 1986  menguatkan  kembali  pengangkat- 
an  Gorbachev  sebagai  Sekjen  Komite  Sentral 
barulah  dapat  dilihat  garis-garis  besar  kebir 
jakan  luar  negerinya. 

II 

Pertama-tama  adalah  pidato  Gorbachev 
di  Vladivostok  pada  28  Juli  1986.  Dengan 
pidatonya  itu,  pada  hakikatnya,  Gorbachev 
menyampaikan  sebuah  tantangan  dengan 
menegaskan  bahwa  Uni  Soviet  adalah  se- 
buah negara  besar  di  Asia  dan  tidak  akan 
dapat  diingkari  tempatnya  sebagai  peserta 
aktif  di  Pasifik.  Pidatonya  itu  menjanjikan 
perbaikan  hubungan-hubungan  Sino-Soviet 
bukan  saja  pada  tingkat  pemerintah,  tetapi 
juga  pada  tingkat  partai.  Gorbachev  ingin 
meyakinkan  bahwa  Asia  dapat  dijadikan 
tempat  yang  efektif  untuk  meluaskan  proses 
Helsinki  dan  mengusulkan  kepada  semua 
negara  Pasifik,  terutama  Amerika  Serikat, 
agar  saling  membatasi  kegiatan  angkatan 
laut. 
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Pada  mulanya  usul-usul  Gorbachev  di 
atas  diterima  dengan  skeptis^sekali  oleh  para 
pendengar  pidatonya  yang  dituju,  dan  tin- 
dakan-tindakan  lanjut  Moskwa  yang  sete- 
ngah  hati  hanya  sedikit  saja  berhasil  meng- 
hapuskan  kecurigaan-kecurigaan  di  kalang- 
an  negara-negara  tetangga  Soviet. 

Cina,  misalnya,  ketika  itu  masih  tetap 
mempertahankan  tiga  prasyaratnya  untuk 
perbaikan  hubungan-hubungannya  dengan 
Uni  Soviet,  yaitu  penarikan  semua  pasukan 
Soviet  dari  Afghanistan,  penarikan  semua 
pasukan  Vietnam  dari  Kamboja,  dan  pengu- 
rangan  pasukan  Soviet  yang  digelarkan  di 
dekat  sepanjang  perbatasan  Sino-Soviet.  Kini 
memang  semua  pasukan  Soviet  ~  tetapi  se- 
bagai  hasil  perundingannya  dengan  Amerika 
Serikat  dan  tidak  dengan  Cina  ~  dalam  ta- 
hun  1989  telah  ditarik  dari  Afghanistan,  te- 
tapi selepas  pidato  Gorbachev  di  Vladivostok 
itu  Moskwa  masih  menjawab  tuntutan  Cina 
itu  hanya  dengan  terlalu  sedikit  saja  menarik 
pasukannya  dalam  bulan  Oktober  (1986), 
pengurangan  sebagian  kecil  pasukan  Soviet 
di  Mongolia,  dan  konsesi  a  la  kadarnya  di 
perbatasan.  Mengenai  Kamboja,  ketika  itu 
orang-orang  Soviet  menyatakan  tak  sanggup 
mempengaruhi  Vietnam  yang  "berdaulat." 
Ketika  itu  tak  satu  pun  dari  langkah-langkah 
Moskwa  itu  memuaskan  Beijing.  Terutama 
penolakan  Soviet  untuk  mengendalikan 
Vietnam,  yang  tak  akan  dapat  bertahan 
tanpa  uang,  minyak  dan  senjata  Soviet, 
sungguh-sungguh  menjengkelkan  Cina. 

Bagi  Jepang,  ajakan  agar  Asia  dilibatkan 
dalam  persetujuan  tipe  Helsinki  amat  tidak 
dapat  diterima.  Sebab,  pada  hakikatnya, 
Persetujuan  Helsinki  telah  membekukan 
perbatasan-perbatasan  Eropa  dalam  lokasi- 
nya  sekarang,  dan  dari  suatu  versi  Asia  tak 
akan  dapat  diharapkan  hal  yang  serupa.  Ha- 
rus  diperhatikan  bahwa  pendudukan  Soviet 


sejak  tahun  1945  atas  pulau-pulau  Kunashi- 
ri,  Etorofu,  Shikotan,  dan  Habomai  telah 
merupakan  pusat  sengketa  yang  paling 
parah  dalam  hubungan-hubungan  Soviet- 
Jepang  selama  lebih  dari  40  tahun.  Perseng- 
ketaan  inilah  yang  menerangkan  sebabnya 
hingga  kini  Uni  Soviet  dan  Jepang  masih  te- 
tap belum  menandatangani  suatu  perjanjian 
perdamaian  yang  akan  mengakhiri  Perang 
Dunia  II  bagi  mereka. 

Usui  Gorbachev  mengenai  pembatasan 
timbal-balik  kegiatan  angkatan  laut  di  Pasi- 
fik  masih  tetap  diabaikan  oleh  negara-nega- 
ra di  kawasan  tersebut.  Menurut  Yasuhiro 
Nakasone,  bekas  Perdana  Menteri  Jepang, 
yang  mengunjungi  Moskwa  dalam  perte- 
ngahan  tahun  1987,  kurangnya  jawaban  ke- 
pada  usul  Gorbachev  disebabkan  oleh  ku- 
rangnya kondisi-kondisi  yang  memelihara 
kepercayaan. 

Menyadari  hasil-hasilnya  yang  sangat 
terbatas  itu  Gorbachev  menambahkan  usul- 
usul  baru  yang  memungkinkan  jalan  yang 
lebih  lancar  ke  arah  suatu  Pertemuan  Pun- 
cak  Sino-Soviet.  Ini  dapat  dilihat  dari  pida- 
tonya di  Krasnoyarsk  pada  16  September 
1986,  yang  mengulangi  usul-usulnya  terda- 
hulu  dan  menambahkan  usul-usulnya  yang 
baru. 

Di  antaranya  adalah  tawarannya  mem- 
bongkar  pangkalan  angkatan  laut  Soviet  di 
Teluk  Cam  Ranh,  Vietnam,  jika  Amerika 
Serikat  bersedia  menanggalkan  fasilitas- 
fasilitas  serupa  -  tetapi  yang  lebih  besar  - 
di  Filipina.  Tawaran  Gorbachev  tersebut 
menyimpulkan  pengakuan  bahwa  Teluk 
Cam  Ranh  adalah  sebuah  pangkalan  ang- 
katan laut,  yang  oleh  para  juru  bicara  Soviet 
telah  dengan  kuat  disangkal  selama  berta- 
hun-tahun.  Namun,  tiada  jawaban  positif 
dapat  diharapkan  dari  Amerika  Serikat  yang 
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melihat  pertukaran  yang  diusulkan  oleh 
Gorbachev  itu  sebagai  suatu  konsesi  yang 
tidak  seimbang. 

Gorbachev  juga  menganjurkan  perun- 
dingan-perundingan  Sino- Vietnam  yang 
langsung  mengenai  penarikan  semua  pa- 
sukan  Vietnam  dari  Kamboja,  mengusulkan 
pembekuan  atas  penggelaran  pasukan-pa- 
sukan  di  Pasifik  Barat,  dan  penciptaan 
"zone-zone  ekonomi  khusus"  di  Timur 
Jauh  Soviet  untuk  memperlancar  perkem- 
bangan  ekonomi.  Usui  Cina  bagi  usaha- 
usaha  ekonomi  bersama  Sino-Jepang-Soviet 
disepakatinya  dan  menambahkan  variannya 
sendiri  berupa  proyek-proyek  pertanian  ber- 
sama Sino-Soviet  di  sepanjang  perbatasan  ke 
dua  negara  sosialis  itu. 

Daya  upaya  Moskwa  untuk  mengambil 
hati  tetangga-tetangga  Timur  Jauh-nya  telah 
mengambil  langkah  lainnya  ke  muka  dalam 
bulan  September  dengan  pembukaan  Olim- 
piade  Inter-nasional  di  Seoul.  Untuk  pertama 
kalinya,  pesawat  Soviet  Aeroflot,  yang  me- 
ngangkut  kuda-kuda  untuk  Olimpiade  Inter- 
nasional,  mendarat  di  bandara  Seoul.  Sela- 
ma  berlangsungnya  Olimpiade  Seoul,  Ko- 
rean Airline  (KAL)  diperbolehkan  terbang  di 
wilayah  udara  Soviet.  Sebagai  imbalannya, 
tim  Olympic  Soviet  memperoleh  status  kon- 
suler. 

Dalam  pada  itu,  tampaknya  merupakan 
suatu  langkah  berhati-hati  dan  memelopori, 
yaitu  memajukan  hubungan-hubungan 
dengan  Hongaria  dan  Korea  Selatan  sam- 
pai  ke  titik  pertukaran  misi  permanen,  ha- 
nya  selangkah  saja  sebelum  saling  membe- 
rikan  pengakuan  diplomatik  penuh.  Dalam 
waktu  singkat,  duta-duta  besar  mereka  ma- 
sing-masing  akan  menempati  posnya,  dan 
hubungan-hubungan  ilmu,  kebudayaan  dan 
perdagangan  akan  diperbaiki. 


Hongaria  dan  Yugoslavia  telah  mempu- 
nyai  kantor-kantor  dagang  di  Korea  Selatan, 
dan  dalam  tahun  1988  pers  Seoul  mera- 
malkan  bahwa  Uni  Soviet,  Cina,  Polandia 
dan  bahkan  Cekoslovakia  akan  segera  me- 
nyusul.  Melalui  Hong  Kong,  Cina  telah  ber- 
dagang  dengan  Korea  Selatan  sebesar  US$2 
milyar,  melampaui  Uni  Soviet  yang  hanya 
US$150  juta. 

Namun,  di  tengah-tengah  alamat-alamat 
(tanda-tanda  yang  mencemaskan)  dari  hu- 
bungan-hubungan lebih  baik  di  atas  terde- 
ngar  suara-suara  prihatin.  Dalam  pertengah- 
an  tahun  1988  Jepang  menerbitkan  sebuah 
Buku  Putih  yang  menyatakan  bahwa,  kenda- 
tipun  terdapat  persetujuan-persetujuan 
Soviet-Amerika  Serikat  untuk  mengurangi 
persenjataan  mereka,  pembangunan  militer 
Soviet. di  Timur  Jauh  masih  diteruskan.  Di- 
perkirakan  bahwa  antara  seperempat  dan  se- 
pertiga  dari  kekuatan-kekuatan  nuklir  stra- 
tegis  Soviet  telah  digelarkan  di  Timur  Jauh, 
dan  ini  dipandang  dengan  tanda  bahaya 
tiada  henti-hentinya  ketegangan  antara 
Korea  Utara  dan  Selatan. 

Menjelang  Olimpiade  Seoul,  diperoleh 
laporan  bahwa  Pyongyang  telah  menerima 
pesawat  tempur  Soviet  yang  paling  canggih, 
MiG-29  ketika  diperkirakan  bahwa  Presiden 
Korea  Utara  Kim  II  Sung  merasa  sangat  sakit 
hati  dengan  perkembangan  dalam  hubung- 
an-hubungan Hongaria  dengan  Korea  Sela- 
tan, lebih-lebih  karena  duta  besarnya  di  Bu- 
dapes  adalah  puteranya  yang  kedua. 

Dalam  waktu  15  bulan  kemudian, 
Jepang  menerbitkan  Buku  Putih  lainnya 
pada  12  September  1989,  yang  memberikan 
rincian  kekuatan  militer  Soviet  di  Timur 
Jauh.  Bahkan  dinyatakan  bahwa  Moskwa 
meningkatkan  mutu  pasukan-pasukan  yang 
digelarkannya  di  dekat  Jepang.  Juga, 
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sebagaimana  tahun  yang  lalu,  disebut-sebut 
hiibungan-hubungan  militer  Soviet  dengan 
Korea  Utara.  Tanpa  memberikan  angka- 
angka,  dikatakan  bahwa  Uni  Soviet  telah 
menyuplai  Korea  Utara  dengan  MiG-29  dan 
peluru-peluru  kendali  darat-ke-udara  yang 
dipercaya  sebagai  SA-5.  Sebagai  imbalan- 
nya,  Pyongyang  mengijinkan  pesawat-pesa- 
wat  militer  Soviet  terbang  melalui  wilayah 
udara  Korea  Utara  dalam  perjalanan  antara 
Vladivostok  dan  Teluk  Cam  Ranh.  Juga  Uni 
Soviet  dan  Korea  Utara  sudah  mengadakan 
latihan  angkatan  laut  bersama  di  Laut  Je- 
pang,  dan  yang  terakhir  dilakukan  dalam 
bulan  Oktober  1988. 

Tidak  dapat  diragukan  bahwa  Moskwa 
akan  berusaha  memperbesar  peranannya  di 
Timur  Jauh.  Juga  setelah  pidato  Gorbachev 
di  Krasnoyarsk.  Ketika  Jepang,  menjelang 
Olimpiade  Seoul,  memandang  dengan  tanda 
bahaya  peningkatan  kekuatan  nuklir  strate- 
gis  Soviet  yang  digelarkan  di  Timur  Jauh, 
Moskwa  memang  berusaha  meyakinkan  be- 
tapa  besar  hasratnya  akan  perdamaian.  Keti- 
ka itu  kepercayaan  Jepang  masih  dibayangi 
oleh  kehadiran  militer  Soviet  di  Afghanis- 
tan. Kini  Moskwa  sudah  menarik  semua  pa- 
sukannya  dari  Afghanistan  dan  bahkan  su- 
dah mulai  berhasil  menekan  Vietnam  untuk 
menarik  semua  pasukannya  dari  Kamboja, 
Akan  tetapi,  dari  Buku  Putih  yang  baru  saja 
dikeluarkannya  itu  Jepang  masih  meman- 
dang dengan  prihatin  hubungan-hubungan 
militer  Uni  Soviet  dengan  Korea  Utara. 


Ill 

Jalan  pikiran  yang  mengatakan  bahwa 
~  seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas  -- 
pembangunan  militer  Soviet  di  Timur  Jauh 
masih  diteruskan,  kendatipun  persetujuan- 


persetujuan  Soviet-Amerika  Serikat  untuk 
mengurangi  persenjataan  mereka  perlu  dii- 
kuti  secara  kritis.  Apakah  tidak  lebih  tepat 
apabila  kata  "kendatipun"  diganti  dengan 
"justru"? 

Pertanyaan  ini  dipengaruhi  oleh  strategi 
Rusia  yang  secara  tradisional  selalu  menge- 
lakkan  pembuka^n  dua  front,  strategi  yang 
juga  dapat  dilihat  setelah  tahun  1917.  Ketika 
terlibat  dalam  perang  dengan  Jepang  dalam 
tahun  1904-1905,  Rusia  melakukan  pende- 
katan  dengan  negara-negara  Barat.  Dalam 
tahun-tahun  1941-1945,  ketika  terlibat  da- 
lam perang  dengan  Jerman,  Rusia  (Soviet) 
mengelakkan  perang  dengan  Jepang,  dan 
baru  membuka  front  Asia  dalam  tahun  1945 
setelah  kapitulasi  Jerman  di  front  Eropa. 
Lain  halnya  dengan  Amerika  Serikat  yang 
dalam  bulan  Desember  1941,  tidak  lama  se- 
telah membuka  front  Asia,  membuka  front 
Eropa.  Demikian  juga  Jerman  dalam  tahun 
1941  membuka  front  timur  untuk  berperang 
dengan  Rusia,  hanya  dua  tahun  setelah 
membuka  front  barat  untuk  berperang 
dengan  Inggris-Prancis. 

Oleh  sebab  itu,  ketika  dalam  permulaan 
tahun-tahun  1970-an  detente  Timur-Barat  di 
Eropa  mencapai  kemajuan  pesat,  banyak 
analisa  meramalkan  bahwa  akan  segera 
terjadi  pergeseran  pusat  konflik  Timur- 
Barat  dari  Eropa  ke  Asia,  di  mana  konflik 
Sino-Soviet,  yang  baru  saja  mencapai  kli- 
maksnya  dengan  bentrokan  bersenjata  di  se- 
panjang  perbatasan  mereka  dalam  tahun 
1969,  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  pere- 
daan.  Sebaliknya,  tercapainya  Persetujuan 
Helsinki  1975  yang  ditandatangani  oleh  35 
negara  Eropa  dan  Amerika  Utara  dianggap 
oleh  para  analis  sebagai  klimaks  detente 
Timur-Barat  di  Eropa.  Namun,  pergeseran 
pusat  konflik  Timur-Barat  itu  tidak  terjadi, 
karena  konflik  Timur-Barat  di  Eropa  tidak 


KEBIJAKAN  LUAR  NEGERI  UNI  SOVIET 


425 


berakhir  dengan  penandatanganan  Persetu- 
juan  Helsinki,  sedang  di  Asia  persetujuan 
tipe  Helsinki  itu  tidak  dapat  dilibatkan.  Da- 
lam  tahun  1972  Persetujuan  SALT  I,  hasil 
Pertemuan  Puncak  Soviet-Amerika  Serikat 
di  Moskwa,  dipandang  oleh  banyak  orang 
sebagai  klimaks  dari  kemajuan  detente 
Timur-Barat,  yang  melempangkan  jalan  ke 
Helsinki.  Sebaliknya,  Persetujuan  SALT  II, 
hasil  Pertemuan  Puncak  Soviet-Amerika  Se- 
rikat di  Wina  dalam  tahun  1979,  merupakan 
anti-klimaksnya,  karena  sejak  invasi  Soviet 
ke  Afghanistan  dalam  akhir  tahun  itu  hu- 
bungan-hubungan  Moskwa- Washington  se- 
makin  hari  semakin  memburuk.  Jadi,  je- 
laslah  bahwa  Persetujuan  Helsinki  tidak  de- 
ngan sendirinya  telah  mengakhiri  konflik 
Timur-Barat  di  Eropa. 

Namun,  dalam  pidatonya  di  Vladivos- 
tok, Gorbachev  masih  berusaha  melibatkan 
Asia  ke  dalam  tipe  Helsinki.  Bahwa  Asia 
tidak  dapat  dilibatkan  ke  dalam  tipe  Helsin- 
ki merupakan  faktor  yang  menerangkan 
mengapa,  menjelang  hari  ulang-tahun  ke-71 
Revolusi  Bolshevik  tanggal  7  November 
1988,  Gorbachev  menerima  kunjungan- 
kunjungan  Kanselir  Franz  Vranitzky  dari 
Austria,  Perdana  Menteri  Ciriaco  de  Mita 
dari  Italia,  dan  Kanselir  Helmut  Kohl  dari 
Jerman  Barat,  sedang  Presiden  Prancis 
Franpois  Mitterand  baru  kemudian  setelah 
perayaan.  Kalau  diperhatikan  bahwa  sejak 
memangku  jabatannya  sebagai  Sekjen 
PKUS  Gorbachev  terlihat  sekali  memusat- 
kan  diplomasinya  di  Asia  ~  dengan  pidaito- 
nya  di  Vladivostok  dan  Krasnoyarsk  —  maka 
timbullah  pertanyaan  mengapa  menjelang  7 
November  1988  menerima  banyak  kunjung- 
an  dari  para  pemimpin  Eropa  Barat,  seolah- 
olah  la  kembali  memusatkan  diplomasinya 
di  Eropa. 

Jawaban   kepada  pertanyaan  di  atas 


dapat  ditemukan  dalam  editorial  harian  The 
New  York  Times  yang  dikutip  dalam  harian 
berbahasa  Inggris  yang  berpangkalan  di  Pa- 
ris International  Herald  Tribune  edisi  24  Ok- 
tober  (1988)  hanya  15  hari  sebelum  diseleng- 
garakannya  pemilihan  presiden  4  November 
di  Amerika  Serikat.  Di  bawah  judul  Gorba- 
chev Unanswered  (Gorbachev  Tak  Terja- 
wab),  editorial  NYT  tersebut  mengemuka- 
kan  sebuah  pertanyaan:  "Galon  Presiden 
Amerika  mana  yang  menawarkan  janji  lebih 
banyak  dalam  hubungan-hubungan  luar  ne- 
geri?" 

Menurut  NYT,  baik  George  Bush  dari 
Partai  Republik  maupun  Michael  Dukakis 
dari  Partai  Demokrat  tidak  menjawab  de- 
ngan gagasan-gagasan  yang  berminat  dan 
berbobot  tantangan  Gorbachev  kepada 
Amerika  untuk  membentuk  kembali  politik 
dunia.  Dikatakannya  bahwa  tanpa  suatu 
strategi  Amerika  yang  terlihat  terang, 
Moskwa  akan  menyusun  agenda  diplomasi- 
nya, dan  suatu  kesempatan  besar  bagi  suatu 
perdamaian  dan  kerjasama  akan  dapat  dihi- 
langkan.  Sebagai  contoh  dikemukakannya 
bahwa  Gorbachev  telah  mengusulkan  pe- 
ngurangan  senjata  nuklir  jarak  jauh  dengan 
tajam,  pemotongan  kekuatan  konvensional, 
dan  menyerukan  dihapuskannya  senjata  ki- 
miawi.  Akan  tetapi,  baik  Bush  maupun  Du- 
kakis, dalam  kampanye  mereka  tidak  mem- 
berikan  tanda  apapun  bahwa  ia  (Bush  atau 
Dukakis)  telah  memikirkan  bagaimana 
Amerika  Serikat  harus  menjawab  pertanya- 
an mengenai  pentingnya  berbagai  perun- 
dingan  tentang  senjata  dan  bagaimana  perse- 
tujuan-persetujuan  yang  akan  dicapai  mem- 
punyai  pengaruh  terhadap  anggaran  belanja 
Pentagon  (Departemen  Pertahanan  Amerika 
Serikat).  Dikecamnya  Dukakis,  karena  tidak 
ragu-ragu  mengakui  bahwa  jalan  penyelesai- 
an  yang  telah  dibuka  oleh  Gorbachev  di 
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Afghanistan,  Afrika  bagian  selatan,  dan  di 
kawasan-kawasan  lain  adalah  berkat  ban- 
tuan  militer  Amerika  Serikat.  Diakuinya 
bahwa  Bush  memahami  peranan  kekuatan 
dalam  diplomasi,  tetapi  dikecamnya  karena 
kurang  serius  dalam  diplomasi  di  Amerika 
Tengah.  Namun  kedua-duanya  ~  dan  tidak 
hanya  Dukakis  bahkan  terutama  Bush  - 
dikecamnya  sebagai  kurang  tanggap  terha- 
dap  usul-usul  Gorbachev  untuk  memperluas 
penggunaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa 
dalam  perundingan-perundingan  regional 
dan  pemeliharaan  perdamaian. 

Apa  yang  dikatakan  oleh  NYT  di  atas 
dengan  editorialnya  itu  mencerminkan  beta- 
pa  pemilihan  presiden  di  Amerika  Serikat 
yang  diselenggarakan  pada  akhir  pemerin- 
tahan  Presiden  Reagan  tidak  menyambut  de- 
ngan minat  yang  cukup  besar  diplomasi  Asia 
Gorbachev.  Hal  ini  sebenarnya  dapat  dime- 
ngerti,  karena  diplomasi  Asia  Gorbachev 
tidak  memberi  apapun  kepada  Amerika  Seri- 
kat. Pidato  Vladivostok  ditujukan  untuk 
memperbaiki  hubungannya  dengan  Cina 
dan  Jepang,  sedang  Amerika  Serikat  tidak 
mendapat  tawaran  apapun.  Pidato  Krasno- 
yarsk hanya  mengulangi  pidato  Vladivostok, 
dengan  usul  baru  yang  menavk^arkan  kepada 
Amerika  Serikat  penghapusan  pangkalan- 
pangkalan  militer  kedua  belah  pihak,  pang- 
kalan  militer  Soviet  di  Teluk  Cam  Ranh 
yang  terletak  di  Vietnam  dan  pangkalan  mi- 
liter Amerika  di  Teluk  Subic  (dan  Lapangan 
Clark)  yang  terletak  di  Filipina.  Mengingat 
konsesi  yang  tak  seimbang  itu  dapat  dikata- 
kan bahwa  usul  baru  Gorbachev  itu  tidak 
menawarkan  sesuatu  kepada  Amerika  Seri- 
kat. 

Pada  hakikatnya,  pola  gagasan  Gorba- 
chev mengenai  Asia  tidak  berbeda  dengan 
pola  gagasan  Brezhnev  mengenai  sistem 
keamanan  kolektif  di  Asia  yang  didasarkan 


atas  gagasannya  mengenai  sistem  keaman- 
an kolektif  di  Eropa.  Akan  tetapi,  Brezhnev 
tidak  berhasil  menghilangkan  kesan  bahwa 
gagasannya  itu  bertujuan  melakukan  penge- 
pungan  terhadap  Cina,  sedang  Gorbachev 
rupanya  berhasil.  Namun,  Gorbachev  akan 
menghadapi  kesulitan  apabila  ingin  melibat- 
kan  Asia  ke  dalam  suatu  persetujuan  tipe 
Helsinki. 


IV 

Lagipula,  hasil  yang  dicapai  oleh  Gorba- 
chev itu  tidak  meniadakan  kenyataan  bahwa 
Vietnam  merasa  kurang  senang  dengan  pida- 
to Krasnoyarsk  yang  menawarkan  pertu- 
karan  penghapusan  pangkalan  militer  Soviet 
di  Teluk  Cam  Ranh  dengan  pangkalan  mili- 
ter Amerika- di  Filipina.  Sebab,  pidato  Kras- 
noyarsk bertentangan  dengan  pernyataan- 
pernyataan  Moskwa  sebelumnya  bahwa  Uni 
Soviet  tidak  dapat  menekan  Vietnam  agar 
menarik  semua  pasukannya  dari  Kamboja 
sesuai  dengan  prasyarat  Cina,  mengingat 
bahwa  Vietnam  adalah  sebuah  negara  yang 
"berdaulat."  Dikutip  oleh  majalah  minggu- 
an  berbahasa  Inggris  yang  berpangkalan  di 
Hong  Kong  Far  Eastern  Economic  Review 
edisi  27  Oktober  1987,  Menteri  Luar  Negeri 
Vietnam  Nguyen  Co  Thach  mengatakan  ke- 
pada surat  kabar  Jerman  Barat  Handelsblatt 
edisi  20  September  -  hanya  empat  hari  saja 
setelah  pidato  Krasnoyarsk  -  bahwa  Cam 
Ranh  adalah  pelabuhan  Vietnam  dan  bahwa 
orang-orang  Soviet  hanya  akan  dapat  me- 
rundingkan  dengan  orang-orang  Amerika 
kehadiran  mereka  sekarang  di  pelabuhan 
Vietnam  itu,  tetapi  bukan  masa  depan  fasili- 
tasnya.  Dan  ketika  tak  lama  kemudian  Men- 
teri Luar  Negeri  Filipina  Raul  Manglapus 
dalam  kunjungannya  di  Hanoi  menawarkan 
kepada  Vietnam  penghapusan  pangkalan- 
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pangkalan  milker  Amerika  di  Teluk  Subic 
dan  Lapangan  Clark  sebagai  imbalan  pena- 
rikan  semua  pasukan  Vietnam  dari  Kamboja 
Thach  menjawab  ~  seperti  dikutip  oleh 
surat  kabar  Manila  Chronicle  edisi  28  No- 
vember 1987  -  bahwa  tidak  ada  kaitan 
antara  keduanya  dan  bahwa  sejarah  ke- 
dua  hal  ini  berbeda.  Memang  tawaran  Men- 
teri  Luar  Negeri  Filipina  itu  tidak  perlu, 
karena  penyelesaian  Kamboja  akan  dapat 
dilakukan  oleh  Uni  Soviet  dan  Cina  yang 
dipengaruhi  oleh  faktor  Amerika  Serikat. 
Dengan  sendirinya  apabila  penyelesaian 
konflik  Kamboja  itu  sudah  tuntas,  keha- 
diran  militer  Soviet  di  Cam  Ranh  sudah  ti- 
dak diperlukan  lagi,  dan  ini  lepas  dari  keha- 
diran  militer  Amerika  di  Filipina.  Kehadiran 
militer  Soviet  di  Cam  Ranh  merupakan  aki- 
bat  dari  ancaman  militer  Cina  terhadap  Viet- 
nam sebagai  bagian  dari  konflik  Kamboja. 

Faktor  Vietnam  merupakan  salah  satu 
contoh  yang  menerangkan  bahwa,  sebagai 
konsekuensi  logis  dari  kebijakan  Gorba- 
chev mengadakan  perbaikan  hubungan 
Sino-Soviet,  komitmen  kepemimpinan  So- 
viet pada  Dunia  Ketiga  mulai  berkurang. 
Kesimpulan  ini  banyak  terdapat  di  kalangan 
pengamat  internasional  sejak  tahun  1987 
yang  memperhatikan  niat  Gorbachev  untuk 
lebih  menyesuaikan  diri  dengan  prasyarat- 
prasyarat  Cina.  Penarikan  semua  pasukan 
Soviet  dari  Afghanistan  dan  sebagian 
pasukannya  dari  Mongolia  adalah  di  antara 
petunjuk-petunjuknya.  Akan  tetapi,  harus 
diperhatikan  bahwa  penarikan  semua  pa- 
sukan Soviet  dari  Afghanistan  tidak  dengan 
sendirinya  berarti  akhir  komitmen  pada 
Pemerintah  Kabul.  Demikianlah  pula  halnya 
dengan  penarikan  semua  pasukan  Kuba  dari 
Angola  tidak  dengan  sendirinya  berarti 
akhir  komitmen  Soviet  pada  pemerintah 
Marxis  di  Luanda. 


Bantuan  militer  Soviet  kepada  MPLA 
(Movimento  Popular  para  a  Liberta^ao  de 
Angola)  sudah  dimulai  dalam  tahun  1975  ke- 
tika  pecah  perang  saudara  dalam  tahun  itu 
di  bekas  negeri  jajahan  Portugal  di  benua 
Afrika  itu.  Ketika  itu  Uni  Soviet  berada  di 
bawah  pemerintahan  Presiden  Brezhnev 
(dalam  tahun  1975  masih  belum  presiden, 
tetapi,  sudah  menjadi  Sekretaris  Pertama 
~  belum  juga  Sekretaris  Jenderal  -  PKUS) 
yang  mengadakan  intervensi  militer  di  ma- 
na-mana.  Di  masa  Brezhnev  terjadi  in- 
vasi  Soviet  ke  Afghanistan  (1979),  sedang 
di  masa  Gorbachev  terdapat  hasrat  Soviet 
untuk  menarik  diri  dari  negara  yang  didu- 
dukinya  itu  atau,  setidak-tidaknya,  mengu- 
rangi  komitmen  militernya.  Memang  diban- 
dingkan  dengan  apa  yang  telah  dilakukan- 
nya  di  Afghanistan,  apa  yang  telah  dilaku- 
kannya  di  Angola  lebih  bersifat  tak  lang- . 
sung,  karena  tidak  menggunakan  pasukan- 
pasukannya  sendiri,  melainkan,  pasukan- 
pasukan  Kuba  yang  dibiayainya. 

Baik  intervensi  Soviet  di  Angola  (dengan 
menggunakan  pasukan-pasukan  Kuba)  mau- 
pun  intervensinya  di  Afghanistan  (dengan 
menggunakan  pasukan-pasukannya  sendiri) 
terjadi  tatkala  Amerika  Serikat  berada  di 
bawah  pemerintahan  Presiden  Carter.  Di 
bawah   pemerintahan   Presiden  Reagan, 
Amerika  Serikat  memperlakukan  Angola 
serupa  dengan  Afghanistan,  di  mana  ber- 
kobar  pemberontakan  yang  hingga  kini 
belum  juga  dapat  dipadamkan.  Pemberon- 
takan di  Angola  ,  dilakukan  oleh  UNITA 
(Uniao  Nacional para  a  Independencia  Total 
de  Angola)  di  bawah  pimpinan  Jonas  Savim- 
bi.  Pada  mulanya  pemberontakan  di  Angola 
ini,  yang  dimulai  sejak  MPLA  menyatakan 
Kemerdekaan  Angola  pada  11  November 
(1975),  dibantu  oleh  Afrika  Selatan  yang 
menguasai  Namibia  di  seberang  perbatasan 
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selatan  Angola.  Di  bawah  pemerintahan 
Reagan,  Amerika  Serikat  kemudian  me- 
ngambil-alih  prakarsa  Afrika  Selatan.  Bah- 
kan,  kini  UNITA  hanya  berpaling  kepada 
Amerika  Serikat  dan  mengabaikan  bantuan 
Afrika  Selatan,  seperti  terbukti  dari  Perse- 
tujuan  Savimbi  untuk  membuka  kembali 
jalan  kereta  api  yang  menghubungkan  kota 
pelabuhan  Angola  Lobito  dengan  pusat- 
pusat  pertambangan  tembaga  di  Zambia  dan 
Zaire.  Afrika  Selatan  menaruh  keberatan 
terhadap  pembukaan  kembali  jalan  kereta 
api  tersebut,  karenanya  para  pengamat  men- 
duga  bahwa  Amerika  Serikat  mungkin  telah 
memisahkan  Savimbi  dari  ketergantungan- 
nya  kepada  Pretoria.  Untuk  itu  Savimbi 
teldh  menerima  bantuan  militer  Amerika  Se- 
rikat yang  meliputi  peluru-peluru  kendali 
darat-ke-udara  Stinger  yang  dikirim  melalui 
bandara  Kamina  di  Zaire.  Sejak  pecahnya 
perang  saudara  14  tahun  yang  lalu  jalan  ke- 
reta api  yang  vital  tersebut  tidak  dapat  digu- 
nakan  selama  12  tahun,  karena  diganggu 
oleh  kaum  pemberontak,  Dengan  menye- 
tujui  pembukaannya  kembali,  asal  tidak 
akan  digunakan  bagi  tujuan-tujuan  militer, 
Savimbi  mengharapkari  akan  dapat  menarik 
lebih  banyak  simpati  Kongres  Amerika  Seri- 
kat agar  memberikan  bantuan  kepada  gerak- 
annya. 

Selain  itu,  Savimbi  akan  dapat  mengha- 
rapkan  dari  pemerintah  MPLA  di  Luanda 
dan  negara-negara  tetangganya  suatu  penga- 
kuan  kepada  status  UNITA  yang  diper- 
juangkannya.  Dalam  tahun  1987  majalah 
mingguan  London  The  Economist  mengata- 
kan  bahwa  telah  tersiar  desas-desus  yang 
mengatakan  bahwa  di  Eropa  telah  diadakan 
pertemuan-pertemuan  antara  wakil-wakil 
UNITA  dan  MPLA  yang  kemudian  apabila 
telah  menghasilkan  suatu  persetujuan  yang 
melibatkan  pembangunan  jalan  kereta  api 


tersebut  mungkin  negara-negara  Eropa  akan 
bersedia  membantu  membiayainya. 

Persetujuan  Savimbi  mengenai  pembu- 
kaan jalan  kereta  api  di  atas  tersimpul  dalam 
pernyataannya  pada  26  Maret  1987.  Ketika 
itu  tentunya  para  pengamat  melihat  prospek 
yang  menggembirakan  mengenai  penyelesai- 
an  konflik  Angola  yang  selama  12  tahun  di- 
landa  oleh  perang  saudara.  Dalam  bulan 
berikutnya,  ketika  Pemimpin  MPLA  Jose 
Eduardo  dos  Santos  melakukan  kunjungan 
ke  Korea  Utara,  tersiarlah  berita  di  Kinsha- 
sa, ibukota  Zaire,  bahwa  Kuba  akan  mena- 
rik pasukan-pasukannya  dari  Angola.  Jum- 
lah  pasukan  Kuba  yang  digelarkan  di  Ango- 
la adalah  sebesar  35  ribu  orang,  termasuk 
8  ribu  penasihat  sipil.  Akan  tetapi,  hanya  da-, 
lam  bulan  berikutnya  lagi,  seorang  pejabat 
Amerika  Serikat,  yang  dikutip  oleh  surat 
kabar  The  Washington  Post  di  Washington, 
mengatakan  bahwa  Uni  Soviet  telah  ram- 
pung  dengan  pembangunan  militer  di  Ango- 
la dan  bahwa,  menurut  perkiraan  pemerin- 
tahan Reagan,  pemerintah  Marxis  di  Luanda 
akan  segera  melancarkan  ofensif  besar- 
besaran  terhadap  kaum  pemberontak  dalam 
musim  panas  tahun  1987.  Dikatakannya 
bahwa,  menurut  sumber-sumber  intelijen 
Amerika  Serikat,  selama  tahun  1986  Uni 
Soviet  telah  mengirim  bantuan  militer  sehar- 
ga  US$1  milyar  kepada  Angola.  Dengan  de- 
mikian  dalam  waktu  satu  tahun  saja  Uni  So- 
viet telah  memberikan  bantuan  militer  kepa- 
da Angola  seperempat  dari  seluruh  bantuan 
militernya  kepada  MPLA  sejak  tahun  1975. 
Dari  bantuan  militer  Soviet  kepada  Luanda 
itu  dapat  disebut  peluru-peluru  kendali 
darat-ke-udara  yang  akan  digunakan  terha- 
dap serangan-serangan  yang  mungkin  akan 
dilakukan  oleh  Afrika  Selatan  dalam  mem- 
bantu kaum  pemberontak.  Menurut  para 
penganalisa  Amerika  yang  mengikuti  dari 
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dekat  pembangunan  militer  di  Angola  terse- 
but,  tujuan  Soviet  tidak  hanya  diarahkan 
kepada  kaum  pemberontak  di  Angola,  tetapi 
juga  untuk  menghadapi  Afrika  Selatan. 
Dalam  pada  itu,  selama  tahun  1986,  jumlah 
pasukan  Kuba  yang  digelarkan  di  Angola 
bukannya  dikurangi.  melainkan  justru  ber- 
tambah  menjadi  37  ribu  orang. 

Dua  tahun  yang  lalu  timbullah  pertanya- 
an,  apakah  tetap  tidak  akan  ada  perubahan 
setelah  Savimbi  mengabaikan  Afrika  Selatan 
yang  selama  satu  dasawarsa  telah  memban- 
tunya,  dan  ia  kemudian  hanya  berpaling 
kepada  bantuan  militer  Amerika  Serikat  me- 
lalui  Zaire.  Pembangunan  militer  besar- 
besaran  di  Angola  telah  memperoleh  reaksi 
dalam  Kongres  Amerika  Serikat.  Senator 
Dennis  DeConcini,  Demokrat  dari  Arizona 
dengan  17  ko-sponsornya  memajukan  se- 
buah  resolusi  yang  mengutuk  pembangunan 
miUter  tersebut  dan  meminta  kepada  Ge- 
dung  Putih  agar  memberlakukan  embargo 
terhadap  Angola. 

Walaupun  hanya  disinggung  sedikit  saja, 
masalah  Dunia  Ketiga  telah  dibicarakan  oleh 
Gorbachev  dalam  pertemuan  mereka  di 
Moskvi^a  dalam  tahun  1988,  tidak  berapa 
lama  setelah  tercapainya  Persetujuan  Jene- 
wa  14  April  yang  ditandatangani  oleh  para 
Menteri  Luar  Negeri  Afghanistan,  Pakistan, 
Uni  Soviet  dan  Amerika  Serikat.  Menurut 
Reagan,  Persetujuan  Jenewa  14  April  terse- 
but dapat  membantu  menyelesaikan  konflik- 
konflik  regional  di  muka  bumi,  termasuk 
konflik  Kamboja. 

Penarikan  pasukan-pasukan  Soviet  dari 
Afghanistan  dapat  diUhat  sebagai  suatu  pe- 
tunjuk  bahwa,  dalam  hubungannya  dengan 
sekutu-sekutu  komunisnya  di  Dunia  Ketiga, 
Uni  Soviet  mendahulukan  kepentingan- 
kepentingannya  sendiri.  Sebab,  Gorbachev 


merasa  ngeri  setelah  mengetahui  bahwa  ban- 
tuannya  untuk  Kuba,  Mongolia  dan  Viet- 
nam saja  sudah  meliputi  sekitar  US$3,5 
milyar  setahun.  Oleh  sebab  itu,  Moskwa 
ingin  mengadakan  perubahan-perubahan. 

Vietnam,  misalnya,  telah  menerima  pe- 
san  terang-terangan  dari  Gorbachev  agar 
menjalankan  pembaruan  ekonomi  dengan 
gaya  Soviet.  Partai  Komunis  dan  Pemerin- 
tah  Vietnam,  yang  dalam  tahun  1986  telah 
memperoleh  pemimpin-pemimpin  baru, 
telah  berbicara  tentang  versi  perestroika 
mereka  yang  dalam  bahasa  Vietnamnya  ada- 
lah  doi  moi. 

Selama  itu  yang  mengurus  bantuan  un- 
tuk Vietnam  adalah  Ligachev  ketika  masih 
menjadi  orang  nomor  dua  dalam  hierarki 
Kremlin.  Konon  jumlah  bantuan  Soviet  un- 
tuk Vietnam  meliputi  sekitar  US$1,5  milyar 
setahun.  Bahwa  bantuan  ini  tidak  mencu- 
kupi  terbukti  dari  laporan-laporan  menge- 
nai  timbulnya  ancaman  bencana  kelaparan 
di  bagian  utara  Vietnam.  Hal  ini  menyimpul- 
kan  bahwa  perekonomian  Vietnam  memer- 
lukan  perestroika  (doi  moi)  seperti  yang  di- 
harapkan  oleh  Gorbachev,  sedang  beberapa 
orang  anggota  Kongres  Amerika  Serikat 
mengatakan  agar  Washington  memberikan 
dorongan  bagi  doi  moi,  dengan  mendirikan 
seksi-seksi  kepentingan  di  Washington  dan 
Hanoi.  Jawaban  Washington  ialah  bahwa 
Vietnam  harus  menarik  semua  pasukannya 
dari  Kamboja  terlebih  dulu. 

Jadi,  seolah-olah  bukan  saja  semua  pa- 
sukan Vietnam  itu  tidak  merupakan  konse- 
kuensi  logis  dari  pembaruan  ekonomi  Viet- 
nam, melainkan  juga  bahkan  bertentangan. 
Ketika  mulai  menarik  pasukannya  dari 
Afghanistan,  Moskwa  tidak  memajukan 
prasyarat  bahwa,  misalnya,  salah  satu  ke- 
lompok  gerilyawan  Mujahidin  tidak  boleh 
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mengambil-alih  pemerintahan  di  Kabul. 
Oleh  sebab  itu,  tidak  terlalu  sulit  bagi 
Moskwa  untuk  mulai  menarik  pasukannya 
dari  Afghanistan.  Akan  tetapi,  setelah  da- 
lam  tahun  1988  mengumumkan  akan  mena- 
rik 50  ribu  pasukannya  dari  Kamboja,  Viet- 
nam memajukan  prasyarat  bahwa  Khmer 
Merah  tidak  boleh  kembali  ke  Phnom  Penh. 
Prasyarat  ini  akan  mempersulit  Vietnam  un- 
tuk mulai  menarik  pasukan-pasukannya  dari 
Kamboja. 

Bagaimanakah  mungkin  pola  Afghanis- 
tan bisa  diterapkan  untuk  menyelesaikan 
masalah  Kamboja  apabila  Hanoi  masih 
mempersoalkan  kelompok  gerilyawan 
Khmer  Merah.  Sebab,  posisi  Hanoi  ini  be- 
lum  menempatkan  pembaruan  di  atas  masa- 
lah Kamboja.  Sedangkan  di  Afghanistan 
sendiri  masih  banyaik  masalah,  kendatipun 
telah  ada  Persetujuan  Jenewa  14  April.  Uni 
Soviet  yang  memiliki  perbatasan  bersama 
dengan  Afghanistan  akan  mudah  menyuplai 
Pemerintah  Kabul  dengan  senjata.  Lagipula, 
Sebelum  pasukan-pasukannya  meniriggalkan 
Afghanistan,  senjata-senjata  dan  perleng- 
kapan  mereka  dapat  ditinggalkan  di  Afgha- 
nistan. Aga^  senjata  Amerika  Serikat  tidak 
perlu  disuplai  melalui  Pakistan,  para  gerilya- 
wan Afghan  mempunyai  rencana  untuk  me- 
rebut  Kandahar,  kota  ketiga  terbesar  di  Af- 
ghanistan, sesudah  itu  mungkin  mengu- 
mumkan terbentuknya  sebuah  pemerintah 
sementara.  Oleh  sebab  di  Kandahar  terdapat 
bandara  yang  dibangun  oleh  Amerika  Seri- 
kat, suplai  senjata  Amerika  Serikat  akan 
dapat  dikirim  melalui  bandara  tersebut. 

Apa  yang  diinginkan  oleh  Amerika  Seri- 
kat sebenarnya  adalah  penghentian  bantuan 
militer  kepada  kedua  belah  pihak  oleh  seku- 
tu-sekutu  mereka  masing-masing.  Artinya, 
di  satu  pihak  Uni  Soviet  menghentikan  ban- 
tuan militernya  untuk  PemerintahJCabul,  se- 


dang  di  lain  pihak  Amerika  Serikat  meng- 
hentikan pula  bantuan  militernya  untuk  Mu- 
jahidin.  Akan  tetapi,  bagi  Uni  Soviet,  meng- 
hentikan bantuan  militernya  untuk  Pemerin- 
tah Kabul  akan  sama  halnya  apabila  Ameri- 
ka Serikat  menghentikan  bantuan  militernya 
untuk  Pakistan.  Jalan  pikiran  Soviet  ini  ter- 
cermin  pula  dalam  masalah  Nikaragua,  di 
mana  sedang  terjadi  perang  saudara  antara 
kedua  belah  pihak  yang  sama-sama  penen- 
tang  rezim  Somoza  yang  mereka  jatuhkan 
dalam  tahun  1979.  Pihak  yang  satu  disebut 
kaum  Sandinista  yang  berhasil  mengendali- 
kan  pemerintahan,  sedang  pihak  yang  lain 
disebut  kaum  Contra  yang  mengambil  tem- 
pat  sebagai  oposisi  militan.  Pemerintah  San- 
dinista memperoleh  bantuan  militer  dari  Uni 
Soviet,  sedang  oposisi  Contra  mendapat 
bantuan  militer  dari  Amerika  Serikat.  Gor- 
bachev pernah  mengatakan  bahwa  Uni  So- 
viet akan  menghentikan  bantuan  militernya 
untuk  Pemerintah  Nikaragua  apabila  Ame- 
rika Serikat  menghentikan  pula  bantuan  mi- 
liternya untuk  gerilyawan  Contra,  tetapi  tu- 
juan  Gorbachev  adalah  agar  Kongres  Ameri- 
ka Serikat  menolak  setiap  permintaan  Ge- 
dung  Putih  untuk  melanjutkan  penyuplaian 
senjata  bagi  gerilyawan  Contra  di  Nikara- 
gua. Setelah  Kongres  mengambil  keputusan- 
keputusan  seperti  yang  diharapkannya,  Gor- 
bachev mengambil  sikap  yang  lebih  keras. 
Yaitu,  apabila  menghendaki  penghentian 
bantuan  militer  Soviet  untuk  Pemerintah 
Nikaragua,  Washington  bukan  saja  harus 
menghentikan  bantuan  militernya  untuk  ge- 
rilyawan Contra,  melainkan  juga  menghen- 
tikan bantuan  militernya  untuk  Honduras, 
El  Salvador  dan  Guatemala. 

Di  antara  sekutu-sekutu  komunisnya  di 
Dunia  Ketiga  barangkali  hanya  Nikaragua 
yang  membanggakan,  karena  posisinya  jauh 
lebih  kuat  daripada  posisi  gerilyawan  Con- 
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tra.  Memang  bantuan  militer  Soviet  menga- 
lir  terus,  tetapi  Gorbachev  telah  memperi- 
ngatkan  Nikaragua  bahwa  bantuan  ekono- 
minya  tidak  akan  bisa  diberikan  terus-mene- 
rus  tanpa  negara  sekutu  Soviet  di  Amerika 
Tengah  itu  berusaha  memecahkan  masalah- 
masalah  mereka  sendiri,  Pada  umumnya 
Gorbachev  tak  merasa  gembira  dengan 
sekutu-sekutu  komunisnya  di  Dunia  Ketiga, 
terutama  Kuba  yang  terang-terangan  menen- 
tang  perestroika,  Korea  Utara  yang  sudah 
terisolasi  dan  hampir  bangkrut,  Ethiopia 
dan  Angola. 

Di  Kuba,  buku  karya  Gorbachev  yang 
berjudul  Perestroika,  Harper  &  Row,  New 
York,  1987,  memang  tidak  dilarang,  bahkan 
menurut  The  Sunday  Times  (London)  edisi 
26  Juni  1988  telah  terjual  habis.  Namun, 
Castro  telah  menolak  perestroika  dan  glas- 
nost  sebagai  kebijakan  Kremlin. 

Penolakan  Castro"  itu  ditegaskan  di  San- 
tiago, ibukota  propinsi  Oriente  yang  terletak 
di  pantai  selatan  480  mil  dari  Havana  pada 
hari  ulang  tahun  ke-35  percobaan  serangan 
sekelompok  kecil  gerilyawan  yang  dipimpin- 
nya  terhadap  asrama-asrama  militer  Mon- 
cada  di  masa  pemerintahan  rezim  Jenderal 
Batista.  Walaupun  merupakan  suatu  kega- 
galan,  serangan  26  Juli  1953  itu  telah  diperi- 
ngati  sebagai  awal  serangan  dalam  suatu 
pemberontakan  yang  akhirnya  pada  tahun 
baru  1959  berhasil  mencapai  kemenangan. 

Gerakannya  dinamakannya  Gerakan  26 
Juli  yang  lambat-laun  menanggalkan  pro- 
gram politik  menganjurkan  kebebasan,  ka- 
rena  banyaknya  bekas  pengikutnya  yang  de- 
mokratis  mencari  tempat  berlindung  di, 
Amerika  Serikat.  Setelah  putusnya  hubung- 
an-hubungan  diplomatik  Kuba  dengan  Ame- 
rika Serikat  dalam  tahun  1961,  Castro  ber- 
paling  ke  Uni  Soviet  yang  ketika  itu  sudah  di 


bawah  pemerintahan  rezim  Khrushchev.  Ke- 
gagalan  para  bekas  pengikutnya,  yang  telah 
memperoleh  tempat  berlindung  di  Amerika 
Serikat,  dalam  Invasi  Teluk  Babi  tahun  itu 
mempercepat  pendekatan  Gerakan  26  Juli 
ke  Partai  Rakyat  Sosialis,  yaitu,  Partai  Ko- 
munis  Kuba  yang  tidak  mengambil  bagian 
dalam  revolusi  anti-kediktatoran  Batista. 
Dalam  akhir  tahun  1961,  justru  setelah  pu- 
lang  dari  Pertemuan  Puncak  Pertama  Ge- 
rakan Non-Blok  di  Beograd,  untuk  pertama 
kalinya  Castro  menyebut  dirinya  seorang 
Marxis-Leninis.  Hanya  dalam  tahun  berikut- 
nya  terbentuklah  Partai  Persatuan  Revolusi 
Sosialis  hasil  fusi  Gerakan  26  Juli  dengan 
Partai  Rakyat  Sosialis  yang  dalam  tahun 
1965  mengubah  nama  menjadi  Partai  Komu- 
nis  Kuba.  Ketika  itu  Uni  Soviet  sudah  di 
bawah  pemerintahan  rezim  Brezhnev,  meng- 
gantikan  pemerintahan  rezim  Khrushchev 
yang  jatuh  dalam  tahun  1964. 

Dalam  pidatonya  di  depan  Kongres  XXV 
PKUS  (1976),  Castro  mengatakan  bahwa 
Uni  Soviet  telah  memberikan  model  (con- 
toh)  yang  berlaku  secara  unik  bagi  revolusi 
komunis  dan  bahwa  Kuba  telah  keliru  ketika 
dalam  permulaan  tahun-tahun  1960-an  men- 
coba  menganut  suatu  model  independen. 
Perlu  diketahui  bahwa  dalam  tahun  1962, 
justru  sesaat  setelah  Kuba  menjadi  sebuah 
negara  komunis,  Castro  sangat  kecewa  ter- 
hadap kapitulasi  Khrushchev  kepada  Ameri- 
ka Serikat.  Kemunduran  hubungan-hubung- 
annya  dengan  Moskwa  telah  mendorongnya 
ke  Beijing,  tetapi  mulai  pertengahan  tahun- 
tahun  1960-an  mencoba  menganut  garis  in- 
dependen untuk  menjadi  mercu  suar  di  Ame- 
rika Latin.  Akan  tetapi,  kesulitan-kesulitan 
ekonominya  telah  memaksanya  berpaling 
kembali  ke  Moskwa,  lebih-lebih  setelah  ia 
menyatakan  dukungannya  bagi  invasi  Soviet 
ke  Cekoslovakia  (1968). 
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Sebagai  sekutu  alamiah  Moskwa,  Kuba 
telah  mengadakan  intervensi-intervensi  mili- 
ter  di  benua  Afrika  atas  nama  Uni  Soviet. 
Dengan  pemerintahan  rezim  Gorbachev  di 
Uni  Soviet,  Castro  harus  menyesuaikan  diri 
apabila  Moskwa  kini  menghendaki  penghen- 
tian  semua  intervensi  militer  warisan  Brezh- 
nev. Kini  Kuba  memang  telah  menarik  se- 
mua pasukannya  dari  Angola  dan  negara- 
negara  Marxis  lainnya  di  benua  Afrika,  teta- 
pi  dalam  pidatonya  di  Santiago,  meskipun 
memuji  pelaksanaan  sistem  Soviet,  Castro 
mengatakan  bahwa  Kuba  tidak  terletak  di 
Laut  Hitam,  melainkan  di  Laut  Karribia. 
Yang  ironis  ialah  bahwa  bagian  pidatonya 
yang  mengatakan  bahwa  tiada  dua  revolusi 
yang  sama  dan  bahwa  Kuba  selalu  menolak 
mencontoh  resep-resep  yang  dipakai  untuk 
masalah-masalah  orang  lain  jelas  berten- 
tangan  dengan  pidatonya  di  depan  Kongres 
XXV  PKUS  yang  telah  saya  kutip  di  atas. 

Castro  memang  tak  dapat  berbuat  lain 
daripada  menolak  perestroika,  karena 
dalam  permulaan  tahun-tahun  1980-an 
sudah  mempunyai  pengalaman  ekonomi  pa- 
sar  yang  kemudian  dihentikan  dalam  tahun 
1986,  karena  eksperimennya  itu  telah  mela- 
hirkan  kelas  orang  kaya  baru  yang  dipersa- 
lahkannya  sebagai  sumber  timbulnya  korup- 
si  yang  melibatkan  para  tokoh  terkemuka. 
Jadi,  apabila  menganut  perestroika  sebagai 
kebijakannya  sendiri  memang  absurd,  kare- 
na ia  harus  kembali  kepada  pengalaman  eko- 
nomi pasar  yang  telah  dilihatnya  sebagai 
suatu  kegagalan.  Sungguh  ironis  bahwa,  se- 
belum  Gorbachev  mengumumkaq  gagasan 
pembaruannya  yang  disebut  perestroika  itu, 
Castro  sudah  memeranginya  dengan  dogma- 
tisme  fundamentalis  dan  dengan  menghidup- 
kan  kembali  kemartiran  Che  Guevara,  te- 
man  seperjuangannya  dalam  Gerakan  26 
Juli,  yang  dalam  tahun  1967  tewas  ketika  se- 
dang  melancarkan  kampanye  gerilya  di  Boli- 


via, tetapi  ia  dipuja  sebagai  Dewa  Revolusi. 

Itulah  sebabnya  dalam  pidatonya  di  San- 
tiago itu  Castro  mengatakan  bahwa  orang- 
orang  Kuba  harus  menjaga  kemurnian  ideo- 
logi  revolusi  mereka  dan  bahwa  orang-orang 
Kuba  tak  dapat  memakai  cara  yang  berbau 
kapitalisme. 

V 

Lebih-kurang  tiga  pekan  sebelum  pidato 
Castro  di  Santiago  itu,  pada  3  Juli  1988  se- 
orang  ekonom  Soviet  yang  merupakan  salah 
seorang  anggota  Akademi  Ilmu-ilmu  Uni 
Republik  Sosialis  Soviet,  Mikhail  Popov, 
mengadakan  sebuah  wawancara  dengan 
kantor  berita  Associated  Press  menjelang 
keberangkatannya  pulang  ke  tanah  airnya 
setelah  selama  delapan  bulan  mempelajari 
cara  kerja  sistem  perekonomian  Amerika 
Serikat  di  Lembaga  Riset  Regional  West  Vir- 
ginia University.  Popov  tinggal  di  Amerika 
Serikat  sebagai  bagian  dari  program  pertu- 
karan  internasional  yang  digunakannya  un- 
tuk studi  mengenai  pajak,  keuntungan  dan 
cara-cara  kapitalis  lainnya. 

Sebagai  pendukung  gigih  perestroika, 
Popov  mengatakan  bahwa  ia  akan  menggu- 
nakan  gagasan-gagasan  kaum  terpelajar 
Amerika,  karena  banyak  di  antaranya  yang 
baru,  yang  sesuai  dengan  zaman  dan  yang 
tak  tersedia  di  Uni  Soviet.  "Jika  saya  meli- 
hat  hal-hal  baru  di  Amerika  Serikat,"  kata 
ekonom  Soviet  itu,  "biasanya  saya  berpikir 
bagaimana  saya  dapat  mempergunakannya 
untuk  menyusun  kembali  perekonomian 
kami."  Dikatakannya  lebih  jauh  bahwa  ia 
ingin  sekali  membagi  pengalamannya  de- 
ngan para  rekannya  yang  erat  sekali  terlibat 
dalam  perestroika.  Menurut  pendapatnya, 
perestroika  benar-benar  merupakan  suatu 
ekspresi  masyarakat  Soviet  dan  terjadinya 


KEBIJAKAN  LUAR  NEGERI  UNI  SOVIET 


433 


tidak  secara  tiba-tiba,  melainkan  merupakan 
suatu  evolusi  alamiah  dari  sistem  sosialis. 
"Kami  tak  dapat  menghindarinya,'  kata  ahli 
ekonomi  Soviet  berusia  36  tahun  dari  Pro- 
duksi  Industri  Soviet  itu.  Ketika  ia  memberi- 
kan  wawancaranya  itu,  PKUS  baru  saja 
mengakhiri  konperensi  istimewanya  di  Mos- 
kwa  yang  mendukung  sebagian  besar  kebi- 
jakan-kebijakan  Gorbachev. 

Kesimpulan  dari  wawancara  Popov  di 
atas  ialah  bahwa  Uni  Soviet  akan  menem- 
puh  jalan  kapitalis,  meskipun  masih  menjadi 
pertanyaan  apakah  ia  cukup  menyadari 
bahwa  yang  disebut  kapitalisme  itu  adalah 
sistem  ekonomi,  di  mana  sebagian  besar  eko- 
nomi dikuasai  oleh  para  pemilik  swasta 
(non-pemerintah)  dengan  menggantungkan 
diri  kepada  penanaman  modal  yang  disedia- 
kan  oleh  pihak  swasta  sebagai  imbalan  dari 
keuntungan-keuntungan  yang  dibagi- 
bagikan.  Akan  tetapi,  di  dunia  komunis 
dikenal  istilah  "penempuh  jalan  kapitalis" 
yang  digunakan  oleh  Mao  Zedong  mula- 
mula  terhadap  Khrushchev  dan  kemudian 
terhadap  Liu  Shaoqui.  Dalam  pengertian 
mi,  baik  Cina  di  bawah  pimpinan  Deng  mau- 
pun  Uni  Soviet  di  bawah  pimpinan  Gorba- 
chev adalah  negara-negara  sosialis  yang 
"menempuh  jalan  kapitalis."  Yang  terakhir 
ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  peres- 
troika.  Walaupun  Popov  mengatakan  dalam 
wawancaranya  itu  bahwa  perestroika  itu  tak 
akan  dapat  diubah  lagi,  kebijakan  Gorba- 
chev itu  masih  harus  diselamatkan  dari  an- 
caman  yang  ingin  menggagalkannya. 

Seorang  ekonom  Soviet  lainnya  yang 
juga  dengan  gigih  mendukung  perestroika 
adalah  Nikolai  Shmelev  yang  menulis  sebuah 
artikel  dalam  Moscow  News.  Dikutip  oleh 
The  Washington  Post  edisi  3  April  1988, 
Shmelev  mengemukakan  tiga  saran  yang  me- 
ngejutkan  merigenai  bagaimana  menyela- 
matkan  perestroika.  Pertama-tama  disaran- 


kannya  agar  digalakkan  penabungan  secara* 
sukarela  dengan  memberikan  bunga  yang 
real  dan  positif.  Selanjutnya  disarankannya 
agar  saham-saham  dalam  perusahaan-peru- 
sahaan  negara  dijual  kepada  umum.  Dan 
kemudian  disarankannya  agar  perestroika 
dibiayai  dengan  pinjaman-pinjaman  dari 
Barat. 

Para  pengamat  Barat  berpendapat  bah- 
wa dari  ketiga  hal  yang  disarankan  oleh  ahli 
ekonomi  Soviet  itu  barangkali  dua  yang  per- 
tama  masih  terlalu  maju  bagi  Uni  Soviet, 
meskipun  Hongaria,  salah  sebuah  negara  so- 
sialis juga,  mungkin  akan  segera  mencoba- 
nya  dengan  kebijakan  seperti  itu.  Akan  teta- 
pi, adalah  sangat  menarik  para  pengamat 
Barat  gagasan  Shmelev  agar  perestroika  di- 
biayai dengan  memperbesar  pinjaman-pin- 
jaman Soviet  dari  Barat.  Menurut  Jan  Van- 
dus  dalam  sebuah  artikelnya  di  The  Was- 
hington Post  (3  April),  dengan  membaiknya 
iklim  politik  antara  Barat  dan  Uni  Soviet, 
yang  disebabkan  oleh  penarikan  pasukan 
Soviet  dari  Afghanistan  dan  kemajuan  pe- 
ngawasan  senjata,  tercapailah  tingkat  per- 
kembangan,  di  mana  orang-orang  Soviet 
akan  dapat  memikirkan  dengan  sungguh- 
sungguh  peminjaman  sebesar  US$25  milyar 
sampai  US$50  milyar  dari  Barat  dalam  jang- 
ka  waktu  tiga  tahun  untuk  meningkatkan 
impor  teknologi  Barat.  Hal  ini  akan  mendu- 
dukkan  Gorbachev  dalam  posisi  seorang 
usahawan  Barat  yang  telah  mempunyai  ga- 
gasan-gagasan  usaha  yang  baik,  sebuah  ren- 
cana  ambisius,  tetapi  kekurangan  dana. 
Tanpa   memperbesar  pinjaman-pinjaman 
dari  Barat,  perestroika  yang  hendak  dise- 
lenggarakannya  itu  cukup  mengandung  risi- 
ko  dan  membawanya  ke  jurang  kebangkrut- 
an. 

Namun,  untuk  menerima  dengan  baik 
saran-saran  Shmelev,  Gorbachev  memerlu- 
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kan  keyakinan  politik  yang  sangat  besar 
bahwa  pembaruan-pembaruan  yang  dise- 
lenggarakannya  berada  di  jalur  yang  benar 
dan  bahwa  dalam  pertengahan  tahun-tahun 
1990-an  nanti  industri  Soviet  akan  mampu 
membawa  hasil-hasil  yang  cukup  untuk  ber- 
saing  secara  internasional  guna  mulai  mem- 
bayar  kembali  pinjaman-pinjamannya.  Se- 
bab,  apabila  perestroika  sampai  gagal,  Uni 
Soviet  akan  menemukan  dirinya  dalam  awal 
tahun-tahun  1990-an  sebagai  sebuah  negara 
dengan  hutang  sebesar  US$65  milyar  sampai 
US$90  milyar  tanpa  kesanggupan  untuk 
membayar  kembali. 

Kemungkinan  yang  terakhir  itulah  yang 
menerangkan  mengapa  dalam  kepemimpin- 
an  Soviet  terdapat  seorang  Ligachev  yang 
lebih  menyukai  penangguhan  perestroika 
untuk  beberapa  tahun  lagi  dan  kalau  perlu 
biarlah  timpang  sekalipun  daripada  menye- 
rahkan  diri  kepada  "belas-kasihan"  pasar- 
pasar  modal  Barat  dan  disiplin  keuangan 
mereka. 

Di  bidang  militer,  perestroika  menimbul- 
kan  kesan  pergeseran  dalam  strategi  apabila 
diperhatikan  pidato  Gorbachev  di  Majelis 
Umum  PBB  pada  7  Desember  1988  yang 
mengumumkan  rencana  Moskwa  untuk 
mengurangi  pasukannya  dengan  500  ribu 
orang  dan  10  ribu  tank  dalam  tahun  1991. 

Sebenarnya  rencana  Moskwa  itu  sudah 
dapat  diketahui  dari  kunjungan-kunjungan 
Marsekal  Sergei  Akhromeyev,  Kepala  Staf 
Angkatan  Bersenjata  Soviet,  ke  Washington 
dan  Stockholm  dan  kemudian  wakilnya, 
Kolonel-Jenderal  Makhmut  Gareyev  pada 
19  oktober  (1988)  mengunjungi  London,  di 
mana  ia  memberikan  ceramah  untuk  Royal 
United  Institute  for  Defence  Studies  menge- 
nai  "pemikiran  baru"  Moskwa  tentang  per- 
soalan-persoalan  militer.  Apa  yang  telah  di- 


lakukan  oleh  Akhromeyev  dan  Gareyev  itu, 
menjelang  pidato  Gorbachev  di  Majelis 
Umum  PBB,  merupakan  serangkaian  ofen- 
sif  ideologis  tentara  Soviet,  yang  berhasil 
mempengaruhi  pendapat  umum  di  Barat 
selama  akhir  kampanye  pemilihan  presiden 
di  Amerika  Serikat. 

Tema  sentral  dari  ofensif  ideologis  tenta- 
ra Soviet  itu  berkisar  pada  gagasan  tentang 
sebuah  doktrin  militer  non-ofensif  sebagai 
doktrin  militer  baru  yang  mengikat  pasukan- 
pasukan  dari  Organisasi  Pakta  Warsawa 
semata-mata  untuk  lebih  membela  wilayah 
mereka  sendiri  daripada  melancarkan  gerak- 
an  ke  depan  sampai  ke  dataran-dataran  uta- 
ra  Jerman.  Jadi,  dengan  doktrin  militernya 
yang  baru  ini,  Uni  Soviet  sudah  merasa 
cukup  puas  dengan  perbatasan-perbatasan 
ruang  pengaruhnya  di  Eropa  Timur. 

Menurut  kalangan  pengamat  militer  di 
Libanon,  gagasan  di  atas  merupakan  bagian 
dari  suatu  peninjauan  kembali  yang  lebih 
luas  mengenai  kebijakan  keamanan  dan  po- 
litik luar  negeri  Soviet  yang  timbul  dari 
tahun-tahun  pertama  naiknya  Gorbachev  di 
singgasana  kekuasaan.  Gorbachev  ingin  me- 
ngubah  bentuk  hubungan-hubungan  Uni 
Soviet  dengan  Eropa  Barat  di  satu  pihak  dan 
dengan  Cina  di  lain  pihak.  Akan  tetapi, 
negara-negara  yang  bertetangga  dengan  Uni 
Soviet  tersebut  masih  akan  terus  mencurigai 
Moskwa  selama  angkatan  bersenjata  be- 
ruang  merah  itu  tetap  ditujukan  ke  suatu 
strategi  ofensif. 

Perlu  diperhatikan  bahwa  selama  bera- 
bad-abad  para  pemimpin  Rusia,  termasuk 
para  pemimpin  Rusia  dewasa  ini,  menganut 
pola  strategi  yang  salah  satu  prinsipnya  ada- 
lah  maju  melalui  darat,  berbeda  dengan  eks- 
pansi  Barat  yang  meluaskan  jajahan  dengan 
menyeberangi  laut.  Dengan  pola  strategi  ter- 
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sebut  berarti  bahwa  daratan-daratan  Eropa 
Barat  dan  Cina  akan  menjadi  sasaran-sasar- 
an  strategi  berikutnya  setelah  berhasil  mem- 
perluas  imperiumnya  di  Eropa  Timur  dan 
Asia  Timur  berkat  kemenangan-kemenang- 
an  militernya  dalam  Perang  Dunia  II.  Menu- 
rut  perkiraan  para  ahli  strategi  militer  Barat, 
dalam  waktu  tujuh  hari  saja  setelah  pecah- 
nya  Perang  Dunia  III  sisa  benua  Eropa  akan 
dapat  direbut  oleh  Uni  Soviet. 

Akan  tetapi,  menurut  hasil  penelitian 
yang  dibuat  oleh  International  Institute  for 
Strategic  Studies  (IISS)  yang  berpangkalan 
di  London  dalam  Strategic  Survey  1986- 
1987,  dengan  Gorbachev  duduk  di  puncak 
kepemimpinannya  di  Kremlin,  mulailah  Uni 
Soviet  mengakui  bahwa  adalah  tidak  mencu- 
kupi  lagi  untuk  menggantungkan  diri  kepa- 
da  kekuatan  militer  guna  memperbesar  pe- 
ngaruh  politiknya  dan  bahwa  persaingan  se- 
cara  ekonomis  dan  teknologis  akan  diperlu- 
kan  apabila  Moskwa  harus  mempertahan- 
kan  statusnya  sebagai  negara  adikuasa. 

Bila  benar  demikian,  berarti  bahwa  Mos- 
kwa akan  segera  melakukan  pergeseran  da- 
lam strategi  militernya.  Sebab,  sejak  keme- 
nangan  Uni  Soviet  dalam  Perang  Dunia  II, 
para  perwira  militernya  telah  dididik  untuk 
percaya  bahwa  Perang  Dunia  III  akan  dapat 
dimenangkannya  dengan  ofensif  kilat  yang 
cepat  sekali  oleh  pasukan-pasukan  tanknya 
yang  digelarkan  di  Eropa  Timur.  Secara  tu- 
run-temurun  dari  generasi  ke  generasi,  pemi- 
kiran  militer  Soviet  didasarkan  atas  penga- 
laman  bahwa  dalam  waktu  enam  bulan  per- 
tama  perangnya  melawan  agresi  Jerman  ta- 
hun  1941  ~  yang  merupakan  bagian  Perang 
Dunia  II  -  pasukan-pasukan  musuh  tak  da- 
pat ditahan  sampai  berhasil  menghampiri 
Moskwa  karena  pasukan-pasukan  Soviet 
telah  dapat  dipaksa  mengambil  strategi 
defensif. 


Pemikiran  militer  di  atas  diwarisi  dengan 
sadar  oleh  Marsekal  Nikolai  Ogarkov  yang 
sampai  tahun  1984  adalah  kepala  staf  ang- 
katan  bersenjata.  Dalam  wawancaranya  de- 
ngan harian  Krasnaya  Zvezda,  suara  resmi 
angkatan  bersenjata  Soviet,  edisi  9  Mei  1984 
yang  memperingati  hari  ulang  tahun  keme- 
nangan  Soviet  dalam  Perang  Dunia  II,  Ogar- 
kov mengingatkan  pewawancaranya  kepada 
Friedrich  Engels  mengenai  betapa  penting- 
nya  teknologi  militer.  Diperingatkannya 
bahwa  pembaruan-pembaruan  teknologi  di 
bidang  persenjataan  menuntut  tindakan  So- 
viet secara  mendesak  dengan  menekankan 
perlunya  disempurnakan  alat  perusak  kon- 
vensional  yang  mau  tidak  mau  pasti  akan 
membawa  akibat  perubahan  (pembaruan) 
dalam  persiapan  dan  penuntunan  operasi- 
operasi  serta  pembangunan-pembangunan 
teknologis  lainnya  yang  tidak  dirinci  dan 
yang  menciptakan  prasyarat-prasyarat  nyata 
bagi  munculnya  di  masa  dekat  tipe-tipe  sen- 
jata  yang  perusak  dan  yang  tidak  dikenal 
sebelumnya  berdasarkan  prinsip-prinsip 
fisika  baru. 

Dengan  Ogarkov  sebagai  kepala  staf 
angkatan  bersenjata,  Uni  Soviet  mulai 
mengarahkan  tentaranya  ke  sebuah  doktrin 
militer  yang  akan  dapat  memungkinkan  di- 
capainya  suatu  kemenangan  dengan  sangat 
cepat  sedemikian  rupa,  sehingga  Organisasi 
Pakta  Atlantik  Utara  (NATO)  tidak  bakal 
sempat  memperdebatkan  penggunaan  sen- 
jata  nuklir. 

Berdasarkan  kepercayaan  ini  ~  yaitu, 
kepercayaan  kepada  strategi  ofensif  ~  Uni 
Soviet  telah  menggelarkan  pasukan  dalam 
jumlah  yang  amat  besar  di  Eropa  Timur,  ter- 
utama  pasukan  tank  dan  meriamnya.  Menu- 
rut  angka-angka  yang  dimiliki  oleh  IISS  da- 
lam The  Military  Brlance  1988-1989,  Uni 
Soviet  mempunyai  1,9  juta  pasukan  darat 
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(1,3  juta  di  antaranya  mungkin  wajib  mili- 
ter)  dan  jumlah  pasukan  tanknya  terdiri  dari 
52  divisi.  Baik  pasukan  daratnya  maupun 
pasukan  tanknya  dalam  waktu  dua  tahun 
mendatang  akan  berkurang  sekitar  11%, 
jumlah  yang  masih  terlalu  kecil  dilihat  dari 
sudut  kekuatan  milker. 

Namun  yang  menarik  perhatian  adalah 
bahwa  dalam  ofensif  ideologis  tentaranya 
itu  Uni  Soviet  ingin  meyakinkan  Barat  bah- 
wa suatu  pergeseran  sedang  dilakukan  dalam 
strategi  militernya  dari  ofensif  ke  defensif. 
Menurut  para  perwira  militer,  kini  kuriku- 
lum-kurikulum  di  akademi-akademi  militer 
mereka  sedang  mengalami  perubahan. 
Para  komandan  tidak  lagi  diberikan  dok- 
trin  militer  ofensif,  karena  doktrin  mili- 
ter defensif  adalah  yang  paling  baik  bagi  Uni 
Soviet.  Strategi  militer  baru  ini  untuk  perta- 
ma  kalinya  diuji  dalam  latihan  perang- 
perangan  di  Ukraina  dengan  nama  sandi 
Musim  Gugur  88,  yang  dipimpin  sendiri  oleh 
Jenderal  Dmitri  Yazov  pribadi  dan  yang  me- 
libatkan  unsur-unsur  markas  besar  dari  be- 
berapa  divisi.  Yazov  adalah  bekas  bawahan 
Akhromeyev,  tetapi  sejak  tahun  1987  men- 
jadi  menteri  pertahanan  menggantikan  Ser- 
gei Sokolov  yang  dipecat  sebagai  ekor  peris- 
tiwa  Matthias  Rust,  pemuda  Jerman  Barat 
yang  mendaratkan  pesawat  terbangnya  di 


Lapangan  Merah  yang  terhampar  di  depan 
Istana  Kremhn. 

Para  perwira  militer  Soviet  ingin  meya- 
kinkan Barat  bahwa  pergeseran  dalam  stra- 
tegi militer  Moskwa  dari  ofensif  ke  defensif 
itu  bersungguh-sungguh.  Dikemukakan  oleh 
mereka  bahwa  dalam  Perang  Napoleon  awal 
abad  yang  lalu  tentara  Rusia  paling  sukses 
ketika  mengambil  posisi  defensif  sampai 
jauh  di  daerah  pedalaman  wilayah  mereka 
sendiri.  Posisi  defensif  serupa  adalah  juga 
posisi  Tentara  Merah  ketika  menghadapi  in- 
vasi  pasukan  Jerman  dalam  tahun  1941. 
Akan  tetapi,  kemudian  Tentara  Merah  mela- 
kukan  serangan  bahk  sampai  ke  jantung 
Eropa,  sehingga  berubahlah  strategi  militer 
defensifnya  menjadi  strategi  mihter  ofensif. 
Pola  baru  ini  terus  dianut  oleh  kaum  militer 
Soviet  selama  40  tahun  terakhir  ini  sam- 
pai dilancarkannya  ofensif  ideologis  ten- 
tara Soviet  dari  Akhromeyev  sampai  Gorba- 
chev. Namun  pergeseran  dalam  strategi  mili- 
ter Moskwa  baru  merupakan  rencana  yang 
masih  harus  diterjemahkan  ke  dalam  kenya- 
taan,  yang  mungkin  akan  dapat  diharapkan 
apabila  Gorbachev  berhasil  terpilih  kembali 
tidak  hanya  sebagai  Sekjen  Komite  Sentral 
PKUS  tetapi  juga  sebagai  Presiden  Uni 
Soviet  dalam  pertengahan  pertama  dasawar- 
sa  yang  akan  datang. 


Hubungan  ASEAN-Indocina 
di  Tahun  1990-an: 
Beberapa  Skenario 

C.P.F.  LUHULIMA 


I 


MASALAH  INTI  dalam  hubungan 
ASEAN  dan  Indocina  dewasa  ini 
iaiah  konflik  Kamboja.  Hal  ini  ti- 
daklah  berarti  bahwa  hubungan  antara  ke- 
dua  besaran  regional  ini  mulai  ketika  ang- 
katan  bersenjata  Vietnam  menyerbu  masuk 
ke  dalam  wilayah  Kamboja  di  akhir  tahun 
1978,  Pada  saat  pembentukannya  saja  sudah 
jelas  bahwa  ASEAN  merupakan  suatu  orga- 
nisasi  regional  yang  mencakup  semua  negara 
di  Asia  Tenggara.  Dalam  Deklarasi  pemben- 
tukan  ASEAN  tercantum  bahwa  "Asosiasi 
ini  terbuka  bagi  semua  negara  di  Asia  Teng- 
gara yang  menganut  sasaran,  prinsip  dan  tu- 
juan  yang  sama." 

Menjelang  pembentukan  ASEAN,  Indo- 
nesia, sebagai  pengambil  inisiatif  pemben- 
tukan perhimpunan  regional  ini,^  mendekali 
Myanmar  dan  Kamboja.  Indonesia  melihat 

'Bandingkan  Thanat  Khoman,  "Reminiscences," 
dalam  Contemporary  Southeast  Asia,  Vol.  10,  No.  2 
fSeptember  1988),  hal.  211-217. 


bahwa  secara  geografis,  Myanmar  dan 
negara-negara  Indocina  (Kamboja,  Laos 
dan  Vietnam)  termasuk  Asia  Tenggara. 
Sudah  sejak  awal  Myanmar  dan  Kamboja, 
yang  netral  di  bawah  pimpinan  Pangeran 
Norodom  Sihanouk,  termasuk  dalam  daftar 
negara-negara  yang  perlu  diikutsertakan 
dalam  usaha  pembentukan  asosiasi  regional 
itu.  Demikian  pula  halnya  dengan  Laos  dan 
Vietnam,  yang  pada  waktu  itu  masih  terpe- 
cah  dua.  Konsep  kerjasama  regional  yang  di- 
tawarkan  Adam  Malik  bukanlah  terbatas 
pada  pertimbangan  geografis  saja.  Lebih 
penting  kiranya  bahwa  Myanmar  dan  nega- 
ra-negara Indocina  merupakan  negara- 
negara  yang  non-aligned.  Dukungan  non- 
aligned  amat  perlu  pada  waktu  itu,  karena 
Indonesia  ingin  mendapat  dukungan  kem- 
bali  sebagai  negara  non-aligned  setelah  se- 
kian  lamanya  dianggap  sebagai  negara  yang 
berkiblat  ke  kiri,  khususnya  di  akhir  peme- 
rintahan  Presiden  Soekarno.  Untuk  meng- 
hindarkan  kesan  bahwa  dengan  pemerintah 
Orde  Baru  Indonesia  tidak  bergeser  ke  ka- 
nan,  ke  pihak  Amerika  Serikat,  terlebih- 
lebih  karena  Filipina  dan  Muangthai  terlibat 
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bersama  Amerika  Serikat  dalam  perang  me- 
lawan  Vietnam  Utara,  dan  Malaysia  dan 
Singapura  tergabung  dalam  suatu  perseku- 
tuan  pertahanan  dengan  Australia,  Inggris 
dan  Selandia  Baru  (Anglo-Malaysian  De- 
fence Agreement),  maka  Indonesia  mende- 
kati  Myanmar  dan  Kamboja.  Tetapi  baik 
Jenderal  Ne  Win,  maupun  Pangeran  Noro- 
dom Sihanouk  dan  Perdana  Menteri  Son 
Sann  belum  bersedia  untuk  berpartisipasi 
dalam  rencana  kerjasama  regional  ini  karena 
masalah  dalam  negeri  mereka  masing-ma- 
sing.  Akan  tetapi,  mereka  tidak  akan  meng- 
halangi  usaha  ini  dan  menganjurkan  agar 
upaya  itu  dilanjutkan.  Dinasti  Luang  Pra- 
bang  di  Laos  sedang  menghadapi  pemberon- 
takan  komunis,  sedangkan  Vietnam  terlibat 
dalam  perang  dengan  Amerika  Serikat,  se- 
hingga  dianggap  belum  waktunya  untuk  di- 
ikutsertakan  dalam  pembicaraan  tentang 
pembentukan  ASEAN. 

Sejak  1969,  Sidang  Menteri  Luar  Negeri 
ASEAN  diikuti  delegasi  dari  Kamboja,  Laos 
dan  Republik  Vietnam,  sebagai  pengamat. 
Tetapi  status  pengamat  itu  bukan  diberikan 
ASEAN  atas  dasar  suatu  permufakatan,  me- 
lainkan  oleh  pemerintah-pemerintah  negara 
di  mana  sidang  itu  diadakan,  oleh  pemerin- 
tah  Malaysia  (1969),  pemerintah  Filipina 
(1971),  pemerintah  Muangthai  (1973),  dan 
pemerintah  Indonesia  (1974).  Ketika  peme- 
rintah Malaysia  mengundang  pemerintah 
Republik  Vietnam,  menteri  luar  negeri  In- 
donesia dan  Singapura  tidak  senang  dengan 
keputusan  Malaysia  itu,  karena  mereka  ber- 
pendapat  bahwa  undangan  yang  sama  seha- 
rusnya  dikirimkan  pula  kepada  Republik 
Sosialis  Vietnam.  Pemerintah  Filipina  di  ta- 


^Lebih  lanjut  tcnlang  Malaysia  dan  Singapura  lihat 
Chin  Kin-Wah,  The  Defence  of  Malaysia  and  Singa- 
pore. The  Tranformation  of  a  Security  System  1957- 
1971  (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1983). 


hun  1971  masih  mengundang  pemerintah 
Kamboja  dan  Republik  Vietnam,  "yang  se- 
cara  formal  meminta  untuk  menghadiri  per- 
temuan  itu."^  Pemerintah  Muangthai  tidak 
mengundang  Republik  Vietnam,  hanya  pe- 
merintah Kamboja  dan  Laos  saja;  demikian 
pula  Indonesia  di  tahun  berikutnya. 

Sejak  Republik  Sosialis  Vietnam  mema- 
suki  Saigon  pada  tanggal  30  April  1975  dan 
sejak  Norodom  Sihanouk  didesak  untuk 
mengundurkan  diri  sebagai  Kepala  Negara 
Kamboja  oleh  Khmer  Merah  di  tahun  beri- 
kutnya (April  1976),  sidang-sidang  menteri- 
menteri  luar  negeri  ASEAN  tidak  lagi  diikuti 
wakil-wakil  pemerintah  Indocina.  Hal  ini  ti- 
daklah  berarti  bahwa  ASEAN  lalu  menutup 
diri  terhadap  Indocina.  Konperensi  Tingkat 
Tinggi  Bali  yang  melahirkan  Perjanjian  Per- 
sahabatan  dan  Kerjasama  Asia  Tenggara  ini 
merupakan  jawaban  atas  keberhasilan  Ha- 
noi mengkomuniskan  seluruh  Vietnam. 
ASEAN  yang  tidak  menginginkan  agar  pro- 
ses pengkomunisan  dilanjutkan  ke  luar  Viet- 
nam memutuskan  supaya  perkembangan 
lanjut  Asia  Tenggara  dilaksanakan  atas 
dasar  prinsip-prinsip:  saling  menghormati 
kedaulatan,  integritas  teritorial  dan  identitas 
semua  bangsa  di  Asia  Tenggara;  hak  setiap 
negara  untuk  melaksanakan  kehidupan  na- 
sionalnya  bebas  dari  intervensi  dari  luar, 
subversi  dan  pemaksaan;  tidak  campur- 
tangan  dalam  masalah-masalah  dalam  nege- 
ri masing-masing  negara;  penyelesaian  per- 
bedaan  atau  persengketaan  dengan  cara-cara 
damai;  menolak  penggunaan  kekuatan  dan 
kerjasama  efektif  antara  negara-negara  Asia 
Tenggara  (Artikel  2).  Persetujuan  ini  secara 
tidak  langsung  ditawarkan  kepada  Vietnam 
untuk  mendasari  hubungan  antar-bangsa  ne- 
gara itu  pula,  disertai  ajakan  untuk  ikutserta 

■'Joint  Communique  of  the  Fourth  ASEAN  Ministe- 
rial Meeting,  Manila,  12-13  March  1971. 
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dalam  Perhimpunan  Asia  Tenggara: 
ASEAN  "terbuka  bagi  negara-negara  lain  di 
Asia  Tenggara"  (Artikel  18). 


II 

Dua  kekuatan  ekternal  yang  paling  lang- 
sung  terlibat  dalam  konflik  Kamboja  ialah 
Muangthai  dan  Vietnam.  Karena  Muangthai 
merupakan  anggota  ASEAN,  dan  negara 
garis  paling  depan  dalam  masalah  Kamboja, 
maka  negara-negara  anggota  lain  mempu- 
nyai  kepentingan  langsung  pula  dalam  pe- 
nyelesaian  masalah  Kamboja.  Dengan  demi- 
kian,  masalah  Kamboja,  maupun  masa  de- 
pan  hubungan  ASEAN  dan  Vietnam,  lebih 
banyak  merupakan  fungsi  hubungan 
Muangthai-Vietnam  daripada  hubungan 
negara  anggota  lainnya  dengan  Vietnam. 

Kepentingan-kepentingan  utama  Muang- 
thai yang  dapat  disimpulkan  dari  berbagai 
komentar  tentang  masalah  Kamboja  dapat 
disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama,  me- 
negakkan  prinsip  perilaku  internasional 
yang  dapat  diterima  secara  umum,  yang 
berarti  bahwa  agresi  tidak  dapat  dibenar- 
kan.  Hal  ini  dianggap  sebagai  dasar  politik 
penggrogotan  posisi  Vietnam  di  Kamboja 
dan  pengerahan  oposisi  internasional  terha- 
dap  Vietnam.  Kedua,  membantu  pemben- 
tukan  suatu  Kamboja  yang  berdaulat  dan 
netral  kembali  sebagai  penyangga  antara 
Muangthai  dan  Vietnam  dan  dengan  demi- 
kian,  menyisihkan  kemungkinan  terbentuk- 
nya  suatu  Kamboja  yang  didominasi  Viet- 
nam dan  yang  akan  menciptakan  suatu  per- 
imbangan  kekuatan  regional  yang  merugi- 
kan  Muangthai.  Ketiga,  pembentukan  suatu 
tatanan  Asia  Tenggara  yang  akan  melin- 
dungi  Muangthai  dari  keterlibatan  dalam 
konflik-konflik  di  luar  Asia  Tenggara.  Ke- 


empat,  mengisolasi  tantangan  dari  dalam 
terhadap  pemerintah  Muangthai  dari  du- 
kungan  dari  luar. 

Namum  di  babak  pertama  tahun-tahun 
198Q-an  itu  Muangthai  sudah  memperlihat- 
kan  suatu  fleksibilitas  dalam  sikapnya  ter- 
hadap Vietnam.  Di  permulaan  tahun  1983 
Siddhi  Savetsila  sudah  mengatakan  bahwa 
negaranya  "akan  memperluas  kebijaksana- 
annya  mengenai  perdagangan.  ...  Kita  tidak 
memandang  Indocina  sebagai  musuh  kita." 
Muangthai  juga  berkepentingan  dengan 
suatu  Zona  damai,  bebas  dan  netral.  "Kon- 
flik Kamboja  merupakan  salah  satu  masalah 
yang  harus  diselesaikan  untuk  dapat  mewu- 
judkan  zona  damai,  bebas  dan  netral  itu. 
...  Kita  tidak  ingin  wilayah  kita  menjadi 
konflik  antar  adikuasa.  ...  Kita  akan  mem- 
pertahankan  kepentingan  kita.  Kita  akan 
berdagang  dengan  semua  negara.  Kita  akan 
memisahkan  perdagangan  dari  politik."'^ 
Stabilitas  regional  sangat  ditekankan  Siddhi. 
Lagipula,  bagi  Muangthai,  Kamboja  meru- 
pakan unsur  yang  paling  utama  dalam  suatu 
blok  yang  secara  potensial  mengganggu  ke- 
stabilan  Asia  Tenggara,  yaitu  "Konfederasi 
Indocina,"  yang  menempatkan  Kamboja 
dan  Laos  di  bawah  dominasi  Vietnam  dan 
merupakan  jalur  masuk  bagi  kekuatan- 
kekuatan  besar  di  Asia  Tenggara. 

Dengan  terpilihnya  Chatichai  Choon- 
havan  sebagai  perdana  menteri  mengganti- 
kan  Prem  Tinsulanonde  di  bulan  Agustus 
1988,  sikap  keras  terhadap  Vietnam  terus 
mengendur.  Chatichai  yakin  bahwa  ekono- 
mi  merupakan  penyembuh  "lara,"  bahwa 
hubungan  ekonomi  akan  amat  membantu 
dalam  mendekatkan  dua  lawan,  bahwa  hu- 

"•David  W.P.  Elliott,  "Deadlock  Diplomacy:  Thai 
and  Vietnamese  Interests  in  Kampuchea,"  dalam  The 
Cambodian  Agony,  Ed.  David  A.  Ablin  &  Marlowe 
Hood  (New  York:  Armonk,  1987),  hal.  81. 
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bungan  ekonomi  akan  membantu  usaha  me- 
ngelola  konflik  dan  memperkuat  jaringan 
perdamaian.^  Karena  itu  Muangthai  akan 
terus  berusaha  mencari  penyelesaian 
masalah  Kamboja,  melalui  jalur  ekonomi 
dan  jalur  politik.  Yang  terpenting  iaiah 
"menghindarkan  pecahnya  perang  saudara 
yang  lebih  luas  di  Kamboja  sesudah  ang- 
katan  bersenjata  Vietnam  mengundurkan 
diri."  Selanjutnya,  Chatichai  menggariskan 
bahwa  "sesudah  masalah  Kamboja  tersele- 
saikan,  Muangthai  harus  membantu  dalam 
membangun  suatu  struktur  hubungan  yang 
baru  dan  lebih  konstruktif  antara  kedua 
Asia  Tenggara,  yang  harus  tertuju  pada  pe- 
ngelolaan  hubungan  Muangthai  dan  Viet- 
nam. Dalam  rangka  ini  Vietnam  harus  dia- 
jak  untuk  menyetujui  dan  menghormati. 
prinsip,  norma  dan  peraturan  permainan 
mengenai  hidup  bersama  secara  damai  dan 
penyelesaian  persengketaan  secara  damai. 
Lagipula  harus  dicari  cara-cara  institusional 
untuk  mengelola  hubungan  antara  Hanoi 
dan  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya." 
Muangthai  selanjutnya  "harus  berusaha 
membuka  kesempatan  bagi  semua  negara 
kawasan  untuk  ikutserta  sepenuhnya  dalam 
proses  pengembangan  ekonomi  global."^ 
Akan  tetapi,  hubungan  ekonomi  Muangthai 
dengan  Vietnam  sudah  berkembang  dan 
tampaknya  akan  berkembang  terus  kendati 
belum  ada  penyelesaian  yang  menyeluruh 
dari  konflik  Kamboja. 

Muangthai  memang  tidak  akan  meneri- 
ma  suatu  pengaturan  yang  melembagakan 
dominasi  Vietnam  atas  Kamboja,  tetapi  sela- 


'Sukhumband  Paribatra,  "Economics  Takes  the 
Lead  in  Global  Relations,"  dalam  Jakarta  Post,  27  Juni 
1989. 

^Chatichai  Choonhavan,  "Southeast  Asia  is  in  a 
Process  of  Ciiange,"  dalam  Jakarta  Post,  1  Juli  1989. 
1989. 


ma  tentara  Vietnam  berada  di  luar  Kambo- 
ja, dan  dengan  demikian  tidak  mengancam 
Muangthai,  maka  negara  itu  akan  terus  me- 
ngembangkan  hubungan  ekonomi  dengan 
Vietnam.  "Kita  akan  menghentikan  bantuan 
Muangthai  bagi  perlawanan  Kamboja.  Se- 
perti  yang  sudah  saya  usulkan:  pertama- 
tama  suatu  gencatan  senjata  antara  keempat 
fraksi  politik  Kamboja,  kemudian  suatu 
ICM  (International  Control  Mechanism). 
Penarikan  mundur  tentara  Vietnam  tidak 
mungkin  dilakukan  tanpa  gencatan  sen- 
jata."  Kecenderungan  terhadap  hidup  ber- 
dampingan  secara  damai  dan  hubungan 
business-as-usual  antara  Muangthai  dan 
Vietnam  ini  akan  menyulitkan  tercapainya. 
apa  yang  senantiasa  disebut  "penyelesaian 
komprehensif"  masalah  Kamboja,  yaitu 
suatu  penyelesaian  yang  "adil  dan  lang- 
geng,"  suatu  penyelesaian  yang  membebas- 
kan  Kamboja  sepenuhnya  dari  pengaruh 
Vietnam,  serta  menjadi  negara  yang  demo- 
kratis.  Akan  tetapi,  kiranya  kecenderungan 
untuk  melalui  jalur  ekonomi  ini  sudah  me- 
nyumbang  dan  akan  terus  menyumbang  pro- 
ses pendekatan  antara  kedua  lawan.  Bahkan 
di  Bandar  Seri  Begawan,  di  mana  para 
Menlu  ASEAN  berkumpul  untuk  Sidang 
Menteri  ASEAN,  Siddhi  Savetsila  mengata- 
kan  bahwa  Muangthai  "akan  menerima  ma- 
suknya  Vietnam,  Laos,  Burma  dan  "suatu 
Kamboja  yang  independen  dan  berdaulat" 
ke  dalam  Perjanjian  Persahahatan  dan  Ker- 
jasama  di  Asia  Tenggara.  ^ 

Apabila  kecenderungan  ini  berjalan 
terus,  maka  Muangthai  dapat  mengembang- 
kan  kepentingan  nasionalnya  dengan  me- 
mainkan  peran  sebagai  penyedia  dan  sebagai 
jalur  investasi,  teknologi,  dan  jasa,  tidak  sa- 

^Interview  with  Chatichai,  Far  Eastern  Economic 
Review,  8  Juli  1989,  hal.  24. 

^Asia  Week,  21  Juli  1989,  hal.  26. 
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ja  bagi  negara-negara  Indocina,  melainkan 
juga  Myanmar,  sehingga  makin  mendekat- 
kan  Muangthai  dengan  negara-negara  Asia 
Tenggara  daratan  lainnya,  tanpa  meninggal- 
kan  ASEAN:  "Komitmen  Muangthai  kepa- 
da  ASEAN  adalah  mutlak.  ASEAN  adalah 
dan  akan  terus  merupakan  cornerstone  di- 
plomasi  internasional  kita."^ 


Ill 

Berbeda  dengan  kepentingan  Muangthai, 
kepentingan  yang  dinyatakan  Vietnam  ialah, 
pertama,  mengakhiri  ancaman  bantuan  dan 
usaha  RRC  untuk  menjadi  suatu  faktor  ke- 
kuatan  yang  penting  di  Asia  Tenggara. 
Kedua,  ialah  konsohdasi  kekuatan  di  Kam- 
boja  oleh  suatu  rezim  yang  bersahabat  dan 
dapat  diandalkan;  ketiga,  konsolidasi  Indo- 
cina di  bawah  kepemimpinan  Vietnam,  teru- 
tama  dalam  poHtik  luar  negeri;  keempat, 
netrahsasi  seluruh  Asia  Tenggara;  kehma, 
menghindarkan  ketergantungan  mutlak 
kepada  salah  satu  kekuatan  luar  serta  meng- 
akhiri isolasi  diplomatiknya.  Bagi  Vietnam, 
masalah  yang  paling  hakiki  dalam  masalah 
Kamboja  ialah  intervensi  RRC.  Hal  ini  se- 
nantiasa  ditonjolkan  Vietnam  dalam  setiap 
pertemuan  bilateral  dengan  Muangthai  me- 
ngenai  masalah-masalah  keamanan,  maka 
tidaklah  mengherankan  bahwa  sasaran-sa- 
saran  Vietnam  di  Kamboja  ialah  menjamin 
bahwa  tetangganya  ini  merupakan  suatu  pe- 
nyangga  yang  dapat  diandalkan  terhadap 
pengaruh  yang  tidak  bersahabat  dari  pihak 
ketiga,  dan  bahwa  Kamboja  sendiri  tidak 
berbalik  terhadap  Vietnam  seperti  ketika  Pol 
Pot  berkuasa  sebagai  perdana  menteri  di 
Kamboja. 


'Chatichai  Choonhavan,  Jakarta  Post,  7  Juli  1989. 


Sementara  itu,  Vietnam  juga  menyata- 
kan  kepentingan  ekonominya.  Nguyen  Co 
Thach,  dalam  menghadapi  tahun  baru  1989, 
mengatakan  bahwa  bagi  Vietnam  hanya  ada 
dua  pilihan:  atau  melanjutkan  kebijaksana- 
an  ekonomi  yang  swa-sembada,  tertutup  dan 
tidak  ikutserta  dalam  pembagian  kerja  inter- 
nasional atau  mengintegrasikan  ekonomi 
Vietnam  ke  dalam  ekonomi  dunia  dan  men- 
dapatkan  atau  merebut  posisi  yang  optimal 
dalam  pembagian  kerja  internasional.  Bagi 
Vietnam  dewasa  ini  tampaknya  melanjutkan 
kebijaksanaan  ekonomi  yang  swa-sembada 
akan  menuju  ke  arah  kemiskinan  dan  keter- 
belakangan.  Agar  supaya  Vietnam  dapat 
"menghadapi  tantangan-tantangan  sejarah, 
maka  satu-satunya  jalan  ialah  mengaitkan 
ekonomi  Vietnam  dengan  ekonomi  dunia." 
Selain  itu  ia  bersedia  untuk  ikutserta  dalam 
pembagian  kerja  internasional,  yang  berarti 
"menerima  persaingan  dan  hukum  pertu- 
karan  bebas."  Suatu  kondisi  mutlak  tintuk 
ikutserta  ini  ialah  "menghapus  segera  meka- 
nisme  pengelolaan  ekonomi  yang  birokratis 
dan  terpusat  berdasarkan  subsidi  negara, 
dan  segera  pindah  ke  mekanisme  ekonomi 
cost-accounting  dan  menstabilisasi  setiap 
aspek  kehidupan  sosial  dan  ekonomi." 

Sampai  kini  masih  banyak  pengusaha 
luar  negeri  dan  badan  internasional  men- 
jauhkan  diri  dari  Vietnam.  Amerika  Serikat 
dan  Jepang  tidak  mempunyai  investasi  lang- 
sung  (direct  investment)  di  Vietnam.  Bank 
Dunia  dan  Bank  Pembangunan  Asia  masih 
menjauhkan  diri.  Tahun  yang  lalu  Vietnam 
sudah  berhasil  menarik  penanaman  modal 
asing  sebesar  US$400  juta,  suatu  jumlah 
yang  cukup  besar  bagi  negara  ini.  Tiga  per- 
empat  dari  jumlah  ini  masuk  ke  dalam  eks- 
plorasi  minyak,  harapan  utamanya.  Suatu 
perusahaan  Australia,  OTC,  akan  memper- 
baiki  telekomunikasi.  Ada  proyek  untuk  me- 
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ningkatkan  mutu  dan  pembangunan  hotel. 
■  Tetapi  hanya  sedikit  dana  ditawarkan  untuk 
manufaktur.  Sembilanpuluh  pengusaha 
Muangthai,  di  bulan  Mei  lalu,  berada  di 
Hanoi  untuk  melihat  kesempatan  untuk  ber- 
usaha,  khususnya  untuk  kayu  gelondongan, 
tetapi  juga  untuk  manufaktur. 

Dengan  sendirinya  kepentingan-kepen- 
tingan  ekonomi  yang  baru  ini  harus  tercer- 
min  dalam  politik  luar  negeri  Vietnam. 
Tugas-tugas  pemerintah  Vietnam  dalam  kea- 
daan  yang  berubah  ini  ialah:  "memelihara 
perdamaian  dengan  determinasi  ~  hal  ini 
ialah  suatu  tugas  strategis;  memanfaatkan 
secara  maksimal  kondisi  eksternal  yang 
menguntungkan;  memusatkan  usaha-usaha 
kita  pada  tingkat  yang  paling  tinggi,  daij 
...  menstabilisasi  ekonomi  langkah  demi 
langkah  dan  menciptakan  suatu  dasar  bagi 
pembangunan  ekonomi  dalam  20-25  tahun 
mendatang;  membangun  sosialisme  dan 
mengamankan  kemerdekaan  tanah  air  kita; 
dan  sekaligus  menyumbang  secara  aktif  ke 
arah  perjuangan  bersama  bagi  perdamaian, 
kemerdekaan  nasional,  demokrasi  dan  so- 
sialisme. Inilah  sasaran-sasaran  obyektif  dan 
kepentingan  rakyat  kita  yang  paling  tinggi. 
Dan  politik  luar  negeri  kita  harus  menjalan- 
kan  sasaran-sasaran  yang  fundamental  dan 
jangka  panjang  ini." 

Penekanan  atas  kebijaksanaan  ekonomi 
tidaklah  berarti  bahwa  penyelesaian  masalah 
Kamboja  tidak  diusahakan  terus  dengan 
sungguh-sungguh.  Bagi  Vietnam,  JIM  I 
(1988)  menyepakati  dua  masalah  paling 
utama  masalah  Kamboja,  yaitu  penarikan 
mundur  tentara  Vietnam  yang  dikaitkan 
dengan  usaha  menghindarkan  kembalinya 
rezim  Pol  Pot  yang  genocidal.  Hasil  HIM 


'""Vietnam:  The  Slow  Road  to  Doi  Moi,"  dalam 
Economist,  29  Juli  1989,  hal.  20. 


merupakan  "suatu  terobosan  dalam  jalan 
buntu  10  tahun  terakhir  dalam  masalah 
Kamboja  dan  membuka  penyelesaian  politik 
masalah  itu."^^ 


IV 

Dengan  menyebut  JIM  sebagai  suatu  te- 
robosan, maka  Indonesia  merupakan  suatu 
faktor  yang  amat  berpengaruh  dalam  penye- 
lesaian masalah  Kamboja.  Sudah  sejak  per- 
mulaan  tahun  1980  Indonesia  mengambil 
inisiatif  untuk  menca'ri  terobosan  dalam 
usaha-usaha  penyelesaian  ASEAN,  dan  ti- 
dak membiarkan  hubungan  ASEAN- Viet- 
nam sebagai  fungsi  hubungan  Muangthai- 
Vietnam.  Presiden  Soeharto,  bersama-sama 
dengan  mantan  Perdana  Menteri  Hussein 
Onn  bertemu  di  Kuantan,  Malaysia  untuk 
mengupayakan  peredaan  ketegangan  antara 
Muangthai  dan  Vietnam,  kepentingan  ke- 
amanan  Vietnam  di  Kamboja  serta  pengu- 
rangan  bobot  Muangthai  sebagai  front-line- 
state.  Pada  pertemuan  Kuantan  itu  tercapai 
persetujuan  antara  kedua  pimpinan  bahwa 
penyelesaian  masalah  Kamboja  hanya  akan 
tercapai  apabila  Vietnam  bebas  dari  keter- 
gantungannya  kepada  Uni  Soviet  dan  dari 
pengaruh  dan  tekanan  RRC.  Selanjutnya, 
penyelesaian  politik  Kamboja  harus  sekali- 
gus mengakui  kepentingan  Vietnam  di  Kam- 
boja. Pada  dasarnya,  prinsip  Kuantan  meru- 
pakan suatu  penerapan  konsep  ZOPFAN 
atas  konflik  Kamboja  untuk  mencapai  per- 
damaian di  Asia  Tenggara.  Baik  Uni  Soviet, 
maupun  RRC  harus  menjauhkan  diri  dari 
Indocina,  atau  lebih  tepat  lagi,  menghimbau 
Vietnam  untuk  bergerak  ke  arah  suatu  posisi 
yang  berimbang  antara  Uni  Soviet  dan  RRC. 

"Interview  with  Minister  Nguyen  Co  Thach,  dalam 
Warta  Berkala  Vietnam,  Kedutaan  Besar  Republik  So- 
sialis  Vietnam  di  Indonesia,  13  Januari  1989. 
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Prinsip  Kuantan  tidak  pernah  menjadi  si- 
kap  resmi  ASEAN,  tetapi  sikap  Indonesia 
tentang  penyelesaian  masalah  Kamboja 
tidak  berubah  secara  substansial.  Juga  Viet- 
nam menolak  prinsip  Kuantan  ini.  Nguyen 
.Co  Thach  menyatakan  bahwa  saran  agar 
Vietnam  menjadi  lebih  berdaulat  dan  bebas 
dari  pengaruh  Uni  Soviet  dan  RRC  pada  da- 
sarnya  merupakan  suatu  penghinaan.  Dan 
tuntutan  ASEAN  agar  angkatan  bersenjata 
Vietnam  menarik  diri  dari  Kamboja  tidak 
akan  diperhatikan  sampai  "ancaman  Cina" 
terhadap  Indocina  dan  terhadap  seluruh 
Asia  Tenggara  ditiadakan. 

Indonesia,  seperti  juga  halnya  dengan 
Malaysia,  memang  melihat  Vietnam  sebagai 
bagian  integral  dari  strategi  pembendungan 
RRC.  Dialog  Indonesia  dengan  Vietnam  dan 
sikap  moderat  Indonesia  terhadap  penyerbu- 
an  Vietnam  ke  dalam  wilayah  Muangthai 
dapat  dipandang  sebagai  pertanda  "ketidak- 
senangan"  terhadap  pemaksaan  strategi 
front-line  Muangthai  atas  negara-negara 
ASEAN  lainnya.  Demikian  pula,  apabila  In- 
donesia memperlihatkan  kecenderungan  un- 
tuk  menekankan  terus  kepentingan  keaman- 
annya  sendiri,  maka  berlarutnya  krisis  Kam- 
boja dapat  memperbesar  pertentangan  di 
dalam  ASEAN,  dan  terus  meningkatkan 
keterlibatan  RRC  dan  Uni  Soviet,  melam- 
paui  kepentingan  mereka  yang  wajar. 

Kunjungan  Jenderal  Moerdani  ke  Viet- 
nam di  bulan  Februari  1984  mencerminkan 
usaha  Indonesia  untuk  mencari  jalan  keluar 
yang  lain  bagi  penyelesaian  masalah  Kambo- 
ja. la  merupakan  suatu  usaha  untuk  men- 
strukturkan  kembali  hubungan  ASEAN  dan 
Vietnam  untuk  menjembatani  perbedaan 
politik  yang  tajam  dan  membuka  jalan  ke 
arah  suatu  tatanan  regional  yang  bebas  dari 
setiap  bentuk  intervensi  dari  luar.  CSIS 
mengikuti    langkah    Moerdani  dengan 


Seminar  Indonesia- Vietnam  di  Hanoi  (26-28 
Februari  1984).  Pada  bulan  Mei  1984,  In- 
donesia ditunjuk  sebagai  rekan  bicara 
ASEAN  dengan  Vietnam.  Tiga  usaha  dapat 
dicatat  sebagai  upaya  Indonesia  untuk  me- 
nyelesaikan  masalah  Kamboja.  Usaha  per- 
tama  ialah  usaha  Indonesia  untuk  mene- 
ngahi  konflik  Amerika  Serikat- Vietnam  se- 
bagai salah  satu  cara  untuk  mencari  tero- 
bosan  dalam  jalan  buntu  penyelesaian  masa- 
lah Kamboja  Usaha  kedua  ialah  "Usui  12 
Pasal"  untuk  menjadi  landasan  penyelesai- 
an politik  masalah  Kamboja,  yaitu,  antara 
lain,  penyusunan  kerangka  pikir  strategis, 
sasaran  strategis,  format  konferensi  ter- 
batas,  pembicaraan  antara  pelaku  utama, 
kerujukan  nasional,  penarikan  pasukan 
Vietnam,  pembentukan  komisi  pengawasan 
internasional,  pemilihan  umum  atau  referen- 
dum dan  pemerintah  kerujukan  nasional. 

"Usui  12  Pasal"  ini  sebenarnya  merupa- 
kan penghimpunan  dari  usaha-usaha  penye- 
lesaian yang  dilakukan  berbagai  pihak  untuk 
mendapatkan  suatu  kerangka  pemikiran 
yang   menyeluruh   untuk  menyelesaikan 
konflik  Kamboja  itu.  Menteri  Mochtar  Ku- 
sumaatmadja  berhasil  menatanya  sehingga 
semua  pemikiran  ke  arah  penyelesaian  ter- 
wakili  di  dalamnya.  Konsep  ketiga  ialah 
"Pembicaraan  Tidak  Resmi"  (Cocktail  Par- 
ty), yang  dikemukakan  Mochtar  Kusumaat- 
madja  di  bulan  November  1985,  yang  semu- 
la  dilancarkan  Norodom  Sihanouk,  Tero- 
bosan  terjadi  ketika  di  tahun  1987  Vietnam 
amat  tertarik  dengan  konsep  Cocktail  Party 
ini.  Pernyataan  bersama  yang  dikeluarkan 
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Nguyen  Co 
Thach  setelah  pertemuan  mereka  di  Hanoi 
(27-29  Juli  1989),  mengandung  kesepakatan 
keduanya  bahwa  "suatu  pertemuan  infor- 
mal antara  kedua  pihak  Kamboja  dapat  di- 
adakan  tanpa  syarat  dan  atribut  politik," 
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dan  atas  dasar  persamaan  derajat.  Suatu 
pertemuan  kedua,  pada  waktu  yang  berbeda 
akan  dihadiri  Vietnam  dan  negara-negara 
lain  yang  berkepentingan.  Kesepakatan  ini 
kemudian  dikenal  dengan  kesepakatan  Ho 
Chi  Minh  City.  Setelah  Menteri  Mochtar 
diganti  oieh  Menteri  Ali  Alatas,  ide  Cocktail 
Party  itu  dituangkan  ke  dalam  bentuk  Perte- 
muan Informal  Jakarta  (JIM). 

JIM  memang  tidak  berhasil  mencapai 
persetujuan.  Pernyataan  yang  dikeluarkan 
sesudah  JIM  I  dan  JIM  II  merupakan  suatu 
konsensus  yang  dirumuskan  dalam  bentuk 
pernyataan  Ketua  Pertemuan  Informal 
Jakarta. 

Dua  masalah  utama  yang  saling  berkait- 
an  yang  dapat  diraih  JIM  ialah  pengunduran 
tentara  Vietnam  dari  Kamboja  dalam  kon- 
teks  suatu  penyelesaian  politik  yang  kompre- 
hensif,  di  bawah  pengawasan  efektif  suatu 
International  Control  Commission,  dan 
tidak  terulangnya  kebijaksanaan  dan  prak- 
tek-praktek  genocidal  rezim  Pol  Pot  serta 
dihentikannya  semua  intervensi  asing  dan 
pemasokan  senjata  kepada  pihak-pihak 
Kamboja  yang  saling  berhadapan.  Para  pe- 
serta  juga  mencapai  konsensus  untuk  meng- 
adakan  suatu  konferensi  internasional  untuk 
memperoleh  pengakuan  internasional  atas 
status  Kamboja  sebagai  suatu  negara  yang 
berdaulat,  independen,  damai,  netral  dan 
non-blok;  diadakannya  program  pem- 
bangunan  internasional  bagi  Kamboja  dan 
dana  untuk  membiayai  proses  perdamaian. 
Yang  teramat  penting  dari  usaha  ini  ialah 
suatu  kemufakatan  bahwa  penyelesaian  ma- 
salah Kamboja  "harus  membantu  ke  arah 
tercapainya  perdamaian,  stabilitas  dan  ker- 
jasama  di  Asia  Tenggara"  atas  dasar  Perjan- 
jian  Persahabatan  dan  Kerjasama  Asia 
Tenggara.  Para  peserta  juga  berpendapat 
bahwa  suatu  penyelesaian  politik  yang  kom- 


prehensif  atas  masalah  Kamboja  akan  mem- 
percepat  perwujudan  Zone  Damai,  Bebas 
dan  Netral  (ZOPFAN)  di  Asia  Tenggara. 

Indonesia  juga  mempunyai  peranan  yang 
besar  dalam  Konperensi  Paris  tentang  Kam- 
boja. Juga  Indonesia  berusaha  meningkat- 
kan  hubungan  ekonomi  dengan  Vietnam  de- 
ngan membuka  penerbangan  langsung  Ga- 
ruda  Indonesia  dari  Jakarta  ke  Ho  Chi  Minh 
City. 

V 

Konflik  Kamboja  dan  upaya  penyelesai- 
annya  berputar  pada  tiga  negara  besar  Asia 
Tenggara,  yaitu  Indonesia,  Muangthai  dan 
Vietnam.  Ketiga  negara  ini  juga  tidak  meng- 
hendaki  berlanjutnya  konfrontasi  tentang 
Kamboja.  Ketiga  pemimpin  negara-negara 
ini  juga  sudah  menyuarakan  keinginannya 
untuk  mengembangkan  hubungan  baik  an- 
tara  semua  negara  di  Asia  Tenggara.  Yang 
menjadi  masalah  ialah  bagaimana  mencapai 
keinginan  itu. 

Pada  dasarnya  ada  empat  kemungkinan 
perkembangan  hubungan  antara  kedua  ke- 
lompok  negara  Asia  Tenggara  di  tahun  1990- 
an.  Kemungkinan  pertama  ialah  perluasan 
ASEAN  dengan  ketiga  negara  Indocina,  se- 
hingga  kesembilan  negara  ini  berada  dalam 
suatu  kerangka  regional.  Kemungkinan  ke- 
dua ialah  perluasan  kerjasama  fungsional. 
Kemungkinan  ketiga  ialah  pembagian  Asia 
Tenggara  ke  dalam  dua  konfigurasi  ekono- 
mi. Dan  kemungkinan  keempat  ialah  nega- 
ra-negara ASEAN  dan  Indocina  menempuh 
jalannya  sendiri-sendiri,  seperti  yang  sudah 
terjadi  sampai  kini.'^ 

'^Baiidiiigkan  Mutliiah  Alagappa,  "Bringing  Indo- 
china into  ASEAN,"  PEER,  29  Juli  1989,  hal.  21-22. 
Sukhumband  Paribatra,  Jakarta  Post,  7  Juli  1989. 
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Kemungkinan  pertama  terdapat  dalam 
Deklarasi  ASEAN  yang  ditandatangani  di 
Bangkok  bulan  Agustus  1967  yang  menya- 
takan  bahwa  ASEAN  "terbuka  bagi  semua 
negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  yang  meng- 
anut  sasaran,  prinsip  dan  tujuan"  ASEAN. 
Hal  ini  diulangi  kembali  sembilan  tahun  ke- 
mudian,  dalam  Perjanjian  Persahabatan 
dan  Kerjasama  Asia  Tenggara. 

Indonesia  merupakan  satu-satunya 
negara  ASEAN  yang  sudah  menyatakan  ti- 
dak  berkeberatan  apabila  Vietnam  menjadi 
anggota  ASEAN,  asalkan  negara  itu  mema- 
tuhi  Dasasila  Bandung,  yang  berprinsip  hi- 
dup  berdampingan  secara  damai.  Dasasila 
Bandung,  yang  dihasilkan  Konferensi  Asia- 
Afrika  dan  Amerika  Latin  di  tahun  1955  itu, 
menyuratkan  bahwa  negara-negara  yang 
berbeda  ideologi  serta  sistem  politiknya 
dapat  hidup  berdampingan  secara  damai. 
Dasasila  Bandung  merupakan  suatu  tahap 
antara  menuju  pematuhan  Perjanjian  Persa- 
habatan dan  Kerjasama  Asia  Tenggara, 
yang  lebih  menekankan  "saling  menghargai 
kemerdekaan,  kedaulatan,  persamaan,  inte- 
gritas  teritorial  dan  identitas  nasional  semua 
bangsa"  di  Asia  Tenggara;  hak  setiap  negara 
untuk  menjalankan  eksistensi  nasionalnya 
bebas  dari  intervensi  eksternal,  subversi  dan 
pemaksaan;  tidak  campur-tangan  dalam 
masalah-masalah  dalam  negeri  negara  lain; 
penyelesaian  perbedaan  atau  persengketaan 
melalui  cara-cara  damai;  penolakan  an- 
caman  atau  penggunaan  kekerasan;  kerja- 
sama yang  efektif.  Kebiasaan  berkonsultasi 
dan  bekerjasama  dalam  kerangka  regional 
ASEAN  memodifikasi  orientasi  interna- 
sional  dan  pola  perilaku  politik  dan  ekonomi 
negara-negara  Indocina. 

Memang,  sampai  kini,  dengan  keanggo- 
taan  negara-negara  yang  sehaluan,  yang 
non-komunis,  ASEAN  belum  dapat  sepe- 


nuhnya  melaksanakan  persetujuan-persetu- 
juan  bagi  perdamaian  dan  stabilitas  di  Asia 
Tenggara.  Fasilitas  angkatan  laut  dan  udara 
Amerika  Serikat  masih  saja  terdapat  di  Fili- 
pina,  kendati  dalam  Deklarasi  Bangkok,  di- 
nyatakan  bahwa  pangkalan  asing  hanya 
sementara  sifatnya.  Bahkan  pemerintah 
Singapura  melalui  menteri  negaranya  untuk 
masalah  luar  negeri,  George  Yeo,  baru-baru 
ini  menyatakan  bahwa  negaranya  bersedia 
untuk  menampung  bagian-bagian  dari  fasili- 
tas angkatan  perang  Amerika  Serikat  di 
wilayahnya,  sekalipun  hanya  untuk  tujuan- 
tujuan  komersial.  Pernyataan  ini  menuju  ke 
pencairan  kembali  Deklarasi  Bangkok  dan 
Deklarasi  Kuala  Lumpur.  Masuknya  Viet- 
nam dengan  fasilitas  militer  Uni  Soviet  di 
wilayahnya  lebih  mempersulit  lagi  pelaksa- 
naan  Deklarasi  Kuala  Lumpur  itu. 

Kemungkinan  bahwa  baik  Filipina,  mau- 
pun  Vietnam  akan  meminta  Amerika  Serikat 
dan  Uni  Soviet  untuk  menarik  fasilitas-fasi- 
litas  militer  mereka  dari  kedua  negara  itu 
memang  besar.  Apabila  hal  itu  terjadi,  maka 
pendekatan  terhadap  perdamaian  dan  seku- 
riti  melalui  ZOPFAN  dan  Zona  Bebas  Sen- 
jata  Nuklir  akan  lebih  mendekati  kenyataan. 
ASEAN  dapat  mewujudkan  ZOPFAN  dan 
Zona  Bebas  Senjata  Nuklir,  mengembang- 
kan  sikap  imbang  jarak  dengan  negara-nega- 
ra besar  di  luar  Asia  Tenggara.  Negara- 
negara  Indocina  lalu  melakukan  penyesuai- 
an-penyesuaian  untuk  mengkoordinasikan 
dan  mengharmonisir  kepentingan  dan  kebi- 
jaksanaan  mereka  dengan  kepentingan  dan 
kebijaksanaan  negara-negara  ASEAN  per- 
tama, untuk  mengembangkan  ketahanan  na- 
sional dan  regional. 

Apakah  langkah  kedua  negara  besar  ini 
akan  diikuti  oleh  Singapura  masih  merupa- 
kan pertanyaan.  Masuknya  Vietnam  ke 
dalam  ASEAN,  dapat  menjurus  ke  arah 
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suatu  persepsi  di  Singapura  bahwa  kepen- 
tingannya  akan  dikorbankan  oleh  ketiga  ne- 
gara  besar  Asia  Tenggara  itu,  sehingga  ia 
justru  memerlukan  kehadiran  militer  Ameri- 
ka  Serikat  di  negaranya  sebagai  perisai  ter- 
liadap  negara-negara  itu. 

Gagasan  ASEAN  Security  Arrangement, 
yaitu  suatu  kerjasama  militer  ASEAN  untuk 
mengatasi  kerjasama-kerjasama  militer  yang 
melibatkan  negara-negara  luar  wilayah,  se- 
perti  diusulkan  Mochtar  Kusumaatmadja,^^ 
dapat  merupakan  terobosan  bagi  penyelesai- 
an  masalah  itu.  Tetapi  hal  ini  tidaklah  berar- 
ti  bahwa  kehadiran  negara-negara  besar 
dapat  ditiadakan.  Kesatuan  dan  kohesi  yang 
lebih  besar  antara  kesembilan  negara  terse- 
but  akan  menjamin  berkurangnya  kesempat- 
an  atau  alasan  bagi  intervensi  negara-negara ' 
besar  dan  bahwa  kehadiran  mereka  merupa- 
kan peluang  besar  bagi  pencapaian  perda- 
maian  dan  kesejahteraan  di  Asia  Tengga- 
ra. 

Hubungan  Vietnam  dengan  RRC,  ken- 
dati  kemungkinan  perbaikannya  cukup 
besar,  masih  dihinggapi  banyak  masalah,  se- 
perti  masalah  perbatasan  dan  masalah  klaim 
yang  saling  bertentangan  di  Laut  Cina  Se- 
latan.  Untuk  menghindarkan  suatu  konflik 
antara  Vietnam  dan  RRC,  ASEAN  melaku- 
kan  pendekatan  terhadap  RRC.  Dari  segi 
ekonomi,  masuknya  Vietnam  dan  kedua 
negara  Indocina  lainnya,  yang  berlandaskan 
ekonomi  sosiaHs  dan  masih  rendah  pen- 
dapatan  per  kapitanya,  membebankan  pola 
kerjasama  ekonomi  ASEAN  yang  dikem- 
bangkan  untuk  negara-negara  anggota  ter- 
dahulu.  Perluasan  ASEAN  mempersulit  hu- 
bungan dialog  dengan  mitra  dialognya  di  ka- 
wasan  Pasifik  dan  Eropa,  di  bidang  ekono- 
mi, perdagangan  dan  bantuan  pembangun- 


an.  Tidak  saja  agenda  dialognya  menjadi 
lebih  besar,  tetapi  perluasan  ASEAN  dengan 
negara-negara  indocina  (dengan  Vietnam  se- 
bagai anggota  COMECON)  menimbulkan 
berbagai  masalah  baru,  seperti  memperbesar 
permintaan  jatah  dana  pembangunan  dan 
spektrum  akses  ke  pasar  negara-negara  itu, 
baik  di  bidang  komoditi,  maupun  di  bidang 
manufaktur.  Masalah  baru  akan  muncul 
pula  atas  pelaksanaan  Tata  Perdagangan 
Preferensial  ASEAN  dan  atas  pelaksanaan 
Usaha  Patungan  Industri  ASEAN  (AIJV), 
yang  diperbaiki  KTT  Manila. 

Vietnam  yang  kini  sibuk  mempopulerkan 
doi  moi  (renovasi),  yang  memuat  unsur- 
unsur  perestroika  dan  glasnost,  memang 
memerlukan  investasi  secara  besar-besaran. 
Dan  ambisi  ekonomi  Vietnam  merupakan 
alasan  utama  bagi  janjinya  untuk  menarik 
semua  tentaranya  keluar  dari  Kamboja  pada 
bulan  September,  sehingga  "September" 
muncul  sebagai  kata  sakti  dalam  setiap 
diskusi  mengenai  pembangunan  ekonomi 
negara  itu.  Pemerintah  Amerika  Serikat  kini 
memang  belum  terlalu  tertarik  pada  Viet- 
nam, tetapi  hal  ini  dapat  saja  berubah  di 
tahun  1990-an.  Pejahat  Bank  Pembangunan 
Asia,  yang  berkantor  pusat  di  Manila,  dan 
beberapa  pejabat  yang  mempunyai  hubung- 
an dengan  Bank  Dunia  sudah  mulai  meng- 
kaji  peluang-peluang  bagi  investasi  di  Viet- 
nam sesudah  bulan  September  ini.  Mereka 
optimis  mengenai  prospek  pembangunan 
ekonomi  Vietnam,  kendati  dari  dasar  yang 
masih  amat  rendah  sekarang.^'^  Jadi  ada  ke- 
mungkinan bahwa  dalam  dasawarsa  1990-an 
bantuan  dan  investasi  asing  yang  memasuki 
Vietnam,  Kamboja  dan  Laos  mengurangi 
arus  dana  ke  negara  anggota  ASEAN  lain- 
nya. Di  samping  injeksi  modal,  ketiga  nega- 
ra Indocina  juga  akan  mengupayakan  in- 


^^Kompas,  9  Agustus  1989. 


^^Economist,  29  Juli  1989,  hal.  20. 
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jeksi  teknologi  dan  akses  ke  pasar  luar 
negeri.  Perbedaan  tingkat  ekonomi  ini  akan 
mendesak  ASEAN  untuk  mengembangkan 
pola  pembangunan  ekonomi  dua  tingkat: 
tingkat  pertama  bagi  negara-negara  anggota 
semula,  sedangkan  tingkat  kedua  dari  nega- 
ra-negara Indocina,  yang  memerlukan  lebih 
banyak  dana,  alih  teknologi  dan  pengem- 
bangan  sumber  daya  manusia  untuk  dapat 
menyusul  negara-negara  tingkat  pertama, 

Kemungkinan  kedua  ialah  kemungkinan 
yang  dibuka  Muangthai,  yaitu  perbaikan  hu- 
bungan  ekonomi  dengan  negara-negara  In- 
docina. Pengembangan  hubungan  ini  diusul- 
kan  supaya  bertumpu  pada  hubungan 
Muangthai  dan  Vietnam,  yang  kini  sedang 
dibina  Chatichai  Choonhavan.  Dinamika 
yang  dicetuskan  Chatichai  sebagai  "arsitek 
gagasan  pendekatan  Muangthai  terhadap 
wilayah  Indocina,"  kata  Hun  Sen,  "sudah 
sempat  bergerak  pesat,  sehingga  siapapun 
menjadi  kepala  pemerintahan  di  Bangkok, 
sepanjang  pengembangan  hubungan  dengan 
wilayah  Indocina,  roda  itu  tidak  dapat  di- 
putar  kembali."^^  Dalam  kemungkinan  ini 
ketiga  negara  Indocina  berkesempatan  un- 
tuk berpartisipasi  secara  penuh  dalam  per- 
kembangan  ekonomi  dunia,  dan  Muangthai 
akan  bertindak  sebagai  pembangun  jemba- 
tan  antara  Asia  Tenggara  yang  non-komunis 
dan  yang  komunis.  Muangthai  sudah  me- 
ngulurkan  tangannya  ke  Laos  untuk  mengi- 
kutsertakannya  dalam  ekonomi  interna- 
sional.  Penguluran  tangan  sepenuhnya  ke 
Vietnam  dan  Kamboja  dilakukan  segera  se- 
telah  Vietnam  menarik  tentaranya  dan  sete- 
lah  masalah  Kamboja  terselesaikan.  Hu- 
bungan ekonomi  bilateral  antara  ASEAN 
dan  negara-negara  Indocina  akan  berkem- 
bang  pula.  Dengan  cara  demikian,  negara- 

'^Dikutip  Sabam  Siagian,  "Hun  Sen,"  dalam  Tem- 
po. 12  Agustus  1989,  hal.  79. 


negara  Indocina  terlibatkan  secara  sektoral 
dalam  kegiatan  ekonomi  dengan  negara- 
negara  ASEAN.  Muangthai,  bersama-sama 
dengan  Filipina,  Singapura  dan  Indonesia 
sudah  membuka  penerbangan  langsung  ke 
Vietnam,  baik  untuk  tujuan  dagang,  mau- 
pun  pariwisata,  dan  hubungan  udara  ini 
mempertinggi  interaksi  fisik  antara  kedua 
Asia  Tenggara. 

Vietnam,  seperti  juga  halnya  dengan 
Kamboja  dan  Laos,  terus  melaksanakan  doi 
moi  secara  konsisten.  ASEAN  membantu 
negara-negara  ini  mempertumbuhkan  eko- 
nominya,  mendatangkan  bantuan  pemba- 
ngunan internasional,  investasi  dan  perda- 
gangan,  sehingga  negara-negara  itu  berhasil 
mengembangkan  ekonomi  pasar  dan  sektor 
swasta.  Dalam  usaha  ini  Vietnam  kemudian 
menghentikan  keanggotaannya  di  COME- 
CON. 

Di  bidang  politik,  negara-negara  Indo- 
cina diajak  untuk  menandatangani  Perjan- 
jian  Persahabatan  dan  Kerjasama  sebagai 
instrumen  penyelesaian  masalah  dan  konflik 
antarnegara  Asia  Tenggara  dan  mendukung 
Deklarasi  Kuala  Lumpur  untuk  membatasi 
keterlibatan  atau  mengelola  kepentingan  wa- 
jar  negara-negara  luar  wilayah.  Partisipasi 
negara-negara  Indocina  dalam  usaha  mene- 
rapkan  kedua  instrumen  politik  untuk  selu- 
ruh  Asia  Tenggara  akan  mengurangi  kete- 
gangan  antarnegara  Asia  Tenggara. 

Pendekatan  ini  memang  tidak  sekompre- 
hensif  pendekatan  penawaran  keanggotaan, 
tetapi  kemungkinan  ini  lebih  fleksibel  dan 
memberikan  cukup  waktu  kepada  negara- 
negara  ASEAN  dan  Indocina  untuk  melaku- 
kan  penyesuaian-penyesuaian  yang  dibutuh- 
kan  bagi  pengembangan  hubungan  kerjasa- 
ma antara  dua  kelompok  negara  yang  ber- 
beda  sistem  politik  dan  ekonominya  dan 
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yang  bersikap  bermusuhan  selama  dua  dasa- 
warsa. 

Kemungkinan  ketiga  merupakan  perluas- 
an  dari  satu  dimensi  dalam  kemungkinan 
pertama  dan  kedua  dan  berputar  sekitar 
Muangthai  dan  Indocina.  Muangthai  me- 
mainkan  peranannya  sebagai  penyedia  atau 
penengah  bagi  penyediaan  dana  investasi, 
teknologi  dan  jasa,  tidak  saja  bagi  negara- 
negara  Indocina,  melainkan  juga  bagi 
Myanmar  dan  sebagai  akibatnya  berkem- 
banglah  hubungan  ekonomi  yang  lebih  erat 
antara  negara-negara  Asia  Tenggara  da- 
ratan.  Apabila  perkembangan  ini  terjadi, 
maka  Asia  Tenggara  akan  terbagi  dalam  dua 
konfigurasi  ekonomi  yang  longgar.  Konfigu- 
rasi  pertama  ialah  Asia  Tenggara  daratan 
dengan  Bangkok  sebagai  pusatnya,  sedang- 
kan  konfigurasi  kedua  ialah  Asia  Tenggara' 
maritim  dengan  Singapura  sebagai  pusatnya, 
dengan  lembaga-lembaga  perbankan  dan 
jasa  keuangan  yang  unggul,  sistem  komuni- 
kasinya  yang  efisien,  sistem  informasinya 
dan  fasilitas  bandara  udara  dan  laut  yang 
sangat  baik  pula.  Ekonomi  Indonesia  dalam 
konfigurasi  ini  dikoordinasi  dari  Singapura. 

Kemungkinan  keempat  ialah  berlanjut- 
nya  eksistensi  dua  kelompok  negara  Asia 
Tenggara  dengan  tingkat  interaksi  yang  ren- 
dah  seperti  sekarang  ini.  Vietnam  akan  terus 
berupaya  untuk  mempertahankan  dominasi- 
nya  atas  Indocina,  menuju  suatu  konfede- 
rasi  Indocina,  karena  dominasi  ini  merupa- 


kan suatu  sine  qua  non  bagi  keamanannya. 
Kebijaksanaan  doi  moi  tidak  mampu  ber- 
kembang.  Di  lain  pihak  Muangthai  sulit  me- 
nerima  institusionahsasi  dominasi  Vietnam 
atas  Laos  dan  Kamboja,  tetapi  apabila  ang- 
katan  bersenjata  Vietnam  berada  di  luar 
Kamboja  dan  tidak  langsung  mengancam 
Muangthai,  maka  negara  ini  bersedia  mela- 
kukan  hubungan  dagang  dengan  Vietnam. 
Lagipula,  Muangthai  tertarik  untuk  melaku- 
kan  hubungan  dengan  Laos  dan  Kamboja, 
tidak  saja  karena  daya  tarik  bahan  baku  dan 
peluang  bagi  investasi,  melainkan  juga  kare- 
na dengan  pendekatan-pendekatan  ini  diha- 
rapkan  bahwa  Laos  dan  Kamboja  akan 
"melepaskan"  diri  dari  Vietnam.  Hubungan 
baik  antara  Indonesia  dan  Vietnam  akan 
terus  berpola  pada  "ikatan  historis,"  karena 
hanya  kedua  negara  ini  di  antara  negara- 
negara  Asia  Tenggara  yang  memproklamasi- 
kan  kemerdekaannya  di  tahun  1945,  segera 
setelah  Perang  Dunia  II  berakhir.  Dan  Indo- 
nesia akan  tetap  melihat  Vietnam  sebagai 
negara  penyangga  terhadap  ancaman  RRC 
ke  Asia  Tenggara. 

Dalam  semua  kemungkinan  ini  ekonomi 
negara-negara  ASEAN  dan  Indocina  akan 
didominasi  Jepang,  dan  usaha-usaha  untuk 
mengimbanginya  dengan  pengembangan  hu- 
bungan dengan  wilayah  pasar  bebas  Ameri- 
ka  Serikat-Kanada-(Meksiko)  dan  Pasar 
Tunggal  Eropa  akan  dilanjutkan. 


Peran  Internasional  Jepang 


Bantarto  BANDORO 


Pendahuluan 


DEW  ASA  INI  kita  melihat  bahwa  Je- 
pang berada  dalam  suatu  keadaan 
di  mana  kekuatan  r.elatifnya  (dilihat 
dari  segi  kemakmuran,  teknologi  dan  pem- 
bangunan  kekuatan  militer)  benar-benar  se- 
dang  disorot.  Ini  dapat  diartikan  bahwa  ada 
suatu  pengakuan  yang  luas  dalam  masyara- 
kat  internasional  maupun  di  dalam  negeri 
Jepang  sendiri  bahwa  Jepang,  karena  ke- 
kuatan relatifnya  itu,  harus  memainkan  pe- 
ran internasional  yang  lebih  besar. 

Meskipun  Jepang  secara  politik  dan  eko- 
nomi  kuat  dan  memiliki  kemampuan  tekno- 
logi dan  saintifik  yang  tinggi  ia  cenderung 
untuk  menahan  diri  dari  peran  internasional. 
Status  dan  orientasi  seperti  itu  sebenarnya 
bertentangan  dengan  klasifikasi  yang  dida- 
sarkan  atas  taksonomi  tradisional  negara 
dalam  sistem  internasional.  Istilah-istilah 
baru  seperti  international  state,  superstate, 
economic  superpower,  atau  fragile  super- 


power^ dewasa  ini  malahan  digunakan  un- 
tuk menggambarkan  posisi  internasional  Je- 
pang. 

Tetapi  beberapa  tahun  belakangan  ini 
ada  petunjuk  bahwa  Jepang  mulai  tanggap 
terhadap  seruan-seruan  internasional  dan 
mulai  memikirkan  apa  yang  ia  dapat  laku- 
kan.  Beberapa  studi  telah  dihasilkan  menge- 
nai  bagaimana  seharusnya  peran  internasio- 
nal  Jepang.''  Ada  kesan  bahwa  Jepang  me- 
mang  didorong  untuk  memainkan  peranan 
dan  mengambil  sikap  yang  lebih  aktif  dalam 
percaturan  politik  internasional.  Dapat  di- 
perkirakan  bahwa  dorongan  itu  timbul  seba- 
gai  reaksi  terhadap  lingkungan  internasional 
yang  berubah.  Dalam  konteks  inilah  banyak 


'Muthiah  Alagappa,  "Japan's  Political  and  Security 
Role  in  the  Asia  Pacific  Region,"  Contemporary  South- 
east Asia,  Vol.  10,  No.  1  (Juni  1983):  hal.  18. 

^Yasusuke  Murakami  dan  Yutaka  Kosai,  Japan  in 
the  Global  Community.  Its  Role  and  Contribution  on 
the  Eve  of  the  21st  Century  (Tokyo:  Tokyo  University 
Press,  1986).  Lihat  juga  Takahashi  Sakuma,  "How 
Strong  a  Japan,"  Journal  of  Japanese  Trade  and  In- 
dustries, No.  6  (1987). 
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pengamat  maupun  elit  politik  Jepang  sendiri 
termasuk  bekas  Perdana  Menteri  Nakasone 
telah  mulai  memahami  alasan-alasan  menga- 
pa  Jepang  perlu  mengambil  prakarsa-pra- 
karsa  baru. 

Namun  di  balik  keharusan  Jepang  untuk 
mengambil  langkah-langkah  yang  berani, 
terdapat  kekhawatiran  mengenai  hasil  akhir 
dari  prakarsa  baru  itu.  Ada  pendapat  bahwa 
berdasarkan  tentang  kebolehan  bangsa 
Jepang  mengadakan  penyesuaian-penyesuai- 
an,  maka  kemungkinan  keberhasilan  dalam 
penyesuaian  itu  cukup  tinggi.  Tetapi  belum 
jelas  apakah  penyesuaian  yang  dilakukan  Je- 
pang akan  merupakan  perubahan  funda- 
mental atau  sekedar  memungkinkan  koek- 
sistensi  antara  penampilan  dengan  pengha- 
yatan  yang  secara  diametral  berbeda.  Yang 
menjadi  pertanyaan  di  sini  adalah  dapatkah 
"Orde  Baru"  Jepang,  yang  melibatkan 
"internasionalisasi"  Jepang,  didasarkan 
atas  perubahan  seperti  yang  disebut  ter- 
akhir?  Jelasnya,  meskipun  Jepang  telah 
mengambil  beberapa  inisiatif  baru,  dewasa 
ini  ia  berada  dalam  suatu  periode  transisi 
yang  sulit  menuju  suatu  kepemimpinan  in- 
ternasional  yang  otonom.  Seperti  yang  akan 
kita  lihat  nanti,  pemimpin  Jepang  mengha- 
dapi  berbagai  kendala  yang  sulit  dihindari. 

Inisiatif-inisiadf  Ekonomi  Baru  Je- 
pang 

Jepang  memang  berusaha  memberikan 
symbangan  yang  lebih  besar  pada  tingkat 
global,  misalnya  mengurangi  surplus  perda- 
gangan,  meningkatkan  bantuan-bantuan  un- 
tuk pembangunan  {Official  Development 
Assislance  -  ODA).  Sebagai  pengekspor  ka- 
pital  terbesar  di  dunia,  Jepang  memainkan 
peranan   yang  sangat   bermanfaal  untuk 


mengatasi  krisis  hutang.  Dalam  bulan  April 
1989,  misalnya,  Menteri  Keuangan  Amerika 
Serikat  Nicholas  Brady  memuji  kesediaan 
Jepang  untuk  memberikan  pinjaman  sekitar 
US$4,5  milyar  kepada  negara-negara  peng- 
hutang  melalui  Bank  Exim. 

Di  tingkat  regional  Jepang  berusaha 
membantu  ASEAN  melembagakan  usaha- 
usaha  kooperatif  mereka  melalui  sarana 
Dana  Jepang-ASEAN  (Japan-ASEAN 
Fund)  dan  membantu  mempertahankan  sta- 
bilitas  politik  negara  berkembang  di  ka- 
wasan  melalui  ODA.  Misalnya,  Jepang,  me- 
lalui Bank  Exim,  memberi  pinjaman  kepada 
Indonesia  sebesar  US$900  juta. 

Mungkin,  inisiatif  regional  Jepang  yang 
dapat  dianggap  paling  serius  adalah  peman- 
faatan  terpadu  ODA,  perdagangan  dan  in- 
vestasi  untuk  membangun  ekonomi  Asia 
melalui  Rencana  Pembangunan  Industri 
Asia  Baru  {New  Asian  Industrial  Develop- 
ment Plan  -  AID  Plan).  Rencana  AID  inilah 
yang  mendasari  kerjasama  ekonomi  Asia- 
Pasifik  yang  dipromosikan  oleh  kunjungan 
Menteri  Industri  dan  Perdagangan  (MITI) 
Jepang  ke  negara-negara  ASEAN  awal  ta- 
hun  1987,  dan  yang  akan  mendukung  perse- 
tujuan  kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik 
yang  dirancang  oleh  MITI  atas  instruksi  Per- 
dana Menteri  Takeshita  tanggal  22  Maret 
1989.3 

Rencana  AID  Baru  merupakan  produk 
pembicaraan  yang  dilakukan  oleh  MITI 
pada  musim  panas  1986  dan  keniudian  diu- 
mumkan  oleh  Menteri  MITI  Jepang  di  Bang- 
kok bulan  Januari  1987.  Pada.dasarnya,  ke- 
bijakan  itu  bertujuan  untuk  "mengawin- 
kan"  surplus  dana  Jepang  dengan  kekuatan 
Jepang  sebagai  pengekspor  barang-barang 


^JaiHui  Times  Weekly,  8  April  1989. 
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modal  dan  mencangkoknya  ke  dalam 
ASEAN. 

Tidak  seperti  rencana  pelipatgandaan 
ODA  atau  rencana  penjadwalan  kembalij, 
rencana  AID  Baru  tidak  mengandung  sa- 
saran-sasaran  atau  agenda  yang  spesifik. 
Lagipula,  rencana  itu  lebih  berarti  daripada 
rencana-rencana  lainnya  karena  tidak  hanya 
mt-recast  strategi  ODA  Jepang,  tetapi  juga 
ditujukan  secara  langsung  untuk  pemba- 
ngunan  ekonomi  Asia-Pasifik. 

Pejabat  JETRO  Jepang  menjelaskan  ba- 
gaimana  Rencana  AID  Baru  berbeda  dari 
kerjasama  ekonomi  tipe  tradisional.  Pejabat 
itu  menjelaskan  bahwa  Rencana  AID  Baru 
merupakan  kerjasama  langsung  dalam  bi- 
dang  industri  dan  ini  yang  dianggap  "baru" 
dalam  rencana  itu.  Hal  lain  yang  dianggap 
"baru"  adalah  kegiatan  kerjasama  pemerin- 
tah  dengan  swasta  dalam  bidang  investasi. 
Meskipun  tidak  mengubah  orientasi  geografi 
tradisional  ODA  terhadap  Asia,  ODA  men- 
coba  mengembangkan  ekonomi  regional 
yang  lebih  aktif  dengan  mencangkokkan 
produk  manufaktur  yang  padat  karya  ke 
Asia  Tenggara  untuk  diimpor  kembali  ke 
Jepang.  Pola  ODA  ini  berbeda  dari  kebijak- 
an  ODA  yang  lama  karena  ODA  yang  baru 
mencoba  mengembangkan  produksi  dan 
perdagangan  dalam  kawasan  Asia-Pasifik 
sesuai  dengan  konsep  peranan  ekonomi  re- 
gional dan  global  Jepang. 

Rencana  AID  Baru  merupakan  awal  dari 
perubahan  besar  dalam  kerjasama  ekonomi 
Jepang.  Slogan  yang  digunakan  oleh  Buku 
Putih  1988  mengenai  kerjasama  ekonomi 
adalah  three  ranks  -  one  body.  Kerjasama 
ekonomi  konprehensif  tipe  three  ranks  -  one 
body  ini  terdiri  dari  ODA,  investasi  langsung 
dan  impor  untuk  memajukan  industrialisasi 
negara-negara   berkembang.   Buku  Putih 


1988  mengenai  Perdagangan  Internasional 
juga  mencerminkan  perubahan  orientasi  da- 
lam kebijakan  ekonomi  internasional.  Un- 
tuk pertama  kali  Buku  Putih  MITI  menyeru- 
kan  agar  Jepang  tidak  hanya  mengekspor 
surplusnya  ke  negara-negara  berkembang 
Asia,  membuka  pasarnya  untuk  ekspor 
Asia,  tetapi  juga  memperluas  bantuan  dan 
kerjasama  teknik  ke  negara  tetangga.'^ 

Pemikiran  baru  mengenai  hubungan  eko- 
nomi luar  negeri  Jepang  dinyatakan  dalam 
semua  dokumen  kebijakan  mengenai  kerja- 
sama ekonomi  mulai  tahun  1988  yang  lalu. 
Misalnya,  dalam  Rencana  ODA  keempat 
(yang  menjanjikan  sekitar  US$50  milyar 
ODA  untuk  periode  1988-1992),  pemerintah 
Jepang  menjanjikan  untuk  meningkatkan 
kerjasama  teknik  dan  memperdalam  studi- 
studi  regional  dan  mengintensifkan  kegiat- 
an-kegiatan  evaluasi  serta  pemanfaatan 
konsultasi-konsultasi.  Koordinasi  dengan 
kegiatan-kegiatan  sektor  swasta  juga  akan 
diperkuat.^ 

Dari  observasi  di  atas  jelas  bahwa  pen- 
tingnya  ODA  Jepang  tidak  dapat  dipahami 
hanya  dengan  melihat  angka-angka.  Jepang 
sesungguhnya  menggunakan  ODA  sebagai 
alat  untuk  memajukan  tujuan-tujuan  strate- 
gis  baru,  termasuk  di  dalahinya  usaha  meng- 
integrasikan  ekonomi  Asia-Pasifik.  Pemikir- 
an seperti  ini  secara  implisit  tercermin  dalam 
pola  pembangunan  flying  geese,^  dan  dalam 
ide  membangun  Asian  Brain  dengan  meng- 
gunakan dana  Jepang,  teknologi  dan  perda- 
gangan untuk  membangun  semacam  pem- 


'^Japan  Times.  8  Juni  1988. 

'Rencana  ODA  Keempat  yang  diumumkan  oleh  Ke- 
menterian  Luar  Negeri  Jepang,  Juni  1988. 

^Saburo  Okita,  "The  Outlook  for  Pacific  Coopera- 
tion and  the  Role  of  Japan,"  Japan  Review  of  Interna- 
tiona/Affairs, Vol.  1,  No.  1  (Spring-Summer  1987). 
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bagian  kerja  yang  baru.  Hal  itu  secara  eks- 
plisit  tercermin  dari  studi-studi  kebijakan 
Badan  Perencanaan  Ekonomi  Jepang. 

Arab  Baru  Kebijakan  Keamanan  Je- 
pang 

Jepang  menghadapi  tugas  yang  peka  da- 
lam  bidang  keamanan.  Sekarang  ini  Jepang 
harus  melakukan  hal  yang  lebih  banyak  un- 
tuk  keamanannya.  Jepang  kini  teiah  mening- 
katkan  anggaran  pertahanannya  melebihi 
1%  dari  GNP.  Pembatasan  pengeluaran 
anggaran  di  bawah  1  %  itu  ditetapkan  pada 
tahun  1976  oleh  PM  Miki  sebagai  political 
expediency  bagi  pengesahan  Garis  Besar 
Program  Pertahanan  Nasional  {National 
Defense  Program  Outline  -  NDPO)7  Out- 
line ini  kemudian  menjadi  dasar  dari  kebi- 
jakan keamanan  Jepang  dan  menyerukan 
peningkatan  kualitatif  persenjataan  dan  or- 
ganisasi  yang  cukup  untuk  menghadapi  an- 
caman  invasi  Soviet  terbatas. 

Sementara  Jepang  merumuskan  Outline 
baru  untuk  1990-an,  terdapat  tanda-tanda 
bahwa  Jepang  menginginkan  kapabilitas  mi- 
liter  yang  lebih  besar  dan  postur  keamanan 
yang  lebih  otonom.  Pernyataan  Takeshita 
tanggal  21  Maret  1988  di  muka  Akademi 
Pertahanan  Jepang  bahwa  Jepang  harus 
memiliki  kapabilitas  pertahanan  sesuai 
dengan  kekuatan  ekonominya  merupakan 
petunjuk  ke  arah  itu.^  Selain  itu,  anggaran 
untuk  tahun  fiskal  1988  yang  dirancang  oleli 
Kementerian  Keuangan  pada  niulanya 
mengusulkan  anggaran  pertahanan  berada 
di  bawah  1%,  tetapi  kemudian  ditinjau  kem- 

^Takelsugu  Tsurutani,  Japanese  Policy  and  the  East 
Asian  Security  (New  York:  Praeger  Publisher,  1981), 
hal.  73-75. 

^ Japan  Times,  23  Maret  1988. 


ball  oleh  Kabinet  dan  dinaikkan  menjadi 
lebih  dari  1%.  Ini  menunjukkan  kemauan 
politik  pemimpin  Jepang  untuk  meningkat- 
kan  pengeluaran  pertahanan. 

Dipandang  dari  sudut  keinginan  Jepang 
untuk  menciptakan  identitas  politik  yang  in- 
dependen,  kecenderungan-kecenderungan 
Jepang  seperti  disebutkan  di  atas  merupakan 
tanda-tanda  yang  dapat  dimengerti,  tetapi 
hal  itu  justru  penyebab  timbulnya  kekhawa- 
tiran  karena  Amerika  Serikat  sendiri  menga- 
kui  kenyataan  akan  kemampuan  militer 
Jepang  sekarang  ini.  Seringkali  dianggap 
bahwa  anggaran  militer  Jepang  sekarang 
menduduki  peringkat  ketiga  di  dunia,  dan 
pada  akhir  rencana  pertahanan  yang  berlaku 
sekarang  ini,  Jepang  akan  memiliki  kekuat- 
an laut  dan  udara  yang  cukup  untuk  meng- 
hadapi, kemungkinan  keadaan  darurat  di 
dalam  negeri.  Pada  waktu  yang  sama,  an- 
caman  Soviet  dapat  dinetrahsir  oleh  eksis- 
tensi  penggelaran  militer  Jepang  dan  Ameri- 
ka Serikat.  Faktor-faktor  inilah  yang  me- 
nimbulkan  masalah  mengenai  intensi  Je- 
pang. Tetapi  karena  tiadanya  penjelasan 
yang  memadai  dari  Jepang,  pembangunan 
militer  Jepang  akan  melahirkan  unsur-unsur 
baru  ketegangan  di  kawasan. 

Masalah  lainnya  yang  mungkin  tidak  da- 
pat diselesaikan  adalah  hubungan  keamanan 
Jepang-Amerika  Serikat  yang  telah  menim- 
bulkan  persoalan.  Bahaya  yang  dapat  ditim- 
bulkan  oleh  tindakan  Jepang  dalam  pem- 
bangunan militernya  lebih  jauh  dapat  dilihat 
dari  kontroversi  mengenai  pesawat  tenipur 
jenis  baru,  FSX.^  Oleh  karena  tidak  puas  de- 
ngan ketergantungan  terus-nienerus  pada 
penibuat  senjata  di  Amerika  Serikat  dan  ke- 
khawatiranhya  akan   prospek  keamanan 

^Barbara  Wanner,  "The  FSX  Project:  Changing  the 
Nature  of  Defen.sc  Technology  Transfer,"  JEI,  No. 
21 A  (26  Mei  1989). 
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jangka  panjang  Jepang,  Jepang  berminat 
untuk  menciptakan  semacam  state-of-the- 
art  weapon.  Tetapi  upaya  Jepang  untuk 
menciptakan  dasar  industri-militer  yang 
superior  dari  Uni  Soviet  dan  menyaingi 
Amerika  Serikat  akan  mempunyai  implikasi 
yang  luas.  Paradoks  yang  muncul  adalah 
jika  Jepang  mengembangkan  kemampuan 
militernya  secara  otonom  dalam  usahanya 
meningkatkan  keamanannya,  hal  itu  dapat 
merongrong  dasar-dasar  dari  hubungan 
keamanan  dengan  Amerika  Serikat. 

Peran  Politik  dan  Keamanan  Jepang 

Dengan  munculnya  kembali  nasionalis- 
me  Jepang,  dan  meningkatnya  friksi  dalam 
hubungan  Amerika  Serikat-Jepang,  gagasan 
mengenai  peranan  independen  akan  mem- 
peroleh  dasar  tetapi  akan  terdapat  kesulitan- 
kesulitan  yang  tidak  dapat  diatasi  seperti  nu- 
clear threshold.  Observasi  ini  cukup  valid 
seperti  halnya  paradoks  yang  inheren,  yaitu 
bagaimana  Jepang  dapat  mewujudkan  iden- 
titas  politik  yang  independen  jika  ia  terus 
mengandalkan  ketergantungan  ekonomi  dan 
keamanan  pada  Amerika  Serikat?  Ini  berarti 
bahwa  jalan  keluarnya  adalah  mengurangi 
dependensi,  tetapi  hal  itu  hanya  akan  terjadi 
sebelum  pengurangan  itu  menjadi  counter 
productive  bagi  Jepang  dan  negara  tetangga- 
nya.  Dilihat  dari  kecenderungan  kejadian- 
kejadian  dan  kepentingan  Jepang  yang  aba- 
di,  jawaban  yang  paling  masuk  akal  terha- 
dap  kebutuhan  Jepang  akan  peranan  politik 
yang  independen  adalah  menempatkan  Je- 
pang dalam  posisi  pemimpin  dalam  bidang 
kerjasama. 

Baik  Amerika  Serikat  maupun  ASEAN, 
masing-masing  sebagai  partner  pertahanan 

'"Alagappa,  "Japan's  Political  and  Security  Role," 
hal.  26. 


dan  partner  ekonomi  Jepang,  akan  sependa- 
pat  bahwa  dilihat  dari  perkembangan  akhir- 
akhir  ini,  kemampuan  militer  Jepang  dewasa 
ini  dianggap  cukup  untuk  menghadapi  ke- 
mungkinan  keadaan  darurat.  Karena  alasan 
ini,  kebutuhan  akan  pembangunan  yang 
terus-menerus  dalam  kapabilitas  militer  Je- 
pang akan  banyak  dipersoalkan.  Sesungguh- 
nya  pembangunan  militer  yang  lebih  jauh 
dapat  menimbulkan  kekhawatiran  dan 
usaha  melibatkan  Jepang  dalam  diskusi  me- 
ngenai intensinya  di  masa  depan  dalam  bi- 
dang itu  akan  berlangsung  dengan  hati-hati 
guna  mencegah  timbulnya  salah  paham. 

Meskipun  demikian,  Jepang  tetap  mem- 
punyai kepentingan  keamanan  yang  sah  dan 
peranan  yang  lebih  besar  dalam  masalah- 
masalah  keamanan  regional.  Sehubungan 
dengan  penyesuaian  hubungan  dengan  Ame- 
rika Serikat  dalam  bidang  itu,  Jepang  dapat 
mengatasi  masalah  pembagian  beban  de- 
ngan memberikan  lebih  banyak  dana  untuk 
membiayai  biaya  pemeliharaan  pasukan- 
pasukan  Amerika  Serikat  yang  digelar  di  Je- 
pang. 

Jika  Jepang  prihatin  atas  keamanan  jalur 
lautnya  melalui  Asia  Tenggara,  Jepang  da- 
pat melibatkan  diri  ke  dalam  semacam 
pengaturan  role-sharing  secara  formal  atau- 
pun  informal  dengan  negara-negara  ASEAN 
dan  Amerika  Serikat.  Lau  Teik  Soon,  ber- 
pendapat  bahwa  sangat  berguna  bagi 
ASEAN  untuk  meningkatkan  kerjasama  mi- 
liternya dan  bagi  ASEAN,  Korea  dan 
Jepang  untuk  mempola  semacam  pengatur- 
an keamanan  yang  longgar  dengan  Amerika 
Serikat." 


"Lau  Teik  Soon,  "The  New  Strategic  Environment 
in  the  Asia  Pacific  Region,"  makalah  disampaikan 
pada  Konvensi  Gabungan  British  International  Studies 
Association  dan  International  Studies  Association,  28 
Marcl  -  1  April  1989, 
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Keamanan  di  kawasan  bukan  semata- 
mata  soal  anggaran  militer  dan  perimbangan 
kekuatan.  Jepang  memiliki  peluang  untuk 
memainkan  peranan  politik  regional  yang 
akan  mempunyai  dampak  besar  bagi  ling- 
kungan  keamanan  dan  ekonomi  regional. 
Amerika  Serikat,  ASEAN  dan  Jepang  sen- 
diri  mempunyai  persepsi  yang  sama  bahwa 
pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil  merupa- 
kan  faktor  penting  untuk  mempertahankan 
stabilitas  politik  dan  keamanan  di  kawasan. 
Oleh  sebab  itu  kemampuan  Jepang  untuk 
menyediakan  pasar  bagi  ekspor  Asia,  dan 
untuk  memberi  bantuan  dan  investasi  ke  Fi- 
lipina  dan  tempat-tempat  bergolak  lain  di 
kawasan  akan  semakin  penting.  Selanjut- 
nya,  usaha-usaha  Jepang  untuk  meningkat- 
kan  kekuatan  ASEAN  melalui  kerjasama 
ekonomi  dan  politik  dalam  bidang-bidang 
yang  saling  menguntungkan  akan  sangat 
bermanfaat  bagi  stabilitas  regional. 

Tetapi  stabilitas  kawasan  ini  sesungguh- 
nya  sangat  tergantung  pada  proses  penya- 
tuan  antara  Amerika  Serikat  dan  Jepang  da- 
lam berbagai  bidang  seperti  ekonomi,  politik 
dan  keamanan.  Untuk  jangka  pendek  pros- 
pek  penyatuan  tidak  begitu  baik  karena 
emosi  yang  tinggi  di  kedua  pihak  menyebab- 
kan  saling  menyalahkan  pihak  lain  sebagai 
sumber  ketimpangan.  Dalam  proses  pe- 
ngambilan  keputusan  di  kedua  negara  me- 
mang  tidak  ada  aparat  koordinasijJan  tidak 
terdapat  konsistensi  dalam  menentukan 
maupun  melaksanakan  kebijakan  tentang 
hubungan  tersebut,  sehingga  hubungan  itu 
dapat  rusak,  padahal  hubungan  itu  sangat 
vital  tidak  hanya  bagi  kedua  negara  tetapi 
juga  kawasan  secara  keseluruhan. 

Sehubungan  dengan  itu,  Lee  Kuan  Yew 
khawatir  bahwa  Jepang  akan  dirangsang  un- 
tuk berjalan  sendiri  di  segala  bidang,  ternia- 
suk  di  bidang  keamanan,  dan  ini  merupakan 


mimpi  buruk  bagi  kawasan.  Menurut  Lee 
alasan  Jepang  untuk  bertindak  sendiri  di 
masa  depan  adalah  jika  Amerika  Serikat 
meninggalkan  kawasan  secara  sepihak 
karena  opini  rakyat  Amerika  Serikat  tidak 
lagi  mendukung  kehadiran  pasukan-pasu- 
kannya  di  kawasan  Asia-Pasifik. 

Alasan  lain  adalah  jika  rakyat  Jepang, 
terutama  generasi  mudanya  di  masa  depan, 
tidak  lagi  dapat  menerima  tuduhan-tuduhan 
bahwa  mereka  disalahkan  setiap  kali  terjadi 
ketegangan  ekonomi  dengan  Amerika  Seri- 
kat atau  MEE.  Mereka  akan  melihat  alasan 
tuduhan  itu  sebagai  suatu  yang  dasarnya 
realistis,  yaitu  bahwa  pada  dasarnya  orang- 
orang  Amerika  atau  Eropa  yang  berkulit 
putih  tidak  dapat  menerima  kenyataan  bah- 
wa bangsa  Jepang  yang  berkulit  kuning  bisa 
menjadi  bangsa  nomor  satu  di  dunia  dalam 
berbagai  bidang  ekonomi. 

Kemungkinan  terjadinya  tindakan  sepi- 
hak dari  Jepang  memang  tidak  dapat  diabai- 
kan  karena  hubungan  Jepang  dengan  Ame- 
rika Serikat  sedang  menghadapi  krisis  yang 
cukup  mendalam.  Tantangan  paling  besar 
yang  dihadapi  Jepang  adalah  mengatasi 
hubungan-hubungan  yang  penuh  persoalan 
dengan  Amerika  Serikat.'^  Seorang  penga- 
mat  berpendapat  bahwa  tugas  diplomatik 
dan  politik  Jepang  adalah  menstabilkan  hu- 
bungannya  dengan  Amerika  Serikat  karena 
liubungan  itu  merupakan  hubungan  yang 
paling  penting  di  kawasan  dan  dasar  bagi 
stabilitas  dan  perdamaian  regional.''* 


'^George  Packard,  "The  Comming  US  -  Japan 
Crisis,"  Foreign  Affairs  (Winter  1987/1988). 

'^William  Watts,  The  United  States  and  Japan:  The 
Troubled  Partnership  (Cambridge:  Harper  and  Row 
Publisher,  1984). 

''*Jusuf  Wanandi,  "The  Strategic  Outlook  for  the 
Asia  Pacific  Region  Toward  the  21st  Century:  A  Re- 
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Agar  kerjasama  Jepaiig-Amerika  Serikat 
iiienjadi  efektif  dan  positif  bagi  kawasan 
Asia-Pasifik  di  masa  depan,  Jepang  harus 
niembuka  diri  bagi  negara-negara  berkem- 
baiig  di  kawasan,  karena  di  samping  Ameri- 
ka  Serikat,  Jepang  rnerupakan  salah  satu 
dari  dua  tonggak  bagi  kemajuan  ekonomi 
dan  bagi  stabilitas  politik  negara  tersebut. 
Untuk  itu  Jepang  harus  nienginternasionali- 
sasikan  dirinya  dalani  arti  harus  niembuka 
dirinya  demi  kewajiban-kewajibannya  seba- 
gai  negara  besar  di  masa  mendatang.  Jepang 
rnerupakan  partner  ekonomi  terpenting  bagi 
negara-negara  berkembang  di  kawasan,  dan 
karenanya  kebijakan  dan  peranannya  seba- 
gai  negara  besar  makin  diharapkan  di  masa 
mendatang.  Pertanyaan  fundamental  yang 
perlu  diajukan  di  sini  adalah  apakah  Jepang 
dengan  cepat  dapat  menginternasionalisasi- 
kan  diri  dan  mencapai  titik  temu  dengan 
Amerika  Serikat  mengenai  peranan  yang  sa- 
ling  menguntungkan  dalam  periode  post- 
perang  dingin? 

Kontribusi  Jepang  Kepada  Periode 
Post-Perang  Dingin 

Peran  internasional  Jepang  akan  ditentu- 
kan  oleh  bagaimana  kekuatan  dan  kelemah- 
an-kelemahan  relatifnya  dalam  pola  hu- 
bungan  internasional  yang  sedang  muncul.^^ 
Berbicara  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  ke- 
pentingan  jangka  panjang  Jepang  adalah 
kerjasama  dalam  konstruksi  sistem  hubung- 

gioiial  Perspective,"  makalah  disampaikan  pada 
Konperensi  mengenai  Southeast  Asia  and  Pacific  Asia 
Security  in  the  Final  Decade  of  the  21st  Century,  Malay- 
sia, Maret  1988. 

"Shumpei  Kumon,  "The  Evolving  International 
System  and  Its  Ramification  for  Japan,"  Japan  Review 
of  International  Affairs,  Vol.  1,  No.  1  (Spring-Summer 
1987). 


an  ekonomi  dan  politik  yang  lebih  luas,  yang 
dapat  niemenuhi  tujuan-tujuan  sebagai  beri- 
kut. 

Pertama,  sistem  yang  baru  harus  mem- 
perkenalkan  unsur-unsur  baru  kerjasama 
dengan  memajukan  integrasi  negara-negara 
sosialis  ke  dalam  suatu  hubungan  ekonomi 
dan  politik  global  yang  normal.  Dalam  hu- 
bungan ini  Jepang  dapat  bekerjasama  de- 
ngan dunia  non-komunis  untuk  mencipta- 
kan  insentif  bagi  dunia  sosialis  agar  tetap 
berada  dalam  jalur  pembaruan. 

Kedua,  sistem  paska-perang  dingin  harus 
mencari  upaya  atau  jalan  keluar  untuk  me- 
ngatasi  semakin  meningkatnya  konflik  eko- 
nomi di  antara  sekutu-sekutu  Barat.  Konflik 
seperti  itu  rnerupakan  produk  sampingan 
dari  integrasi  ekonomi  yang  semakin  me- 
ningkat,  dan  masalah  yang  muncul  adalah 
bahwa  proses  integrasi  ekonomi  global  tidak 
akan  terwujud,  kecuali  jika  konflik  ekonomi 
itu  dapat  diatasi.  Oleh  sebab  itusJepang 
mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memain- 
kan  peranan  positif  dalam  menyingkirkan 
penyebab-penyebab  konflik  itu.  Kemung- 
kinan  tindakan  Jepang  mempunyai  konse- 
Jcuensi  terhadap  perilaku  Amerika  Serikat 
dan  Eropa,  dan  usaha-usaha  positif  Jepang 
untuk  menyesuaikan   hubungan  dengan 
Amerika  Serikat  dan  Eropa  akan  sangat 
membantu  tidak  hanya  Jepang,  tetapi  juga 
.negara-negara  yang  tergantung  pada  hu- 
bungan ekonomi  global. 

Ketiga,  orde  yang  baru  harus  memberi- 
kan  pengakuan  yang  lebih  besar  kepada  ke- 
butuhan  akan  kerjasama  internasional  un- 
tuk menangani  masalah-masalah  pemba- 
ngunan  di  Dunia  Ketiga.  Di  sini  Jepang  sebe- 
narnya  telah  mengambil  langkah  positif  mi- 
salnya  dengan  meningkatnya  ODA-nya  dan 
kontribusinya  kepada  berbagai  organisasi 
internasional. 
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Peranan  yang  harus  dihindari  oleh  Je- 
pang  adalah  peranan-peranan  yang  berten- 
tangan  dengan  kebutuhan  akan  dukungan 
bagi  hubungan  ekonomi  dan  politik  global 
yang  terbuka.  Setiap  usaha  Jepang  untuk 
menciptakan  orde  internasional  yang  me- 
nyimpang  dari  kecenderungan  global  dalam 
hubungan  internasional  akan  menimbulkan 
kerugian  bagi  Jepang  sendiri  dan  tetangga- 
tetangganya.  Misalnya,  usaha  Jepang  men- 
ciptakan peranan  keamanan  yang  otonom 
dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  karena 
persyaratan  kemampuan  memproyeksikan 
kekuatan  militeF  akan  menimbulkan  ancam- 
an-ancaman  baru  terhadap  negara-negara 
tetangga  Jepang.  Hal  ini  pada  gilirannya 
akan  menciptakan  kondisi-kondisi  yang  me- 
rugikan  kepentingan-kepentingan  Jepang 
sendiri  sebab  hubungan  ekonominya  tentu 
akan  dipengaruhi  oleh  ketSgangan-ketegang- 
an  yang  timbul,  dan  Jepang  mungkin  akan 
terisolasi  secara  politik  dan  menjadi  lebih 
rawan  daripada  jika  ia  membatasi  diri  pada 
peranan-peranan  yang  lebih  modest. 

Bahaya  lain  dari  kemungkinan  peranan 
Jepang  yang  otonom  adalah  jika  Jepang  de- 
ngan sadar  mencoba  menjadi  pemimpin 
wilayah-wilayah  eksklusif  di  Asia-Pasifik. 
Apakah  dipandu  oleh  konsep  pan-Asianisme 
atau  pembagian  kerja  otonomi  yang  diran- 
cang  dan  dikoordinasikan  dari  Tokyo,  suatu 
usaha  Jepang  yang  mengesampingkan  ke- 
pentingan-kepentingan Amerika  Serikat 
atau  Eropa  dan  menciptakan  orde  ekonomi 
dan  politik  semacam  piramida  jelas  akan 
memperbesar  konflik  dan  dapat  mendorong 
dunia  ke  arah  pembentukan  blok  regional 
yang  eksklusif.  Tindakan-tindakan  Jepang 
ke  arah  itu  jelas  tidak  akan  menguntungkan 
Jepang  dan  negara-negara  yang  mengidenti- 
fikasikan  diri  dengan  kepentingan-kepen- 
tingan Jepang. 


Jadi  dalam  periode  post-perang  dingin, 
kepentingan  Jepang  yang  sejati  adalah  mem- 
berikan  prioritas  kepada  hubungan  koopera- 
tif  secara  global  untuk  menciptakan  kondisi- 
kondisi  yang  paling  baik  bagi  pertumbuhan 
ekonomi  regional  maupun  bagi  stabilitas  po- 
litik. 

Hambatan  Internasionalisasi  Jepang 

Meskipun  terdapat  kesadaran  mengenai 
kebutuhan  akan  perubahan  dalam  sikap  dan 
perilaku  Jepang,  masih '  terdapat  kepen- 
tingan-kepentingan institusional  dan  politik 
yang  mencegah  penyesuaian-penyesuaian 
tepat  bagi  Jepang.  Peranan  "sindikat  vested 
interest"  (zoku)  yang  terdiri  dari  kepenting- 
an sektor  swasta,  birokrasi  dan  LDP  yang 
mempunyai  yurisdiksi  yang  sama  atas  bi- 
dang-bidang  kebijakan  seringkali  dising- 
gung.  Yang  menjadi  dasar  dari  kuatnya 
peranan  mereka  adalah  kepentingan  yang 
luas  dan  birokrasi  Jepang  yang  berorientasi 
pada  pembangunan  untuk  mempertahankan 
kekuatan  tradisional  dan  statusnya  dalam 
menghadapi  kecenderungan  yang  membalik. 

Kecenderungan-kecenderungan  itu  dewa- 
sa  ini  mulai  terlihat  dan  sektor  swasta  Je- 
pang semakin  menjadi  gelisah  di  bawah 
"panduan"  birokrasi  Jepang.  Untuk  melin- 
dungi  kewenangan  dan  kekuatan  tradisional- 
nya,  birokrasi  mencoba  membuat  dirinya 
berguna  bagi  sektor  swasta.  Di  lain  pihak, 
birokrasi  melindungi  sektor  swastanya  dari 
kemungkinan  kompetisi  asing  di  dalam  ne- 
geri,  '^dan  melalui  sarana  ODA,  birokrasi 
mencoba  mengarahkan  dan  mempromosi- 
kan  kegiatan  sektor  swasta  di  luar  negeri. 
Pengaturan  semacam  ini  menguntungkan 

'*Inao  Nakatomi,  "Japan's  Choice:  Toward  a 
World  Role,"  Look  Japan  (Januari  1988),  hal.  11. 
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sektor  swasta,  melindungi  kekuatan  birokra- 
tik  dan  sesuai  dengan  sikap  tradisional  na- 
sionalisme  ekonomi  Jepang.  Tetapi  seperti 
yang  sering  kita  amati  tuntutan  liberalisasi 
ekonomi  Jepang  berarti  perombakan  sistem 
kekuatan  birokratik  yang  intrusif,  dan  oleh 
sebab  itu,  liberalisasi  dalam  perspektif  Barat 
melanggar  kepentingan  dan  tradisi  birokrasi 
Jepang. 

Di  samping  kekakuan  institusional  ini, 
terdapat  faktor-faktor  kultural  dan  sikap- 
sikap  tertentu  yang  menghambat  prospek 
bagi  kepemimpinan  politik  internasional  Je- 
pang. Dengan  meningkatnya  status  ekonomi 
Jepang,  timbul  semacam  ketegasan  baru 
yang  mencampuradukkan  kebanggaan  na- 
sional  dengan  kesombongan  dan  kepekaan 
terhadap  dunia  luar.  Pernyataan-pernyataan 
ofensif  anggota  senior  LDP  bahwa  orang 
hitam  Amerika  tidak  memiliki  tanggung  ja- 
wab  finansial  dan  kasus  buku  sejarah  Je- 
pang, yang  meskipun  lolos  skrining  di  Ke- 
menterian  Pendidikan,  berhasil  disensor 
oleh  anggota  muda  parlemen  dari  LDP  yang 
konservatif,  adalah  contohnya. 

Jika  eksklusivisme  dan  perasaan  keunik- 
an  Jepang  mencegah  Jepang  menghilangkan 
sejarah  imperialisme  dan  militerismenya,  hal 
itu  akan  menghambat  diplomasinya.  Selan- 
jutnya,  karena  kebrutalannya  dalam  masa 
perang,  Jepang  dianggap  tidak  memiliki 
dasar  moral  yang  tinggi  untuk  bertindak  se- 
bagai  pemimpin  bangsa-bangsa  yang  bebas. 
Bangsa-bangsa  di  dunia,  terutama  di  Asia, 
tidak  menganggap  Jepang  sebagai  pemim- 
pin, karena  masih  banyak  kecurigaan  yang 
besar  mengenai  intensi-intensi  Jepang  teru- 
tama di  kawasan  Asia. 

Seorang  akademisi  Jepang,  Prof.  Tana- 
ka  Akihiko  dari  Universitas  Tokyo,  berpen- 
dapat  bahwa  bagi  Jepang  demokrasi  adalah 


konsep  pinjaman  dan  oleh  sebab  itu  ia  segan 
untuk  bertindak  sebagai  "penjelajah"  da- 
lam percaturan  politik  internasional.  Jepang 
harus  memiliki  pandangan  dan  visi  sendiri 
jika  ingin  dianggap  sebagai  negara  pemim- 
pin yang  berpengaruh.^^ 

Jadi,  jelas  bahwa  ingatan  bangsa-bangsa 
di  dunia  mengenai  tingkah  laku  Jepang  da- 
lam masa  perang,  kecurigaan  yang  masih 
kuat  mengenai  intensi-intensi  Jepang  dan 
faktor-faktor  lainnya  adalah  kendala-kenda- 
la  konstan  bagi  kemungkinan  tindakan- 
tindakan  baru  Jepang.  Hal  itu  sudah  tentu 
membatasi  sejauh  mana  Jepang  dapat  me- 
ngembangkan  identitas  politik  yang  indepen- 
den  dan  mengambil  peranan  internasional 
yang  otonom.  Tampaknya  belum  banyak 
negara-negara  yang  bersedia  melihat  Jepang 
memainkan  peran  ekonomi,  politik,  apalagi 
militer  yang  lebih  besar  daripada  apa  yang  ia 
bisa  lakukan  sekarang.  Sebab  hal  itu  hanya 
akan  membangkitkan  kembali  ketakutan 
dan  mungkin  juga  antagonisme  bangsa- 
bangsa  di  dunia. 

Penutup 

Telah  kita  lihat  perubahan-perubahan  di 
Jepang  maupun  di  dunia  secara  keseluruhan. 
Meskipun  hasil  interaksi  antara  kedua  gejala 
itu  sulit  untuk  diramalkan,  suatu  hal  yang 
jelas  adalah  bahwa  Jepang  dewasa  ini  meng- 
hadapi  suatu  periode  transisi  cepat  yang  sulit 
menuju  suatu  kepemimpinan  dan  tanggung 
jawab  internasional  yang  otonom.  Sebagai 
salah  satu  kekuatan  dalam  sistem  multipo- 
lar, kepentingan  Jepang  adalah  mencari 
partner  aliansi  yang  stabil  untuk  menjamin 
keamanannya  dan  stabilitas  kawasan  secara 


'^"Which  Way  Japan,"  South  (Oktober  1988). 
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keseluruhan.  Jepang  juga  akan  mempunyai 
kepentingan  membangun  sistem  kerjasama 
global  guna  menangani  konflik  regional, 
pengawasan  senjata  dan  pembangunan  eko- 
nomi. 

Sebagai  kekuatan  besar  di  Asia,  Jepang 
akan  mampu  menawarkan  kepemimpinan, 
tetapi  harus  lebih  dahulu  menghilangkan 
kesan  buruk  bangsa-bangsa  di  dunia  menge- 
nai  tingkah  lakunya  di  masa  lalu,  dan  ia  juga 
harus  mengakui  bahwa  ti^da  satu  kekuatan 
pun  di  kawasan  yang  luas  dan  beragam  se- 
perti  Asia  akan  mampu  membentuk  kepe- 
mimpinan politik  dan  ekonomi  dalam  arti 
yang  eksklusif .  Jika  Jepang  dapat  menemu- 
kan  visi  dan  kepemimpinan  politik  yang  ber- 


gerak  ke  arah  itu,  prospek  Asia-Pasifik 
mungkin  akan  lebih  cerah. 

Harus  diakui  bahwa  karena  kekuatan- 
kekuatan  relatifnya,  Jepang  dianggap  poten- 
sial  untuk  memainkan  peran  internasional 
yang  otonom.  Tetapi  mengingat  pengalaman 
Jepang  dalam  politik  internasional  masih 
minimal,  kemungkinan  membuat  kesalahan 
diperkirakan  cukup  besar.  Dalam  keadaan 
dunia  seperti  dewasa  ini  suatu  kegagalan 
diplomasi  politik  bisa  mempunyai  akibat 
yang  parah  bagi  perekonomian  Jepang.  Ja- 
di,  dalam  rencana  maupun  pemikiran  untuk 
memainkan  peran  internasional  yang  oto- 
nom, jika  memang  ada,  terkandung  suatu 
dilemma. 


Perkembangan  Menuju 
Perdamaian  Arab-Israel 

Kirdi  DIPOYUDO 


TAHUN-TAHUN  belakangan  ini  ter- 
jadi  serangkaian  perkembangan  di 
Timur  Tengah  menuju  penyelesaian 
sengketa  Arab-Israel  secara  damai.  Setelah 
Mesir  mengadakan  perdamaian  dengan  Is- 
rael pada  tahun  1979  dan  negara-negara 
Arab  membiarkan  PLO  sendirian  mengha- 
dapi  tentara  Israel  yang  menyerbu  Libanon 
pada  tahun  1982  untuk  menghancurkannya 
sebagai  kekuatan  militer,  sengketa  itu  me- 
nyusut  ke  inti  semulanya,  yaitu  sengketa  ko- 
munal  .Israel-Palestina.  Hal  itu  menyadar- 
kan  para  pemimpin  Palestina  bahwa  mereka 
tidak  dapat  mengandalkan  tentara-tentara 
Arab  untuk  membebaskan  tanah  air  mereka 
dari  pendudukan  Israel,  sehingga  harus  di- 
tempuh  jalan  Iain. 

Karena  PLO  tak  berhasil  membebaskan 
sejengkal  pun  wilayah  Palestina,  rakyat  Pa- 
lestina Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza  mengam- 
bil  inisiatif  sendiri  untuk  mengakhiri  pendu- 
dukan itu.  Pada  8  Desember  1987  mereka 
bangkit  dan  melancarkan  suatu  intifadah 
atau  pemberontakan  yang  berlangsung  sam- 
pai  sekarang  biarpun  Israel  menggunakan 


tangan  besi  untuk  menumpasnya-.  Dengan 
demikian  menjadi  jelas  bahwa  pendudukan 
tidak  dapat  dipertahankan  untuk  selama- 
lamanya  dan  bahwa  masalah  Palestina  harus 
diselesaikan  secara  politik. 

Pada  gilirannya,  hal  itu  memperkuat  ke- 
lompok  moderat  pimpinan  Yasser  Arafat 
dalam  tubuh  PLO  yang  ingin  mencari  suatu 
penyelesaian  politik.  Berkat  perjuangan  ke- 
lompok  ini,  Dewan  Nasional  Palestina  da- 
lam sidangnya  di  Aljir  pada  12-15  November 
1988  menerima  suatu  siasat  politik  baru 
yang  mengakui  Israel  dan  mengutuk  teroris- 
me.  Sesuai  dengan  itu,  Dewan  atas  nama 
bangsa  Arab  dan  bangsa  Palestina  menyata- 
kan  pada  15  November  berdirinya  Negara 
Palestina  dengan  Yerusalem  sebagai  ibukota 
yang  akan  hidup  berdampingan  dengan  Is- 
rael secara  damai.  Bulan  berikutnya  Yasser 
Arafat  maju  selangkah  lagi  dengan  secara  te- 
gas  mengakui  Israel,  menerima  Resolusi  De- 
wan Keamanan  PBB  No.  242  dan  388  seba- 
gai landasan  untuk  menyelesaikan  sengketa 
Arab-Israel  dan  menolak  terorisme  seperti 
diminta  oleh  Amerika  Serikat. 
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Sebagai  tanggapan,  Amerika  Serikat 
membuka  dialog  dengan  PLO  sebagai  lang- 
kah  dalam  proses  perdamaian  dan  mulai 
mendesak  Israel  untuk  berbuat  yang  sama. 
Sejak  itu  semakin  banyak  warga  Israel  me- 
nekan  Pemerintah  Shamir  untuk  berunding 
dengan  PLO.  Secara  demikian,  cepat  atau 
lambat  Israel  akan  mengadakan  perun- 
dingan  dengan  Palestina  menuju  perdamai- 
an. Perkembangan  menuju  perdamaian 
Arab-Israel  itulah  tema  karangan  ini. 


Sengketa  Arab-Israel  Telah  Menyu- 
sut  ke  Inti  Semulanya 

Pandangan  umum  bahwa  sengketa  Arab- 
Israel  adalah  masalah  inti  Timur  Tengah  ti- 
dak  lagi  tepat  sesudah  Camp  David,  Perjan- 
jian  Perdamaian  Mesir-Israel  (1979),  dan  in- 
vasi  Israel  ke  Libanon  (1982).  Sengketa  itu 
telah  menyusut  kembali  menjadi  sengketa 
Israel-Palestina  dan  untuk  menyelesaikan- 
nya  perlu  ditempuh  pendekatan  baru. 

Kembali  ke  Inti  Semulanya 

Kejadian-kejadian  itu  membuka  suatu 
era  baru  bagi  Israel  dan  negara-negara  te- 
tangganya,  yang  bisa  disebut  era  keseim- 
bangan  tak  mantap.  Keadaan  ini  dipertahan- 
kan  oleh  Suriah  dan  Israel,  masing-masing 
dengan  maksudnya  sendiri.  Kedua  pihak 
membutuhkan  agar  sengketa  itu  berlanjut 
tetapi  tidak  meningkat  menjadi  perang.  Ke- 
seimbangan  itu  dipermudah  oleh  perdamai- 
an Mesir-Israel,  kerawanan  rezim  Raja  Hus- 
sein di  Yordania  dan  dampak  niendalam  pe- 
rang Irak-Iran.  Gagasan  bahwa  perjuangan 
Palestina  bisa  berfungsi  sebagai  seruan  tem- 
pur  yang  akan  menghancurkan  keseim- 
bangan  tak  mantap  itu  hanya  dipertahankan 


suatu  minoritas  pengamat  yang  bermotivasi 
ideologi  di  Israel  dan  di  negara-negara  Ba- 
rat,  yang  dalam  keputusasaan  mereka  me- 
ngira  bahwa  ada  semacam  bim  salabim  yang 
mampu  menyelesaikan  sengketa  Arab- 
Yahudi  yang  telah  lebih  dari  seabad. 

Bangsa  Palestina  itu  sendiri  telah  mele- 
paskan  harapan  itu  karena  menyadari 
bahwa  negara-negara  Arab  tidak  lagi  mem- 
perhatikan  mereka  seperti  jelas  terlihat  se- 
lama  invasi  Israel  ke  Libanon  dan  sesudah- 
nya.  Mereka  merasa  telah  melakukan  apa 
yang  dapat  mereka  lakukan  untuk  bangsa 
Palestina  dan  hanya  melibatkan  diri  dalam 
perjuangan  Palestina  bila  kepentingan  na- 
sional  mereka  menuntutnya.  Dengan  demi- 
kian sengketa  Arab-Israel  yang  selama  40 
tahun  merupakan  suatu  sengketa  regional 
antar  negara  telah  menyusut  ke  inti  semula- 
nya, yaitu  sengketa  komunal  Israel-Pales- 
tina. Titik  balik  ini  menuntut  perumusan 
kembali  opsi-opsi  dan  pilihan-pilihan,  tetapi 
belum  diakui  oleh  kebanyakan  pengamat. 


Pemberontakan  Arab  1936 

Untuk  memahami  tahap  baru  dalam  hu- 
bungan  Israel-Palestina  ini  kita  harus  kem- 
bali ke  tahap  formatif  sengketa  yang  tragis 
itu.  Kita  bisa  menetapkan  titik  awalnya  pada 
akhir  Perang  Dunia  I  atau  bahkan  lebih  awal 
pada  1882  ketika  pemukiman  Zionis  perta- 
ma  dibangun.  Akan  tetapi  pertengahan  da- 
sawarsa  1930-an  dan  lebih  spesifik  pembe- 
rontakan Arab  tahun  1936  dan  ekornya  te- 
laii  membentuk  sengketanya  dan  merupakan 
titik  di  mana  kita  dapat  melacak  hubungan, 
persepsi-persepsi  dan  strategi-strategi  seka- 
rang  ini. 

Pada  pertengahan  1930-an  masyarakat 
Yahudi  dan  Palestina  telah  berkembang 
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menjadi  masyarakat-masyarakat  yang  kohe- 
sif  dan  berdiri  atas  kaki  sendiri  dan  bergerak 
menuju  konfrontasi  total  secara  sadar. 
Bangsa  Palestina,  yang  menyadari  mening- 
katnya  kekuatan  nasionalnya,  mendukung 
perjuangan  bersenjata  sebagai  strategi  mere- 
ka  dan  melancarkan  Pemberontakan  Arab 
-  suatu  usaha  kuat  untuk  menggulingkan 
Mandat  Inggris  dan  menghancurkan  usaha 
Zionis  untuk  membangun  negara  mereka  di 
Palestina. 

Sasaran  pertama  mereka  adalah  orang- 
orang  Inggris  karena  menganggap  kaum 
Zionis  sebagai  kolonis-kolonis  kulit  putih 
yang  samasekali  bergantung  pada  Inggris, 
suatu  masyarakat  yang  pasti  akan  musnah 
setelah  kekuasaan  kolonial  diusir. 

Reaksi  Zionis 

Reaksi  Zionis  terhadap  bahaya  maut  itu 
juga  kuat.  Bahkan  yang  paling  moderat  di 
antara  mereka  pun  menyadari  bahwa  suatu 
pertempuran  berdarah  tak  dapat  dihindari. 
Mereka  harus  melepaskan  persepsi  naif  me- 
reka bahwa  sengketa  il!u  suatu  pertarungan 
kelas  internasional  atau  suatu  salah  paham 
tragis,  karena  mereka  kurang  mengenal  pen- 
duduk  asli  yang  pada  waktunya  akan  dapat 
menerima  orang-orang  Yahudi  demi  keun- 
tungan-keuntungan  materiil  yang  mereka 
datangkan. 

Kaum  Zionis  menyadari  bahwa  mereka 
menghadapi  suatu  gerakan  nasional,  tetapi 
tidak  dapat  memberinya  legitimasi.  Oleh  se- 
bab  itu  mereka  menggambarkan  orang- 
orang  Palestina  sebagai  suatu  kawanan  pem- 
bunuh  fasis  dan  reaksioner.  Kaum  Zionis, 
sebagai  lawan  mereka,  menganggap  orang- 
orang  Palestina  sebagai  suatu  masyarakat 
yang  tidak  viabel  (dapat  hidup),  suatu  ca- 


bang  dunia  Arab  dan  bukannya  suatu  faktor 
independen. 


Sikap  Eksklusif 

Sejak  1936  persepsi  orang-orang  Palesti- 
na maupun  Yahudi  bercirikan  eksklusivisme 
dan  sengketa  itu  dilihat  sebagai  suatu  zero 
sum  game  dan  suatu  sengketa  yang  disulut 
dari  luar  negeri.  Kedua  pihak  mengabaikan 
atau  meremehkan  pihak  lain  dan  melihatnya 
sebagai  suatu  sasaran  yang  dimanipulasi 
kekuatan-kekuatan  asing.  Sebagai  akibatnya 
mereka  tidak  melihat  gunanya  untuk  saling 
berhubungan. 

Kekalahan  orang-orang  Palestina  tahun 
1937-1938  mendorong  negara-negara  Arab 
untuk  mengambil-alih  perjuangan  mereka 
dan  hanya  memperkuat  persepsi  Yahudi 
bahwa  orang-orang  Palestina  adalah  suatu 
kekuatan  yang  berasal  dari  luar.  Perang 
1948  memperkuat  persepsi  itu  lagi.  Dengan 
buyar  dan  hancurnya  masyarakat  Palestina 
maka  sengketa  komunal  menjadi  sengketa 
antar  negara,  sengketa  Arab-Israel. 

Bangsa  Palestina  itu  sendiri  membantu 
bangsa  Israel  untuk  membatasi  kembali 
sengketanya.  Pada  zaman  Pan-Arab  dan 
Nasser  para  aktivis  Palestina  menggambar- 
kan perjuangan  mereka  dalam  konteks  anti 
imperialis  yang  lebih  luas.  Mereka  berpe- 
gangan  pada  konsepsi  lama  mereka  bahwa 
entitas  Zionis  adalah  suatu  gejala  neo- 
kolonial  yang  tidak  viabel,  yang  mengandal- 
kan  kekuatan  imperialis  untuk  bertahan. 

Perang  1967,  pendudukan  Tepi  Barat 
dan  Jalur  Gaza  dan  perang  1973  tidak  me- 
ngubah  persepsi  itu.  Persepsi  ini  bahkan  ber- 
tahan sesudah  Perjanjian  Mesir-Israel  ditan- 
datangani.  la  tidak  berubah  biarpun  seng- 
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keta  komunal  antara  orang-orang  Yahudi 
dan  Arab  di  wilayah-wilayah  pendudukan 
meningkat,  karena  persepsi  itu  memenuhi 
kebutuhan  psikologis  yang  mendalam  dan 
memungkinkan  kedua  pihak  untuk  percaya 
akan  sifat  eksklusif  klaim-klaim  mereka. 

Kegagalan  Diplomasi 

Ketidakmampuan  masing-masing  untuk 
menerima  pihak  Iain  bahkan  sebagai  lawan, 
jangankan  sebagai  peserta  dalam  perunding- 
an  perdamaian,  adalah  kunci  untuk  mema- 
hami  kegagalan  diplomasi  tradisional  dalam 
usahanya  untuk  m'enyelesaikan  sengketa 
Israel-Palestina.  Diplomasi  tidak  dirancang 
untuk  mengatasi  isyu-isyu  dasar  identitas, 
ungkapan  diri,  ketakutan  anihilasi,  benturan 
kepentingan  simbolis  dan  keadilan  mutlak, 
Sengketa  komunal  semacam  itu  di  luar 
jangkauan  diplomasi.  Oleh  sebab  itu  usaha- 
usaha  untuk  menyelesaikannya  melalui  pro- 
ses perdamaian  konvensional  pasti  gagal. 

Proses  perdamaian  adalah  suatu  usaha 
sarana-tujuan  yang  linear  (membujur)  untuk 
mengubah  situasi  perang  menjadi  keadaan 
damai.  la  dimaksud  untuk  merumuskan 
jawaban-jawaban  bagi  masalah-masalah 
akibat  benturan  kepentingan  nasional  di  are- 
na internasional.  Agar  proses  perdamaian 
bisa  efektif,  harus  dipenuhi  beberapa  syarat. 
Pertama,  ia  harus  berlangsung  dalam 
konteks  sistem  internasional  berdasarkan 
pengakuan  para  peserta  sebagai  entitas  yang 
mengacu  kepada  rakyat  merdeka.  Hak  dasar 
lawan  atas  suatu  entitas  otonom  yang  sah  itu 
sendiri  tidak  dipersoalkan,  tetapi  merupa- 
kan  premis  atas  mana  perundingan  bisa  di- 
mulai.  Hanya  dalam  konteks  prosedural  ini 
proses  perdamaian  bisa  berjalan.  Proses  itu 
harus  berjalan  atas  asumsi  bahwa  sengketa- 
nya  bukan  suatu  zero  sum  game  dan  pihak- 


pihak  harus  bersedia  ikut  dalam  perunding- 
an-perundingan  di  mana  konsesi  dan  kom- 
promi  bisa  diadakan;  isyu-isyu  harus  diter- 
jemahkan  dalam  pilihan-pilihan  yang  diba- 
tasi  dengan  jelas. 

Hanya  karena  syarat-syarat  itu  dipenuhi, 
proses  perdamaian  antara  Israel  dan  Mesir 
bisa  berhasil.  Karena  syarat-syarat  itu  tidak 
dipenuhi,  maka  sengketa  Israel-Palestina  ti- 
dak diselesaikan  melalui  proses  semacam 
itu. 

Dalam  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB 
No.  338,  Mesir  maupun  Israel  setuju  atas 
suatu  usaha  sarana-tujuan  untuk  mengubah 
permusuhan  menjadi  hubungan  damai, 
dalam  konteks  sistem  internasional.  Kun- 
jungan  Presiden  Sadat  ke  Yerusalem  melam- 
bangkan  pengakuan  terhadap  Israel  sebagai 
suatu  aktor  sah  dan  masyarakat  Israel  seba- 
gai rakyat  otonom  dan  merdeka.  Pertemu- 
an-pertemuan  rahasia  antara  Israel  dan  Me- 
sir ~  sebelum  perundingan-perundingan  res- 
mi  ~  menciptakan  suatu  sum  game:  pengem- 
balian  Sinai  dan  pengakuan  kedaulatan  Me- 
sir sebagai  imbalan  pengaturan-pengaturan 
keamanan.  Isyu-isyu  yang  dipersoalkan  bisa 
dijadikan  hal-hal  konkrit  atas  mana  dapat 
diadakan  konsesi  dan  kompromi. 

Macet  pada  Tahap  Prosedural 

Sengketa  Israel-Palestina  macet  pada 
tahap  prosedural  yang  sangat  periting.  Biar- 
pun  pengamat-pengamat  obyektif  suka 
membatasi  sengketa  itu  sebagai  suatu  ben- 
turan entitas-entitas  nasional  yang  meng- 
inginkan  satu  negeri  yang  sama,  kedua  pihak 
tidak  menerima  definisi  itu.  Menurut  mere- 
ka inti  sengketa  ini  adalah  kelangsungan  hi- 
dup  (survival).  Pertarungan  bukan  saja  me- 
ngenai  survival  fisik  tetapi  juga  soal-soal 
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dasar  identitas  dan  keutuhan. 

Inti  sengketa  tidak  dapat  dirundingkan 
karena  isyu-isyu  identitas  adalah  suatu  zero 
sum  game.  Tidak  ada  pihak  yang  bisa  me- 
ngambil  risiko  untuk  mengakui  lawannya  se- 
bagai  sah  karena  hal  itu  akan  membahaya- 
kan  klaimnya  sendiri.  Bagi  Israel,  pengaku- 
an  klaim  bangsa  Palestina  itu  saja  akan  me- 
nyanggah  legitimasi  dan  eksistensinya  sen- 
diri, Bagi  bangsa  Palestina,  pengakuan  ter- 
hadap  Israel  berarti  memudarkan  klaim  me- 
reka  dan  penyerahan  kartu  truf  mereka. 

Di  atas  dikemukakan  bahwa  proses  per- 
damaian  harus  berlangsung  dalam  sistem  in- 
ternasional.  Agar  ini  terjadi,  kedua  pihak 
harus  menjadi  anggota  penuh  sistem  itu, 
Perundingan-perundingan  harus  berlang- 
sung di  seputar  meja  dan  wakil-wakil  pihak- 
pihak  dilengkapi  dengan  lambang-lambang 
legitimasi  mereka  seperti  surat  kepercayaan 
diplomasi,  bendera  dan  lagu  kebangsaan, 

Tetapi  inti  sengketa  Israel-Palestina  me- 
libatkan  legitimasi  lambang*lambang  itu, 
Partisipasi  itu  saja  berarti  suatu  konsesi  sim- 
bolis  terlalu  besar  bagi  lawan,  Dalam  proses 
perdamaian  normal,  pihak-pihak  mengakui 
legitimasi  keberadaan  lawan  sebagai  suatu 
entitas,  sekali  pun  bermusuhan,  Dalam  seng- 
keta Israel-Palestina  eksistensi  itu  sendiri  di- 
persoalkan. 


Hambatan  Veto  Israel  dan  Penolak- 
an  PLO 

Memang,  status  Israel  dan  bangsa  Pales- 
tina itu  asimetris.  Israel  diakui  sebagai  suatu 
negara  berdaulat  dan  legitimasinya  tidak  di- 
persoalkan  oleh  kebanyakan  negara,  terma- 
suk  sejumlah  negara-negara  Arab.  Bangsa 
Palestina  diakui  secara  internasional  sebagai 


suatu  entitas  kuasi-nasional,  tetapi  status  itu 
terlalu  ambiguus  untuk  mengijinkan  partisi- 
pasi mereka  dalam  sistem  internasional  seba- 
gai peserta  yang  sama  kedudukannya,  Mere- 
ka tidak  diberi  pengakuan  penuh  karena  sta- 
tus merdeka  yang  sama  berarti  pengakuan 
hak  mereka  atas  penentuan-diri  dan  eksis- 
tensi rakyat  terpisah  yang  otonom  yang  di- 
wakili  oleh  pimpinan  yang  diakui.  Penolak- 
an  pengakuan  dasar  bangsa  Palestina  ini  da- 
tang  dari  ketiga  faktor  dalam  proses,  yaitu 
Amerika  Serikat,  Yordania  dan  Israel.  Di  pi- 
hak mereka,  bangsa  Palestina  tidak  mau 
mengakui  Israel.  Dengan  demikian  pada  da- 
sarnya  adalah  veto  Israel  dan  penolakan  Pa- 
lestina yang  selama  ini  mencegah  segala  ke- 
majuan. 


Semua  Usaha  Gagal 

Namun  prosesnya  harus  jalan  terus.  Oleh 
sebab  itu  dilakukan  usaha-usaha  untuk 
mengatasi  rintangan  itu.  Pengertian  rakyat 
artifisial  Yordania-Palestina  ditemukan  oleh 
Israel  untuk  mengeksternalisasikan  bangsa 
Palestina  dan  mengikat  mereka  dengan 
suatu  rakyat  yang  sah  (Yordania).  Juga  dica- 
ri  pimpinan  alternatif  Palestina  yang  "oten- 
tik."  Lagipula,  dicari  suatu  payung  interna- 
sional untuk  menghindari  keharusan  saling 
mengakui.  Pendekatan  Amerika  Serikat- 
Palestina  dilakukan  sebagai  tekanan  tak 
langsung  atas  Israel.  Akan  tetapi  semua 
usaha  itu  gagal  karena  masalah  intinya  tidak 
dapat  diselesaikan.  Prakarsa-prakarsa  per- 
damaian berulang  kali  gagal  karena  sengketa 
Israel-Palestina  tidak  dapat  diperas  dalam 
jargon  (bahasa  khusus)  itu. 

Pihak-pihak  itu  sendiri  melihat  sengketa 
mereka  dalam  konteks  Iain,  yaitu  sengketa 
komunal.  Ini  berlangsung  di  tanah  Arab 
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yang  direbut  dan  diambil-alih  orang-orang 
Yahudi  yang  mencari  suatu  negeri  impian. 
Sengketa  itu  diperjuangkan  kaum  muda  Pa- 
lestina  yang  lahir  selama  pendudukan,  oleh 
orang-orang  Yahudi  ekstremis  yang  percaya 
akan  bimbingan  Tuhan  dan  oleh  rekrut- 
rekrut  Israel  yang  menembaki  orang-orang 
muda  Palestina  karena  diberitahu  bahwa 
mereka  berjuang  untuk  survival,  dan  oleh 
kaum  teroris  yang  menempatkan  bom-bom 
di  pesawat-pesawat  sipil. 

Bangsa  Palestina  diminta  bicara  dalam 
bahasa  diplomasi  biarpun  bahasa  mereka 
berkaitan  dengan  hak-hak  dasar  dan  komu- 
nal,  pengakuan  dan  legitimasi.  Israel  dimin- 
ta mundur,  tetapi  baginya  penarikan  berarti 
anihilasi. 

Memantapkan  Status  Quo 

Karena  tidak  dapat  menyelesaikan  seng- 
keta komunal,  proses  diplomasi  itu  berusaha 
mengendalikannya  untuk  memantapkan  sta- 
tus quo  sambil  mempertahankan  retorika 
proses  perdamaian.  Negara-negara  yang 
langsung  terlibat  dalam  proses  perdamaian, 
yaitu  Amerika  Serikat,  Yordania  dan  Israel, 
sadar  akan  adanya  kontradiksi  antara  diper- 
tahankannya  status  quo  pendudukan  dan 
suatu  proses  perdamaian  berdasarkan  for- 
mula perdamaian-untuk-tanah. 

Akan  tetapi  mereka  khawatir  bahwa  me- 
ningkatnya  ketegangan  komunal  bisa  meng- 
ancam  keseimbangan  tak  mantab  itu.  Ini 
bisa  terjadi  bila  ketegangan  Israel-Palestina 
menjadi  tak  tertahankan  akibat  aksi-aksi 
teroris  dan  pembalasan  serta  pelanggaran- 
pelanggaran  Israel.  Kaum  ekstremis  di  Israel 
bisa  berusaha  mcngubah  status  quo  dengan 
mengusir  ratusan  aktivis  Palestina  ke  Yorda- 
nia dan  secara  demikian  mengganggu  stabili- 


tas  rezimnya  dan,  dengan  persetujuan  diam- 
diam  Suriah,  menciptakan  suatu  entitas  Pa- 
lestina di  Yordania.  Untuk  menghadapi  ke- 
mungkinan  semacam  itu,  dilakukan  usaha- 
usaha  untuk  memantapkan  stabilitas  intern 
melalui  bantuan  ekonomi  dan  pengaturan- 
pengaturan  mikro  lain. 

Kebijaksanaan  pasifikasi  itu  ~  dilihat  se- 
cara keliru  sebagai  identik  dengan  proses 
perdamaian  -  untuk  jangka  pendek  bisa  ber- 
hasil.  Pihak-pihak  yang  terlibat  mampu 
mempertahankannya  melalui  suatu  kombi- 
nasi  metode  carrot-and-stick  (bujukan  dan 
ancaman). 

Adalah  ironis  bahwa  orang-orang  Pales- 
tina sasaran  kebijaksanaan  pengendalian 
dan  pasifikasi  itu  menunjang  dipertahan- 
kannya  status  quo.  Kebijaksanaan-kebijak- 
sanaan  negativis  mereka  tidak  membiarkan 
opsi  selain  dipertahankannya  status  quo. 
Secara  demikian  status  quo  itu  bukan  saja 
diperkuat  tetapi  juga  diberi  legitimasi.  Seba- 
gai akibatnya^  formula  pendamaian-untuk- 
tanah  kehilangan  relevansinya  dan  proses 
perdamaian  kehilangan  artinya. 

Untuk  menekan  kontradiksi  itu,  dilaku- 
kan usaha  untuk  menggambarkan  status  quo 
sebagai  suatu  situasi  statis,  yang  dibekukan 
pada  suatu  tahap  yang  membiarkan  semua 
opsi  terbuka.  Data  dan  fakta-fakta  di  medan 
diabaikan  atau  ditafsirkan  secara  salah. 
Keputusan-keputusan  mengenai  isyu-isyu 
mikro,  seperti  pembukaan  sebuah  bank  atau 
pengangkatan  seorang  pejabat,  diambil 
pada  pertemuan  rahasia  para  diplomat,  yang 
ikut  mempertahankan  ilusi  proses  perdamai- 
an dan  fiksi  momentum.  Perbaikan  keadaan 
ekonomi  sebagi  sarana  perubahan  politik 
(suatu  konsep  Marxis  yang  anehnya  diguna- 
kan  oleh  negara-negara  kapitalis)  mendapat 
prioritas  tinggi. 
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Namun  usaha  menipu  diri  itu  tidak  dapat 
mempengaruhi  kenyataan  dan  bahkan  tidak 
didukung  semua  pihak  yang  terlibat.  Mereka 
memahami  kebijaksanaan  itu  dalam  rangka 
perjuangan  di  mana  mereka  terlibat.  Orang- 
orang  Israel  menafsirkannya  sebagai  ijin  un- 
tuk  melakukan  aneksasi  mereka;  orang- 
orang  Palestina  menfasirkan  sebagai  usaha 
untuk  menyuap  dan  memecah  mereka.  Aki- 
batnya  ketegangan  komunal  meningkat. 

Nation-Building  Palestina 

Dua  puluh  tahun  dominasi  Israel  telah 
menciptakan  suatu  proses  nation-building 
Palestina  yang  kuat.  Ironisnya,  hal  itu  hanya 
dapat  terjadi  di  bawah  pendudukan  Israel 
yang  merupakan  suatu  tantangan  besar,  an- 
caman  sungguh-sungguh  terhadap  kohesi 
masyarakat  Palestina  dan  identitas  nasional 
Palestina.  Tetapi  tanggapannya  juga  kuat. 
Perbaikan  taraf  hidup,  proletarisasi  petani 
dan  urbanisasi  menciptakan  mobilitas  sosial, 
kehausan  akan  pendidikan  dan  investasi 
dalam  sumber  daya  manusia.  Kesadaran 
sosial  dan  politik  berkembang.  Jaringan- 
jaringan  dan  lembaga-lembaga  masyarakat 
yang  otonom  dan  sukarela  berkembang  un- 
tuk menghadapi  usaha  Israel  memecah  ma- 
syarakat Palestina. 

Pendudukan  telah  menghasilkan  para- 
doks  suatu  masyarakat  yang  tak  berdaya  te- 
tapi penuh  vitalitas.  Orang-orang  Palestina 
yang  lahir  selama  pendudukan  kurang  berse- 
dia  untuk  menerima  status  quo  dan  menun- 
jukkan  perlawanan  yang  lebih  kuat  terhadap 
pendudukan.  Proses  ini  tidak  boleh  dilihal 
sebagai  dukungan  untuk  PLO  sebagai  suatu 
lembaga  politik  yang  efektif.  Memang,  ke- 
banyakan  orang  Palestina  mendukung  PLO 
sebagai  lambang  nasionalisme  Palestina, 
tetapi  orang  semakin  kecewa  dengan  ga- 


gasan  bahwa  PLO  bisa  bertindak  efektif  un- 
tuk membebaskan  mereka  dari  kesengsara- 
an. 

Bangsa  Palestina  di  bawah  dominasi 
Israel  tidak  mampu  merumuskan  suatu  stra- 
tegi  politik  yang  konstruktif.  Larangan  total 
terhadap  kegiatan  politik  regional  dan  peng- 
gangguan  serta  deportasi  pemimpin-pemim- 
pin  Palestina  secara  serius  menghambat 
diskusi  politik  di  muka  umum.  Di  lain  pi- 
hak, ancaman  pembalasan,  intimidasi  dan 
pembunuhan  orang-orang  Palestina  yang 
berani  menyatakan  pendapat  yang  menyim- 
pang  dari  posisi  resmi  PLO  menjerat  semua 
orang  kecuali  beberapa. 

Akan  tetapi  hambatan  utama  lebih  men- 
dasar.  Menurut  penilaian  optimistik,  orang- 
orang  Palestina  akan  dapat  bertahan  di  wi- 
layah  pendudukan.  Tetapi  ini  bukan  penye- 
lesaian  bagi  dua  juta  orang  Palestina  di 
negara-negara  lain  yang  aspirasinya  terung- 
kap  dalam  kredo  fundamental  PLO  -  al- 
awda  (kembali)  ke  Palestina. 


Strategi  Realistik 

Merumuskan  suatu  strategi  realistik  ber- 
arti  bahwa  orang-orang  Palestina  harus  di- 
beritahu  agar  melepaskan  harapan  itu.  Para 
pemimpin  Palestina  sampai  November  1988 
takut  memberitahukan  kebenaran  obyektif 
ini  kepada  saudara-saudaranya  di  pengung- 
sian.  Mereka  akan  memperlakukannya  seba- 
gai pengkhianat  dan  dari  sudut  pandangan 
mereka  itu  tepat.  Seorang  pemimpin  Pales- 
tina harus  mampu  menantang  status  quo 
sambil  mengakui  kendala-kendala  obyektif 
yang  tidak  dapat  diubah  secara  realistik. 
Tetapi  pendekatan  konstruktif  yang  berang- 
sur-angsur  semacam  itu  akan  dinilai  sebagai 
sikap  mengalah  dan  bahkan  pengkhianatan. 
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Karena  tiada  tantangan  semacam  itu  bagi 
rakyat  Israel,  mereka  tetap  melihat  diri  me- 
reka  terlibat  dalam  suatu  perjuangan  untuk 
survival  dan  percaya  akan  keadilan  posisi 
mereka  terhadap  bangsa  Palestina.  Keba- 
nyakan  tidak  melihat  adanya  suatu  alternatif 
status  quo  pendudukan.  Hal  ini  tidak  me- 
ngusik  katahati  mereka  karena  sistem  ganda 
atasan  dan  bawahan  dilihat  sebagai  suatu 
keharusan  politik  demi  keamanan  nasional. 
Mereka  tidak  dipaksa  memilih  antara  nilai- 
nilai  patriotik  dan  nilai-nilai  liberal  demo- 
krasi.  Dihadapkan  pada  negativisme  Palesti- 
na, segala  alternatif  penguasaan  total  tam- 
pak  tak  dapat  diterima  sampai  rakyat  Pales- 
tina di  Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza  bangkit 
dan  melancarkan  suatu  intifadah  atau  pem- 
berontakan  untuk  melawan  pendudukan. 
Dalam  rangka  itu  pada  8  Desember  1987 
mereka  memulai  suatu  gelombang  kerusuh- 
an  yang  melumpuhkan  kehidupan. 


Tahap  Baru  Perlawanan  Palestina 

Gelombang  kerusuhan  yang  melanda  Ja- 
lur Gaza  dan  Tepi  Barat  yang  diduduki 
Israel  itu  merupakan  suatu  tahap  baru  da- 
lam gerakan  perlawanan  Palestina.  Kerusuh- 
an itu  mulai  dengan  reaksi  berantai  seperti 
biasanya.  Pada  hari  itu  sebuah  truk  militer 
menewaskan  empat  orang  Arab  di  kota 
Gaza.  Menurut  tentara  Israel  itu  adalah 
suatu  kecelakaan  di  jalanan,  tetapi  orang- 
orang  Palestina  mengatakan  bahwa  hal  itu 
disengaja,  mungkin  sebagai  pembalasan  pe- 
nusukan  seorang  warga  sipil  Israel  oleh  se- 
orang  Arab.  Demonstrasi-demonstrasi  pro- 
tes  dilancarkan  di  Gaza  maupun  di  Tepi 
Barat  dan  terjadilah  bentrokan  dengan  pa- 
sukan-pasukan  Israel  yang  berusaha  mem- 
bubarkannya.  Maka  jatuhlah  banyak  kor- 


ban  dan  hal  itu  semakin  mengobarkan  perla- 
wanan Palestina  terhadap  pendudukan  Is- 
rael. Anak-anak  belasan  tahun  keluar  dari 
kamp-kamp  pengungsi  untuk  menghadapi 
pasukan  Israel.  Mereka  membuat  rintangan- 
rintangan  jalan  dengan  membakar  ban-ban 
mobil  dan  melempari  tentara  Israel  dengan 
batu.  Mereka  tidak  takut  mati. 

Israel  Menganggap  Enteng 

Beberapa  hari  setelah  gelombang  keke- 
rasan  itu  mulai,  Kepala  Staf  Umum  Ang- 
katan  Bersenjata  Israel,  Jenderal  Dan  Shom- 
ron  berusaha  menenangkan  rakyat  Israel  de- 
ngan mengatakan  bahwa  huru-hara  itu  akan 
berakhir  dalam  waktu  beberapa  hari.  Kata- 
kata  itu  diulangi  oleh  PM  Shamir  dan  Wakil 
PM  Simon  Peres  dan  sebulan  kemudian  oleh 
Menteri  Pertahanan  Yitzhak  Rabin.  Mereka 
semua  ternyata  salah.  Mereka  menganggap 
enteng  apa  yang  berlangsung  di  kedua  wila- 
yah  pendudukan  itu.  Sejak  1967  pendapat 
umum  di  Israel  ialah  bahwa  perlawanan  Pa- 
lestina di  wilayah-wilayah  itu  akan  datang 
dalam  gelombang-gelombang  pendek  dan 
bahwa  Israel  dapat  menguasai  wilayah-wila- 
yah itu  selama  menginginkannya.  Kerusuh- 
an-kerusuhan  sekarang  ini  dilihat  sebagai 
akibat  hasutan  dari  luar  oleh  pimpinan  PLO 
atau  agitasi  dalam  negeri  oleh  para  aktivis 
PLO.  Dengan  menangkap  para  agitator  dan 
mengusir  beberapa  di  antara  mereka  dan  de- 
ngan melaksanakan  kebijaksanaan  tangan 
besi  untuk  sementara  waktu,  kerusuhan  dan 
demonstrasi-demonstrasi  itu  lambat-laun 
akan  berakhir.  Itulah  perhitungan  para  pe- 
nguasa  Israel. 

Kerusuhan  Belum  Berakhir 

Akan  tetapi  kini  setelah  satu  tahun  lebih 
kerusuhan  itu  belum  juga  berakhir.  Selain 
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itu  beberapa  orang  pemimpin  di  Yerusalem 
Timur  dan  Tepi  Barat  yang  terkenal  sebagai 
moderat  di  kalangan  pendukung  PLO  beru- 
saha  melancarkan  suatu  kampanye  pem- 
bangkangan  sipil  untuk  memaksa  Israel 
mengakhiri  pendudukan  atau  memberi  pen- 
duduk  Arab-nya  persamaan  hak-hak  politik 
dengan  warga  Israel.  Dan  kampanye  yang 
dipimpin  oleh  wartawan  senior  Hanna  Sini- 
ora  itu  tidak  main-main. 

Sementara  itu  Tentara  Israel  mengubah 
kebijaksanaannya  menghadapi  para  peru- 
suh.  Mereka  berusaha  mengurung  orang- 
orang  Palestina  di  kamp-kamp  dan  kota- 
kota  mereka  dan  memotong  aliran  air  dan 
listrik  dan  pemasokan  bahan  makanan.  Me- 
reka juga  mengenakan  jam  malam  di  tem- 
pat-tempat  itu.  Akan  tetapi  diragukan  apa- 
kah  tindakan-tindakan  itu  akan  berhasil 
mematahkan  perlawanan  Palestina. 

Pernyataan  Perang 

Gelombang  kerusuhan  itu  adalah  pernya- 
taan simbolis  perang  saudara  Israel-Pales- 
tina.  Seharusnya  para  pemimpin  Israel  siap 
untuk  menghadapinya.  Para  jenderal  Israel 
memantau  datangnya  taufan  itu.  Seharus- 
nya mereka  sampai  pada  kesimpulan  yang 
sama  seperti  para  peneliti  independen  yang 
memperingatkan  bahwa  telah  mulai  suatu 
tahap  baru  perlawanan  Palestina,  suatu  ta- 
hap  yang  bercirikan  prakarsa  rakyat  setem- 
pat  tanpa  koordinasi  yang  diambil  oleh 
orang-orang  mudah  marah  yang  tidak  takut 
mati. 

Tetapi  jenderal-jenderal  Israel  itu  men- 
jadi  tawanan  gagasan  usang  bahwa  sengketa 
Arab-Israel  adalah  suatu  sengketa  yang  di- 
sulut  dari  luar.  Secara  demikian  gelombang 
kerusuhan  itu  merupakan  sesuatu  yang  men- 


dadak  bagi  mereka.  Desember  1987  merupa- 
kan Yom  Kipur  Israel  yang  kedua.  Pada  ta- 
hun  1973  mereka  tidak  mengira  bahwa  Mesir 
dan  Suriah  akan  menyerang  Israel.  Demi- 
kian pun  pada  tahun  1987  mereka  mengabai- 
kan  tanda-tanda  bahwa  akan  terjadi  suatu 
pemberontakan.  Tetapi  mereka  belajar  de- 
ngan cepat  dan  mengerahkan  tentara  sebagai 
pasukan  keamanan  dalam  negeri  untuk  me- 
numpas  pemberontakan  itu. 


Unjuk  Kekuatan  Warga  Arab-Israel 

Kebijaksanaan  tangan  besi  Israel  itu 
membangkitkan  rasa  kesetiakawanan  yang 
kuat  di  kalangan  warga  Arab-Israel.  Pemo- 
gokan  umum  yang  mereka  lancarkan  seba- 
gai tanda  simpati  dengan  saudara-saudara 
mereka  di  Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza  adalah 
manifestasi  impresif  kekuatan  masyarakat 
mereka  yang  berkembang  selama  40  tahun 
hidup  dalam  negara  Yahudi.  Kekuatan  itu  ti- 
dak diarahkan  untuk  menghancurkan  Israel 
tetapi  untuk  menuntut  tempat  mereka  di 
dalamnya  sebagai  suatu  minoritas  nasional. 
Rakyat  Arab-Israel  menentukan  12  kursi 
dalam  parlemen.  Mereka  memegang  balans 
antara  kedua  partai  politik  Yahudi  utama 
dan  secara  demikian  mereka  menentukan 
siapa  akan  membentuk  kabinet.  Dalam  pe- 
mogokan  bulan  Desember  itu  xnereka  meng- 
isyaratkan  kepada  rakyat  Yahudi  Israel, 
bahwa  Israel  telah  merupakan  suatu  negara 
binasional  (dua  bangsa),  dan  bahwa  masa- 
lahnya  tidak  terbatas  pada  penentuan  wila- 
yah-wilayah  yang  diduduki  Israel,  tetapi  me- 
libatkan  interaksi  komunal  Arab- Yahudi  di 
seluruh  negeri.  Kombinasi  tantangan  para 
pengungsi  dan  rakyat  Arab-Israel  itu  menun- 
jukkan  kepada  mereka  yang  ingin  melihat 
bahwa  suatu  minoritas  tak  berdaya  bisa  me- 
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rupakan  suatu  tantangan  bagi  mayoritas 
yang  kuat  dan  bahkan  menentukan  pilihan- 
nya. 

Israel  Meiighindar 

Para  pemimpin  dan  masyarakat  Israel  le- 
bih  senang  menganggap  sepi  tantangan  itu 
dan  menghindari  soal  yang  sebenarnya  de- 
ngan  membatasi  pemberontakan  itu  sebagai 
soal  hukum  dan  tertib.  Dan  memang,  pi- 
lihan  Israel  tak  tertahankan.  Mengakui  legi- 
timasi  perjuangan  Palestina  dan  melepaskan 
Tepi  Barat  serta  Jalur  Gaza  akan  membaha- 
yakan  eksistensinya  sendiri,  sedangkan 
mengakui  tuntutan  Arab  akan  persamaan 
total  akan  berarti  merongrong  dasarnya  se- 
bagai suatu  negara  Yahudi. 

Akan  tetapi  menghindar  bukanlah  suatu 
penyelesaian.  Kedua  masyarakat  itu  terlibat 
dalam  suatu  pertarungan  sengit.  Tantangan 
terhadap  status  quo  pendudukan  akan  ber- 
lanjut  dan  keputusan-keputusan  akan  diam- 
bil  karena  Israel  tidak  berbuat  apa-apa,  Jika 
sengketa  komunal  Israel-Palestina  itu  men- 
jadi  tak  tertahankan  bagi  rakyat  Israel,  me- 
reka  akan  memilih  pemerintah  garis  keras 
yang  akan  mengusir  ratusan  aktivis  Pales- 
tina ke  seberang  Sungai  Yordan  dan  hal  itu 
akan  mengganggu  kestabilan  pemerintah 
Yordania  dan  menciptakan  Palestina  di  Yor- 
dania  dan  secara  demikian  menghidupkan 
kembali  sengketa  antar  negaranya.  Jika  Is- 
rael, dengan  kedok  "pendudukan  sementa- 
ra,"  untuk  waktu  tak  terbatas  menolak  hak- 
hak  politik  bagi  rakyat  Palestina,  ia  bukan 
lagi  suatu  negara  demokrasi.  Sekarang  juga 
Israel  harus  memilih:  mempertahankan  sifat 
Yahudinya  dengan  melepaskan  Tepi  Barat 
dan  Jalur  Gaza  atau  melepaskan  sifat  demo- 
krasinya. 


Titik-titik  Terang 

Beberapa  pejabat  dan  ahli  Amerika  Seri- 
kat  tentang  Timur  Tengah  menemukan 
alasan  untuk  optimis  dalam  huru-hara  seka- 
rang ini.  Sengketa  Arab-Israel  sejak  lama 
mengalami  jalan  buntu.  Boleh  jadi  huru- 
hara  itu  akan  menerobos  kemacetan  itu.  Pa- 
ling tidak  gelombang  kerusuhan  yang  setelah 
satu  tahun  lebih  belum  menunjukkan  tanda- 
tanda  akan  berakhir  menyadarkan  semua  pi- 
hak  bahwa  pendudukan  Israel  itu  tidak 
dapat  dipertahankan  untuk  selama-lamanya 
dan  bahwa  masalah  Palestina  harus  sesegera 
mungkin  diselesaikan  secara  politik.  Pada 
gilirannya,  hal  itu  memperkuat  kelompok 
moderat  pimpinan  Yasser  Arafat  dalam 
tubuh  PLO  yang  ingin  mencari  suatu  penye- 
lesaian politik  dan  dalam  rangka  itu  bersedia 
untuk  memperlunak  tuntutan  mereka  de- 
ngan menerima  Resolusi  Dewan  Keamanan 
PBB  No.  242  yang  secara  tersirat  mengakui 
hak  hidup  Israel. 

Pada  sidang  Dewan  Nasional  Palestina 
~  yang  berfungsi  sebagai  parlemen  dalam 
pengasingan  -  di  Aljir  pada  12-15  November 
1988,  kelompok  moderat  itu  memperjuang- 
kan  suatu  siasat  politik  ham  yang  menerima 
Resolusi  242  itu  dan  mengutuk  terorisme. 
Terjadi  perdebatan  seru  dengan  kelompok 
radikal  yang  mempertahankan  tujuan  gerak- 
an  semula,  yaitu  membebaskan  seluruh  Pa- 
lestina dengan  meniadakan  Israel.  Akan  te- 
tapi sidang  akhirnya  menerima  siasat  politik 
baru  itu.  Diputuskan  untuk  memproklama- 
sikan  Negara  Palestina  yang  akan  hidup  ber- 
dampingan  secara  damai  dengan  Israel. 


Proklamasi  Negara  Palestina 

Berdasarkan  keputusan  itu,  pada  15  No- 
vember 1988  Dewan  Nasional  Palestina  me- 
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nyatakan  berdirinya  Negara  Palestina  di 
Tepi  Barat  Sungai  Yordan  dan  Jalur  Gaza 
dengan  Yerusalem  sebagai  ibukota.  Kejadi- 
an  ini  kita  sambut  dengan  gembira,  bukan 
saja  karena  kita  menjunjung  tinggi  asas 
bahwa  kemerdekaan  itu  adalah  hak  segala 
bangsa,  tetapi  juga  karena  hal  itu  merupa- 
kan  suatu  langkah  menuju  penyelesaian 
sengketa  Arab-Israel  secara  damai  berdasar- 
kan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  No. 
242  dan  338. 

Hasil  Sidang  PNC 

Proklamasi  Kemerdekaan  Palestina  itu 
merupakan  pelaksanaan  salah  satu  Resolusi 
Sidang  Dewan  Nasional  Palestina  yang  dia- 
dakan  untuk  membicarakan  intifadah  atau 
pemberontakan  Palestina  di  Tepi  Barat  dan 
Jalur  Gaza  yang  mulai  pada  8  Desember 
1987  dan  masih  berlangsung  biarpun  Israel 
berusaha  keras  untuk  menumpasnya,  dan 
apa  yang  perlu  dilakukan  untuk  memantab- 
kan  hasilnya. 

Siasat  politik  baru  itu  dituangkan  dalam 
suatu  deklarasi  politik  yang  juga  memuat 
Naskah  Proklamasi  Negara  Palestina  beri- 
kut:  "Dengan  ini  Dewan  Nasional  Palestina 
atas  nama  Tuhan,  atas  iiama  bangsa  Pales- 
tina dan  atas  nama  bangsa  Arab  menyata- 
kan  berdirinya  Negara  Palestina  dengan  Ye- 
rusalem sebagai  ibukotanya  untuk  semua 
orang  Palestina  di  mana  pun  mereka  bera- 
da."  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  negara 
yang  baru  itu  akan  diperintah  "dengan 
sistem  demokrasi  parlementer  berdasarkan 
kebebasan  pendapat,  banyak  partai,  kebe- 
basan  beribadah  dan  hak-hak  yang  sama  an- 
tara  wanita  dan  pria." 

Konperensi  juga  menyerukan  diadakan- 
nya   konperensi   internasional   di  bawah 


naungan  PBB  untuk  mengusahakan  perda- 
maian  Arab-Israel  dengan  partisipasi  semua 
pihak  yang  terlibat  dalam  sengketanya  ter- 
masuk  PLO  dengan  kedudukan  yang  sama 
berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan 
PBB  No.  242  dan  338  dan  Resolusi-resolusi 
PBB  yang  berkaitan  lainnya.  Dalam  konpe- 
rensi itu  juga  akan  dibicarakan  dan  ditetap- 
kan  perbatasan  Negara  Palestina. 

Maksud  Proklamasi 

Proklamasi  Kemerdekaan  itu  dimaksud- 
kan  sebagai  suatu  langkah  menuju  perda- 
maian,  untuk  memperbaiki  citra  PLO  di 
Dunia  Barat  dan  mendapatkan  keuntungan 
politik  yang  baru.  Negara  Palestina  yang  di- 
proklamasikan  itu  tidak  lagi  menuntut  se- 
luruh  Palestina  seperti  ditegaskan  dalam 
Piagam  Nasional  Palestina  tahun  1964,  me- 
lainkan  sebuah  negara  yang  bermaksud 
hidup  berdampingan  secara  damai  dengan 
Israel.  Hal  itu  berarti  bahwa  Negara  Pales- 
tina bukanlah  ancaman  bagi  Israel  seperti 
dikatakan  Israel  dan  negara-negara  Barat 
pendukungnya.  Pada  gilirannya  itu  berarti 
bahwa  PLO  telah  menjadi  moderat  dan  oleh 
sebab  itu  perjuangannya  untuk  mendapat- 
kan hak-hak  nasional  bangsa  Palestina  perlu 
mendapat  simpati  dan  dukungan  semua  ne- 
gara termasuk  negara-negara  yang  men- 
dukung  Israel. 

Realisme  Positif 

Dengan  demikian  tindakan  PNC  itu  ada- 
lah suatu  tindakan  yang  mencerminkan  si- 
kap  moderat  yang  realistis  dalam  arti  bahwa 
PNC  menerima  kenyataan-kenyataan  dan 
berusaha  mengakomodasinya.  Mereka  me- 
nyadari  bahwa  mereka  tidak  akan  mampu 


470 


ANALISIS  CSIS.  1989-5 


mendapatkan  kembali  seluruh  Palestina  dan 
dalam  rangka  itu  menghancurkan  Israel,  bu- 
kan  saja  karena  keunggulan  militernya  me- 
lainkan  juga  karena  komitmen  Amerika  Se- 
rikat  dan  sekutu-sekutu  Baratnya  akan  ke- 
amanan  negara  itu.  Mereka  juga  menyadari 
bahwa  Israel  adalah  sebuah  negara  anggota 
PBB.  Berdasarkan  kesadaran  itu  PNC  tidak 
lagi  bermaksud  mewujudkan  suatu  Negara 
Palestina  yang  menggantikan  Israel,  tetapi 
suatu  negara  yang  lebih  kecil  di  samping 
Israel. 

Mereka  juga  menyadari  bahwa  hanya 
Amerika  Serikat  mampu  membuat  Israel 
angkat  kaki  dari  wilayah-wilayah  Arab  yang 
didudukinya  sejak  1967,  apalagi  Amerika 
telah  menegaskan  tidak  akan  membiarkan 
Israel  mencaplok  wilayah-wilayah  itu.  Lebih 
dari  itu  Amerika  Serikat  telah  berjanji  lewat 
Raja  Hussein  bahwa  "bila  telah  jelas  di- 
umumkan  bahwa  PLO  telah  menerima  Re- 
solusi  No.  242  dan  338,  bersedia  berunding 
dengan  Israel  dan  menolak  terorisme,  Ame- 
rika Serikat  menerima  fakta  bahwa  sebuah 
undangan  akan  disampaikan  kepada  PLO 
untuk  menghadiri  suatu  konperensi  interna- 
sional."  Janji  itu  diberikan  dalam  sebuah 
jawaban  tertuUs  tanggal  25  Januari  1986. 
Hal  itu  ikut  mempengaruhi  keputusan  PNC 
untuk  menerima  Resolusi-resolusi  PBB  itu 
dan  mengutuk  terorisme. 

Uni  Soviet  juga  ikut  memainkan  peran- 
annya.  Sesuai  dengan  garis  baru  yang  dianut 
negara  itu  dalam  politik  luar  negerinya  di 
bawah  Gorbachev,  para  pemimpin  Soviet 
berulangkali  memberi  nasihat  kepada  Yasser 
Arafat  agar  memperlunak  sikapnya  dan 
mengakui  Israel  dengan  menerima  Resolusi 
No.  242  tersebut.'  Karena  bergantung  pada 
Uni  Soviet  untuk  persenjataan  dan  dukung- 


Lihat  karaiigan  dalam  Suara  Karya,  12  Juli  1988. 


an  politik,  PLO  tidak  dapat  mengabaikan 
nasihat  Soviet  itu. 

Tindakan  Bijaksana 

Proklamasi  Negara  Palestina  di  samping 
Israel  itu  juga  merupakan  suatu  tindakan  bi- 
jaksana karena  dapat  menggerakkan  suatu 
perkembangan  menuju  perwujudan  cita-cita 
bangsa  Palestina  untuk  menguasai  sebagian 
tanah  airnya  dan  hidup  sebagai  suatu  bangsa 
yang  merdeka,  biarpun  hal  itu  masih  memer- 
lukan  perjuangan  yang  lama.  Berdirinya  Ne- 
gara Palestina  di  sebagian  wilayah  Palestina 
akan  mengakhiri  keadaan  tak  punya  negara 
(stateless)  jutaan  warga  Palestina  yang  terse- 
bar  di  banyak  negara.  Hanya  di  Yordania 
rakyat  Palestina  diberi  kewarganegaraan.  Di 
negara-negara  lainnya  mereka  adalah  orang 
asing  tanpa  negara.  Diperkirakan  bahwa 
hanya  sebagian  kecil  akan  kembali  ke  tanah 
air  mereka.  Kebanyakan  akan  tetap  tinggal 
di  negara-negara  di  mana  mereka  telah  ber- 
hasil  membangun  kehidupan  yang  baik  se- 
bagai guru,  perawat,  dokter,  pengacara, 
konsultan  atau  pegawai  negeri.  Seperti  kita 
ketahui,  tingkat  pendidikan  warga  Palestina 
termasuk  yang  paling  tinggi  di  dunia  Arab. 

Negara  Palestina 

Wilayah  Negara  Palestina  adalah  seba- 
gian Palestina  yang  meliputi  Tepi  Barat  dan 
Jalur  Gaza,  tetapi  belumlah  jelas  berapa 
luasnya  karena  soal  perbatasan  akan  dibica- 
rakan  dan  ditetapkan  dalam  konperensi  per- 
damaian  kelak.  Kedua  wilayah  itu  sendiri 
adalah  seluas  5.808  km^  dan  penduduknya 
sekitar  1.320.000  jiwa,  yaitu  800.000  di  Tepi 
Barat  dan  532.000  di  Jalur  Gaza.  Tetapi 
negara  itu  dimaksud  untuk  semua  orang 
Palestina  di  mana  pun  mereka  berada.  Se- 
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perti  dapat  dilihat  pada  Tabel,  bangsa  Pales- 
tina  kini  hampir  lima  juta  orang  dan  tersebar 
di  banyak  negara. 


BANGSA  PALESTINA  TERSEBAR 


Negeri 

Jumlah 

Yordania 

1.200.000 

Israel 

620.000 

Tepi  Barat 

800.000 

Jalur  Gaza 

520.000 

Kuwait 

400.000 

Libanon 

350.000 

Arab  Saudi 

250.000 

Suriah 

210.000 

Irak 

95.000 

Mesir 

60.000 

Libia 

60.000 

Negeri-negeri  Lain 

120.000 

Jumlah 

4.700.000 

Sumber:    The  Economist,  21  Februari  1987. 


Untuk  sementara  waktu  sampai  diada- 
kan  pemilihan  umum,  PNC  berfungsi  seba- 
gai  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Komite  Sen- 
tral  sebagai  Senat  dan  Komite  Eksekutif  se- 
bagai  pemerintah,  sedangkan  Aljir  dipilih 
sebagai  pusat  pemerintahan.  Komite  Ekse- 
kutif di  bawah  pimpinan  Yasser  Arafat  di- 
kuasakan  untuk  ikut  dalam  perundingan- 
perundingan  dalam  konperensi  perdamaian 
internasional.  Perwakilan  PLO  di  luar 
negeri  akan  ditingkatkan  menjadi  kedutaan 
besar. 

Masalah-masalah 

Proklamasi  Kemerdekaan  P&lestina  itu 
disambut  dengan  gembira  bukan  saja  oleh 


warga  Palestina  di  mana  pun  mereka  berada 
tetapi  juga  oleh  kebanyakan  negara  Arab 
dan  negara-negara  lain  termasuk  Indonesia, 
India,  Bangladesh  dan  Malaysia.  Tetapi  ne- 
gara-negara Barat  umumnya  tidak  begitu  se- 
nang.  Inggris  misalnya  menganggapnya  pre- 
matur  atau  belum  waktunya.  Demikianpun 
Amerika  Serikat  belum  bersedia  untuk  me- 
ngakuinya  biarpun  melihat  banyak  segi 
positif  dalam  Deklarasi  Politik  tersebut. 
Washington  baru  akan  mengambil  sikap 
yang  tegas  setelah  mempelajari  dokumen  itu 
dengan  seksama.  Sebelumnya  PLO  sudah 
berulangkali  mengatakan  menerima  Resolu- 
si  No.  242  dan  338,  tetapi  menambahkan 
resolusi-resolusi  lain  sehingga  tidaklah  jelas 
apa  yang  dimaksud. 

Lebih  buruk  lagi,  Israel  dengan  tegas 
menolaknya  dan  mengerahkan  lebih  banyak 
tentara  untuk  menegakkan  kekuasaannya 
atas  kedua  wilayah  itu.  Israel  tidak  akan 
memberikan  kemerdekaan  kepadanya  dan 
menyerahkannya  kepada  PLO  kecuali  kalau 
mendapat  tekanan  seperlunya  dari  Amerika 
Serikat.  Perlawanan  Israel  itulah  kiranya 
hambatan  utama  terhadap  berfungsinya  Ne- 
gara Palestina.  Tidak  peduli  pengakuan  ba- 
nyak negara,  kalau  Israel  menolaknya  ia  ti- 
dak lengkap.  Menurut  hukum  internasional, 
suatu  negara  bukan  saja  memerlukan  wila- 
yah dan  penduduk  serta  pemerintah,  melain- 
kan  juga  kekuasaan  atas  wilayah  itu  dan 
kedaulatan. 

Amerika  Serikat  Memegang  Kunci- 
nya 

Amerika  Serikat  satu-satunya  negara 
yang  dapat  membuat  Israel  angkat  kaki  dari 
wilayah-wilayah  yang  didudukinya  itu.  Hal 
ini  disadari  oleh  negara-negara  Arab  dan 
PLO  itu  sendiri.  Kenyataannya,  Deklarasi 


472 

Politik  PNC  tersebut  di  atas  juga  dimaksud 
untuk  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  di- 
tetapkan  Amerika  Serikat  untuk  mengakui 
FLO  sebagai  pihak  sengketa  Arab-Israel  dan 
mengikutsertakannya  dalam  konperensi  per- 
damaian.  Dalam  Deklarasi  itu  PNC  menya- 
takan  menerima  Resolusi  No.  242  dan  338 
sebagai  landasan  perundingan  perdamaian 
dan  mengutuk  terorisme  baik  perorangan 
maupun  negara.  Seperti  kita  lihat  di  atas, 
Amerika  Serikat  telah  berjanji  secara  tertulis 
akan  mengakui  PLO  dan  mengikutsertakan- 
nya dalam  perundingan  perdamaian  bila 
PLO  melakukan  kedua  hal  itu.  Sekarang 
PLO  menagih  janji  itu. 

Hal  itu  menempatkan  Amerika  Serikat 
dalam  kesulitan.  Pada  saat  itu  Amerika 
Serikat  belum  tahu  apa  yang  harus  dilaku- 
kannya  dan  oleh  sebab  itu  belum  dapat  me- 
ngambil  sikap  yang  tegas.  Di  satu  pihak  ia 
mengatakan  bahwa  Deklarasi  Politik  PNC 
itu  mengandung  segi-segi  positif,  tetapi  di 
lain  pihak  ia  memandang  Proklamasi  Ke- 
merdekaan  Palestina  itu  sebagai  suatu  aksi 
sepihak  padahal  itu  menyangkut  dua  pihak 
dan  oleh  sebab  itu  harus  dibicarakan  lebih 
dahulu.  Karena  tidak  dapat  mengabaikan 
segi-segi  positif  itu,  ia  mengatakan  baru 
akan  mengambil  sikap  yang  tegas  setelah 
mempelajari  dokumennya.  Ternyata  bahwa 
dalam  dokumen  itu  PLO  belum  memenuhi 
syarat-syarat  yang  diajukan  Amerika  Seri- 
kat. Amerika  Serikat  khususnya  berkeberat- 
an  dengan  resolusi  yang  menyamakan  zio- 
nisme  dengan  rasialisme.  Pernyataan  Yasser 
Arafat  pada  sidang  Majelis  Umum  di  Jene- 
wa  pada  13  Desember  juga  dianggapnya 
kurang  memadai.  Untuk  diakui  sebagai  pi- 
hak sengketa  dan  peserta  dalam  perunding- 
an perdamaian  Arab-Israel,  PLO  harus  ma- 
ju  selangkah  lagi  dengan  mengakui  Israel 
secara  eksplisit  dan  menolak  terorisme. 
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Belajar  dari  penolakan  Amerika  Serikat 
itu,  Yasser  Arafat  pada  14  Desember  mem- 
buat  pernyataan  yang  eksplisit  seperti  dimin- 
ta  oleh  Washington.  Ia  menegaskan  bahwa 
ia  "secara  total  dan  mutlak  menolak  teroris- 
me kelompok  maupun  individual"  dan 
bahwa  "penentuan  nasib  sendiri  Palestina 
tidak  berarti  penghancuran  Israel."  Hal  itu 
dilakukannya  dalam  suatu  konperensi  pers 
yang  dipantau  Amerika  Serikat  dengan  cer- 
mat.  Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Serikat 
George  Shultz  akhirnya  menganggap  per- 
nyataan itu  memadai  dan  Presiden  Reagan 
membuat  pernyataan  sebagai  berikut: 

Ketiga  hal  itulah  yang  telah  lama  menjadi  syarat 
yang  kami  ajukan.  Dan  mereka  (PLO)  telah  meme- 
nuhinya.  Oleh  karena  itu.saya  telah  memerintahkan 
Departemen  Luar  Negeri  untuk  bersiap  mengadakan 
dialog  langsung  dengan  para  wakil  PLO. 


Amerika  Serikat  Membuka  Dialog 
dengan  PLO 

Akhirnya  terjadi  juga  perubahan  dalam 
kebijaksanaan  Amerika  Serikat  terhadap 
PLO.  Pada  14  Desember  1988  Presiden 
Reagan  memutuskan  bahwa  Amerika  Seri- 
kat akan.  memulai  dialog  yang  sungguh- 
sungguh  dengan  PLO  sebagai  langkah  pen- 
ting  dalam  proses  perdamaian.  Keputusan 
itu  merupakan  jawaban  atas  pernyataan 
Pemimpin  PLO  Yasser  Arafat  beberapa  saat 
sebelumnya  yang  dengan  tegas  mengakui 
eksistensi  Israel,  menerima  Resolusi  Dewan 
Keamanan  PBB  No.  242  dan  338  dan  meno- 
lak terorisme  secara  total  dan  mutlak.  Kepu- 
tusan itu  dapat  disambut  dengan  gembira 
karena  merupakan  suatu  titik-balik  dalam 
usaha  perdamaian  Arab-Israel. 
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Amerika  Serikat  Memenuhi  Janjinya 


Keputusan  Presiden  Reagan  untuk  mem- 
buka  suatu  dialog  yang  sungguh-sungguh 
dengan  PLO  itu  berarti  bahwa  Amerika  Se- 
rikat memegang  janji  yang  telah  diberikan 
kepadanya,  guna  mencari  suatu  penyelesai- 
an  yang  menyeluriih  bagi  sengketa  Arab- 
Israel. 

Dengan  demikian  dapat  dikatakan 
bahwa  keputusan  Amerika  Serikat  itu  meru- 
pakan  suatu  tanggapan  positif  atas  perubah- 
an  sikap  PLO  dari  keras  menjadi  moderat. 
Perubahan  sikap  itu  terjadi  secara  berang- 
sur-angsur. 

Seperti  ditegaskan  oleh  Menlu  Amerika 
Serikat  George  Shultz  dalam  konperensi  pers 
yang  diadakannya  untuk  mengumumkan 
keputusan  Amerika  Serikat,  dialog  yang 
akan  diadakan  dengan  PLO  itu  dimaksud 
sebagai  langkah  menuju  perdamaian  Arab- 
Israel  yang  menyeluruh.  Dengan  kata  lain, 
Amerika  Serikat  bersedia  membuka  dialog 
itu  dalam  rangka  usaha  perdamaian.  Sehu- 
bungan  dengan  itu  ia  mengatakan  bahwa  hal 
itu  tidak  berarti  bahwa  Amerika  Serikat 
mengakui  Negara  Palestina  yang  berdirinya 
dinyatakan  PNC  pada  16  November  yang 
lalu.  Baginya  status  Tepi  Barat  dan  Jalur 
Gaza  merupakan  soal  bilateral  yang  harus 
dibicarakan  dan  diputuskan  dalam  perun- 
dingan  perdamaian.  Dengan  demikian  dapat 
diperkirakan  bahwa  dialog  Amerika  Serikat- 
PLO  itu  akan  disusul  langkah-langkah 
menuju  diadakannya  konperensi  per- 
damaian di  mana  Israel  dan  negara-negara 
Arab  yang  bersangkutan  dan  PLO  akan 
mengadakan  perundingan  menuju  penyele- 
saian  sengketa  Arab-Israel  yang  menyelu- 
ruh. 


Memperkuat  Kelompok  Moderat 
PLO 

Keputusan  Amerika  Serikat  untuk  mem- 
buka dialog  dengan  PLO  itu  memperkuat 
kelompok  moderat  pimpinan  Yasser  Arafat, 
khususnya  karena  membuktikan  bahwa  ga- 
ris  moderat  yang  dianutnya  adalah  tepat  dan 
akan  mendatangkan  hasil  yang  diharapkan 
berupa  pengembalian  wilayah-wilayah  Arab 
yang  diduduki  Israel  sejak  1967  sehingga 
Negara  Palestina  dapat  menguasainya  dan 
menegakkan  kedaulatannya.  Secara  demi- 
kian Yasser  Arafat  mendapat  dukungan 
kuat  untuk  meneruskan  kebijaksanaannya 
sampai  tujuannya  tercapai,  yaitu  Negara 
Palestina  di  samping  Israel. 

Tindakan  Yasser  Arafat  untuk  mengakui 
Israel  dan  menolak  terorisme  memang  di- 
tentang  beberapa  kelompok  radikal  yang 
kecil  dalam  tubuh  PLO,  termasuk  PFLP 
pimpinan  George  Habash,  PFLP-General 
Command  pimpinan  Ahmed  Jibril,  Al- 
Saiqa,  kelompok  Abu  Nidal  dan  kelompok 
Abu  Mussa,  tetapi  mereka  merupakan  mino- 
ritas,  sedangkan  mayoritas  dan  rakyat  Pales- 
tina terutama  di  Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza 
menyambutnya  dengan  baik,  terutama  sete- 
lah  Amerika  Serikat  mengakui  PLO  dan 
membuka  dialog  dengannya. 


Mengamankan  Kepentingan  Ameri- 
ka Serikat 

Kebanyakan  negara  Arab  juga  menyam- 
but  keputusan  Amerika  Serikat  itu  dengan 
gembira,  terutama  negara-negara  moderat 
yang  sejak  lama  mendesak  Amerika  Serikat 
untuk  mengakui  PLQ  seperti  Mesir,  Yorda- 
nia,  Maroko,  Arab  Saudi  dan  negara-negara 
Teluk  lainnya.  Mereka  percaya  bahwa  de- 
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ngan  keputusan  itu  salah  satu  hambatan  po- 
kok  usaha  perdamaian  Arab-Israel  disingkir- 
kan.  Mereka  yakin  ikut  memainkan  peranan 
dalam  pengambilan  keputusan  itu.  Khusus- 
nya  Presiden  Hosni  Mubarak  telah  banyak 
berjasa  untuk  membujuk  Yasser  Arafat  un- 
tuk  mengambil  sikap  lunak  dalam  rangka 
mendapatkan  pengakuan  Amerika  Serikat. 
Sebelum  sidang  Majelis  Umum  di  Jenewa,  ia 
mendesaknya  agar  tetap  moderat  dan  tidak 
terpancing  oleh  tindakan  Amerika  Serikat 
menolak  memberikan  visa  kepadanya.  Seba- 
gai  akibat  keputusan  Amerika  Serikat  itu, 
kedudukan  Amerika  Serikat  di  Dunia  Arab 
menjadi  lebih  baik  dan  kepentingan-kepen- 
tingannya  di  kawasan  itu  lebih  terjamin. 
Pada  gilirannya  hal  itu  akan  mendorong 
Amerika  Serikat  untuk  meneruskan  usaha 
perdamaiannya. 


Momentum  Usaha  Perdamaian 

Dengan  dibukanya  dialog  antara  Ameri- 
ka Serikat  dan  PLO  itu,  usaha  perdamaian 
Arab-Israel  yang  sejak  beberapa  waktu  me- 
ngalami  kemacetan  mendapat  momentum 
baru.  Majelis  Umum  PBB  yang  sedang  me- 
ngadakan  sidang  khusus  di  Jenewa  untuk 
membicarakan  masalah  Palestina  menyam- 
but  baik  keputusan  Amerika  Serikat  itu  dan 
mengambil  langkah-langkah  untuk  memper- 
lancar  proses  perdamaiannya.  Sekjen  PBB 
menilainya  sebagai  titik  balik  yang  berse- 
jarah  dan  mengusahakan  agar  tindakan  itu 
disusul  dengan  diadakannya  suatu  konpe- 
rensi  perdamaian  internasional  di  bawah 
naungan  PBB. 

Pada  15  Desember  1988  Majelis  Umum 
menerima  dua  resolusi  mengenai  masalah 
Palestina.  Yang  pertama  menyerukan  diada- 
kannya  konperensi   perdamaian  interna- 


sional di  bawah  naungan  PBB  dengan  parti- 
sipasi  semua  pihak  sengketa,  termasuk  PLO, 
berdasarkan  persamaan  dan  kelima  anggota 
tetap  Dewan  Keamanan  atas  dasar  Resolusi 
Dewan  Keamanan  PBB  No.  242  dan  338  dan 
hak-hak  nasional  bangsa  Palestina  yang  sah, 
terutama  hak  atas  penentuan  nasib  sendiri. 
Resolusi  yang  kedua  mengakui  Proklamasi 
Negara  Palestina  oleh  PNC  pada  15  Novem- 
ber 1988,  mengukuhkan  perlunya  memung- 
kinkan  bangsa  Palestina  melaksanakan  ke- 
daulatannya  atas  wilayah  mereka  yang  didu- 
duki  sejak  1967  dan  memutuskan  bahwa 
mulai  15  Desember  1988  sebutan  "Palesti- 
na" harus  digunakan  sebagai  ganti  sebutan 
"PLO"  dalam  sistem  PBB  tanpa  mengubah 
status  dan  fungsi  peninjau  PLO  dalam 
sistem  PBB.  Sekjen  PBB  diminta  untuk  me- 
ngambil langkah-langkah  yang  perlu  untuk 
melaksanakan  resolusi-resolusi  itu. 

Konperensi  Perdamaian 

Sesuai  dengan  itu,  Sekjen  PBB  kiranya 
akan  segera  mulai  usahanya  mempersiapkan 
konperensi  perdamaian  internasional  me- 
ngenai Timur  Tengah  dan  dalam  rangka  itu 
membentuk  suatu  komite  persiapan  serta 
memikirkan  jaminan-jaminan  keamanan 
bagi  negara-negara  kawasan  dengan  menga- 
dakan  konsultasi  dengan  Dewan  Keamanan. 
Ia  akan  menetapkan  tempat  dan  tanggalnya 
dan  menyampaikan  undangan  kepadapihak- 
pihak  dan  kelima  anggota  tetap  Dewan  Kea- 
manan. 

Dalam  usahanya  itu  ia  kiranya  tidak 
akan  menemui  kesulitan  dari  PLO  dan  nega- 
ra-negara Arab  yang  bersangkutan  karena 
konperensi  perdamaian  internasional  sema- 
cam  itu  adalah  tuntutan  mereka.  Israel-lah 
yang  akan  menghambatnya.  PM  Shamir 
telah  berulang  kali  menentang  gagasan  itu. 
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Pemimpin  itu  juga  mengecam  keputusan 
Amerika  Serikat  untuk  membuka  dialog  de- 
ngan  PLO  sebagai  suatu  kesalahan  besar. 
Menurut  pendapatnya  Amerika  Serikat 
tidak  mengenal  siapa  PLO  itu  sebenarnya. 
Baginya  pernyataan  Yasser  Arafat  itu  suatu 
penipuan  yang  monumental,  Kenyataannya 
Dewan  Nasional  Palestina  tetap  berpegang- 
an  pada  Piagam  Nasional  Palestina  tahun 
1964  yang  bertekad  untuk  melenyapkan  Is- 
rael. Oleh  sebab  itu  pemerintah  Israel  tidak 
percaya  bahwa  PLO  telah  menjadi  moderat 
dan  puas  dengan  sebuah  negara  di  samping 
Israel. 

Akan  tetapi  Israel  akan  mendapat  tekan- 
an  yang  semakin  berat  bukan  saja  dari  PBB 
dan  banyak  negara  anggotanya,  melainkan 
juga  dari  negara-negara  pendukungnya  ter- 
masuk  Amerika  Serikat.  Setelah  membuka 
dialog  dengan  PLO,  Amerika  Serikat  akan 
menggunakan  segala  cara  untuk  meyakin- 
kan  Israel  agar  juga  mengakui  PLO  dan 
ikutserta  dalam  konperensi  perdamaian 
internasional  yang  disponsori  PBB  di  man.a 
ia  dapat  mengadakan  perundingan-perun- 
dingan  bilateral  dengan  negara-negara  Arab 
yang  bersangkutan  dan  PLO.  Negara  adi- 
daya  itu  mempunyai  kemampuan  untuk 
membuat  Israel  menerima  konperensi  perda- 
maian internasional  semacam  itu  dan  bila 
perlu  akan  menggunakannya  karena  yakin 
bahwa  perdamaian  Arab-Israel  yang  menye- 
luruh  akan  menjamin  keamanan  eksistensi 
Israel  maupun  kepentingan-kepentingannya 
sendiri. 

Menuju  Perundingan  Perdamaian 
Israel-Palestina 

Seperti  telah  dikemukakan  sebelymnya 
pemerintah  Israel  yang  dibentuk  PM  Shamir 
pada  22  Desember  1988  sejauh  ini  menolak 


ajakan  pemimpin  PLO  Yasser  Arafat  untuk 
merundingkan  perdamaian  di  bawah  naung- 
an  PBB,  akan  tetapi  di  bawah  tekanan  da- 
lam dan  luar  negeri  yang  semakin  mening- 
kat,  cepat  atau  lambat  Israel  akan  mengu- 
bah  sikapnya  dan  bersedia  untuk  menerima 
konperensi  perdamaian  internasional  seperti 
diserukan  oleh  Majelis  Umum  PBB  dalam 
Resolusinya  tanggal  15  Desember  1988, 


Pemerintah  Baru  Israel 

Keputusan  Amerika  Serikat  membuka 
dialog  d^engan  PLO  bukan  saja  mengejutkan 
para  pemimpin  Israel  tetapi  juga  mendorong 
PM  Shamir,  yang  ditunjuk  untuk  memben- 
tuk  pemerintah  baru  berdasarkan  hasil  Pe- 
milihan  Umum  1  November  1988,  untuk 
memberikan  konsesi-konsesi  yang  dituntut 
Partai  Buruh  pimpinan  Shimon  Peres  seba- 
gai syarat  untuk  berkoalisi,  Pada  21  Desem- 
ber 1988  Partai  Likud  dan  Partai  Buruh 
menandatangani  suatu  perjanjian  koalisi 
dan  hari  berikutnya  parlemen  mengesahkan 
kabinet  persatuan  nasional  yang  dibentuk 
PM  Shamir. 

Berbeda  dengan  kabinet  sebelumnya,  ja- 
batan  perdana  menteri  tidak  digilir  antara 
Peres  dan  Shamir,  tetapi  dipegang  oleh 
Shamir  selama  4  tahun.  Akan  tetapi  selebih- 
nya  kedua  partai  itu  mempunyai  kedudukan 
yang  sama  seperti  dituntut  oleh  Partai  Bu- 
ruh. Masing-masing  mempunyai  11  menteri 
termasuk  2  menteri  tanpa  portofolio,  se- 
dangkan  Partai  Shas  mempunyai  2  menteri. 
Simon  Peres  menjadi  Wakil  PM  dan  me- 
rangkap  sebagai  menteri  keuangan,  sedang- 
kan  David  Levy  (Likud)  menjadi  Wakil  PM 
yang  lain.  Yitzhak  Rabin  tetap  sebagai 
Menteri  Pertahanan  dan  Moshe  Arens 
(Likud)  mengambilalih  kementerian  luar  ne- 
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geri  menggantikan  Simon  Peres.  Yang  pan- 
tas  dica.tat  ialah  duduknya  dua  tokoh  Partai 
Buruh  yang  sebelumnya  telah  mendesak  pe- 
merintah  agar  mengadakan  perundingan  de- 
ngan  PLO  setelah  AS  mengambil  keputusan 
tersebut  di  atas. 

Dua  Usui  Perundingan  Perdamaian 

Pemerintah  baru  ini  dapat  disebut  peme- 
rintah  persatuan  nasional  seperti  pemerintah 
sebelumnya,  tetapi  jelas  condong  ke  kanan. 
Dalam  perjanjian  koalisi  dibatasi  langkah- 
langkah  Israel  menuju  perdamaian.  Kedua 
partai  dengan  tegas  menolak  usul  perunding- 
an perdamaian  yang  disampaikan  Yasser 
Arafat  dalam  pidatonya  di  Majelis  Umum 
PBB  pada  12  Desember  1988  dan  menandas-, 
kan  bahwa  pemerintah  Israel  tidak  akan 
berunding  dengan  PLO.  Sebagai  gantinya, 
perjanjian  itu  mengulangi  seruan  lama 
Likud  agar  diadakan  perundingan  dengan 
negara-negara  tetangga  Israel  seperti  Yorda- 
nia,  Suriah  dan  Mesir,  dan  mengambilalih 
tawaran  Partai  Buruh  untuk  mengikutserta- 
kan  orang-orang  Palestina  non-PLO  yang 
tinggal  di  Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza.  "Kita 
harus  berbuat  segala  sesuatu  untuk  mengata- 
kan  kepada  Amerika  Serikat,  Uni  Soviet, 
Eropa  dan  negara-negara  Arab  bahwa 
dalam  saat  sulit  ini  rakyat  Israel  bersatu  dan 
membentuk  satu  pemerintah,"  kata  PM 
Shamir.^ 

Dengan  demikian  Pemerintah  Baru  Is- 
rael juga  menginginkan  perdamaian,  tetapi 
mengusahakan  agar  usaha  perdamaiannya 
dilakukan  dalam  rangka  pelaksanaan  Perse- 
tujuan  Camp  David.  Sebagai  transisi,  rakyat 
Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza  akan  diberi  oto- 
nomi  selama  5  tahun  dan  dalam  kurun 
waktu  itu  diadakan  perundingan  mengenai 

^Newsweek,  2  Januari  1989. 


Status  final  kedua  wilayah  pendudukan  itu. 
Akan  tetapi  Israel  menolak  PLO  sebagai  pe- 
serta.  Rakyat  kedua  wilayah  pendudukan  itu 
dapat  diwakili  oleh  orang-orang  Palestina 
yang  bukan  PLO.  Baik  PLO  maupun  nega- 
ra-negara yang  bersangkutan  langsung  me- 
nolak usul  tandingan  Israel  itu.  Mereka  te- 
tap  menuntut  agar  diadakan  konperensi  per- 
damaian internasional  dengan  peserta  pihak- 
pihak  sengketa  termasuk  PLO  dan  kelima 
anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB  seperti 
diserukan  Resolusi  Majelis  Umum  tersebut 
di  atas. 


Tekanan  Atas  Israel  Meningkat 

Sepintas  lalu  semuianya  itu  berarti  bahwa 
usaha  perdamaian  Arab-Israel  akan  tetap 
macet.  Akan  tetapi  terjadi  suatu  perkem- 
bangan  yang  memberikan  harapan.  Israel 
mendapat  tekanan  dalam  maupun  luar  nege- 
ri  yang  semakin  meningkat  agar  mengada- 
kan perundingan  dengan  PLO  setelah  orga- 
nisasi  ini  memperlunak  sikapnya  dan  secara 
tegas  menerima  hak  hidup  Israel,  menolak 
terorisme  dan  menerima  Resolusi  Dewan 
Keamanan  PBB  No.  242  dan  338  sebagai  da- 
sar  perundingan  untuk  menyelesaikan  seng- 
keta Arab-Israel  secara  menyeluruh.  Peme- 
rintah Israel  mendapat  tekanan  itu  bukan  sa- 
ja  dari  PBB,  Gerakan  Non-Blok,  Organisasi 
Konperensi  Islam  dan  Liga  Arab,  melainkan 
juga  dari  negara-negara  yang  selama  ini  de- 
ngan gigih  mendukung  Israel,  khususnya 
Amerika  Serikat  yang  selalu  di  pihaknya  dan 
memberikan  bantuan  sekitar  US$3  milyar 
per  tahun.  Desakan  itu  juga  datang  dari  para 
pemimpin  Yahudi  di  Amerika  Serikat  dan 
negara-negara  lain.  Dalih  Israel  bahwa  PLO 
dan  Negara  Palestina  merupakan  ancaman 
bagi  eksistensi  dan  keamanannya  telah 
gugur. 
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Tekanan  Dalam  Negeri 

Lebih  penting  lagi,  tekanan  itu  juga  da- 
tang  dari  dalam  negeri  Israel  sendiri.  Sema- 
kin  banyak  warga  Israel  mendesak  pemerin- 
tah  mereka  agar  mengadakan  perundingan 
dengan  PLO  menuju  perdamaian.  Menurut 
pengumpulan  pendapat  yang  dilakukan  oleh 
Institut  Dahaf  yang  diterbitkan  dalam  koran 
terbesar  Israel  Yedioth  Ahronoth,  54%  war- 
ga Israel  Yahudi  mendukung  perundingan 
Israel-PLO  semacam  itu,  44%  menentang- 
nya  dan  2%  tidak  mempunyai  pendapat. 
Dengan  demikian  mayoritas  rakyat  Israel 
mendukung  perundingan  itu.^ 

Di  antara  para  pendukung  perundingan 
dengan  PLO  itu  terdapat  orang-orang  yang 
berpengaruh.  Lebih  dari  100  jenderal  ca- 
dangan  Israel  yang  tergabung  dalam  Dewan 
Perdamaian  dan  Keamanan,  suatu  kelom- 
pok  jenderal  purnawirawan  Israel,  berpen- 
dapat  bahwa  perdamaian  adalah  aset  kea- 
manan yang  besar  dan  pantas  dibeli  dengan 
tanah.  Mereka  menolak  pandangan  peme- 
rintah  bahwa  wilayah-wilayah  pendudukan 
diperlukan  untuk  menopang  keamanan  Is- 
rael. Kata  mereka,  wilayah-wilayah  itu  kini 
justru  merupakan  hal  yang  merugikan  dan 
oleh  sebab  itu  sebaiknya  dilepaskan  demi 
perdamaian. 

Jenderal  purnawirawan  Ori  Orr,  yang 
pada  tahun  1985  memimpin  penarikan  pa- 
sukan  Israel  dari  Beirut  menegaskan:  "Ma- 
salah  strategi  pokok  kita  adalah  bahwa 
rakyat  Palestina  yang  diduduki  ~  dalam 
waktu  dua  tahun  mereka  akan  berjumlah  2 
juta  orang  -  tidak  mau  diperintah  oleh 
kita."  la  memperingatkan  bahwa  "jika  kita 
meneruskan  pendudukan,  negara-negara 
Arab  sepuluh  tahun  lagi  akan  mulai  perang 
baru  melawan  kita.  Tetapi  terlepas  dari  apa 

^UhdiX  Jakarta  Post,  23  Desember  1988. 


yang  bisa  dilakukan  orang-orang  Arab,  tu- 
gas  menguasai  wilayah-wilayah  itu  begitu 
berat  dan  mengalihkan  perhatian  sehingga 
kita  tidak  mampu  memusatkan  perhatian 
kita  pada  masalah-masalah  kita  yang  lebih 
serius.  Kita  cenderung  melupakan  bahwa 
kita  hanya  suatu  negara  Dunia  Ketiga  yang 
kecil  dalam  proses  pembangunan.  Kalau  kita 
melakukan  tekanan  terlalu  berat  pada  3,5 
juta  orang  Yahudi  Israel,  sistem  demokrasi 
kita  akan  runtuh." 

Di  kalangan  militer  Israel,  pandangan 
Ori  Orr  itu  dianut  banyak  perwira  senior 
yang  masih  aktif  dalam  tingkat  yang  berbe- 
da-beda.  Menurut  Brigjen  (purnawirawan) 
Ephraim  Sneh,  mantan  Administrator  Tepi 
Barat,  "Kebanyakan  perwira  senior,  dari 
(Kastaf  Dan)  Shomron  ke  bawah,  akan  lebih 
senang  dengan  penarikan  parsial  dari  Tepi 
Barat  yang  bebas  militer  daripada  dengan 
gagasan  Israel  Raya  (PM)  Shamir.  Ini  ada- 
lah soal  analisis  keamanan  yang  jujur.  ... 
Tiga  pesawat  intai  AWACS  akan  memberi 
kita  peringatan  awal  yang  lebih  baik  dari- 
pada posisi-posisi  kita  di  pegunungan  Tepi 
Barat. '"^ 

Mengenai  hal  itu  seorang  komentator  mi- 
liter terkemuka  Israel  mengatakan:  "Para 
politisi  bertindak  seolah-olah  IDF  (Ang- 
katan  Pertahanan  Israel)  bisa  menyelesaikan 
semua  masalah  Israel.  Sekarang  para  jende- 
ral purnawirawan  kita  secara  terang- 
terangan  memperingatkan  mereka:  "Jangan 
menipu  diri  anda  sendiri.  Masalah-masalah- 
nya  lebih  buruk  dari  perkiraan  anda,  dan  an- 
da harus  melakukan  bagian  anda." 

Lebih  dari  itu  dua  orang  tokoh  Partai 
Buruh  yang  duduk  dalam  kabinet  sekarang 
ini  maupun  sebelumnya,  yaitu  Ezer  Weis- 
mann  dan  Jenderal  Purnawirawan  Motta 

^Newsweek,  6  Juni  1988. 
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Gur,  telah  mendesak  PM  Shamir  untuk 
berunding  dengan  PLO.  Mereka  menyuara- 
kan  pendapat  mereka  itu  setiap  kali  ada  ke- 
sempatan.  Kehadiran  mereka  dalam  kabinet 
pasti  akan  mempunyai  pengaruh  yang  posi- 
tif.  Biarpun  PM  Shamir  sejauh  ini  dengan 
tegas  menolak  PLO,  di  bawah  tekanan- 
tekanan  itu  ia  kiranya  akan  berubah  jika 
PLO  bisa  mendukung  pernyataan  kompro- 
minya  dengan  tindakan-tindakan  nyata.  Bila 
PLO  memenuhi  janjinya  untuk  menghen- 
tikan  terorismenya  selama  katakan  6  bulan, 
hal  itu  bisa  meyakinkan  Pemerintah  Israel 
bahwa  Yasser  Arafat  jujur  dalam  pernyata- 
annya  bahwa  PLO  mengakui  hak  hidup 
Israel  dan  bisa  diajak  berunding.  Pada  saat 
itu  Amerika  Serikat  bisa  menggunakan  pe- 
ngaruhnya  untuk  mendorong  Israel  ke  meja 
perundingan  dalam  konperensi  perdamaian 
internasional  yang  disponsori  PBB. 


Pemilihan  Umum  Baru 

Kalau  PM  Shamir  dan  partainya  tetap 
pada  sikap  kerasnya  itu,  maka  akan  terjadi 
perpecahan  parah  dalam  kabinetnya.  Partai 
Buruh  akan  keluar  dari  pemerintah  sehingga 
harus  diadakan  pemilihan  umum  baru  sesuai 
dengan  salah  satu  perjanjian  koalisi.  Dapat 
dipastikan  bahwa  partai  itu  akan  keluar  se- 
bagai  pemenang  karena,  seperti  kita  lihat  di 
atas,  mayoritas  54%  rakyat  Israel  mendu- 
kung perundingan  perdamaian  dengan  PLO 
yang  telah  menjadi  moderat  itu.  Pemerintah 
baru  yang  akan  dibentuk  Partai  Buruh  sen- 
diri  atau  dengan  partai-partai  kecil  lain  yang 
sealiran  akan  menerima  konperensi  interna- 
sional yang  disponsori  PBB  dan  mengada- 
kan  perundingan  perdamaian  dengan  nega- 
ra-negara  Arab  tetangganya  dan  PLO/Pa- 
lestina  menuju  penyelesaian  sengketa  Arab- 
Israel  secara  menyeluruh. 


Mungkin  pemilihan  umum  yang  baru  itu 
tidak  perlu  diadakan  karena  Partai  Likud 
juga  tahu  bahwa  Partai  Buruh  akan  me- 
nang.  Prospek  itu  mungkin  sudah  cukup  un- 
tuk membuat  PM  Shamir  dan  partainya 
memperlunak  sikapnya  dan  bersedia  untuk 
berunding  dengan  PLO/Palestina  dalam 
konperensi  internasional  tersebut  dan  secara 
demikian  ikut  menentukan  hasilnya. 


Penutup 

Bagaimana  pun,  dengan  atau  tanpa  pe- 
milihan umum  yang  baru,  di  bawah  mening- 
katnya  tekanan  dalam  dan  luar  negeri  Peme- 
rintah Israel  akan  memperlunak  sikapnya 
dan  mengadakan  perundingan  dengan  PLO/ 
Palestina  dalam  konperensi  perdamaian  in- 
ternasional seperti  diserukan  oleh  Majelis 
Umum  PBB  tersebut.  Kemungkinan  besar 
konperensi  itu  akan  dibuka  tahun  ini, 

Kedua  negara  adidaya  sudah  sepakat 
bahwa  sengketa  Arab-Israel  harus  sesegera 
mungkin  diselesaikan  karena  berlanjutnya 
sengketa  itu  mempersulit  usaha  untuk  mem- 
perbaiki  hubungan  antara  mereka.  Meng- 
ingat  isyu-isyunya,  perundingan  akan  alot 
dan  makan  waktu  tetapi  akan  mencapai 
kemajuan-kemajuan  berkat  momentum 
yang  diciptakannya  dan  pengaruh  Amerika 
Serikat  di  satu  pihak  dan  Uni  Soviet  di  pihak 
lain,  sampai  pada  akhirnya  dicapai  suatu  pe- 
nyelesaian yang  menyeluruh,  termasuk  ber- 
dirinya  Negara  Palestina  yang  hidup  ber- 
dampingan  secara  damai  dengan  Israel. 
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Pangsa  Pasar  dan  Pengembangan 
Ekspor  Non-Migas  Indonesia 

ke  Jepang 

Rustian  KAMAL  UDDIN 


SEJAK  PELITA  IV,  sebagai  akibat  ke- 
merosotan  harga  migas,  kesulitan  da- 
na  pembangunan  dan  masalah  beban 
utang  luar  negeri,  pemerintah  telah  mengam- 
bil  berbagai  kebijaksanaan  penyesuaian  eko- 
nomi. 

Berbagai  kebijaksanaan  penyesuaian  itu 
terutama  bertujuan  meningkatkan  daya 
saing  komoditi  ekspor  non-migas  dan  pe- 
ningkatan  devisa  hasil  ekspor,  di  samping 
merangsang  penanaman  modal,  khususnya 
modal  asing.  Dengan  demikian  terdapat 
kecenderungan  pemerintah  untuk  menem- 
puh  arah  strategi  dan  kebijaksanaan  indus- 
trialisasi  yang  lebih  berorientasi  ke  luar  out- 
ward looking).  Namun  demikian,  kebijaksa- 
naan orientasi  ekspor,  khususnya  ekspor 
non-migas,  seringkali  mengalami  berbagai 
hambatan  dan  kesulitan  di  pasar  luar  negeri. 
Hal  ini  antara  lain  disebabkan  lemahnya 
daya  saing  komoditi  kita,  kelesuan  ekonomi 
dunia  dan  melemahnya  harga  komoditi 
ekspor,  kebijaksanaan  prolektif  negara- 
negara  industri  dan  sebagainya. 

Dalam  perdagangan  luar  negeri,  mitra 


dagang  Indonesia  yang  utama  dari  yang  ter- 
besar  berturut-turut  adalah  Jepang,  Ameri- 
ka  Serikat,  Jerman  Barat,  Perancis,  Inggris, 
dan  seterusnya.  Sebagai  ilustrasi  nilai  ekspor 
Indonesia  ke  Jepang  pada  tahun  1986  adalah 
US$6,644,1  juta  atau  44,9%  dan  pada  tahun 
1987  meningkat  menjadi  US$7,373,3  juta 
atau  43,1%  dari  jumlah  seluruh  ekspor  In- 
donesia. Namun  demikian  pada  tahun  1986 
dari  total  ekspor  ke  Jepang  itu  hanya  sebesar 
18,7%  saja  yang  merupakan  ekspor  non- 
migas.  Pada  tahun  1987  ekspor  non-migas 
itu  meningkat  menjadi  24,7%  dari  total  eks- 
por ke  Jepang.  Dengan  demikian  peranan 
ekspor  non-migas  Indonesia  ke  Jepang  rela- 
tif  masih  rendah,  sungguhpun  telah  ada  ke- 
cenderungan peningkatannya. 

Dari  data-data  IMF,  Direction  of  Trade 
Statistics  Yearbook  1988,  dapat  dikeiahui 
bahwa  secara  totalitas  pangsa  pasar  (market 
share)  dari  nilai  ekspor  Indonesia  ke  Jepang 
dalam  periode  1981-1987  rata-rata  hanya  se- 
besar 2,02%  dari  nilai  inipor  Jepang. 

Karena  relatif  masih  rendahnya  nilai  eks- 
por non-migas  Indonesia  ke  Jepang,  walau- 
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Tabel  1 


NERACA  PERDAGANGAN  INDONESIA- JEPANG,  1981-1987 
(Nilai  US$  Juta) 


Tahun 

Ekspor 

Impor 

'Troncalfci 

ke 

dari 

Perdagangan 

Perdagangan 

Jepang  (X)^ 

Jepang  (M)'' 

(X-M) 

(X  +  M) 

1981 

13.305,3 

4.122,8 

+  9.182,5 

17.428,1 

1982 

12.005,0 

4.260,6 

+  7.744,4 

16.265,6 

1983 

10.432,3 

3.552,1 

+  6.880,2 

13.984,4 

1984 

11.161,8 

3.073,4 

+  8.088,4 

14.235,2 

1985 

10.119,0 

2.172,5 

+  7.946,5 

12.291,5 

1986 

7.310,5 

2.660,9 

+  4.649,6 

9.971,4 

1987 

8.427,3 

2.990,0 

+  5.437,3 

11.417,3 

Jiimlah 

72.761,2 

22.832,3 

+  49.928,9 

95.593,5 

^Ekspor:  FOB 
''Impor:  C  &  F 

Sumber:    Kedutaan  Besar  RI  di  Tokyo,  Laporan  Tahunan  (dikutip  dan  dihitung  dari  beberapa  tahun  penerbitan). 


pun  ada  kecenderungan  meningkat,  serta 
pangsa  pasar  yang  masih  kecil,  maka  ekspor 
non-migas  Indonesia  ke  Jepang  mempunyai 
potensi  dan  prospek  yang  cukup  baik  dan 
menguntungkan  untuk  dikembangkan  lebih 
lanjut  di  masa-masa  mendatang. 


Neraca  Perdagangan  Indonesia-Je- 
pang 

Transaksi  perdagangan  Indonesia  de- 
ngan  Jepang  menunjukkan  kecenderungan 
yang  menurun  terus-menerus  dari  tahun 
1981  hingga  1986,  tetapi  tahun  1987  mening- 
kat kembali.  Kecenderungan  ini  terjadi  baik 
dari  segi  impor  maupun  dari  segi  ekspor.  De- 
mikian  pula,  surplus  perdagangan  bilateral 
selalu  berada  di  pihak  Indonesia,  tetapi  ne- 


raca perdagangan  itu  cenderung  menurun 
pada  tahun  1981  hingga  1986,  dan  kemudian 
pada  tahun  1987  agak  meningkat  kembali. 
Perkembangan  ini  secara  rinci  dapat  dilihat 
pada  Tabel  1 . 

Jika  dihitung  dan  dianalisa  dari  Tabel  1 
tersebut  di  atas  ternyata  bahwa  dari  tahun 
1981  hingga  1986  ekspor  Indonesia  ke  Je- 
pang menurun  dengan  laju  pertumbuhan 
-11,29%  rata-rata  per  tahun.  Demikian  pula 
impor  menurun  -8,38%;  neraca  perdagang- 
an menurun  -12,72%  dan  transaksi  perda- 
gangan menurun  -10,57%  rata-rata  per  ta- 
hun. Sedangkan  pada  tahun  1987  terjadi 
kenaikan  kembali  dibandingkan  dengan 
tahun  1986,  yaitu  ekspor  meningkat 
15,28%;  impor  meningkat  12,37%;  neraca 
perdagangan  meningkat  16,94%  dan  tran- 
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saksi  perdagangan  meningkat  14,50%. 

Terlihat  pula  bahwa  ekspor  Indonesia  ke 
Jepang  selama  periode  1981-1987  berjumlah 
US$72,761,2  juta  dan  jumlah  impor  selama 
periode  yang  sama  berjumlah  US$22,832,3 
juta.  Dengan  demikian  jumlah  surplus  nera- 
ca  perdagangan  untuk  Indonesia  adalah  se- 
banyak  US$95,593,5  juta  dan  jumlah  tran- 
saksi  perdagangan  mencapai  US$95,593,5 
juta  pada  periode  yang  bersangkutan.  Jika 
dibandingkan  dengan  data  IMF  ternyata 
posisi  dan  peranan  perdagangan  dengan 
Jepang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  de- 
ngan yang  terjadi  antara  Indonesia  dengan 
AS  dan  Indonesia  dengan  negara-negara 
MEE  dalam  periode  yang  sama.  Dalam  hu- 
bungan  ini  neraca  perdagangan  Indonesia 
dengan  AS  mengalami  defisit  sebesar 
US$26,255  juta  dan  dengan  MEE  mengalami 
surplus  sebesar  US$4,932  juta.  Sedangkan 
transaksi  perdagangan  Indonesia  dengan  AS 
berjumlah  US$43,291  juta  dan  dengan  MEE 
sebesar  US$24,938  juta.  Dari  data-data  ter- 
sebut  ternyata  bahwa  ketergantungan  perda- 
gangan ekspor  dan  impor  Indonesia  dengan 
Jepang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  de- 
ngan AS  atau  MEE. 


Komposisi  Ekspor  Indonesia  ke  Je- 
pang: Migas  dan  Non-Migas 

Merosotijiya  ekspor  Indonesia  ke  Jepang 
sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  di  sam- 
ping  sebab-sebab  lainnya,  terutama  terjadi 
karena  merosotnya  harga  minyak  bumi  yang 
menurun  dengan  tajam  pada  tahun  1986. 
Namun  pada  tahun  1987  harga  minyak  mu- 
lai  meningkat  kembah  dan  menjadi  agak  sta- 
bii.  Tambahan  pula  perkembangan  ekspor 
yang  demikian  itu  terjadi  karena  ekspor  mi- 


gas  Indonesia  ke  Jepang  meliputi  kira-kira 
85%  dari  nilai  total  ekspor  Indonesia  ke 
sana.  Sehingga  perubahan  harga  dan  nilai 
ekspor  migas  Indonesia  ke  Jepang  sangat  be- 
sar pengaruhnya  terhadap  perubahan  ekspor 
secara  keseluruhannya. 

Perkembangan  komposisi  ekspor  In- 
donesia ke  Jepang  menurut  kelompok  migas 
dan  non-migas  dapat  dilihat  dalam  Tabel  2. 

Dalam  periode  1981-1987  terlihat  penu- 
runan  ekspor  migas  Indonesia  ke  Jepang 
yaitu  dari  US$11,844,4  juta  (1981)  menjadi 
US$6,313,7  juta  (1987).  Ini  berarti  terjadi 
penurunan,  dengan  laju  rata-rata  -9,95% 
per  tahun.  Sebaliknya  ekspor  non-migas  In- 
donesia ke  sana  mula-mula  cenderung  agak 
menurun  atau  tetap  saja,  tetapi  kemudian 
meningkat  sehingga  mencapai  US$2,113,6 
juta  (1987),  yang  berarti  secara  keseluruhan- 
nya meningkat  dengan  laju  pertumbuhan 
rata-rata  6,35%  per  tahun. 

Stuktur  ekspor  Indonesi_a  ke  Jepang  telah 
mengalami  pergeseran:  pada  tahun  1981 
ekspor  migas  mencapai  sebesar  89,0%  dan 
ekspor  non-migas  11,0%,  sedangkan  pada 
tahun  1987  peranan  ekspor  migas  telah  me- 
nurun menjadi  sebesar  74,9%  dan  ekspor 
non-migas  meningkat  menjadi  25,1%.  Na- 
mun demikian  selama  periode  tersebut  pe- 
ranan atau  persentase  bagian  ekspor  migas 
tetap  tinggi  yaitu  rata-rata  85,0%  per  taliun 
dan  ekspor  non-migas  rata-rata  15,0%  per 
tahun. 


Komposisi  Ekspor  Non-Migas  In- 
donesia ke  Jepang  Terinci  Menurut 
Jenis  Komoditi 

Ekspor  non-migas  Indonesia  ke  Jepang 
telah  mengalami  pergeseran  dalam  kompo- 
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Tabel  2 


KOMPOSISI  EKSPOR  INDONESIA  KB  JEPANG,  1981-1987 
(Dalam  US$  Juta) 


Nilai  Persentase  Bagian 


Tahun  Mioa«  Non-MioaR  Jumlah 


Migas  Non-Migas  juinidn  Migas  Non-Migas 


1981  11.844,4  1.460,9  13.305,3  89,0  11,0 

1982  10.724,0  1.281,0  12.005,0  89,3  10,7 

1983  9.056,3  1.376,0  10.432,3  86,8  13,2 

1984  9.786,1  1.375,7  11.161,8  87,7  12,3 

1985  8.820,3  1.298,7  10,119,0  87,2  12,8 

1986  5.858,4  1.452,1  7.310,5  80,1  19,9 

1987  6.313,7  2.113,6  8.427,3  74,9  25,1 


Sumber:   Kedutaan  Besar  RI  di  Tokyo,  Laporan  Tahunan  (dikutip  dan  dihitung  dari  beberapa  tahun  penerbitan). 


Tabel  3 


KOMPOSISI  EKSPOR  NON-MIGAS  INDONESIA  KE  JEPANG 
MENURUT  KELOMPOK  KOMODITI 


1981  1984  1987 


Kelompok 

Nilai 

% 

Nilai 

% 

Nilai 

% 

Komoditi 

(S'OOO) 

Bgn 

(S'OOO) 

Bgn 

(S'OOO) 

Bgn 

Bahan  Pangan 

302.423 

20,70 

368.552 

26,76 

535.087 

25,32 

Bahan  Tekstil 

471 

0,03 

1.156 

0,08 

670 

0,03 

Metal  &  Besi  Bekas 

259.765 

17,78 

257.293 

'18,68 

284.746 

13,47 

Bahan  Mentah 

724.628 

49,60 

356.612 

25,90 

298,022 

14,10 

Bahan  Baku  Tambang 

(Batu  Bara) 

2.625 

0,18 

14.803 

1,08 

13.692 

0,65 

Produk  Kimia 

10.086 

1,69 

8.926 

0,65 

35.302 

1,67 

Mesin  &  Peralatan 

1.911 

0,13 

492 

0,04 

1.770 

0,09 

Lain-lain 

159.007 

10,89 

369.227 

26,81 

944.148 

44,67 

Jumlah 

1.460.916 

100,00 

1.377.031 

100,00 

2.113.437 

100,00 

Sumber:    Kedutaan  Besar  RI  di  Tokyo,  Laporan  Tahunan  (dikulip  dan  dihitung  dari  beberapa  tahun  penerbitan). 
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sisinya  dari  tahun  ke  tahun.  Perkembangan 
nilai  dan  peranan  ekspor  non-migas  In- 
donesia ke  Jepang  menurut  kelompok  jenis 
komoditi  pada  tahun  1981  dan  tahun  1987 
dapat  dilihat  secara  terinci  dalam  Tabel  3. 

Secara  total  jumlah  ekspor  non-migas  In- 
donesia ke  Jepang  telah  meningkat  dengan 
laju  pertumbuhan  rata-rata  6,35%  per  ta- 
hun. Kelompok  komoditi  ekspor  non-migas 
yang  cenderung  meningkat  dari  yang  terting- 
gi  peningkatannya  adalah  kelompok  komo- 
diti Iain-lain  dengan  laju  pertumbuhan  rata- 
rata  34,57%  per  tahun,  disusul  oleh  bahan 
bakar  tambang  31,69%,  produk  kimia 
23,22%,  bahan  pangan  9,98%;  bahan  tekstil 
6,05%  dan  metal  &  besi  bekas  1,54%  rata- 
rata  per  tahun.  Sedangkan  yang  mengalami 
kecenderungan  penurunan  dari  tahun  kc 


tahun  adalah  bahan  mentah  dengan  laju  per- 
tumbuhan -13,76%  dan  mesin  &  peralatan 
-1,27%  rata-rata  per  tahun. 


Pangsa  Pasar  Ekspor  Non-Migas  In- 
donesia di  Jepang 

Pangsa  pasar  ekspor  non-migas  Indone- 
sia di  Jepang  secara  total  mengalami  sedikit 
perubahan  dari  tahun  ke  tahun,  yaitu  sebe- 
sar  1,92%  pada  tahun  1981  dan  1,84%  pada 
tahun  1987  dari  keseluruhan  impor  non- 
migas  Jepang.  Pangsa  pasar  ekspor  non- 
migas  Indonesia  di  pasaran  Jepang  dari 
tahun  1981  hingga  tahun  1987  terinci  menu- 
rut  kelompok  jenis  komoditi  dapat  dilihat 
pada  Tabel  4. 


Tabel  4 


KOMPOSISI  DAN  PANGSA  PASAR  EKSPOR  NON-MIGAS  INDONESIA  DI  JEPANG 


1981 


1987 


Kelompok 

Ekspor 

Impor 

Pangsa 

Ekspor 

Impor 

Pangsa 

Komoditi 

ke  Jepang 

Jepang 

Pasar 

ke  Jepang 

Jepang 

Pasar 

Seluruhnya 

Seluruhnya 

($■000) 

(S'OOO) 

(%) 

($'000) 

(S'OOO) 

(%) 

Bahan  Pangan 

302.403 

15.913.446 

1,90 

535.087 

22.395.198 

1.58 

Bahan  Tekstil 

.  471 

2.403.660 

0,02 

670 

2.702.012 

0.02 

Mesin  &  Besi  Bekas 

259.765 

7.284.355 

3,57 

284.746 

6.120.078 

4,65 

Bahan  Mentah 

724.628 

10.347.075 

7,00 

289.022 

13.199.788 

2,26 

Bahan  Baku  Tambang 

(Batu  Bara) 

2.625 

5.520.909 

0,05 

13.692 

4.633.464 

0.30 

Produk  Kimia 

10.086 

6.486.686 

0,16 

35.302 

11.844.857 

0.30 

Mesin  &  Peralalaii 

1.911 

10.240.060 

0,02 

1.770 

19.123.093 

0.01 

Lain-lain 

159.007 

18.051.673 

0.88 

944.148 

34.993.282 

2.70 

Jumlah 

1.460.916 

76.247.864 

1,92 

2.113.437 

II5.01I.772 

1.84 

Sumber:    Kedutaan  Bcsar  RI  di  Tokyo,  Laporan  Tahunan  (dikuiip  dan  dihilung  dari  beberapa  tahun  pencrbiian). 
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Tabel  4  menunjukkan  kelompok  komo- 
diti  ekspor  non-migas  yang  mengalami  ke- 
naikan  pangsa  pasarnya,  yang  tetap  dan 
yang  menurun.  Khusus  untuk  tahun  1987  di- 
bandingkan  dengan  tahun  1981,  kelompok 
komoditi  yang  mengalami  kenaikan  pangsa 
pasarnya  adalah  berturut-turut  metal  &  besi 
bekas  (naik  1,08%),  kelompok  Iain-lain 
(0,7%),  bahan  bakar  tambang  (0,25%)  dan 
produk  kimia  (0,14%),  Yang  tetap  pangsa 
pasarnya  adalah  bahan  tekstil,  yaitu  hanya 
sekitar  0,03%.  Sebaliknya  ada  beberapa  ke- 
lompok komoditi  yang  mengalami  penurun- 
an  pangsa  pasarnya  yaitu  bahan  mentah 
(-3,26%),  bahan  pangan  (-0,32%)  dan  mesin 
&  peralatan  (-0,01%). 

Secara  rata-rata,  pangsa  pasar  kelompok 
komoditi  Indonesia  di  Jepang  dari  yang  ter- 
besar  berturut-turut  adalah  metal  &  besi 
bekas  4,23%;  bahan  mentah  3,74%;  bahan 
pangan  2,17%;  kelompok  Iain-lain  1,66%; 
bahan  baku  tambang  0,22%;  produk  kimia 
0,01%.  Secara  keseluruhan  pangsa  pasar 
ekspor  non-migas  Indonesia  di  Jepang  sela- 
ma  periode  tersebut  hanyalah  sebesar  1,78% 
dari  total  impor  komoditi  non-migas. 


Hambatan  dan  Usaha  Pengembang- 
an  Perdagangan  Indonesia  dengan 
Jepang 

Dalam  usaha  untuk  tetap  memperkuat 
atau  mempertahankan  posisi  neraca  pemba- 
yarannya  dengan  negara-negara  lain  terma- 
suk  negara-negara  berkembang,  maka  Je- 
pang telah  mengambil  berbagai  kebijaksa- 
naan  perdagangan  luar  negeri,  khususnya 
dalam  kaitan  dengan  impornya.  Pemerintah 
Jepang  juga  telah  melakukan  berbagai  kebi- 
jaksanaan  protektif  terhadap  pasar  dalam 
negeri.  Bentuk-bentuk  kebijaksanaan  atau 


hambatan  atas  impor  ke  negaranya  itu  ber- 
sangkutan  dengan  surat  izin  kesehatan  dan 
keselamatan,  ketentuan  standar  teknis,  oto- 
risasi  impor,  kuota  global,  biaya  impor  di- 
sertai  pelayanan  impor  atas  kesehatan  dan 
keselamatan,  pajak  spesifikasi  produk,  dan 
bea  impor  khusus  disertai  kuota.  Kebijaksa- 
naan dan  hambatan  perdagangan  yang  dila- 
kukan  oleh  Jepang  tersebut  cukup  besar  pe- 
ngaruhnya  (bersifat  negatif)  atas  perdagang- 
an ekspor  Indonesia  di  pasaran  Jepang. 

Menurut  Direktorat  Jenderal  HELN 
Deplu  (Hubungan  Ekonomi  Bilateral  RI- 
Jepang,  1988)  tarif-tarif  impor  Jepang  pada 
umumnya  relatif  masih  tinggi.  Dalam  hu- 
bungan ini  memang  pemerintah  Jepang  telah 
membuka  pasarnya  dengan  penurunan  tarif 
untuk  barang-barang  pertanian,  pertam- 
bangan  dan  industri,  tetapi  ternyata  hal  itu 
lebih  menguntungkan  negara-negara  maju 
dibandingkan  dengan  negara-negara  ber-. 
kembang,  termasuk  Indonesia.  Penurunan 
tarif  impornya  hanya  6,15%  atas  komoditi 
pertanian  yang  nierupakan  komoditi  ekspor 
utama  negara-negara  berkembang  (termasuk 
Indonesia). 

Di  samping  itu  pemerintah  Jepang  sangat 
membatasi  impor  hasil-hasil  pertanian  ter- 
tentu  terutama  yang  telah  dapat  dihasilkan 
sendiri  seperti  beras,  yang  hampir  bersifat 
larangan  impor.  Demikian  pula  terhadap 
mata  dagangan  tertentu  lainnya  yang  tidak 
tersedia  atau  tidak  dapat  dihasilkan  sendiri 
dikenakan  restriksi  kuantitatif  bersamaan 
dengan  tarif  impor  yang  relatif  lebih  tinggi, 
seperti  terhadap  cumi-cumi.  Dan  cara  lain 
adalah  dengan  hambatan  non-tarif  seperti 
karantina  terhadap  produksi  makanan  im- 
por dengan  alasan  untuk  terhindar  dari  ke- 
mungkinan  lalat  dan  bakteri  lainnya. 

Suatu  hal  lainnya  yang  menjadikan  ham- 
batan khusus  dalam  ekspor  Indonesia  ke  Je- 
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pang  adalah  di  mana  Jepang  mendirikan  Im- 
port Plywood  Council  yang  menangani  ma- 
salah  impor  kayu  lapis  dari  Indonesia.  De- 
wan  inilah  yang  mengusulkan  kepada  Depar- 
temen  Keuangan  untuk  mengenakan  pajak 
impor  khusus  terhadap  plywood  Indonesia 
atau  mengenakan  countervailing  duties  atas 
dasar  tingkat  bea  masuk  yang-  berlaku.  Hal 
ini  dilakukan  karena  pihak  Jepang  mengang- 
gap  APKINPO  memberikan  insentif  yang 
terlalu  besar  kepada  eksportir  plywood  In- 
donesia. 

Di  samping  hal-hal  tersebut  di  atas,  ko- 
moditi  ekspor  non-migas  Indonesia  di  pasar- 
an  Jepang  menghadapi  saingan  yang  cukup 
kuat  dari  komoditi  yang  sejenis  yang  dihasil- 
kan  oleh  negara-negara  pengekspor  lainnya. 
Saingan  yang  dihadapi  ini  bersangkutan  de- 
ngan  berbagai  hal,  baik  ketepatan  waktu  pe- 
nyerahan  dan  harga  maupun  segi  standar 
mutu  komoditi  yang  bersangkutan. 

Berbagai  usaha  peningkatan  dan  pe- 
ngembangan  telah  dilakukan  oleh  pihak  pe- 
merintah  dan/atau  pihak  swasta  Indonesia, 
seperti  pameran  dagang,  misi  kunjungan,  pe- 
nyelidikan  dan  informasi,  pembukaan/lega- 
lisasi  perwakilan  dagang,  keagenan,  dan 
sebagainya. 

Dalam  hal  pameran  dagang,  Indonesia 
dengan  koordinasi  Badan  Pengembangan 
Ekspor  Nasional  Departemen  Perdagangan, 
antara  Iain  telah  ikutserta  dalam  Osaka  In- 
ternational Trade  Fair,  Osaka  April  1986, 
Indonesian  Solo  Exhibition  '86  di  Osaka 
November  1986,  International  Gift  Show  di 
Tokyo  Februari  1984  (Lihat  Kedutaan  Besar 
RI  di  Tokyo,  op.cit.).  Selain  itu  telah  dilaku- 
kan berbagai  misi  dagang  dan  peningkatan 
kerjasama  ekonomi,  seperti  kunjungan  Men- 
teri  Pertambangan  dan  Energi,  Prof.  Soe- 
broto  (Januari  1986);  kunjungan  Ketua  Bap- 


penas,  Prof.  J.B.  Sumarlin  (Agustus  1986); 
kunjungan  Misi  Ekonomi  KADIN  yang  di- 
pimpin  Ketua  Umumnya  Sukamdani  S. 
Gitosardjono  (November  1986);  kunjungan 
Delegasi  HIPMI  (Oktober  1987),  dan  Iain- 
lain. 

Selain  daripada  usaha-usaha  peningkat- 
an ekspor,  khususnya  ekspor  non-migas,  me- 
lalui  tahap-tahap  dan  rangkaian  kebijaksa- 
naan  makro  yang  dilakukan  pemerintah  RI 
beberapa  tahun  belakangan  ini,  masih  ba- 
nyak  permasalahan  dan  usaha-usaha  pe- 
ngembangan ekspor  yang  perlu  diadakan 
atau  dilanjutkan  terus  dimasa-masa  men- 
datang,  baik  dari  segi  makro  maupun  dari 
segi  mikro*. 

Pertama-tama  sebagaimana  dikemuka- 
kan  pada  tabel-tabel  sebelumnya  ternyata 
bahwa  bagian  terbesar  dari  ekspor  Indonesia 
masih  tertuju  pada  negara-negara  industri, 
khususnya  negara  industri  terkemuka,  seper- 
ti Amerika  Serikat,  Jepang  dan  MEE.  Bah- 
kan  ketergantungan  ekspor  Indonesia  ke 
pasar  "tradisional"  itu  semakin  meningkat 
pada  tahun-tahun  belakangan  ini.  Dalam 
rangka  penerobosan  ke  pasar  negara-negara 
tersebut  perlu  selalu  diperhatikan  masalah 
dan  perubahan  kebijaksanaan  bea  masuk 
dan  kuota,  aspek  fasilitas  GSP,  masalah 
biaya  angkutan  laut  dan  udara,  dan  berbagai 
kebijaksanaan  atau  tindakan  lainnya  yang 
menyangkut  perdagangan  ekspor  ke  pasaran 
tersebut.  Dalam  hubungan  ini,  perhatian 
dan  antisipasi  Indonesia  atas  perkembangan 
internasional,  khususnya  dalam  hal  pertum- 
buhan  ekonomi  dan  perdagangan  negara- 
negara  industri  tersebut,  perlu  mendapat 
sorotan  dan  pengkajian  terus.  Sehingga  de- 
ngan demikian  tindakan-tindakan  penye- 
suaian  seperlunya  akan  dapat  dilakukan  un- 
tuk itu  sehingga  akan  dapat  meningkatkan 
atau  sekurang-kurangnya  mempertahankan 
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pangsa  pasar  Indonesia  pada  negara-negara 
industri,  khususnya  di  pasar  Jepang. 

Masalah  selanjutnya  adalah  bahwa  jenis 
komoditi  ekspor  Indonesia  masih  tetap  dido- 
minasi  oleh  komoditi  tertentu  yang  bersifat 
bahan  mentah.  Baru  pada  tahun-tahun  bela- 
kangan  ini  terjadi  perubahan  pola  komposisi 
ekspor  Indonesia:  ekspor  non-migas  yang 
utama  bukan  lagi  produk  primer  (bahan 
mentah)  saja  tetapi  juga  terdiri  dari  barang 
hasil  industri  olahan.  Misalnya  nilai  ekspor 
kayu  lapis  secara  keseluruhannya  (termasuk 
terutama  ke  Jepang)  sudah  menempati  kedu- 
dukan  utama  (nomor  satu)  menggantikan 
ekspor  karet  alam,  sedangkan  tekstil  sudah 
menempati  kedudukan  ketiga  pada  tahun 
1987/1988  di  mana  pada  tahun  1983/1984 
masih  menduduki  urutan  ketujuh  sebagai 
komoditi  ekspor  andalan  Indonesia.  Sehu- 
bungan  dengan  itu  usaha-usaha  diversifikasi 
ekspor  Indonesia  perlu  ditingkatkan  lagi, 
khususnya  produksi  dan  ekspor  hasil  in- 
dustri olahan,  sehingga  ketergantungan 
pada  jenis  komoditi  ekspor  tertentu  saja 
akan  semakin  berkurang. 

Ditinjau  dari  segi  mikro  dan  teknis 
operasional,  berkurangnya  permintaan  luar 
negeri,  khususnya  dari  Jepang,  atas  komodi- 
ti ekspor  tradisional  antara  lain  disebabkan 
oleh  mutu  barang  yang  seringkali  tidak  tetap 
dan  tidak  terpelihara,  waktu  penyerahan 
barang  seringkali  tidak  pada  waktunya  dan 
terbatasnya  kemampuan  bersaing  dari  ba- 
nyak  komoditi  Indonesia. 

Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dike- 
mukakan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa 
upaya  peningkatan  ekspor  non-migas  itu 
perlu  mencakup  berbagai  aspek  yang  saling 
menunjang  dan  karena  itu  perlu  ditangani 
secara  terpadu  yang  mencakup  berbagai  hal 
yang  penting  di  antaranya  adalah  keterpa- 


duan  dalam  hal-hal:  (a)  peningkatan  efisien- 
si  industri  dalam  negeri  dan  penurunan 
biaya  produksi;  (b)  perbaikan  transportasi 
dan  arus  lalu-lintas  antar  pulau  dan  pela- 
yanan  samudera;  (c)  peningkatan  mutu  hasil 
produksi  untuk  ekspor,  khususnya  dalam 
ekspor  pertanian  dan  industri;  (d)  perluasan 
kapasitas  produksi,  khususnya  untuk  eks- 
por, sehingga  kontinuitas  dan  perluasan  per- 
mintaan luar  negeri  dapat  terlayani  dengan 
tepat- waktu;  (e)  perbaikan  sistem  dan  efi- 
siensi  dalam  pembiayaan  ekspor  yang  akan 
dapat  lebih  menggairahkan  ekspor;  (f)  pe- 
ningkatan usaha  pemasaran  secara  lebih 
agresif  dan  terprogram  melalui  usaha-usaha 
promosi,  pendekatan  langsung  atau  lobby- 
ing dan  sebagainya. 

Pengamatan  dan  pengkajian  secara  kon- 
tinyu  atas  pola  dan  kebijaksanaan  perda- 
gangan  Jepang  dalam  hubungannya  dengan 
Indonesia  sangat  penting  artinya.  Hal  ini  an- 
tara lain  disebabkan  oleh  karena  tingkat  per- 
ekonomiannya  yang  sudah  maju  dan  potensi 
pasarnya  sangat  luas,  selain  karena  pangsa 
pasar  berbagai  jenis  komoditi  Indonesia  ter- 
utama yang  non-migas,  masih  kecil.  Berba- 
gai upaya  perlu  ditingkatkan  untuk  lebih 
mengembangkan  hubungan  ekonomi  dan 
perdagangan  antara  Indonesia  dan  Jepang. 

Kesimpulan  dan  Saran 

Karena  Jepang  tidak  dikaruniai  kekaya- 
an  alam  yang  besar  tetapi  sebaliknya  mem- 
punyai  kemampuan  permodalan  dan  tekno- 
logi  yang  tinggi,  maka  kebijaksanaan  perda- 
gangan Jepang  pada  dasarnya  adalah  meng- 
impor  bahan  baku  dan  mengekspor  barang 
jadi. 

Untuk  tetap  memperkuat  dan  memperta- 
hankan  posisi  neraca  perdagangannya,  Je- 
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pang  telah  mengambil  berbagai  kebijaksana- 
an  perdagangan  luar  negerinya,  terutama 
dengan  melakukan  berbagai  kebijaksanaan 
proteksi  terhadap  pasar  dalam  negeri. 
Bentuk-bentuk  kebijaksanaan  atau  ham- 
batan  impor  ke  negaranya  itu  adalah  yang 
bersangkutan  dengan  surat  izin  kesehatan 
dan  keselamatan,  ketentuan  standar  teknis, 
otorisasi  impor,  kuota  global,  bea  impor  di- 
sertai  pelayanan  impor  atas  dasar  kesehatan 
dan  keselamatan,  pajak  spesifikasi  produk 
dan  bea  impor  khusus  disertai  kuota. 

Namun  demikian,  dengan  adanya  tekan- 
an-tekanan  dari  pihak  mitra  dagang  utama 
Jepang  (Amerika  Serikat  dan  MEE)  dan  atas 
berbagai  pertimbangan/kepentingannya 
sendiri,  maka  pemerintahnya  telah  berusaha 
menjalankan  berbagai  kebijaksanaan  me- 
ngurangi  proteksi  dan  lebih  membuka  pasar- 
nya  ke  arah  terciptanya  perdagangan  yang 
"agak  bebas."  Meskipun  demikian  efek  dari 
berbagai  kebijaksanaan  yang  memberikan 
kelonggaran  yang  lebih  baik  itu  masih  belum 
menampakkan  hasil  yang  berarti  bagi  ekspor 
negara-negara  berkembang,  termasuk  In- 
donesia, dalam  memasuki  pasaran  Jepang. 
Untuk  masa  depan  pengembangan  ekspor  ke 
Jepang  itu  oleh  negara-negara  berkembang 
diharapkan  akan  lebih  berhasil  dengan  ada- 
nya perubahan  kebijaksanaannya  yang  me- 
nyangkut  perbaikan  sistem  GSP-nya,  yang 
mencakup:  (1)  pembebasan  atau  peningkat- 
an  jumlah  ceiling  komoditi;  (2)  penambah- 
an/perluasan  produk  dan  penentuan  tarif; 
dan  (3)  pemerataan  pemanfaatan  GSP. 

Ekspor  Indonesia  ke  Jepang  pada  perio- 
de  1981-1987  mula-mula  cenderung  menu- 
run,  tetapi  pada  tahun  1987  mulai  mening- 
kat  kembali.  Hal  ini  terutama  disebabkan 
oleh  kemerosotan  harga  migas  yang  merupa- 
kan  bagian  besar  ekspor  kita  ke  sana,  di 
samping  beberapa  kendala  lainnya.  Dalam 


periode  yang  sama  ekspor  migas  Indonesia 
ke  Jepang  rata-rata  85%  per  tahun  dan  eks- 
por non-migas  ke  sana  rata-rata  15%  per  ta- 
hun. Tetapi  ekspor  non-migas  telah  mening- 
kat  yaitu  11,0%  (1981)  hingga  mencapai 
25,1%  (1987). 

Dari  ekspor  non-migas  Indonesia  ke  Je- 
pang sekitar  52,5%  adalah  bahan  pangan 
dan  bahan  mentah,  sedangkan  sisanya  seki- 
tar 47,5%  adalah  metal  &  besi  bekas,  pro- 
duk kimia,  bahan  tekstil,  mesin  &  peralatan 
dan  Iain-lain.  Dalam  hubungan  ini  pangsa 
pasar  ekspor  non-migas  Indonesia  di  Jepang 
masih  rendah  sekali.  Dalam  periode  tahun 
1981-1987  tersebut  rata-rata  pangsa  pasar 
ekspor  non-migas  Indonesia  secara  total 
adalah  sebesar  1,78%,  yaitu  telah  menurun 
dari  1,92%  (1981)  hingga  menjadi  1,39% 

(1986)  dan  naik  kembali  menjadi  1,84% 

(1987)  . 

Berbagai  usaha  telah  dilakukan  pemerin- 
tah  bersama  swasta  Indonesia  dalam  me- 
ningkatkan  perdagangan  ekspor,  khususnya 
ekspor  non-migas  ke  Jepang,  namun  demi- 
kian hasilnya  belum  menggembirakan.  Je- 
pang tetap  akan  merupakan  pasar  ekspor 
yang  penting,  jika  bukan  yang  terpenting, 
untuk  Indonesia.  Oleh  karenanya  diperlu- 
kan  upaya  yang  sungguh-sungguh  untuk  me- 
ningkatkan  ekspor  non-migas  dan  pangsa 
pasar  komoditi  kita  di  pasaran  Jepang.  Ten- 
tu  saja  hal  ini  menyangkut  peningkatan 
dalam  produktivitas  dan  efisiensi  kita  dalam 
berproduksi.  Demikian  pula  perlu  selalu  diu- 
sahakan  peningkatan  mutu  hasil  produksi 
dan  penelitian  pasar  disertai  dengan  usaha 
promosi.  Berbagai  usaha  dan  tindakan  ini 
perlu  dilakukan  secara  terpadu  antar  depar- 
temen  yang  terkait  dan  dengan  pihak  swasta, 
mulai  dari  proses  di  dalam  negeri  hingga  di 
tempat  pasarnya  di  luar  negeri,  khususnya  di 
Jepang. 
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I.  PERTEMUAN    KEPALA  PEMERINTAHAN 
ASEAN  DI  BRUNEI 

Dalam  rangka  kunjungan  ke  Brunei  Darussalam 
tanggal  2  Agustus  1989  untuk  memenuhi  undangan 
Sultan  Hassana!  Bolkiah  guna  menghadiri  acara  khi- 
tanan  putra  pertamanya,  para  Kepala  Pemerintahan 
negara  anggota  ASEAN  mengadakan  pertemuan  tidak 
resmi.  Pertemuan  semacam  ini  sering  dilakukan  oleh 
para  Kepala  Pemerintahan  negara  anggota  ASEAN  un- 
tuk saling  memberikan  informasi,  tukar-menukar  pan- 
dangan  dan  pendapat  mengenai  berbagai  persoalan 
yang  menyangkut  hubungan  bilateral,  regional  dan  in- 
ternasional. 

Menteri  Sekretaris  Negara  RI,  Moerdiono,  menga- 
takan  kepada  pers  di  Bandar  Seri  Begawan  tanggal  3 
Agustus  1989  bahwa:  (1)  Presiden  Soeharto  berturut- 
turut  menerima  Presiden  Filipina,  Corazon  Aquino; 
PM  Singapura,  Lee  Kuan  Yew  dan  PM  Malaysia, 
Mahathir  Mohamad,  di  Istana  Darut  Taqwa  tanggal  2 
Agustus  1989,  masing-masing  berlangsung  satu  jam;  (2) 
mereka  membicarakan  prospek  perundingan  Kamboja 
yang  berlangsung  di  Paris;  (3)  penyelesaian  perunding- 
an Kamboja  di  Paris  merupakan  bagian  dari  usaha 
ASEAN  melalui  JIM  I  dan  JIM  II;  (4)  Presiden  Soehar- 
to dan  PM  Lee  Kuan  Yew  sepakat  untuk  bertemu  kem- 
bali  di  Bali  pada  akhir  tahun  1989;  (5)  PM  Mahathir 
Mohamad  menyatakan  keinginannya  untuk  melihat 
perkembangan  Pulau  Batam;  (6)  Indonesia  dan  Malay- 
sia sepakat  mengembangkan  kerjasama  untuk  mena- 
ngani  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  Malaysia. 
Masalah  itu  diharapkan  dapat  ditangani  antar  pemerin- 
tahan, sehingga  jumlah  dan  pembinaannya  dapat  diken- 
dalikan  dan  dikoordinasikan  dengan  baik;  (7)  Malaysia 
dan  Indonesia  sepakat  untuk  mengambil  langkah-lang- 
kah  bersama  guna  mengamankan  produk-produk  perta- 
nian  yang  dihasilkan  kedua  negara;  (8)  Indonesia  dan 
Malaysia  sepakat  untuk  mengembangkan  kerjasama 
energi  nuklir,  karena  hal  ini  penting  di  masa  depan;  (9) 
Malaysia  dan  Indonesia  sepakat  untuk  segera  mengada- 
kan pertemuan  di  Batam  {Suara  Pembaruan,  4  Agustus 
1989). 

II.  SIDANG  PARA  MENLU  ASEAN 

Sidang  ke-22  para  Menlu  ASEAN  berlangsung  di 
Bandar  Seri  Begawan  tanggal  3-4  Juli  1989.  Sidang  ini 
dihadiri  oleh  Menlu  Ali  Alatas  (Indonesia),  Siddhi  Sa- 
vetsila  (Muangthai),  Wong  Kan  Seng  (Singapura),  Abu 


Hasan  Omar  (Malaysia),  Raul  Manglapus  (Filipina)  dan 
Mohamed  Bolkiah  (Brunei  Darussalam)  selaku  pim- 
pinan  sidang  untuk  membahas:  (1)  merumuskan  sikap 
bersama  ASEAN  menghadapi  Konperensi  Internasional 
tentang  Kamboja  (ICK);  (2)  peningkatan  kerjasama 
ekonomi  di  kawasan  Asia-Pasifik;  (3)  hubungan  dengan 
Korea  Selatan;  (4)  perbaikan  efisiensi  dan  struktur  Se- 
kretariat  ASEAN;  (5)  pengungsi  Vietnam;  (6)  masalah 
ZOPFAN;  (7)  bantuan  ekonomi  untuk  Filipina;  (8) 
pemberantasan  obat  bius;  (9)  kerjasama  dengan  mitra 
dialog;  (10)  masalah  ekonomi  dunia  dan  beberapa 
masalah  poiitik  dunia,  seperti  perjuangan  rakyat  Pales- 
tina,  perang  Afghanistan,  Afrika  Selatan  dan  pengu- 
rangan  senjata. 

Sidang  ini  juga  dihadiri  oleh  utusan  khusus  Sekjen 
PBB,  Rafeeudin  Ahmed,  Ketua  Komisi  Ad  Hoc  ICK, 
Ny.  Claude  Absa  Diallo,  serta  Dubes  Sebulon  Kulu 
mewakili  Menlu  PNG,  Michael  Somare  (sebagai  penin- 
jau). 

Sebelum  sidang  dimulai,  suasana  telah  dihangatkan 
oleh  pertanyaan  para  wartawan  mengenai  sikap  PM 
Muangthai,  Chatichai  Choonhavan,  yang  telah  menga- 
dakan pertemuan  dengan  PM  Hun  Sen  di  Bangkok  awal 
tahun  1989  ini.  Menjawab  masalah  ini,  Menlu  Siddhi 
Savetsila  mengatakan  kepada  para  wartawan  di  Bandar 
Seri  Begawan  tanggal  2  Juli  1989  bahwa  berlangsungnya 
pembicaraan  antara  PM  Chatichai  Choonhavan  dengan 
PM  Hun  Sen  tidak  berarti  bahwa.Muangthai  mengakui 
pemerintahan  Kamboja  di  bawah  pimpinan  Hun  Sen, 
hanya  mendengarkan  secara  tidak  resmi.  Di  samping 
itu,  Muangthai  tetap  menolak  usul  agar  kursi  CGDK  di 
PBB  dikosongkan,  karena  pengosongan  itu  berarti  ke- 
kalahan.  Tetapi  apabila  pemerintah  Hun  Sen  menyetu- 
jui  pemerintah  sementara  rujukan  nasional,  maka  pe- 
merintah sementara  itu-  akan  segera  menggantikan 
CGDK.  Sementara  itu  sehubungan  dengan  bantuan  sen- 
jata kepada  faksi-faksi  yang  bertikai,  Menlu  Siddhi 
Savetsila  juga  menegaskan  bahwa  sebelum  tercapai  gen- 
catan  senjata,  penarikan  mundur  pasukan  Vietnam  dari 
Kamboja  dan  terlaksananya  mekanisme  pengawasan  in- 
ternasional, siapa  saja  dapat  terus  memberi  bantuan 
kepada  faksi-faksi  Kamboja  yang  bertikai  {Antara,  3 
Juli  1989). 

Berkaitan  dengan  hal  itu,  setibanya  di  Bandar  Seri 
Begawan  tanggal  2  Juli  1989,  Menlu  Singapura,  Wong 
Kan  Seng,  mengatakan  bahwa  negaranya  dan  negara- 
negara  ASEAN  yang  lain  merasa  prihatin  dengan  me- 
luasnya  kontak  hubungan  antara  Muangthai  dan  peme- 
rintah Hun  Sen.  Pemerintah  Hun  Sen  sebaiknya  tidak 
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dipandang  sebagai  pemerintah  yang  sah.  Meskipun  hu- 
bungan  Bangkok-Phnom  Penh  meluas,  ASEAN  tetap 
konsekuen  dengan  tujuan  yang  telah  dinyatakannya  un- 
tuk  menolak  keabsahan  pemerintah  Hun  Sen.  Di  sam- 
ping  itu,  ASEAN  tetap  menghendaki  tercapainya  pe- 
nyelesaian  politik  di  Kamboja  secara  menyeiuruh  (An- 
tara.  3  Juli  1989). 

Sementara  itu,  Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  di 
Bandar  Seri  Begawan  tanggal  2  Juli  1989  bahwa  Indo- 
nesia mengharapkan  Pangeran  Norodom  Sihanouk  un- 
tuk  tetap  hadir  dalam  ICK.  Penegasan  Menlu  Ali  Alatas 
ini  dilontarkan  sehubungan  dengan  munculnya  pernya- 
taan  Pangeran  Norodom  Sihanouk  untuk  memboikot 
ICK  jika  tiga  syarat  yang  dituntutnya  tidak  dipenuhi. 
Tiga  syarat  itu  adalah:  (1)  agar  dunia  internasional 
mengecam  Vietnam  sebagai  agresor;  (2)  tidak  diikutser- 
takannya  negara-negara  blok  Soviet  dalam  pasukan  pe- 
ngawas  perdamaian  itu  {Kompas,  3  Juli  1989).  Sikap 
Norodom  Sihanouk  ini  tampaknya  juga  tidak  disetujui 
oleh  Menlu  Siddhi  Savetsila. 

Menlu  Singapura,  Malaysia  dan  Filipina  mendu- 
kung  Indonesia  duduk  bersama  Perancis  mengetuai 
ICK. 

Komunike  bersama  pada  akhir  sidang  menyebutkan 
bahwa:  (1)  Vietnam  dan  kelompok-kelompok  yang  ber- 
tikai  di  Kamboja  agar  lebih  luwes  dan  akomodatif  un- 
tuk segera  mencapai  suatu  penyelesaian  politik  di  Kam- 
boja secara  menyeiuruh;  (2)  pertemuan  antara  Pange- 
ran Norodom  Sihanouk  dan  PM  Hun  Sen  di  Paris,  24 
Juli  1989,  merupakan  hal  yang  penting  untuk  membuka 
jalan  menuju  kerukunan  nasionai  di  Kamboja;  (3) 
ASEAN  menghargai  usaha  Indonesia  yang  telah  men- 
jadi  tuan  rumah  JIM  I  dan  JIM  II,  dan  ICK  harus  me- 
rupakan upaya  pelengkap  atas  prakarsa  ASEAN  selama 
10  tahun  ini;  (4)  ASEAN  menghargai  usaha  Sekjen  PBB 
Javier  Perez  de  Cuellar  yang  telah  membantu  usaha- 
usaha  menyelesaikan  masalah  Kamboja;  (5)  ASEAN 
menghargai  prakarsa  Perancis  untuk  mengadakan 
konperensi  internasional  mengenai  Kamboja  (ICK), 
guna  mencapai  penyelesaian  politik  secara  menyeiuruh 
di  Kamboja;  (6)  penarikan  mundur  pasukan  Vietnam 
dari  Kamboja  pada  akhir  September  1989  merupakan 
suatu  usaha  yang  positif  tetapi  harus  tetap  berkaitan 
dengan  penyelesaian  politik  di  Kamboja  secara  menye- 
iuruh, baik  aspek  internal  maupun  aspek  eksternal;  (7) 
perlu  dibentuk  suatu  mekanisme  pengawasan  interna- 
sional di  bawah  naungan  PBB  {Kompas,  5  Juli  1989); 
(8)  Vietnam  harus  bertanggung  jawab  atas  pengungsi 
yang  berasal  dari  negaranya  serta  harus  bersedia  niene- 


rima  kembali  para  pengungsi  yang  dikategorikan  bukan 
pengungsi  dan  tidak  dapat  dikirim  ke  negara  ketiga;  (9) 
tercapainya  penyelesaian  masalah  pengungsi  secara 
langgeng  memerlukan  langkah-langkah  efektif  dan  bi- 
jaksana  dari  Vietnam.  Penyelesaian  masalah  pengungsi 
akan  langsung  mendorong  tercapainya  stabilitas,  kerja- 
sama  dan  saling  pengertian  antara  Vietnam  dan 
ASEAN;  (10)  ASEAN  menyambut  baik  kesimpulan 
konperensi  internasional  mengenai  pengungsi  di  Jenewa 
tanggal  13-14  Juni  1989;  (11)  pemukiman  kembali  kaum 
pengungsi  di  kamp-kamp  ASEAN  dengan  segera,  pe- 
ngurangan  arus  pencari  suaka  secara  nyata  dan  pe- 
nanganan  secara  aktif  para  pengungsi  yang  tidak  meme- 
nuhi  syarat  untuk  dimukimkan  kembali  merupakan 
bagian  yang  penting  untuk  menyelesaikan  masalah 
pengungsi  Indocina  secara  langgeng;  (12)  para  pejabat 
senior  ASEAN  agar  mempertimbangkan  konsep  Zone 
Bebas  Senjata  Nuklir  di  Asia  Tenggara  (SEANWFZ) 
sebagai  bagian  dari  ZOPFAN;  (13)  ASEAN  akan  men- 
jalin  hubungan  dialog  sektoral  dengan  Korea  Selatan, 
yang  pada  awal-awalnya  akan  memusatkan  perhatian 
pada  perdagangan,  penanaman  modal  dan  pariwisata; 
(14)  ASEAN  menyambut  baik  pembicaraan  para  riegara 
maju  di  Tokyo  dewasa  ini  untuk  memberi  bantuan  eko- 
nomi  kepada  Filipina;  (15)  kerjasama  penanggulangan 
pelanggaran  obat  bius  akan  ditingkatkan,  antara  lain 
melalui  pendidikan  preventif,  pengobatan,  rehabilitasi 
pecandu  obat  bius  dan  penanggulangan  penyelundupan 
obat  bius;  (16)  ASEAN  merasa  prihatin  dengan  meluas- 
nya  penyakit  AIDs,  yang  merupakan  ancaman  besar 
bagi  kesejahteraan  masyarakat  dunia;  (17)  ASEAN  me- 
rasa puas  atas  kelangsungan  kerjasama  dengan  mitra- 
mitra  dialog;  (18)  kerjasama  komoditi  dengan  Australia 
agar  ditingkatkan  untuk  mempermudah  komoditi- 
komoditi  ASEAN  masuk  pasar  Australia;  (19)  hubung- 
an ASEAN-Kanada  dalam  bidang  perdagangan  dan  in- 
vestasi  perlu  diperbaiki  lebih  lanjut;  (20)  ASEAN  me- 
rasa prihatin  atas  kerugian-kerugian  yang  diakibatkan 
oleh  persetujuan  AS-MEE  mengenai  subsidi  pertanian 
dan  kampanye  anti  kayu  tropis  di  negara-negara  maju. 
ASEAN  mengharapkan  fasilitas  keuangan  MEE  yang 
baru  akan  mendorong  minat  Eropa  Barat  untuk  menga- 
dakan kerjasama  industri  di  negara-negara  ASEAN; 
(21)  ASEAN  merasa  prihatin  atas  kebijaksanaan  gra- 
duasi  Selandia  Baru  yang  telah  menipengaruhi  negara- 
negara  ASEAN.  Diharapkan  Selandia  Baru  bersedia 
menanggapi  permintaan  ASEAN  mengenai  rencana 
GSP-nya;  (22)  AS  agar  berperan  secara  aktif  dalam 
perundingan  perdagangan  multilateral  di  Uruguay 
(Uruguay  Round).  Di  samping  itu,  ASEAN  juga  men- 
desak  agar  pengaruh-pengaruh  buruk  dari  perang  subsi- 
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di  pertanian  dan  kampanye  anti  minyak  nabati  diakhiri 
secara  baik;  (23)  ASEAN  merasa  prihatin  atas  berlang- 
sungnya  saling  ketergantungan  asimetris  yang  berlanjut 
antara  negara-negara  berkembang  dan  negara  maju, 
serta  pengaruh-pengaruh  yang  merugikan  dari  kebijak- 
sanaan-kebijaksanaan  ekonomi  makro  beberapa  negara 
maju  atas  negara-negara  berkembang;  (24)  deficit  ang- 
garan  dan  perdagangan  AS  terus  menganc^m  stalbilitas 
ekonomi  internasional,  sebagaimana  halnya  dengan 
perubahan  nilai  tukar  mata-mata  uang  penting;  (25) 
ASEAN  akan  mengambil  bagian  secara  konstruktif  da- 
lam  perundingan  perdagangan  internasional;  (26)  untuk 
memecahkan  masalah-masalah  perdagangan,  negara- 
negara  anggota  ASEAN  jangan  mengambil  langkah- 
langkah  bilateral;  (27)  kreditor-kreditor  resmi  agar 
mempertimbangkan  pengurangan  beban  hutang  bagi 
negara-negara  yang  banyak  hutangnya;  (28)  ASEAN 
merasa  prihatin  atas  peningkatan  perlombaan  senjata  di 
seluruh  dunia;  (29)  negara-negara  adikuasa  agar  mulai 
mengadakan  perundingan  untuk  menghapuskan  ke- 
kuatan  nukiir  jarak  dekat  dan  melanjutkan  usaha-usaha 
menuju  pakta  pelarangan  uji-coba  nukiir  secara  menye- 
luruh;  (30)  ASEAN  mendukung  perjuangan  sah  rakyat 
Palestina;  (31)  Iran  dan  Irak  agar  mematuhi  syarat- 
syarat  persetujuan  gencatan  senjata  untuk  mengakhiri 
konflik  mereka;  (32)  ASEAN  menyambut  baik  penarik- 
an  total  pasukan  Uni  Soviet  dari  Afghanistan;  (33)  un- 
tuk memungkinkan  para  pengungsi  Afghanistan  kem- 
bali  secara  selamat  ke  kampung  halamannya,  diperlu- 
kan  penyelesaian  politik  secara  menyeluruh  di  Afgha- 
nistan; (34)  sanksi  ekonomi  dan  sanksi-sanksi  lain  atas 
Afrika  Selatan  mempunyai  dampak  yang  berarti,  oleh 
sebab  itu  perlu  diperhebat,  diperketat  dan  diperluas; 
(35)  ASEAN  memperhatikan  perkembangan  dan  kecen- 
derungan  baru  di  kawasan  Asia-Pasifik,  khususnya 
mengenai  usul-usul  dari  negara-negara  mitra  dialognya 
untuk  meningkatkan  kerjasama  ekonomi;  (36)  sidang 
ke-23  para  Meniu  ASEAN  tahun  1990  akan  berlangsung 
di  Jakarta  (Antara,  4  Juli  1989);  (37)  struktur  organisasi 
Sekretariat  ASEAN  disempurnakan  dengan  pemben- 
tukan  suatu  Deputi  Sekjen  ASEAN.  Wakil  Singapura 
akan  menjadi  deputi  yang  pertama  selama  3  tahun  sejak 
pertengahan  1990  (Kompas.  5  Juli  1989). 

Seusai  sidang  para  Menlu  ASEAN  itu,  Menlu  Ali 
Alatas  menegaskan  bahwa:  (1)  setelah  masalah  Kambo- 
ja  selesai  ASEAN  tidak  akan  bubar,  justru  sebaliknya 
akan  memainkan  peranan  yang  lebih  besar,  terutama  di 
bidang  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan 
masyarakat  di  kawasan  Asia  Tenggara;  (2)  pandangan 
Indonesia  mengenai  faktor  pemersatu  ASEAN  sangat 


berbeda  dengan  pandangan  para  analis  Barat;  (3)  sejak 
semula  Indonesia  menganggap  bahwa  faktor-faktor 
yang  mendekatkan  ASEAN  bukan  disebabkan  oleh 
suatu  persepsi  mengenai  ancariian  dari  luar  atau  suatu 
masalah  politik  tertentu.  Faktor  yang  mendekatkan 
ASEAN  adalah  sejumlah  kepentingan  dan  persepsi  ber- 
sama  untuk  memajukan  pembangunan,  kesejahteraan 
rakyat  maupun  keamanan  dalam  arti  luas,  bukan  mili- 
ter  semata.  Kepentingan  bersama  itu  akan  tetap  men- 
jadi faktor  pemersatu. 

Penegasan  Menlu  Ali  Alatas  ini  dilontarkan  sehu- 
bungan  dengan  munculnya  pendapat  analis-analis 
Barat,  yang  mengatakan  bahwa  faktor  pemersatu 
ASEAN  bukan  masalah  kepentingan  ekonomi,  tetapi 
munculnya  perasaan  takut  atas  dampak  negatif  yang 
ditimbulkan  oleh  konflik  Kamboja  dan  keberanian 
Vietnam  untuk  melakukan  agresi  ke  negara-negara  te- 
tangganya.  Oleh  sebab  itu  tercapainya  penyelesaian 
konflik  Kamboja,  memaksa  ASEAN  untuk  mencari 
sesuatu  yang  dapat  dijadikan  perekat  baru  {Antara,  5 
Juli  1989). 

Sementara  itu  masalah  rencana  pembentukan  forum 
Asia-Pasifik  cukup  pula  mendapat  perhatian,  dan  tam- 
paknya  ASEAN  juga  tidak  memperlihatkan  dukungan 
yang  penuh  atas  pembentukan  forum  itu.  ASEAN  ber- 
pendapat  bahwa  lebih  baik  memanfaatkan  wadah  yang 
sudah  ada  daripada  harus  membangun  forum  yang 
baru.  Dalam  kaitan  ini  Menlu  Ali  Alatas  secara  diplo- 
matis  mengatakan  bahwa  Indonesia  seperti  negara- 
negara  anggota  ASEAN  lainnya  menganggap  usul  PM 
Bob  Hawke  itu  relevan,  tetapi  sebaiknya  jangan  mem- 
bentuk  suatu  badan  baru  untuk  mewujudkan  kerjasa- 
ma, lebih  baik  sepenuhnya  memanfaatkan  mekanisme 
yang  telah  ada  seperti  ASEAN  di  Asia  Tenggara  {Kom- 
pas, 5  Juli  1989). 

Kalangan  diplomat  di  Asia,  sebagaimana  dikutip 
oleh  The  Asian  iVall  Street  Journal  tangga\  4  JuVi  1989, 
menyatakan  antara  lain  bahwa:  (1)  usul  pembentukan 
forum  Asia-Pasifik  dapat  mengganggu  hubungan  baik 
antara  negara-negara  ASEAN  dan  negara-negara  yang 
disebut-sebut  akan  menjadi  anggota  forum  itu.  Hal  ini 
disebabkan  oleh  sikap  ASEAN  yang  mungkin  melihat 
rencana  pembentukan  forum  itu  pada  dasarnya  meru- 
pakan  prakarsa  negara  kaya,  seperti  AS,  Jepang  dan 
Australia,  yang  ingin  menyeret  mereka  bergabung  ke 
dalam  forum  baru  itu;  (2)  kehadiran  forum  baru  itu 
juga  dapat  menggeser  pengaruh  ASEAN  yang  telah 
banyak  berperanan  selama  ini;  (3)  sementara  itu  bebe- 
rapa negara  calon  anggota  forum  itu  juga  merasa 
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cemas,  karena  pembentukan  forum  itu  dapat  dianggap 
sebagai  benih  pembentukan  sebuah  kartel  oleh  organi- 
sasi-organisasi  perdagangan  yang  telah  ada  seperti  MEE 
(Kompas.  5  Juli  1989). 

III.  KERJASAMA  ASEAN 

A.  KERJASAMA  ENERGI  ASEAN 

7.  Kerjasama  Kelistrikan  ASEAN 

Pertemuan  Pimpinan  Perusahaan  Listrik  ASEAN 
ke-6  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  7-8  Juni  1989  untuk 
membahas:  (1)  pelaksanaan  intern-koneksi  jaringan 
listrik  ASEAN,  khiususnya  di  antara  negara  terdekat, 
seperti  Indonesia-Malaysia,  Singapura-Thailand;  (2) 
kemajuan  pelaksanaan  9  proyek  kerjasama  dan  tiga 
studi  intensif  yang  sudah  berjalan  beberapa  tahun  lalu. 

Direktur  Utama  Perum  Listrik  Negara  (PLN)  Er- 
mansyah  Yamin  mengatakan  pada  pembukaan  pertcr 
muan  itu  bahwa:  (1)  kerjasama  kelistrikan  ASEAN 
yang  sudah  digalang  beberapa  tahun  lalu  di  antaranya 
bidang  manajemen,  komputerisasi,  pengembangan 
mikro  hidro  dan  penelitian,  pengembangan  enjinering; 
(2)  kerjasama  ini  mencerminkan  itikad  baik  masing- 
masing  negara  untuk  maju  bersama;  (3)  di  antara 
negara  anggota  ASEAN  sendiri  terdapat  beberapa  ke- 
ahlian  yang  dapat  saling  mengisi,  khususnya  di  bidang 
pengoperasian  jenis  pembangkit;  (4)  bila  pengamdan 
masing-masing  negara  anggota  ASEAN  itu  dapat  di- 
himpun,  akan  merupakan  kekuatan  besar;  (5)  keahlian 
di  masing-masing  negara  ASEAN  dapat  saling  ditukar, 
sehingga  biaya  untuk  menimba  pengalaman  ke  negara 
maju  dapat  ditekan  sesuai  dengan  prinsip  ASEAN;  (6) 
dalam  Pelita  V  PLN  bertekad  memacu  perkembangan 
geothermal  di  Kamojang,  Gunung  Salak,  Dieng  dan 
Lathendong  (Sulawesi  Utara),  karena  dianggap  poten- 
sial  dan  mampu  menghasilkan  tenaga  ribuan  mega  watt 
(MW);  (7)  tenaga  ahli  geothermal  Indonesia  belum 
banyak  dan  untuk  mengatasi  hal  ini  akan  dikirimkan 
beberapa  personilnya  ke  Filipina  untuk  mempelajari 
mekanisme  dan  operasional  sebuah  geothermal;  (8)  un- 
tuk mempersiapkan  tenaga  ahli  proyek  Pembangkit 
Listrik  Tenaga  Gas  dan  Uap  (PLTGU),  Indonesia  me- 
ngirimkan  personilnya  ke  Malaysia  dan  Muangthai  un- 
tuk memperdalam  dan  mempelajari  pengetahuan  ten- 
tang  hal  itu  {Merdeka,  1  Juni  1989). 

Sementara  itu  Pimpinan  Perusahaan  Listrik  Malay- 
sia, Dato  Mohammad  Jalaludin  bin  Zainudin,  menga- 


takan: (1)  selain  panas  bumi  dan  sumber  tenaga  air,  di 
kawasan  ASEAN  terdapat  sumber  energi  potensial  yang 
belum  dikembangkan  secara  maksimal;  (2)  karena  per- 
tumbuhan  kebutuhan  energi  listrik  yang  pesat,  khusus- 
nya untuk  kebutuhan  industri  dan  rumah  tangga  seba- 
gai realisasi  peningkatan  taraf  hidup.  masyarakat  di 
negara-negara  ASEAN,  setelah  tahun  2000  ASEAN 
mungkin  menggunakan  energi  nuklir;  (3)  penggunaan 
energi  nuklir  memerlukan  pengkajian  yang  matang  dan 
teliti,  khususnya  dilihat  dari  segi  keselamatan  rakyat; 
(4)  penggunaan  energi  nuklir  di  Malaysia  telah  lama  di- 
pikirkan,  tetapi  hingga  kini  belum  direalisasikan  karena 
persediaan  energi  sumber  daya  alam  belum  cukup  ter- 
sedia  {Merdeka,  8  Juni  1989). 

Pimpinan  Perusahaan  Listrik  Muangthai,  Paopat 
Javanalikikoan,  mengatakan:  (1)  penelitian  energi 
nuklir  di  negaranya  telah  dilakukan  sejak  20  tahun  lalu 
dan  hingga  saat  ini  masih  dianggap  fawan  untuk  dikem- 
bangkan; (2)  penggunaan  energi  nuklir  risikonya  terlalu 
tinggi,  terutama  terhadap  lingkungan. 

Kepala  Perusahaan  Listrik  Filipina,  Ernesto  M. 
Abolitz,  mengatakan  bahwa:  (1)  penggimaan  energi 
panas  bumi  di  ASEAN  merupakan  salah  satu  alternatif 
yang  sangat  efisien;  (2)  penggunaan  panas  bumi  di  Fili- 
pina saat  ini  mencapai  850  MW  atau  21%  dari  total 
sumber  energi  yang  ada  dan  dua  tahun  mendatang  akan 
ditingkatkan  menjadi  38%  {Merdeka,  8  Juni  1989). 

Para  Dirut  Perusahaan  Listrik  ASEAN  menyatakan 
bahwa:  (1)  belum  saatnya  ASEAN  menggunakan 
tenaga  nuklir  sebagai  sumber  pembangkit  listrik 
(PLTN)  pada  tahun  2000,  karena  pada  tahun  itu 
ASEAN  masih  memiliki  sumber  pembangkit  listrik  lain- 
nya;  (2)  suatu  jaringan  listrik  ASEAN  perlu  dibangun 
sebagai  tindak  lanjut  pengembangan  kerjasama  ke- 
listrikan yang  dewasa  ini  baru  sampai  tahap  bilateral 
{Antara,  8  Juni  1989). 

Seusai  pertemuan,  Dirut  PLN  Ermansyah  Yamin 
mengatakan  kepada  pers;  (1)  tingkat  kesusutan  listrik  di 
Indonesia  dan  Filipina  menempati  tingkat  terbawah, 
sekitar  19%,  sedangkan  Singapura  menempati  tingkat 
tertinggi  hanya  4%;  (2)  Singapura  memiliki  jaringan 
listrik  terpendek  di  antara  negara  ASEAN  lainnya,  dan 
risiko  susutnya  paling  kecil.  Sebaliknya  Indonesia  dan 
Filipina  memiliki  jaringan  terpanjang  dan  terbesar,  oleh 
sebab  itu  risiko  susutnya  sangat  tinggi;  (3)  masalah- 
masalah  yang  ada  akan  dibahas  dan  dimatangkan  lagi 
pada  pertemuan  para  Menteri  Ekonomi  dan  para  pe- 
jabat  senior  ASEAN  di  Kuala  Lumpur,  di  antaranya 
tiga  studi  intensif  yakni:  (a)  konsep  pembangunan, 
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pengoperasian  dan  pengalihan  guna  membiayai  pem- 
bangkit  tenaga  listrik;  (b)  konsep  standardisasi  pem- 
bangkit  tenaga  panas  bumi  ukuran  kecil;  (c)  konsep 
pembangkit  listrik  putaran  kombinasi  (Antara,  8  Juni 
1989). 

2.  Pertemuan  Menteri  Energi  ASEAN  ke-8 

Pertemuan  para  Menteri  Energi  ASEAN  ke-8  ber- 
langsung  di  Kuala  Lumpur  tanggal  22  Juni  1989  dihadiri 
oleh  70  peserta,  termasuk  16  pejabat  Malaysia,  untuk 
membahas:  (1)  kemajuan  proyek-proyek  energi  di 
kawasan  ASEAN;  (2)  standardisasi  peralatan  listrik  se- 
hingga  dapat  digunakan  oleh  semua  anggota  ASEAN; 
(3)  pengembangan  mini  hidro  dan  mikro  hidro,  pela- 
tihan  dan  penelitian  pengembangan  energi;  (4)  kemung- 
kinan  pemasangan  kabel  transmisi  Brunei-Sabah  dan 
Serawak,  dua  negara  bagian  Malaysia  Timur,  dan 
Malaysia-Indonesia  serta  Malaysia-Muangthai  maupun 
Malaysia-Singapura. 

Pertemuan  itu  didahului  dengan  pertemuan  para  pe- 
jabat tinggi  Departemen  Energi  ASEAN  yang  berlang- 
sung  di  Kuala  Lumpur  tanggal  19-20  Juni  1989,  dipim- 
pin  oleh  Sekjen  Departemen  Energi,  Pos  dan  Telekomu- 
nikasi  Malaysia,  Dr.  Othman  Yeop  Abdullah,  untuk 
membahas:  (1)  agenda  sidang  para  Menteri  Energi 
ASEAN  ke-8;  (2)  pengembangan  mini  hidro  dan  mikro 
hidro,  pelatihan,  standardisasi  serta  penelitian  dan  pe- 
ngembangan energi;  (3)  kembali  proyek-proyek  yang 
sedang  dibangun  dan  kemungkinan  menggalang  kerja- 
sama  di  bidang-bidang  baru;  (4)  pencarian  sumber  dana 
tambahan  bagi  pusat  riset,  manajemen  dan  pelatihan 
energi  ASEAN-MEE  yang  dibentuk  di  Jakarta,  Novem- 
ber 1988  {Antara,  20  Juni  1989). 

Para  Menteri  Energi  ASEAN  sepakat  untuk:  (1)  me- 
laksanakan  program  aksi  persetujuan  keamanan  bahan 
bakar  minyak  ASEAN  (ASPA  atau  ASEAN  Petroleum 
Security  Agreement);  (2)  menerima  syarat  baru  yang 
akan  mendukung  kegiatan  kelompok  ahli  batu  bara 
ASEAN  yang  mencakup:  (a),  peningkatan  kerjasama 
dengan  Negara-negara  Ketiga;  (b)  penggalakan  hubung- 
an  antara  kelompok  ahli  dan  sektor  swasta;  (3)  mena- 
ngani  rencana  aksi  aplikasi  komersial  dari  teknologi  di 
kawasan  ASEAN  di  bidang  sumber  energi  baru  dan 
yang  dapat  diperbarui.  Di  samping  itu,  negara-negara 
ASEAN  non-OPEC  mengharapkan  agar  kestabilan 
harga  minyak  OPEC  dapat  tetap  terjamin  {Antara,  24 
Juni  1989). 


3.  Pasar  Industri  Peralatan  Listrik 

Dirjen  Listrik  dan  Energi,  Baru  Indonesia,  Aris- 
munandar,  mengatakan  kepada  pers  di  Jakarta  tanggal 
29  Juli  1989  bahwa:  (1)  kerjasama  perusahaan  listrik 
ASEAN  merupakan  salah  satu  pasar  yang  potensial 
bagi  industri  peralatan  listrik  Indonesia;  (2)  dengan  me- 
manfaatkan  kerjasama  perusahaan  listrik  ASEAN, 
hasil  industri  peralatan  listrik  Indonesia  yang  bermutu 
tinggi  harus  dapat  merebut  pasaran  ASEAN;  (3)  trans- 
formator  merupakan  salah  satu  industri  peralatan 
listrik  Indonesia  yang  dapat  berperan  sebagai  komoditi 
ekspor  non-migas,  terutama  untuk  melayani  kebutuhan 
perusahaan  listrik  di  ASEAN  {Merdeka,  31  Juli  1989). 

B.  KERJASAMA  KEBUDAYAAN  DAN  INFORMA- 
SI 

7.  Konperensi  Para  Redaktur  ASEAN 

Konperensi  Para  Redaktur  ASEAN  ke-4  berlang- 
sung  di  Pulau  Langkawi,  Malaysia,  tanggal  14-18  Agus- 
tus  1989,  dihadiri  oleh  70  orang  yang  terdiri  dari  para 
redaktur  dan  ahli  di  berbagai  bidang  untuk  membahas: 
(1)  pertukaran  berita  ASEAN;  (2)  perluasan  peliputan 
media  ASEAN;  (3)  promosi  pariwisata  ASEAN  melalui 
media;  (4)  latihan  kewartawanan  ASEAN  {Suara  Pem- 
baruan,  12  Agustus  1989). 

Sambutan  tertulis  Menteri  Penerangan  Malaysia, 
Mohamed  Rahmat,  pada  pembukaan  pertemuan  itu  se- 
bagai berikut:  (1)  ia  ijienantang  kantor-kantor  berita 
ASEAN  untuk  menyajikan  laporan-Iaporan  yang  luas, 
tepat  pada  waktunya  dan  baik  mengenai  pembangunan 
yang  berlangsung  di  negara-negara  ASEAN;  (2)  kantor- 
kantor  berita  ASEAN  agar  menyediakan  berita-berita 
yang  dibutuhkan  pelanggan,  seperti  surat  kabar  dan 
media  elektronik;  (3)  laporan-Iaporan  agar  mencakup 
profil  para  tokoh  utama  poiitik  dan  usaha  di  wilayah 
ASEAN;  (4)  laporan  agar  iebih  banyak  berupa  liputan 
film,  buku,  kesusastraan  dan  kebudayaan;  (5)  hanya 
dengan  mengambil  satu  langkah  yang  lebih  berani, 
media  itu  dapat  memaiiikan  peraiian  penting  daiam  pe- 
mupukan  hubungan  yang  Iebih  erai  mengenai  basis  an- 
tar  bangsa  di  wilayah  ASEAN;  (6)  komile  kebudayaan 
dan  informasi  ASEAN  (COCI)  yang  merupakan  nieka- 
nisme  kelompok  liu  harus  lebih  meningkalkan  hubung- 
an dua  bidang  yang  dilanganinya,  sedangkan  para  pro- 
fesional  di  bidang  media  hendaknya  mcmbaniu  mening- 
kalkan hubungan  pada  tingkat  yang  mendasar;  (7) 
COCI  agar  memperluas  lipulan  kegiatan-kegiaian  seni. 
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musik  dan  informasi  yang  memungkinkan  kehidupan 
sehari-hari  penduduk  kawasan  ASEAN  dapat  dilapor- 
kan  secara  meluas  dalam  pers  ASEAN;  (8)  media  mem- 
punyai  peranan  dalam  pemeliharaan  stabilitas  politik, 
percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  keadilan  sosial,  pe- 
ningkatan  kesatuan  regional  dan  mempertinggi  pengem- 
bangan  sumber  daya  manusia  (Antara,  15  Agustus 
1989);  (9)  banyak  sukses  yang  diraih  ASEAN  selama  ini 
disebabkan  oleh  peranan  positif  dan  aktif  medianya, 
terutama  dalam  hal  pengakuan  dunia  tentang  stabilitas 
dan  dinamika  ASEAN;  (10)  redaktur  maupun  warta- 
wan  adalah  pembuat  kejadian,  karenanya  agar  mem- 
buat  liputan-liputan  ASEAN  yang  berguna  bagi  dunia; 
(11)  kecuali  Brunei  dan  Singapura,  kantor-kantor  berita 
ASEAN  selama  ini  sudah  menjalin  kerjasama  pertu- 
karan  berita  dalam  ANEX  (ASEAN  News  Agency  Ex- 
changes) (Saara  Pembaruan,  18  Agustus  1989). 

Hasil  pertemuan  itu  antara  lain:  (1)  Singapura  dan 
Brunei  Darussalam  yang  belum  mempunyai  kantor  beri- 
ta sendiri  bersedia  untuk  ikut  serta  dalam  pertukaran 
berita  ASEAN;  (2)  kedua  negara  itu  akan  menunjuk 
organisasi  pers  di  negaranya  untuk  melakukan  pertu- 
karan berita.  Di  samping  itu  hasil-hasil  lainnya  yang 
berupa  rekomendasi  dan  resolusi  adalah  sebagai  beri- 
kut:  (1)  mengusulkan  agar  kantor-kantor  berita 
ASEAN  menyetujui  strategi  bersama  membentuk  suatu 
kader  wartawan  yang  mahir  dalam  berbahasa  Inggris 
untuk  menangani  berita-berita  ASEAN;  (2)  mengusul- 
kan agar  lebih  banyak  laporan-laporan  analisa  dan 
latar-belakang,  karangan  khas  dan  artikel-artikel  me- 
ngenai  ekonomi  dikirimkan  melalui  ANEX;  (3)  me- 
nganjurkan  semua  media  ASEAN  melakukan  koordi- 
nasi  dan  pendekatan  terintegrasi  dalam  bidang  pen- 
didikan  dan  latihan,  untuk  menghasilkan  wartawan 
yang  sadar  akan  kepentingan  dan  kebutuhan  nasional 
maupun  regional;  (4)  menyerukan  pembentukan  labora- 
torium  jurnalistik  untuk  mendidik  para  wartawan 
ASEAN  dalam  penulisan  berita;  (5)  mengusulkan  agar 
dibentuk  suatu  komisi  untuk  menjajaki  kemungkinan 
pembiayaan  penerbitan  buku-buku  mengenai  penulisan 
berita  dan  buku-buku  referensi;  (6)  mengusulkan  agar 
dilakukan  pertukaran  kunjungan  penulis  pariwisata  se- 
belum  Visit  ASEAN  Year  1992;  (7)  mendesak  kantor- 
kantor  berita  ASEAN  membuat  suatu  kesepakatan  un- 
tuk mengangkat  ataupun  mengutip  berita  atau  artikel 
sural  kabar,  khusus  mengenai  berbagai  masalah  untuk 
memenuhi  kepentingan  para  pemakai  akhir;  (8)  sepakat 
untuk  menyelenggarakan  konperensi  Redaktur  ASEAN 
ke-5  di  Muangthai  tahun  1991  {Suara  Pembaruan,  19 
Agustus  1989). 


2.  Pertukaran  Kunjungan  Wartawan  ASEAN 

Ketika  menerima  kunjungan  wartawan  dari  Muang- 
thai, Singapura,  Brunei  Darussalam,  Malaysia  dan  Fili- 
pina,  tanggal  15  Agustus  1989,  Dirjen  Pembinaan  Pers 
dan  Grafika  Indonesia,  Dr.  Janner  Sinaga,  mengata- 
kan:  (1)  pertukaran  kunjungan  wartawan  antar  negara 
anggota  ASEAN  perlu  ditingkatkan;  (2)  kerjasama 
ASEAN,  khususnya  di  bidang  pers,  baik  media  cetak 
maupun  elektronika,  sangat  penting  untuk  meningkat- 
kan  pertukaran  kunjungan  wartawan  ASEAN;  (3)  ker- 
jasama pers  ASEAN  penting  untuk  memperkokoh  dan 
meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  kawasan  ini 
tentang  proses  dan  kemajuan  pembangunan  di  negara- 
negara  anggota  ASEAN;  (4)  para  wartawan  itu  diharap- 
kan  dapat  menulis  di  media  mereka  tentang  pelaksana- 
an  pembangunan  dan  berbagai  perkembangan  yang  di- 
lihat  di  Indonesia  {Antara,  16  Agustus  1989). 


C.  KERJASAMA  HUKUM  ASEAN 

1.  Konperensi  Mahasiswa  Hukum  ASEAN  (ALSC) 
ke-1 

Konperensi  Mahasiswa  Huktmi  ASEAN  (ASEAN 
Law  Students  Conference  atau  ALSC)  yang  dihadiri 
oleh  delegasi  Mahasiswa  Malaysia  (5  orang),  Indonesia 
(5  orang),  Singapura  (5  orang)  dan  Filipina  serta 
Muangthai  (masing-masing  2  orang),  ke-1  berlangsung 
di  Jakarta  tanggal  15-20  Mei  1989,  untuk:  (1)  mening- 
katkan kerjasama  hukum  melalui  sinkronisasi  dan  har- 
monisasi  perundang-undangan  serta  pengembangan 
pendidikan  hukum  di  negara-negara  ASEAN;  (2)  memi- 
lih  pengurus  dan  menetapkan  pelaksanaan  pertemuan 
rutin  organisasi. 

Brunei  tidak  mengirimkan  delegasinya  karena  belum 
ada  fakultas  hukum  di  negara  itu. 

Hasil  konperensi  antara  lain:  (1)  mengangkat  Ke- 
tua  Ikatan  Mahasiswa  Hukum  Indonesia,  Firos  Gaf- 
far,  sebagai  Sekjen  ALSC  periode  1989-1991;  (2)  me- 
netapkan pertemuan  organisasi  ini  setiap  dua  tahun 
sekali  dan  pertemuan  ke-2  akan  diselenggarakan  di 
Kuala  Lumpur  tahun  1991;  (3)  sepakat  untuk  mening- 
katkan kerjasama  hukum  secara  bilateral,  karena  masih 
ada  perbedaan  hukum  di  setiap  negara  anggota;  (4) 
sepakat  mengadakan  pertukaran  mahasiswa  hukum  an- 
tar negara-negara  anggota  ASEAN  {Angkatan  Bersen- 
jata,  11  Mei  1989). 
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2.  Kerjasama  Penegakan  Hukum 

Jaksa  Agung  Indonesia,  Soekarton  Marmosoedjono 
SH,  mengatakan  kepada/4/j/flra  di  Kuala  Lumpur  tang- 
gal  1  Juli  1989  bahwa:  (1)  para  Jaksa  Agung  dan  Men- 
teri  Kehakiman  negara  anggota  ASEAN  sepakat  untuk 
mengadakan  kerjasama  penegakan  hukum,  walaupun 
terdapat  perbedaan  dalam  sistem  hukumnya;  (2) 
mereka  menyarankan  agar  diselenggarakan  konperensi 
para  Jaksa  Agung  dan  Menteri  Kehakiman  se-ASEAN 
ke-1  (kemungkinan  akan  diadakan  di  Jakarta,  tahun 
1990).  Konperensi  itu  akan  didahului  oleh  pertemuan 
para  pejabat  tinggi  Kementerian  Kehakiman  dan  Kejak- 
saan  Agung  untuk  mempersiapkan  materi  pembicaraan; 
(3)  masalah  spesifik  tentang  inventarisasi  istilah  hukum 
yang  mungkin  dapat  dicocokkan  antara  Indonesia,  Ma- 
laysia dan  Brunei  yang  menggunakan  bahasa  Melayu 
akan  dibicarakan  dalam  pertemuan  itu,  hal  ini  diperlu- 
kan  untuk  menghindari  salah  tafsir,  misalnya  hukuman 
seumur  hidup  di  Malaysia  hanya  sampai  20  tahun  se- 
dangkan  di  Indonesia  benar-benar  dilaksanakan  sampai 
mati;  (4)  Jaksa  Agung  Brunei  dan  Jaksa  Agung  serta 
Menteri  Kehakiman  Malaysia  sepakat  untuk  mencocok- 
kan  istilah-istilah  hukum  kedua  negara;  (6)  Indonesia, 
Bntjei  dan  Malaysia  dapat  mengadakan  kerjasama  da- 
lam peristilahan  hukum;  (7)  pelaksanaan  perjanjian 
ekstradisi  antara  negara-negara  ASEAN  tidak  menemui 
kesulitan  dan  berjalan  lancar;  (8)  Indonesia  sudah  mem- 
punyai  perjanjian  ekstradisi  dengan  Malaysia,  Muang- 
thai  dan  Filipina,  sementara  itu  dengan  Brunei  Darus- 
salam  dan  Singapura  belum  ada;  (9)  meskipun  belum 
ada  perjanjian  ekstradisi  dengan  kedua  negara  itu, 
bukan  berarti  menutup  kemungkinan  untuk  melakukan 
kerjasama  di  bidang  ini;  (10)  Jaksa  Agung  Singapura 
menyatakan  bersedia  membantu  menangkap  penyelun- 
dup  atau  buron  dari  Indonesia  yang  berada  di  negara- 
nya  dengan  cara  menyatakan  mereka  sebagai  pendatang 
haram;  (11)  Indonesia  baru  mengadakan  tukar-menu- 
kar  pengalaman  di  bidang  pendidikan  hukum  dengan 
Muangthai  melalui  perjanjian  yang  konkrit,  dan  pada 
bulan  Juli  1989  Muangthai  akan  mengirimkan  4  orang 
jaksa  untuk  mengikuti  pendidikan  jaksa  anti  korupsi  di 
Jakarta;  (12)  tindakan  keras  Pemerintah  Indonesia 
terhadap  tindak  pidana  ekonomi  seperti  penyelundup- 
an,  korupsi,  asuransi  dan  perbankan  telah  terdengar  di 
dunia  internasional;  (13)  Indonesia  mendapat  pengaku- 
an  internasional  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum 
secara  konsekuen  untuk  melindungi  kepentingan  rak- 
yat,  hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  undangan  untuk 
mengikuti  konperensi  internasional  tentang  tindak 
pidana'ekonomi;  (14)  kerjasama  dan  penegakan  hukum 


secara  internasional.sangat  dibutuhkan,  terutama  untuk 
menanggulangi  kejahatan  perbankan,  maritim, 
penyelundupan,  narkotika  dan  kejahatan  ekonomi  lain- 
nya  (Angkatan  Bersenjata,  14  Juli  1989). 


IV.  MASALAH  KEAMANAN 

A.  STABILITAS  DAN  KEMAJUAN  ASEAN 

PM  Singapura,  Lee  Kuan  Yew,  mengatakan  dalam 
pidato  tahunan  Hari  Nasional  Singapura  tanggal  20 
Agustus  1989  bahwa:  (1)  Presiden  Soeharto  merupakan 
faktor  paling  penting  yang  menentukan  stabilitas  dan 
kemajuan  di  seluruh  kawasan  ASEAN;  (2)  Presiden  In- 
donesia mendatang  harus  seperti  Presiden  Soeharto  ter- 
utama dalam  prinsip-prinsip  dasar  dan  kebijaksanaan, 
yang  semua  ini  akan  membuat  ASEAN  tumbuh  pesat, 
makmur  dan  damai;  (3)  Presiden  Soeharto  merupakan 
seorang  pemimpin  yang  mempunyai  sikap  dan  sifat 
yang  menekankan  pembangunan  ekonomi  dan  mendo- 
rong  hubungan  kerjasama  dengan  menciptakan  saling 
percaya,  sehingga  ASEAN  menarik  para  investor  dan 
pemerintah  di  luar  kawasan  ini;  (4)  jika  pengganti 
Soeharto  nanti  seorang  yang  sama  dalam  prinsip  dasar 
dan  kebijaksanaan,  ASEAN  akan  tumbuh,  makmur 
dan  damai  dan  tidak  hanya  sekedar  ZOPFAN;  (5)  Pre- 
siden Soeharto  menjelaskan  bahwa  dirinya  telah  mela- 
kukan sejumlah  upaya  untuk  melembagakan  kebijak- 
sanaan-kebijaksanaannya.  ASEAN  akan  tumbuh  dan 
menjadi  makmur  jika  semua  upaya  ini  terjamin  sebelum 
Presiden  Soeharto  mengundurkan  diri;  (6)  Presiden 
Soeharto  tidak  memperlihatkan  keprihatinannya  ketika 
dia  mengemukakan  rencana  Singapura  menyediakan  fa- 
silitas  militer  bagi  AS  dalam  pertemuan  di  Brunei  Da- 
russalam  tanggal  2  Agustus  1989;  (7)  ia  tidak  pernah 
melihat  Presiden  Soeharto  bimbang  dan  selalu  menun- 
jukkan  posisinya  {Kompas,  22  Agustus  1989). 

B.  MASALAH  PANGKALAN  MILITER  AS 

J.  Kesediaan  Singapura  Menampung  Fasilitas  Militer 
AS 

Menteri  Negara  Urusan  Luar  Negeri  Singapura, 
Brigjen  George  Yeo,  mengatakan  kepada  Parlemen 
tanggal  4  Agustus  1989  bahwa:  (1)  negaranya  bersedia 
menampung  fasilitas-fasilitas  AS  untuk  mempermudah 
Filipina  mempertahankan  pangkalan-pangkalan  militer 
AS;  (2)  Filipina  mcnginginkan  agar  negara-negara  ang- 
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gota  ASEAN  lainnya  menampung  fasilitas-fasilitas  mi- 
liler  AS;  (3)  setiap  peningkatan  kehadiran  militer  AS  di 
Singapura  akan  mendorong  stabilitas  regional  dan 
bukan  untuk  meningkatkan  permusuhan  antara  negara- 
negara  adikuasa;  (4)  kunjungan  tim  survei  AS  ke  Singa- 
pura pada  bulan  Juni  1989  untuk  mempelajari  fasilitas 
AL  dan  AU  serta  menentukan  sesuatu  yang  mungkin 
dapat  dimanfaatkan  oleh  militer  AS.  Hasil  survei  itu 
menunjukkan,  Singapura  mungkin  tidak  dapat  membe- 
rikan  ruang  dan  lokasi  strategis  bagi  kompleks  pang- 
kalan  angkatan  udara  dan  laut  AS;  (5)  kunjungan  itu 
pun  hanya  bersifat  penjajakan  dan  tidak  menyiratkan 
komitmen  kedua  pihak  atas  penempatan  pangkalan  AS 
di  Singapura.  Selain  itu  juga  tidak  mengurangi  keteri- 
katan  negaranya  pada  pengatiiran  pertahanan  lima 
negara  dan  Singapura  tetap  konsisten  dengan  prinsip- 
prinsip  gerakan  nonblok;  (6)  negaranya  mendukung  tu- 
juan  ASEAN  untuk  menciptakan  kawasan  damai,  be- 
bas  dan  netral  (ZOPFAN)  dalam  jangka  panjang;  (7) 
untuk  mencapai  tujuan  ZOPFAN,  suatu  kehadiran  AS 
yang  berkesinambungan  di  Asia  Tenggara  diperlukan., 
Hal  ini  juga  perlu  untuk  mempertahankan  keseimbang- 
an  kekuatan  (Antara,  5  Agustus  1989). 


2.  Reaksi  dan  Komentar 

Menanggapi  tawaran  Singapura  itu,  setidak-tidak- 
nya  ada  dua  sikap  utama,  yakni  menolak  dan  menyetu- 
juinya.  Malaysia  tampaknya  cenderung  untuk  menolak 
gagasan  Singapura  itu,  apabila  Singapura  akan  dijadi- 
kan  pangkalan  militer  AS.  Sebaliknya  Muangthai  cen- 
derung untuk  menyetujuinya.  Sementara  itu,  Indonesia 
masih  menunggu  perkembangan  lebih  lanjut. 

Secara  rinci  sikap-sikap  itu  tergambar  dalam  per- 
nyataan  berikut  ini: 

a.  Sikap  Malaysia 

Menteri  Pertahanan  Malaysia,  Tengku  Ahmad  Ri- 
thaudden,  mengatakan  kepada  The  Straits  Time  tanggal 
6  Agustus  1989  bahwa:  (1)  negaranya  akan  tetap  setia 
dengan  prinsip  ZOPFAN  dan  mengharapkan  anggota- 
anggota  ASEAN  lainnya  letap  setia  dengan  komitmen 
itu;  (2)  proses  menuju  ZOPFAN  liarus  sejalan  dengan 
proses  berakhirnya  pangkalan-pangkalan  militer  asing 
di  kawasan  ini;  (3)  Menlu  Singapura,  Wong  Kan  Seng, 
lelali  mcmberilahu  Menlu  Malaysia,  Abu  Hasan  Omar, 
tcntang  tawaran  ilu  kclika  bcrkunjung  ke  Kuala  Lum- 
pur, Juli  1989  {Pelita,  8  Agustus  1989). 


Sekjen  Deplu  Malaysia,  Kamil  Jaafar,  juga  menga- 
takan kepada  pers  di  Kuala  Lumpur  tanggal  8  Agustus 
1989  bahwa:  (1)  Malaysia  menentang  setiap  kehadiran 
militer  AS  di  Singapura,  karena  selain  bertentangan 
dengan  upaya  peredaan  Timur-Barat,  juga  bertentang- 
an dengan  prinsip  ZOPFAN;  (2)  Malaysia  tidak  melihat 
alasan  untuk  memperkenankan  suatu  pangkalan  militer 
lain  setelah  di  Filipina  dan  di  Vietnam  (Suara  Pemba- 
ruan,  9  Agustus  1989). 

Deputy  Menlu  Malaysia,  dr.  Abdullah  Fadzil  Che 
Wan,  mengatakan  kepada  pers  di  Ipoh,  tanggal  9  Agus- 
tus 1989  bahwa:  (1)  anggota-anggota  ASEAN  agar  me- 
nyatakan  pendiriannya  atas  keinginan  Singapura  itu;  (2) 
negaranya  telah  memperingatkan  implikasi-implikasi 
yang  mungkin  timbul;  (3)  sejauh  ini  Singapura  belum 
memberikan  tanggapan  atas  pendirian  Malaysia;  (4)  ke- 
inginan Singapura  itu  akan  mengganggu  konsep  ZOP- 
FAN dan  cita-cita  ASEAN  untuk  membebaskan  senjata 
nuklir  dari  kawasan  ini  seperti  yang  dinyatakan  oleh 
KTT  ASEAN  di  Manila  1987  (Antara,  11  Agustus 
1989). 

PM  Malaysia,  Mahathir  Mohamad,  mengatakan 
kepada  Washington  Post  di  Washington  tanggal  8 
Agustus  1989  bahwa:  (1)  belum  waktunya  bagi  A^un- 
tuk  menarik  diri  dari  wilayah  Asia  Tenggara  meskipun 
ketegangan  wilayah  tampaknya  mulai  mereda  sebagai 
akibat  dari  usaha-usaha  perdamaian  Uni  Soviet  serta 
prospek  penyelesaian  Kamboja;  (2)  pengurangan  apa 
pun  dari  kehadiran  militer  AS  agar  dilakukan  sejalan 
dengan  langkah-langkah  tertentu  Uni  Soviet,  seperti  pe- 
narikan  pasukan  Soviet  dari  Cam  Ranh  di  Vietnam;  (3) 
sekarang  belum  saatnya  membicarakan  pengosongan 
pangkalan-pangkalan  AS  dari  Filipina;  (4)  Malaysia 
berkeberatan  bila  tujuan  Singapura  itu  untuk  menem- 
patkan  pasukan  AS  di  negara  itu.  Malaysia  tidak  senang 
melihat  pesawat-pesawat  AS  berpangkal  di  Singapura 
atau  sebagian  Singapura  berubah  menjadi  pangkalan 
angkatan  laut  AS.  Tetapi  negaranya  tidak  keberatan 
jika  Singapura  menyediakan  fasiliias  untuk  perbaikan 
dan  pelayanan  lain  bagi  pasukan  AS  (Antara,  14  Agus- 
tus 1989). 

Menlu  Malaysia,  Abu  Hassan  Omar,  mengatakan 
kepada  pers  di  Kuala  Lumpur  tanggal  12  Agustus  1989 
bahwa:  (1)  ASEAN  seharusnya  bertemu  untuk  membi- 
carakan kemungkinan  kehadiran  pangkalan  AS  di 
Singapura.  Periemuan  itu  wajar  karena  mereka  lerikat 
pada  konsep  ZOPFAN  agar  wilayah  ini  lelap  bebas  dari 
persaingan  negara  adikuasa;  (2)  Menlu  Singapura, 
Wong  Kan  Seng,  lelah  memberitahu  tentang  usul  itu 
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dan  akan  menjelaskan  kepada  Malaysia  segera  sesudah 
AS  membuat  keputusan;  (3)  Malaysia  keberatan  atas 
sikap  Singapura  itu  karena  kehadiran  miiiter  AS  itu 
merupakan  pelanggaran  atas  konsep  ZOPFAN  dan 
akan  menimbulkan  masalah  pada  wilayah  udara  Malay- 
sia; (4)  negaranya  akan  menyatakan  pendiriannya  sete- 
lah  secara  teknis  AS  selesai  melakukan  penelitian  dan 
membuat  keputusan,  karena  sampai  sejauh  ini  belum 
ada  kepastian  apakah  AS  setuju  menerima  tawaran 
Singapura  {Antara,  14  Agustus  1989). 


b.  Sikap  Muangthai 

Sementara  itu,  juru  bicara  Kementeriarf  Liiar  Negeri 
Muangthai,  Jent  Stcaritkul,  mengatakan  kepada  pers  di 
Bangkok  tanggal  12  Agustus  1989  bahwa:  (1)  usul 
Singapura  untuk  menyediakan  tempat  bagi  fasilitas  mi- 
liter  AS  merupakan  masalah  bilateral  yang  tidak  me- 
merlukan  suatu  pendirian  regional;  (2)  usul  Singapura 
itu  bukan  hal  yang  baru  dan  setiap  negara  anggota 
ASEAN  memiliki  hak  kedaulatan  untuk  memutuskan 
sikapnya;  (3)  Singapura  sudah  lama  memperoleh  devisa 
dari  galangan  kapal  modernnya  dan  kapal-kapal  dari 
semua  bangsa,  termasuk  kapal  dari  AS  dan  Uni  Soviet, 
telah  singgah  di  dok  daratnya  untuk  melakukan  per- 
baikan  dan  perawatan;  (4)  meskipun  Muangthai  tidak 
berkeberatan  atas  usul  itu,  tetapi  pangkalan  AS  itu 
dapat  menjadi  masalah  yang  sangat  peka;  (5)  sejauh  ini 
fasilitas-fasilitas  yang  ditawarkan  Singapura  itu  bukan 
merupakan  pangkalan  miiiter  sepenuhnya,  tetapi  hanya 
fasilitas  perawatan  kapal  dan  pelabuhan;  (6)  Malaysia 
hendaknya  menyusun  suatu  kerangka  bilateral  dengan 
Singapura  untuk  menjernihkan  kekisruhan  mengenai  si- 
fat  jangkauan  dan  perincian  rencana  yang  diusulkan 
itu;  (7)  ASEAN  seharusnya  mendengarkan  Filipina 
yang  secara  iangsung  terlibat  dalam  masalah  ini  (Kom- 
pas,  13  Agustus  1989). 

Ketua  Badan  Keamanan  Nasional  Muangthai,  Suvit 
Suthanukul,  mengatakan:  (1)  usul  Singapura  itu  akan 
membantu  meredakan  ketegangan  politik  di  Filipina; 
(2)  secara  global,  pangkalan  miiiter  AS  beserta  kekuat- 
an  udara,  iaut,  daratnya  di  wilayah  Asia  Tenggara  dan 
Asia-Pasifik  perlu  dipertahankan;  (3)  kepergian  kekuat- 
an  AS  akan  menimbulkan  kekosongan  kekuatan  yang 
membahayakan  Asia-Pasifik;  (4)  meskipun  rencana  un- 
tuk memindahkan  sebagian  pangkalan  AS  ke  Singapura 
masih  dipelajari,  namun  Muangthai  tidak  menenlang 
perpindahan  itu  (Anlara,  13  Agustus  1989). 


c.  Sikap  Indonesia 

Sekembalinya  dari  menghadiri  Konperensi  Interna- 
sional  tentang  Kamboja,  Menlu  Ali  Alatas  mengatakan 
kepada  pers  di  Bandara  Soekarno-Hatta  tanggal  6 
Agustus  bahwa:  (1)  sikap  Indonesia  terhadap  usul 
Singapura  untuk  menjadi  tempat  fasilitas  miiiter  AS 
masih  menunggu  perkembangan  lebih  lanjut;  (2)  sejauh 
ini  usul  itu  baru  memasuki  tahap  survei  dan  belum  ada 
komitmen  antara  kedua  pihak;  (3)  sebelumnya  Singa- 
pura sudah  menjelaskan  kepada  negara-negara  anggota 
ASEAN  lainnya  untuk  tetap  mendukung  konsep  ZOP- 
FAN. Di  samping  itu  Singapura  juga  akan  memperhati- 
kan  pandangan-pandangan  anggota  ASEAN  lainnya, 
jika  tawaran  itu  harus  direalisasikan;  (4)  mungkin  yang 
dikehendaki  kedua  pihak  adalah  untuk  meningkatkan 
penggunaan  fasilitas  miiiter  yang  sudah  ada  di  Singa- 
pura {Angkatan  Bersenjata,  8  Agustus  1989). 

Mantan  Menlu  Mochtar  Kusumaatmadja  mengata- 
kan kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  8  Agustus  1989 
bahwa:  (1)  tawaran  Singapura  itu  mengandung  hikmah 
bagi  para  pemikir  strategi  miiiter  ASEAN  untuk  memi- 
kirkan  kemungkinan  menggalang  suatu  kerjasama  miii- 
ter ASEAN  yang  konsepsional,  karena  minimal  sudah 
ada  dua  Menlu  ASEAN  yaitu_Singapura  dan  Malaysia 
mengungkapkan  nada  yang  serupa;  (2)  kerjasama  miii- 
ter ASEAN  sebenarnya  sudah  ada  yaitu  berupa  pertu- 
karan  informasi  dan  intelijen,  upaya  menggunakan  alat 
miiiter  yang  sama,  penyediaan  fasilitas  latihan  dan  ben- 
tuk  kerjasama  miiiter  lainnya,  kerjasama  miiiter  yang 
didasarkan  pemikiran  konsepsional  dari  ASEAN  belum 
ada;  (3)  sikap  hati-hati  Indonesia  tentang  kerjasama 
miiiter  dapat  dimengerti,  tetapi  keinginan  anggota- 
anggota  ASEAN  lainnya  untuk  mengadakan  kerjasama 
semacam  itu  perlu  dipikirkan  secara  serius;  (4)  kerja- 
sama semacam  itu  jangan  berupa  pakta  miiiter,  karena 
hal  itu  mengandung  pengertian  dibentuk  untuk  meng- 
hadapi  lawan;  (5)  pemikiran  ini  dilandaskan  pada 
kenyataan  mengenai  beberapa  bentuk  kerjasama  miiiter 
di  kawasan  ASEAN  yang  melibatkan  pihak  luar;  (6)  se- 
bagian dari  bentuk  kerjasama  miiiter  itu  merupakan  pe- 
ninggalan  sejarah  yang  diteruskan  karena  tidak  ada  pi- 
lihan  lain.  Oleh  karena  itu,  sudah  waktunya  bagi 
ASEAN  untuk  memikirkan  suatu  pilihan  yang  didasar- 
kan pada  konsepsi  sendiri;  (7)  ada  tiga  hal  yang  mung- 
kin menjadi  molivasi  Singapura:  (a)  negara  itu  ingin 
memperoleli  lebih  banyak  keuntungan  dari  jasa  per- 
baikan  atau  perawatan  kapal-kapal  AS  yang  selama  ini 
sudali  dilakukannya;  (b)  ia  merasa  bahwa  berkurangnya 
keliadiran  AS  di  kawasan  ini,  akan  mengurangi  keseim- 
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bangan  kekuatan  militer  di  kawasan  ASEAN;  (c)  ia 
ingin  membantah  argumenasi  bahwa  di  antara  ASEAN, 
hanya  Filipina  yang  mengandung  beban  menjadi  tuan 
rumah  kehadiran  AS;  (8)  Singapura  akan  memegang 
teguh  pada  pernyataannya,  yaitu  mengundang  AS  ha- 
nya untuk  memanfaatkan  fasilitas  militer  dan  bukan 
untuk  menempatkan  pangkalan  militer  {Antara,  9 
Agustus  1989). 

Pangab  Jenderal  TNI  Try  Sutrisno  mengatakan  ke- 
pada  pers  di  Jakarta  tanggal  10  Agustus  1989  bahwa:  (1) 
semua  negara  ASEAN  masih  tetap  memegang  teguh 
dan  menghormati  kesepakatannya  mengenai  ZOPFAN; 
(2)  di  kawasan  ASEAN,  telah  timbul  ketahanan  regional 
yang  berasal  dari  ketahanan  nasional  masing-masing 
anggotanya  dan  persahabatan  ASEAN  juga  semakin 
kuat;  (3)  kerjasama  militer  ASEAN  saat  ini  telah  baik 
dan  tidak  memerlukan  latihan  bersama  enam  negara 
sekaligus  {Antara,  10  Agustus  1989). 

Menteri  Polkam  Rl,  Sudomo,  mengatakan  kepada 
pers  di  Jakarta  tanggal  14  Agustus  1989  bahwa:  (1)  ter- 
lalu  pagi  untuk  memberikan  pendapat  mengenai  ta- 
waran  Singapura  itu,  selain  karena  pokok  permasalah- 
an  belum  jelas  juga  perlu  mengumpulkan  keterangan 
yang  lengkap  dan  menyeluruh  tentang  maksud  Singa- 
pura. Indonesia  tetap  belum  dapat  memberikan  komen- 
tar  lebih  jauh,  menunggu  penjelasan  lebih  lanjut  dari 
pemerintah  Singapura;  (2)  pernyataan  pemerintah 
Singapura  itu  ibarat  balon  yang  dilemparkan  untuk  me- 
mancing  reaksi  {Suara  Pembaruan,  15  Agustus  1989). 

Menlu  Aii  Alatas  mengatakan  kepada  pers  di  Jakar- 
ta tanggal  15  Agustus  1989  bahwa:  (1)  persatuan  dan 
solidaritas  ASEAN  cukup  kuat  dan  telah  berkembang 
cukup  mantap  untuk  membedakan  antara  masalah  po- 
kok dan  sampingan;  (2)  keinginan  dan  pernyataan 
Singapura  belum  jelas,  karena  masih  dalam  taraf  penja- 
jakan;  (3)  untuk  menghadapi  setiap  perkembangan  di 
ASEAN,  kita  tetap  berpegang  pada  landasan  pokok 
yang  telah  disepakati  bersama;  (4)  prinsip  kerjasama 
ASEAN  mengenai  sikap  dasar  untuk  meningkatkan  ke- 
amanan  dan  slabililas  bersama  di  kawasan  ini  sudah 
jelas  sekali  {Pelila,  16  Aguslus  1989). 

d.  Sikap  Filipina 

Presiden  Corazon  Aquino  mengatakan  di  Manila 
langgal  8  Aguslus  1989  bahwa:  (1)  lawaran  Singapura 
scbagai  luan  rumali  fasililas  niiliicr  AS  lidak  akan  nie- 
rupakan  sualu  faktor  peniing  dalam  pencniuan  niasa 
depan  pangkalan  Subic  dan  Clark  di  Filipina;  (2)  yang 


menjadi  dasar  pertimbangan  paling  utama  untuk  me- 
ngambil  keputusan  adalah  kemampuan  pangkalan- 
pangkalan  itu  untuk  mendukung  kepentingan  nasional- 
nya;  (3)  pada  bulan  Desember  1989,  negaranya  akan 
menyelenggarakan  perundingan-perundingan  dengan 
AS  mengenai  masalah  itu  {Suara  Pembaruan,  9  Agustus 
1989). 

Ketua  Dewan  Keamanan  Nasional  Filipina,  Rafael 
Ileto,  mengatakan  kepada  pers  di  Manila  tanggal  7 
Agustus  1989:  (1)  Presiden  Corazon  Aquino  akan  ber- 
kunjung  ke  Washington  tanggal  8  November  1989  un- 
tuk membahas  masalah  masa  depan  pangkalan  AS  di 
Filipina;  (2)  Dewan  Keamanan  Nasional  negaranya  te- 
lah mengkaji  pengaturan  keamanan  dengan  Washing- 
ton, termasuk  persetujuan  pangkalan  yang  akan  ber- 
akhir  masa  berlakunya  bulan  September  1991;  (3)  De- 
wan Keamanan  Nasional  Filipina  menyadari  pentingnya 
mencari  pemecahan  lebih  awal  mengenai  masalah  pang- 
kalan militer  itu  dan  memutuskan  untuk  mempercepat 
penyelesaian  rencana  penggunaan  alternatif  fasilitas- 
fasilitas  militer  AS  serta  memodernkan  Angkatan  Ber- 
senjata  Filipina;  (4)  Presiden  Aquino  telah  memerintah- 
kan  untuk  mengkaji  penggunaan  bekas  pangkalan  itu, 
setelah  AS  menarik  diri  secara  sebagian  atau  secara  ke- 
seluruhan  {Pelita,  8  Agustus  1989). 

Pada  saat  yang  sama,  Menlu  Manglapus  mengata- 
kan kepada  Harian  Straits  Times  bahwa:  (1)  tawaran  itu 
akan  mempunyai  implikasi  cukup  besar  pada  pembica- 
raan  mengenai  masa  depan  kedua  pangkalan  AS  terse- 
but;  (2)  tawaran  Singapura  itu  sungguh-sungguh,  kare- 
na Filipina  sudah  diberitahu  secara  formal  {Pelita,  8 
Agustus  1989). 

Menlu  Filipina,  Raul  Manglapus,  mengatakan  kepa- 
da pers  di  Manila  tanggal  16  Agustus  1989  bahwa:  (1) 
negaranya  mendukung  penyelenggaraan  suatu  konsul- 
tasi  regional  tingkat  tinggi  mengenai  lawaran  Singapura 
untuk  menampung  pangkalan  militer  AS;  (2)  Malaysia 
lelali  memberitahukan  kepada  Dubes  Filipina  di  Kuala 
Lumpur  bahwa  seharusnya  Singapura  berkonsultasi  ter- 
lebih  dahulu  dengan  Malaysia  karena  penggunaan  fasi- 
lilas seperii  itu  akan  melibaikan  penggunaan  wilayah 
udara  dan  laut  Malaysia;  (3)  kepentingan  dalam  negeri 
adalah  lebih  p.enting  daripada  kepentingan  regional,  le- 
lapi  kepentingan  regional  hendaknya  juga  mendapai 
pertimbangan  yang  serins;  (4)  Filipina  ingin  mengeiahui 
sikap  Singapura  sesungguhnya  leniang  kcianjuian  keha- 
diran AS  di  Filipina  dan  di  Asia  Tenggara  pada  umum- 
nya  {Antara,  17  Agusius  1989). 
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e.  Sikap  Singapura 

Dalam  siaran  persnya  tanggal  7  Agustus  1989  Partai 
Demokrasi  Singapura  (SDP)  mengatakan  bahwa:  (1) 
SDP  menentang  pembangunan  fasilitas  militer  AS  di 
Singapura  karena  akan  meningkatkan  ancaman  perang 
bagi  negaranya;  (2)  SDP  tidak  dapat  memahami  perge- 
seran  kebijaksanaan  luar  negeri  negaranya  dari  netrali- 
tas  tradisional  menjadi  kebijaksanaan  yang  memiliki 
pakta  de  facto  dengan  sebuah  negara  adikuasa;  (3)  wa- 
laupun  berterima  kasih  kepada  AS  atas  perlindungan 
strategisnya  sehingga  memungkinkan  negara-negara 
anggota  ASEAN  berkembang  tanpa  gangguan,  tetapi 
SDP  tidak  begitu  setuju  pada  sikap  AS  untuk  menggu- 
aakan  fasilitas  Singapura;  (4)  SDP  tidak  dapat  mengerti 
bagaimana  kehadiran  pasukan  AS  di  Singapura  tidak 
akan  mengganggu  konsensus  ASEAN  tentang  ZOP- 
FAN;  (5)  pembangunan  fasilitas  penyimpanan  persenja- 
taan  AS  akan  sangat  meningkatkan  ancaman  perang  di 
Singapura,  karena  jika  AS  membangun  sebuah  pusat 
elektronik  dan  komunikasi  rahasia,  maka  Soviet  akan 
merasa  berkewajiban  menetralisasikan  {Antara,  9  Agus- 
tus 1989), 

Di  pihak  lain,  Menlu  Singapura,  Wong  Kan  Seng, 
mengatakan  di  Singapura  tanggal  12  Agustus  1989:  (1) 
biia  AS  menarik  kekuatan  militernya  dari  Asia  Tengga- 
ra  akan  terjadi  suatu  pergulatan  di  kalangan  negara- 
negara  besar  yang  sedang  menanti  di  garis  pinggir;  (2) 
kekosongan  yang  ditimbulkan  oleh  penarikan  pasukan 
AS  itu  dapat  diisi  oleh  Uni  Soviet,  Jepang,  Cina  atau- 
pun  India;  (3)  negara-negara  non-komunis  agar  mem- 
bantu  mempertahankan  kehadiran  AS,  karena  keper- 
giannya  akan  mengganggu  stabilitas  kawasan;  (4)  ia 
percaya,  tidak  satu  pun  negara  ASEAN  menginginkan 
penarikan  pasukan  AS  dalam  waktu  dekat,  karena 
mundurnya  satu  kekuatan  militer  dari  sebuah  daerah, 
selalu  akan  diisi  oleh  suatu  kekuatan  atau  kekuatan- 
kekuatan  besar  yang  lain;  (5)  tawaran  negaranya  dibuat 
untuk  menunjukkan  kepada  Filipina  bahwa  negara- 
negara  lain  bersedia  berbagi  beban  politik  atas  kebera- 
daan  pangkalan  AS  di  Asia  Tenggara  {Antara,  14  Agus- 
tus 1989).  Lebih  lanjut  ia  mengatakan:  (1)  AS  kini  me- 
mihki  dua  fasilitas  militer  di  Filipina,  tetapi  kehadiran- 
nya  menimbulkan  polemik;  (2)  Singapura  mempunyai 
hak  berdaulat  untuk  membuat  kepiitusan-keputusan 
sendiri  mengenai  masa  depannya  tanpa  campur-tangan 
pihak  luar;  (3)  Singapura  memang  tidak  mengharapkan 
para  tetangga  sepenuhnya  menyetujui  sikapnya;  (4)  ma- 
salah-masalah  dalam  negeri  yang  menyangkut  defisit 


anggaran  dan  perdagangan,  barangkali  merupakan 
sebab  utama  AS  untuk  menarik  kehadiran  militernya 
dari  Asia  Tenggara  jika  bangsa-bangsa  di  kawasan  ini 
tidak  menginginkan  kehadirannya;  (5)  Jepang,  Cina 
dan  India  semakin  kuat  untuk  mengimbangi  angkatan 
laut  AS  dan  Uni  Soviet;  (6)  pemerintahnya  telah  ber- 
pikir  dengan  hati-hati  mengenai  konsekuensi  penarikan 
pasukan  AS  dari  kawasan  ini  secara  mendadak.  Tetapi 
tidak  bijaksana,  mendorong  penarikan  kekuatan  AS 
dari  kawasan  ini  secara  tergesa-gesa;  (7)  kehadiran  AS 
sangat  bermanfaat  bagi  ASEAN,  karena  dapat  menye- 
diakan  lingkungan  yang  damai  sehingga  negara-negara 
non-komunis  dapat  melaksanakan  pembangunan 
{Suara  Karya,  14  Agustus  1989). 

Perdana  Menteri  Singapura,  Lee  Kuan  Yew,  menga- 
takan dalam  rapat  umum  Hari  Nasional  tanggal  13 
Agustus  1989  bahwa:  (1)  Asia  Tenggara  tidak  dapat 
mengharapkan  terbentuknya  ZOPFAN  di  wilayah  itu, 
kecuali  jika  negara-negara  besar  siap  menyetujui  dan 
menjaminnya.  Sejauh  ini  Washington,  Moskow  dan 
Beijing  belum  menyetujui  konsep  tersebut;  (2)  India  se- 
bagai  suatu  kekuatan  militer  yang  semakin  menanjak  di 
wilayah  ini  harus  diminta  untuk  menyetujui  konsep 
ZOPFAN  agar  konsep  ini  berhasil;  (3)  ia  sudah  menje- 
laskan  kepada  negara-negara  ASEAN  lainnya  mengenai 
maksud  Singapura  untuk  menyediakan  fasilitas  AS  itu; 
(4)  ia  telah  meyakinkan  PM  Mahathir  Mohamad  bahwa 
negaranya  tidak  bermaksud  menampung  ribuan  pa- 
sukan AS  dan  penjelasan  itu  diterima  baik;  (5)  tawaran 
negaranya  itu  untuk  meringankan  beban  Filipina  dalam 
penyediaan  tempat  bagi  pangkalan  militer  AS;  (6)  jika 
tawaran  itu  tidak  banyak  membantu  Filipina  maka  ta- 
waran itu  tidak  akan  dibuat  karena  Singapura  ingin 
membantu  rekannya  dan  mempertahankan  keseim- 
bangan  stabilitas  di  seluruh  wilayah  ini;  (7)  konsep 
ZOPFAN  serupa  dengan  Zona  Damai  di  Samudra  Hin- 
dia  (lOZOP  atau  Indian  Ocean  Zone  of  Peace)  yang  di- 
usulkan  Sri  Lanka  dan  didukung  AS,  tetapi  tetap  tidak 
dapat  mencegah  terjadinya  ketegangan-ketegangan  di 
anak  benua  itu;  (8)  Presiden  Soeharto  tidak  berkebe- 
ratan  atas  maksud  Singapura  itu;  (9)  dalam  satu  dasa- 
warsa  mendatang  tidak  ada  satu  pun  kekuatan  yang 
dapat  menggantikan  AS  di  kawasan  ini,  tetapi  dalam 
20-30  tahun  mendatang  situasi  strategis  di  kawasan  Pa- 
sifik  Barat  akan  menjadi  rumit  setelah  negara-negara  di 
kawasan  ini  mendapat  tekanan  militer  yang  lebih  besar; 
(10)  sambil  menunggu  gagasan  ZOPFAN  mendapat  ja- 
minan,  Singapura  akan  membuat  rencana-rencana  lain- 
nya {Suara  Pembaruan,  22  Agustus  1989). 
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f.  Sikap  AS 

Juru  bicara  Deparlu  AS,  Adam  Shub,  niengatakan 
kepada  pers  di  Wasliington  tanggal  9  Agustus  1989 
bahwa:  (1)  penibicaraan  mengenai  kemungkinan  pem- 
bukaan  pangkalan  militer  AS  di  Singapura  tidak  ada 
kaitannya  dengan  masa  depan  pangkalan-pangkalan  AS 
di  Filipina;  (2)  ide  meniperluas  kehadiran  AS  di  Singa- 
pura sangat  menarik,  mengingat  lokasinya  yang  strate- 
gis;  (3) 'AS  tetap  optimis  dapat  mencapai  persetujuan 
dengan  Filipina  secara  memuaskan;  (4)  AS  belum  mem- 
buat  komitmen  ataupun  keputusan  mengenai  kemung- 
kinan pembukaan  fasilitas  di  Singapura  dan  kedua 
pihak  masih  membahas  kemungkinan  kerjasama  kea- 
manan  yang  lebih  kuat  untuk  beberapa  waktu.  Di  sam- 
ping  itu  kunjungan  tini  teknis  militer  AS  ke  Singapura 
bulan  Juni  1989  hanya  untuk  mengamati  fasilitas  yang 
dapat  disediakan  Singapura  (Antara,  10  Agustus '1989). 

Duta  Besar  AS  untuk  Filipina,  Nicholas  Plat,  me- 
ngatakan  kepada  pers  di  Manila  tanggal  10  Agustus 
1989:  (1)  ia  yakin  negaranya  dan  Filipina  mampu 
membentuk  suatu  persetujuan  pangkalan  yang  cukup 
memuaskan;  (2)  negara-negara  di  wilayah  ini  ingin  meli- 
hat  fasilitas  AS  di  Filipina  tetap  dipakai;  (3)  pemba- 
ngunan  yang  sedang  dilaksanakan  di  pangkalan  Clark 
akan  diperlambat  segera  setelah  pembicaraan  masa  de- 
pan  pangkalan  militer  AS  dimuiai;  (4)  kehadiran  militer 
AS  di  wilayah  ini  merupakan  faktor  stabilitas  dan  telah 
menimbulkan  dampak  penting  pada  perkembangan 
ekonomi  kawasan  selama  dua  dekade;  (5)  tawaran  Uni 
Soviet  untuk  menarik  pasukannya  dari  Cam  Ranh  seba- 
gai  pertukaran  atas  penarikan  AS  dari  Filipina  tidak  di- 
tanggapi  oleh  AS  {Antara,  10  Agustus  1989). 

Ketua  Sub-komisi  DPR  AS  Bidang  Militer  Urusan 
Instalasi  Militer,  Patricia  Schroeder,  mengatakan  kepa- 
da pers  di  Manila  tanggal  14  Agustus  1989  bahwa:  (1) 
AS  tidak  dapat  membayar  lebih  tinggi  lagi  untuk  mem- 
pertahankan  basis  militer  di  Filipina;  (2)  tuntutan  Fili- 
pina yang  mencapai  US$1  lebih  untuk  sewa  pangkalan 
teriaiu  tinggi  karena  AS  hanya  dapat  menyetujui 
US$481;  (3)  AS  tidak  hanya  melindungi  Filipina,  tetapi 
juga  melindungi  jalur  iaut  bagi  Jepang,  Korea  Selatan, 
Muangthai,  Singapura  dan  seiuruh  negara  kecil  di  Asia 
Tenggara;  (3)  pemerintahnya  membutuhkan  banyak 
dana  unluk  berbagai  proyek  di  dalam  negerinya  sendiri 
dan  hendaknya  negara-negara  yang  mengambil  keun- 
lungan  dari  kehadiran  instalasi  militer  AS  itu  bersedia 
memikul  bcban  keuangan;  (4)  kehadiran  pangkalan  AS 
di  Filipina  dapat  menycrap  ribuan  tcnaga  kerja  lokal 
dan  bahkan  perbelanjaan  personil  militer  AS  memberi- 


kan  keuntungan  tersendiri  bagi  perekonomian  Filipina; 
(5)  keprihatinan  kongres  AS  semakin  tinggi  karena  keti- 
dakpastian  mengenai  masa  depan  pangkalan-pangkalan 
itu;  (6)  menurut  kelentuan,  perpanjangan  perjanjian 
pemakaian  pangkalan  harus  disetujui  oleh  dua  pertiga 
dari  23  anggota  Senat  Filipina  (Kompas,  15  Agustus 
1989). 

Juru  bicara  Departemen  Luar  Negeri  AS,  Richard 
Boucher,  mengatakan  kepada  pers  di  Washington  tang- 
gal 21  Agustus  1989  bahwa:  (1)  pemerintahnya  masih 
terus  mempelajari  suatu  laporan  rahasia  mengenai  ke- 
mungkinan pendirian  pangkalan  AS  di  Singapura;  (2) 
AS  dan  Singapura  telah  membicarakan  kemungkinan 
kerjasama  keamanan  yang  lebih  besar  untuk  masa  men- 
datang;  (3)  AS  belum  membuat  keputusan  atau  komit- 
men apa  pun  sehubungan  dengan  tawaran  Singapura 
itu,  karena  Singapura  hanya  menarik  sehubungan  de- 
ngan letaknya  yang  strategis  di  Pasifik  {Angkatan  Ber- 
senjata,  24  Agustus  1989). 

Komite  Hubungan  Luar  Negeri  AS,  Dante  Fascell, 
yang  sedang  berada  di  Muangthai,  mengatakan  kepada 
pers  di  Bangkok  tanggaf  24  Agustus  1989  bahwa:  (1)  ke- 
sediaan  Singapura  itu  menunjukkan  bahwa  negara- 
negara  non-komunis  di  Asia  Tenggara  membutuhkan 
kehadiran  AS;.  (2)  kesediaan  Singapura  itu  diperkuat 
dengan  pertemuan  negara-negara  anggota  ASEAN 
tanggal  4  Agustus  1989;  (3)  kendatipun  menjadi  saha- 
bat,  anggota  ASEAN  mempunyai  opini  yang  berbeda 
mengenai  suatu  masalah.  Tetapi  perbedaan  itu  jangan 
menghancurkan  kerjasama  ASEAN  yang  telah  berlang- 
sung  lama;  (4)  AS  memberikan  penghargaan  besar  ke- 
pada Singapura  yang  telah  bersedia  memberikan  kele- 
luasaan  negaranya  untuk  mengamankan  kawasan 
ASEAN;  (5)  AS  masih  mengharapkan  Filipina  untuk 
memperpanjang  kontrak  pangkalan  AS;  (6)  AS  teiah 
tiga  kali  mengirimkan  delegasinya  ke  Filipina  dan  telah 
memperoleh  tanda-tanda  mengenai  keinginan  Filipina 
untuk  memperpanjang  kontrak  itu  (Merdeka,  24  Agus- 
tus 1989). 


V.  HUBUNGAN   ASEAN    DENGAN  MITRA-MI- 
TRANYA 

A.  PERTEMUAN  ASEAN  DENGAN  MITRA  DIA- 
LOGNYA  (PMC) 

Seusai  mengadakan  sidang  tahunan,  para  Menlu 
ASEAN  mengadakan  pembicaraan  dengan  mitra 
dialognya  yang  juga  disebut  PMC  (Post  Ministerial 
Conference)  yang  diwakili  oleh  Menlu  AS,  Jarties 
Baker;  Menlu  Jepang,  Hiroshi  Mitsuzuka;  Menlu  Aus- 
tralia, Garcth  Evans;  Menlu  Selandia  Baru,  Russel  Mar- 
shall; Menlu  Kanada,  Joe  Clark,  dan  Komisioner 
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Masyarakat  Eropa,  Juan  Abel  Matutes,  di  Bandar  Seri 
Begawan,  tanggal  6-8  Juli- 1989,  mengenai  pembentukan 
forum  kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik  (usul  PM  Aus- 
tralia, Bob  Hawke  yang  disampaikan  di  Seoul  31  Janua- 
ri  1989),  masalah  Kamboja,  hubungan  ekonomi  khusus 
AS-ASEAN,  yang  disebut  sebagai  inisiatif  AS-ASEAN, 
hubungan  ekonomi  MEE-ASEAN  sehubungan  akan 
dibentuknya  pasar  tunggal  di  Eropa  Barat,  bantuan 
ekonomi  Jepang  kepada  ASEAN,  pengungsi  Vietnam 
dan  beberapa  masalah  politik,  seperti  konperensi  inter- 
nasional  di  Paris,  situasi  di  RRC,  hubungan  Timur- 
Barat,  Afghanistan,  Afrika  Selatan  dan  Timur  Tengah. 

Pertemuan  itu  akan  dilangsungkan  secara  6-1-6 
(ASEAN  dan  enam  negara  mitra  dialog)  atau  6-1-5  +  1 
(ASEAN,  lima  negara  mitra  dialog  dan  MEE)  atau  6  +  1 
(ASEAN  dan  satu  persatu  negara  mitra  dialog). 

Dalam  kesempatan  itu,  Wakil  Menlu  Perancis,  Ny. 
Edwige  Avice,  hadir  pula  di  Bandar  Seri  Begawan  untuk 
mengadakan  pembicaraan  dengan  para  Menlu  ASEAN 
mengenai  persiapan  konperensi  internasional  mengenai 
Kamboja  di  Paris. 

Tema  yang  dibawa  Menlu  James  Baker  adalah 
creative  responsibility  sharing.  Beberapa  pengamat  ber- 
pendapat  bahwa  tema  ini,  yang  diartikan  sebagai  kemi- 
traan  global,  sebenarnya  ditujukan  kepada  Jepailg  yang 
perekonomiannya  demikian  maju  agar  mengambil-alih 
tanggung  jawab  global  yang  selama  ini  dipikul  AS 
{Suara  Pembaruan,  8  Juli  1989). 

Mengenai  rencana  pembentukan  Forum  Perdagang- 
an  Asia-Pasifik,  baru  mencapai  tahap  penjajagan. 
Masalah  ini  akan  dibahas  lebih  lanjut  dalam  pertemuan 
Canberra,  bulan  November  1989.  Pada  pembicaraan 
tentang  masalah  ini  sebenarnya  terjadi  perdebatan  se- 
ngit  antara  Ausralia  dan  MEE.  Australia  bersikeras 
menghalangi  usaha  MEE  untuk  memberikan  suaranya 
dalam  pertemuan  yang  sedang  membahas  kerjasama 
Asia-Pasifik  itu.  Apa  yang  sedang  berlangsung  ini  dika- 
takannya  sebagai  proses  yang  secara  geografis  bersifat 
regional.  Sedangkan  MEE  menegaskan  agar  kawasan 
itu  tidak  diubah  menjadi  sebuah  blok  perdagangan 
baru.  Dikatakan  bahwa  usul  Australia  itu  bertentangan 
dengan  semangat  dan  ketentuan  GATT.  MEE  tidak 
dapat  menerima  kenyataan  bahwa  50%  dari  cakupan 
perdagangannya  sedang  dibahas  pihak  lain  tanpa  diri- 
nya  terwakili  untuk  menyampaikan  suaranya.  Bila  usul 
kerjasama  itu  mencapai  kemajuan  maka  telah  semesti- 
nya  juga  terbuka  untuk  semua  pihak  yang  berkepen- 
tingan.  Kerangka  yang  paling  tepat  untuk  membahas 
usul  Australia  itu  adalah  semacam  PMC,  yang  juga 
mengikutsertakan  MEE  dan  Australia  (Antara,  10  Juli 
1989). 

Tentang  masalah  Kamboja,  mereka  memuji  usaha 
Indonesia  yang  telah  berusaha  mengupayakan  tercapai- 


nya  penyelesaian  konflik  Kamboja  secara  menyeluruh. 
Mereka  menyambut  baik  rencana  ICK  di  Paris  yang 
akan  datang. 

Mengenai  pengungsi  Vietnam  dikatakan  bahwa  be- 
berapa negara  di  antara  mereka  menyanggupi  untuk 
memberi  bantuan,  baik  berupa  dana  keuangan  maupun 
pemukiman  kembali  para  pengungsi  di  negaranya. 

Sedangkan  mengenai  pasar  tunggal  Eropa  dijelas- 
kan  bahwa  pembentukannya  itu  tidak  akan  membaha- 
yakan  ASEAN,  justru  sebaliknya  dapat  memberi  ke- 
mungkinan  penlngkatan  hubungan  kerjeisama  ASEAN- 
MEE. 

Tentang  hubungan  ekonomi  ASEAN  dengan  mitra- 
mitra  dialognya  itu  dikatakan  terus  meningkat  dan  di- 
harapkan  akan  semakin  meningkat  pada  tahun-tahun 
mendatang. 

Sidang  itu  juga  ditandai  dengan  penyerahan  instru- 
men  tambahan  (Instruments  of  Acession)  pada  Perjan- 
jian  Persahabatan  dan  Kerjasama  (Treaty  of  Amity  and 
Cooperation)  di  Asia  Tenggara  dari  Menlu  PNG, 
Michael  Somare,  kepada  Menlu  Mohammed  Bolkiah 
selaku  Ketua  Komite  Tetap  ASEAN  dalam  AMM  ke-22 
ini.  Penyerahan  yang  dilakukan  pada  tanggal  7  Juli 
1989  itu  berarti  bahwa  kini  PNG  merupakan  negara 
bukan  ASEAN  pertama  yang  ikutserta  dalam  Perjan- 
jian  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  itu.  Kerjasama 
yang  ditandatangani  di  Bali  tanggal  24  Februari  1976  itu 
diadakan  untuk  meningkatkan  perdamaian,  persaha- 
batan dan  kerjasama  di  antara  rakyat-rakyat  di  Asia 
Tenggara. 

Secara  terinci  pembahasan  tentang  masalah-masalah 
itu  adalah  sebagai  berikut: 

1.  Hubungan  ASEAN-Mitra  Dialog 

Wakil  MEE,  Juan  Abel  Matutes,  mengatakan  pada 
pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  langkah-langkah 
pencapaian  pasaran  bersama  Eropa  telah  pasti.  Pasaran 
ini  justru  menawarkan  begitu  banyak  kesempatan  bagi 
kompetisi,  baik  di  Eropa  maupun  di  kawasan  dunia 
lainnya,  termasuk  kawasan  Asia  dan  Amerika;  (2)  Ere-- 
pa  Barat  merupakan  pasaran  kedua  terbesar  setelah  AS 
dan  kedua  terbesar  sebagai  donor  setelah  Jepang.  Inves- 
tasi  langsung  Eropa  Barat  di  kawasan  Asia-Pasifik  juga 
menunjukkan  peningkatan  dan  65  buah  bank  Eropa 
misalnya  memiliki  cabangnya  di  S^ngapura  jumlah  yang 
sama  dengan  di  Tokyo;  (3)  pertumbuhan  ekonomi  dan 
kemakmuran  di  Eropa  benar-benar  tergantung  pada 
perdagangan  internasional,  baik  dalam  barang  maupun 
jasa.  Oleh  sebab  itu  MEE  mempunyai  alasan  kuat  un- 
tuk mendukung  pemecahan  masalah  perdagangan  dan 
ekonomi  global  secara  multilateral  {Antara,  6  Juli 
1989).  Selanjutnya  pada  pembukaan  dialog  tanggal  6 
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Juli  1989,  dia  menjelaskan  bahwa:  (1)  pembentukan 
pasaran  tunggal  Eropa  mulai  tahun  1992  akan  mena- 
warkan  peluang-peluang  baru  bagi  pertumbuhan  nega- 
ra-negara  Asia  Tenggara,  masyarakat  Eropa  telah  me- 
nawarkan  suatu  potensi  pertumbuhan  yang  lebih  kuat 
bagi  ekspor-impor  ASEAN  bila  dibandingkan  dengan 
yang  ditawarkan  oleh  pasar  Jepang.  dan  AS  dari  tahun 
1983  sampai  1987;  (2)  pasar  tunggal  Eropa  itu  juga  akan 
mempermudah  tugas  pemilik  industri  dan  para  peda- 
gang  {Antara.  7  Juli  1989). 

Pernyataan  wakil  MEE  ini  tampaknya  untuk  meya- 
kinkan  ASEAN  dan  negara-negara  berkembang  lainnya 
bahwa  pasar  tunggal  Eropa  bukan  merupakan  kawasan 
perdagangan  yang  tertutup.  Kekhawatiran  itu  muncul 
di  kalangan  negara-negara  berkembang,  seperti  bebera- 
pa  negara  ASEAN,  yang  mengandalkan  ekspor  sebagai 
basis  ekonominya. 

Dalam  pertemuan  6  +  1  tanggal  7  Juli  1989,  Menlu 
AS,  James  Baker,  mengatakan  bahwa:  (1)  pemerintah- 
nya  menyediakan  bantuan  US$13  juta  bagi  Program  In- 
vestasi  dan  Perdagangan  untuk  mempererat  hubungan 
AS-ASEAN.  Dana  ini  akan  disalurkan  melalui  Badan 
Bagi  Pembangunan  Internasional  AS  (AID);  (2)  ban- 
tuan itu  disediakan  untuk  sektor  swasta  ASEAN  guna 
mendorong  terbukanya  peluang  pasar  bagi  produk- 
produk  bersama  perusahaan  AS-ASEAN  {Kompas,  8 
Juli  1989);  (3)  untuk  jangka  pendek  maupun  panjang, 
ASEAN  dan  kawasan  Asia  Tenggara  sangat  penting 
bagi  AS  {Suara  Pembaruan,  8  Juli  1989). 

Kerjasama  swasta  AS  dan  ASEAN  diadakan  untuk 
menangani  beberapa  kepentingan  di  AS  dan  ASEAN 
guna  meningkatkan:  (1)  kerjasama  perdagangan  dan  in- 
vestasi  di  antara  negara-negara  ASEAN  sendiri  maupun 
antara  AS  dan  ASEAN;  (2)  kerjasama  antara  pemerin- 
tah  AS  dan  pemerintah-pemerintah  di  negara-negara 
ASEAN;  (3)  kerjasama  pemerintah-pemerintah 
ASEAN  untuk  mempermudah  bisnis  dan  investasi  AS, 
mempermudah  pelimpahan  teknologi,  terutama  aplika- 
si  perdagangan  di  ASEAN;  (4)  kerjasama  di  OPIC 
(Overseas  Private  Investment  Corporation)  untuk  men- 
dirikan  lembaga  penyebaran  dana  guna  membiayai 
usaha-usaha  bersama  AS-ASEAN  {Suara  Pembaruan,  8 
Juli  1989). 

Pada  pertemuan  6  + 1  tanggal  itu  juga,  Menlu  Aus- 
tralia, Gareth  Evans,  menegaskan  bahwa:  (1)  pada 
masa-masa  mendatang  Australia  bertekad  untuk  me- 
ningkatkan hubungan  dagang  dengan  ASEAN;  (2) 
dalam  dua  tahun  terakhir  ini  perdagangan  Australia- 
ASEAN  meningkat  6%  menjadi  US$5,9  miiyar  {Kom- 
pas, 8  Juli  1989). 

Pada  pertemuan  6-t-l  tanggal  7  Juli  1989,  Menlu 
Kanada,  Joe  Clark,  mengemukakan  bahwa:  (1)  angka 


perdagangan  antara  Kanada  dan  ASEAN  dalam  tahun 
1988  mencapai  US$2,6  miiyar.  Ini  berarti  meningkat 
75%  bila  dibandingkan  dengan  angka  perdagangan 
tahun  1986;  (2)  angka  perdagangan  sebesar  itu  mengha- 
silkan  keuntungan  US$300  juta  bagi  ASEAN;  (3)  pada 
tahun  1989  angka  perdagangan  itu  diharapkan  men- 
capai US$3  miiyar  {Kompas,  8  Juli  1989);  (4)  untuk  me- 
ningkatkan saling  pengertian  antara  ASEAN  dan 
Kanada  maka  pada  tanggal  10  Juli  1989  akan  diresmi- 
kan  Pusat  ASEAN-Kanada,  yang  pada  tahun  pertama- 
nya  akan  dijadikan  tempat  pelaksanaan  kerjasama 
pembangunan  ASEAN-Kanada  dan  lembaga-Iembaga 
regional,  setelah  itu  akan  dikembangkan  lebih  jauh;  (5) 
pendidikan  dan  kepelatihan,  terutama  untuk  para  pro- 
fesional  dan  generasi  muda  ASEAN  dan  Kanada,  akan 
merupakan  bagian  terbesar  dari  program  pusat  itu;  (6) 
kerjasama  lain  yang  sangat  penting  adalah  bidang  ling- 
kungan  hidup,  karena  masalah  ini  sulit  dan  kompleks, 
termasuk  iklim  global,  polusi  air  dan  tanah,  penciutan 
hutan  tropis  dunia  dan  kemampuan  untuk  meningkat- 
kan pembangunan  ekonomi  tanpa  harus  merusak  ling- 
kungan  alam;  (7)  Kanada  merupakan  salah  satu  pendu- 
kung  pembangunan  berkelanjutan,  oleh  sebab  itu  me- 
nyambut  baik  rencana  ASEAN  untuk  menyelenggara- 
kan  pertemuan  regional  sebagai  tindak  lanjut  dari 
Komisi  Dunia  mengenai  Lingkungan  dan  Pembangun- 
an; (8)  Kanada  mengundang  ASEAN  untuk  mengikuti 
Global  90,  suatu  konperensi  lingkungan  dan  pameran 
perdagangan  di  Vancouver  Mart.  Global  90  dirancang 
untuk  menimjukkan  kepada  dunia  bahwa  melindungi 
lingkungan  dan  meningkatkan  pembangunan  ekonomi 
merupakan  dua  hal  yang  bersaingan,  namun  demikian 
ada  sejumlah  produk,  jasa  dan  teknologi  yang  dapat 
mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan  itu;  (9) 
Kanada  juga  mengundang  ASEAN  untuk  menghadiri 
pertemuan  khusus  ASEAN-Kanada  di  Kanada,  musim 
gugur  1990  {Antara,  7  Juli  1989). 

Dalam  pertemuannya  dengan  para  Menlu  ASEAN 
tanggal  8  Juli  1989,  Menlu  Jepang,  Hiroshi  Mitsuzuki, 
mengatakan  bahwa:  (1)  Jepang  menolak  usul  ASEAN 
untuk  mengurangi  tingkat  suku  bunga  pinjaman  yang 
diakibatkan  oleh  apresiasi  nilai  mata  uang  Yen.  Tetapi 
pemerintahnya  berjanji  akan  memberi  pinjaman  lunak 
yang  baru  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengatasi  be- 
ban  hutang  itu;  (2)  Jepang  menyediakan  bantuan  US$30 
miiyar  dengan  bunga  lunak  bagi  negara-negara  berkem- 
bang, termasuk  ASEAN.  Tetapi  pinjaman  baru  ini 
tidak  boleh  untuk  membayar  hutang  lama;  (3)  hutang 
tidak  hanya  menghambat  pembangunan  ekonomi 
negara-negara  berkembang,  tetapi  juga  merupakan  an- 
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caman  bagi  pembangunan  ekonomi  secara  keseluruhan 
{Merdeka,  10  Juli  1989). 

2.  Rencana  Pembentukan  Forum  Asia-Pasifik 

Para  Menlu  ASEAN  masih  bersikap  dingin  atas  usul 
Australia  mengenai  pembentukan  Forum  Ekonomi 
Asia-Pasifik.  Beberapa  negara  anggota  ASEAN  meng- 
khawatirkan  munculnya  suatu  entitas  baru,  yang  juga 
didukung  Jepang  dan  Australia  dapat  menggantikan 
ASEAN  sehingga  memudahkan  Tokyo  maupun  Was- 
hington untuk  mendominasi  perekonomian  kawasan 
Pasifik.  Hal  ini  antara  lain  ditunjukkan  dalam  sikap 
Menlu  Indonesia,  Ali  Alatas,  yang  pada  tanggal  5  Juli , 
1989  menegaskan  bahwa  ASEAN  telah  memiliki  forum, 
sendiri,  suatu  forum  dialog  tahunan  dengan  mitra  da- 
gangnya  yang  cakupannya  dapat  diperluas  sampai  me- 
liputi  kawasan  Asia-Pasifik.  Sikap  ASEAN  yang  demi- 
kian  itu  disebabkan  oleh  masih  belum  siapnya  beberapa 
negara  ASEAN  untuk  menanggapi  usul  itu.  Indonesia 
mengharapkan  agar  usaha  peningkatan  kerjasama  per- 
dagangan  Asia-Pasifik  dilakukan  dengan  memanfaat- 
kan  mekanisme  yang  telah  ada,  bukan  dengan  pemben- 
tukan lembaga  baru.  Penegasan  Menlu  Ali  Alatas  itu 
juga  disampaikan  lagi  pada  konperensi  pers  akhir  PMC 
(Antara,  6  Juli  1989).  Hal  senada  disampaikan  oleh 
Menlu  Malaysia,  Abu  Hassan  Omar,  yang  menegaskan 
bahwa  ASEAN  harus  hati-hati  untuk  menerima  setiap 
usulan  baru.  Hal  ini  perlu  diingatkan  karena  masih  ter- 
dapat  ketidakseimbangan  perdagangan  dan  fiskal  an- 
tara kekuatan  ekonomi  besar  dunia,  kecenderungan 
pembentukan  blok-blok  perdagangan  dan  semakin  me- 
ningkatnya  proteksionisme  (Antara,  6  Juli  1989).  Se- 
mentara  itu,  Menlu  Singapura,  Wong  Kan  Seng,  seba- 
iiknya  justru  menanggapi  secara  antusias.  Dikatakan- 
nya  bahwa  setiap  gagasan  yang  akan  memperluas  hu- 
bungan  ASEAN  dengan  negara-negara  lain  di  kawasan 
Asia-Pasifik  patut  dipertimbangkan.  Apalagi  usul  Aus- 
tralia itu  sebenarnya  bertitik-tolak  pada  ASEAN  seba- 
gai  intinya  (Antara,  6  Juli  1989). 

Dalam  konperensi  pers  di  Bandar  Seri  Begawan 
tanggal  5  Juli  1989,  Menlu  Australia,  Gareth  Evans, 
menegaskan  bahwa  gagasan  negaranya  itu  relevan  de- 
ngan keadaan  sekarang,  mengingat  perdagangan  antar 
negara-negara  Asia  dalam  tahun  1988  telah  mencapai 
sekitar  US$200  milyar.  Dia  tidak  merasa  khawatir  atas 
sikap  ASEAN  itu.  Usulnya  itu  memiliki  aspek  yang 
sangat  sensitif,  karena  itu  untuk  mencapai  konsensus 
membutuhkan  waktu  yang  panjang.  la  tidak  membawa 
cetak  biru  mengenai  Forum  Perdagangan  Asia-Pasifik, 
ia  hanya  akan  mendengarkan  pemikiran-pemikiran 


yang  muncul  (Antara,  6  Juli  1989).  Biarkanlah  forum 
itu  terbentuk  secara  alamiah  (Kompas,  6  Juli  1989). 
Selanjutnya  pada  pembukaan  dialog  itu,  dia  menegas- 
kan bahwa:  kawasan  Asia-Pasifik  merupakan  kawasan 
ekonomi  regional  dengan  pertumbuhan  paling  cepat  di 
dunia  dengan  mencatat  sekitar  40%  volume  perda- 
gangan dunia,  meskipun  terdapat  sejumlah  ketidak- 
pastian  yang  dapat  mempengaruhi  prospek-prospek 
kawasan  itu.  Ketidakpastian  itu  antara  lain  berupa 
rintangan-rintangan  non-tarif  dalfim  perekonomian 
dunia  dan  neraca  perdagangan  yang  demikian  tidak 
berimbang  di  kawasan  itu  (Antara,  7  Juli  1989). 

Seusai  mengadakan  pembicaraan  dengan  Menlu 
Hiroshi  Mitsuzuka  tanggal  5  Juli  1989  mengenai  Fonun 
Perdagangan  Asia-Pasifik,  Menlu  Ali  Alatas  mengata- 
kan  bahwa  Jepang  berpendapat,  saat  ini  yang  penting 
adalah  mendengarkan  pemikiran  yang  berkembang  di 
sejumlah  negara  kawasan  Pasifik,  termasuk  ASEAN. 
Jepang  tidak  berkeberatan  menghadiri  pertemuan  per- 
tama  di  Canberra  bulan  November  1989,  asal  didahului 
dengan  pertemuan  para  pejabat  tinggi  negara-negara 
kawasan  Pasifik  (Antara,  6  Juli  1989). 

Tanggal  5  Juli  1989,  Menlu  AS,  James  Baker,  mene- 
gaskan bahwa  ia  akan  meminta  negara-negara  anggota 
ASEAN  agar  pada  prinsip-prinsipnya  menyepakati 
suatu  kerangka  baru  bagi  kerjasama  ekonomi  di  Pasifik 
untuk  mencegah  pertikaian  perdagangan  (Antara,  6  Juli 
1989).  Selanjutnya  pada  pembukaan  pertemuan  itu, 
Menlu  James  Baker  mengatakan:  (1)  dua  masalah  yang 
harus  dibahas  dalam  pertemuan  ini  adalah  peningkatan 
kerjasama  kawasan  Pasifik  dan  keamanan  Asia  Teng- 
gara,  namun  demikian  masih  banyak  masalah  masih 
memerlukan  konsensus  agar  gagasan  menjadi  kenyata- 
an;  (2)  kerjasama  ekonomi  kawasan  Pasifik  merupakan 
sesuatu  yang  penting  karena  percepatan  pertumbuhan 
dan  saling  ketergantungan  di  antara  negara-negara  di 
kawasan  itu  telah  melampaui  kemampuan  lembaga- 
lembaga  organisasi  untuk  menangani  dampak-dampak- 
nya;  (3)  ia  tidak  membawa  cetak  biru  mengenai  cara  apa 
dan  mekanisme  mana  yang  harus  dilakukan  demi  ter- 
wujudnya  kerjasama  di  kawasan  itu.  Yang  perlu  kini 
adalah  dialog  untuk  mencari  kesamaan  pandangan  me- 
ngenai prinsip-prinsip  dan  struktur  mekanisme  itu;  (4) 
kawasan  Asia-Pasifik  merupakan  bagian  integral  dari 
masa  depan  AS,  oleh  karena  itu  kehadirannya  di  ka- 
wasan itu  berguna  untuk  memperkuat  kemampuan 
menghadapi  tantangan  di  masa  depan;  (5)  terdapat  7 
pokok  persoaian  awal  yang  harus  diatasi  demi  terben- 
tuknya  mekanisme  kerjasama  ekonomi  di  kawasan  itu, 
yakni:  (a)  masalah  penting  yang  harus  dibahas  adalah 
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perdagangan,  investasi  dan  infrastruktur  ekonomi  re- 
gional, termasuk  transportasi  dan  komunikasi  serta  per- 
lindungan  sumber  alam;  (b)  keseluruhan  negara  Pan- 
Pasifik  harus  mengakui  perbedaan  sistem  ekonomi,  so- 
sial  dan  perbedaan  tingkat  pembangunan  di  setiap  nega- 
ra; (c)  prakarsa  swasta  dan  kebijaksanaan-kebijaksana- 
an  pasar  bebas  harus  diakui  sebagai  usaha  untuk  mena- 
warkan  tingkat  hidup  warganya;  (d)  mereka  harus 
mempunyai  persamaan  komitmen  mengenai  ekonomi 
pasar  untuk  mendukung  arus  barang  jasa,  modal, 
teknologi  dan  gagasan-gagasan  secara  bebas;  (e)  setiap 
lembaga  di  Pasifik  harus  merupakan  suatu  bagian  yang 
integral  untuk  mengembangkan  perdagangan  dan  inves- 
tasi, tetapi  lembaga-lembaga  itu  jangan  sampai  meng- 
ganggu  upaya-upaya  yang  telah  ada,  seperti  Uruguay 
Round  dan  OECD;  (f)  setiap  usaha  harus  menghormati, 
menjaga  dan  bahkan  meningkatkan  kontribusi  ASEAN 
pada  kawasan  Pasifik;  (g)  dukungan  pemerintah  dalam 
bentuk  apa  pun  harus  luwes  agar  mekanisme  yang  baru 
nanti  dapat  berjalan  {Antara,  6  Juli  1989). 

Menlu  Australia  berpendapat,  kerjasama  regional 
yang  efektif  dapat  menjamin  momentum  pertumbuhan 
ekonomi  di  kawasan  Asia-Pasifik.  Menlu  Selandia  Baru 
juga  senada,  namun  demikian  dia  menambahkan 
bahwa  banyak  forum  yang  dapat  dimanfaatkan  dan 
bukan  hanya  seperti  forum  yang  diusulkan  oleh  Austra- 
lia {Antara,  6  Juli  1989).  Selandia  Baru  akan  menentang 
setiap  blok  perdagangan  dan  sebaliknya  akan  terus 
mengupayakan  perdagangan  bebas  {Kompas,  6  Septem- 
ber 1989). 

Pada  pertemuan  6  +  5  +  1  tanggal  6  Juli  1989,  Menlu 
Australia,  Gareth  Evans,  mengatakan  bahwa  suatu  ker- 
jasama ekonomi  regional  di  kawasan  Asia-Pasifik  pen- 
ting  untuk  memanfaatkan  momentum  pertumbuhan 
ekonomi  di  kawasan  itu,  sekaligus  untuk  mendukung 
sistem  perdagangan  multilateral  {Kompas,  7  Juli  1989). 
Dalam  penjelasan  selanjutnya  pada  pertemuan  6  +  1 
tanggal  7  Juli  1989,  Menlu  Gareth  Evans  menegaskan 
bahwa:  (1)  South  Pacific  Forum  juga  akan  mengadakan 
semacam  dialog  seperti  halnya  dilakukan  ASEAN  de- 
ngan  negara-negara  lain,  tetapi  berbeda  dengan  dialog 
ASEAN  -  mitra-mitra  wicaranya;  (2)  dia  akan  meminta 
PM  Bob  Hawke  untuk  segera  memberitahu  kepala- 
kepala  negara  yang  akan  diundang  menghadiri  perte- 
muan di  Australia,  buian  November  1989,  agar  mengi- 
rimkan  Menteri-menteri  mereka  untuk  meneruskan  pro- 
ses dialog  {Suara  Pembaruan,  8  Juli  1989). 

Selanjutnya  pada  pertemuan  6+1  tanggal  7  Juli 
1989  itu  juga  Menlu  AS,  James  Baker,  mengatakan  pula 


bahwa:  (1)  cukup  alasan  bagi  suksesnya  ide  tersebut. 
ASEAN  mempunyai  bentuk,  basis  dan  fundasi  bagi 
usaha  semacam  itu,  yang  bukan  saja  menguntungkan 
dirinya  tetapi  juga  mitra  wicaranya.  Kiranya  ASEAN 
cenderung  untuk  mengembangkan  badan  yang  telah 
ada,  seperti  ASEAN  Pacific  Cooperation  dengan  me- 
nyertakan  para  Menteri  Perekonomiannya;  (2)  untuk 
waktu  ini  Cina  sebaiknya  tidak  diikutsertakan  karena 
akan  menimbulkan  masalah,  cukup  kelompok  inti  saja, 
yakni  seluruh  anggota  ASEAN,  para  mitra  wicara  dan 
Korea  Selatan;  (3)  Jepang  sangat  mendukung  ide  itu 
dan  memberi  pandangan  konstruktif,  karena  pada 
suatu  ketika  hal  itu  juga  akan  menjadi  idenya.  Namun 
demikian  menurut  jubir  delegasi  Jepang,  Seiichi  Kondo, 
Jepang  masih  akan  mengikuti  konsensus  apa  pun  yang 
dicapai  ASEAN;  (4)  kerjasama  yang  diprakarsai  oleh 
PM  Australia  dengan  nama  "Kerjasama  Ekonomi  Te- 
pian  Pasifik"  itu  dibawa  ke  Bandar  Seri  Begawan  tanpa 
ide  spesifik.  Banyak  ide  yang  mirip  dan  AS  hanya  men- 
jadi katalis  agar  ide  itu  dapat  terwujud  {Suara  Pemba- 
ruan, 8  Juli  1989). 

Senada  dengan  hal  itu,  Menlu  Selandia  Baru,  Russel 
Marshall,  menilai  adanya  peningkatan  perhatian  atas 
kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik.  Usulan  PM  Bob 
Hawke  itu  sangat  membantu  untuk  memfokuskan  per- 
hatian akan  pentingnya  kerjasama  semacam  itu  {Kom- 
pas. 7  Juli  1989). 

Sementara  itu  Menlu  Kanada,  Joe  Clark,  menegas- 
kan bahwa  Asia-Pasifik  merupakan  mitra  dagang 
Kanada  yang  terbesar  setelah  AS. 

Sedangkan  Menlu  James  Baker  menegaskan  bahwa: 
(1)  pertumbuhan  perdagangan  di  Pasifik  amat  pesat, 
yang  pada  tahun  1988  mencapai  US$271  milyar;  (2)  per- 
dagangan antar  negara  Asia  mencapai  US$200  milyar, 
dan  investasi  AS  di  Asia  meningkat  dua  kali  lipat  bila 
dibandingkan  tahun  1982,  mencapai  US$10  milyar;  (3) 
kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik  merupakan  salah  satu 
agenda  utama  AS  {Kompas,  1  Juli  1989). 

5.  Masalah  Kamboja 

Berbagai  pidato  pada  pembukaan  dialog  itu  men- 
dukung Indonesia  dan  Perancis  sebagai  Ketua  Bersama 
(CO  Chairman)  ICK.  Pada  umumnya  mereka  mengakui 
peranan  Indonesia  untuk  membantu  menyelesaikan  ma- 
salah Kamboja,  baik  melalui  JIM  maupun  sebagai  tuan 
rumah  pertemuan  Hun  Sen  dan  Norodom  Sihanouk, 
Mei  1989  {Antara,  7  Juli  1989). 
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ASEAN  dan  seluruh  mitra  dialognya  menyambut 
baik  berlangsungnya  ICK  dan  mengharapkan  agar  kon- 
perensi  itu  menghasilkan  suatu  penyelesaian  yang  me- 
nyeluruh  di  Kamboja,  baik  yang  menyangkut  aspek  in- 
ternal maupun  aspek  eksternal  (Kompas,  8  Juli  1989). 

Dalam  pertemuan  6+1  tanggal  7  Juli  1989,  Menlu 
AS,  James  Baker,  menegaskan  bahwa:  (1)  pemerintah- 
nya  tetap  mendukung  sikap  AS  untuk  menyelesaikan 
konflik  Kamboja  secara  menyeluruh;  (2)  ASEAN  dan 
negara-negara  Barat  harus  menjamin  terciptanya  suatu 
Kamboja  yang  merdeka  dan  stabil.  Negara  Kamboja 
yang  baru  harus  bebas  menentukan  masa  depannya  sen- 
diri  dan  tidak  akan  didominasi  oleh  Khmer  Merah  yang 
kejam  itu.  Walaupun  AS  mempunyai  preferensi  agar 
Khmer  Merah  tidak  diikutsertakan  dalam  pemerintahan 
kuadripartit,  tetapi  AS  juga  realistis  untuk  melihat 
fakta-fakta  yang  ada.  Lagipula  Pangeran  Norodom 
Sihanouk  berpendapat,  lebih  baik  Khmer  Merah  ikut 
dalam  pemerintahan  sementara  daripada  berada  di 
hutan  untuk  mengobarkan  perang  saudara.  Tetapi  AS 
tetap  menyatakan  tidak  membantu  siapa-siapa  {Suara 
Pembaruan,  8  Juli  1989);  (3)  untuk  menghindari  terjadi- 
nya  dominasi  itu  diperlukan  sejumlah  prinsip  dasar 
yang  menjamin  suatu  penyelesaian  masalah  Kamboja 
secara  menyeluruh,  dan  prinsip-prinsip  dasar  itu  di  an- 
taranya  adalah  gencatan  senjata,  langkah  efektif  untuk 
mencegah  berkuasanya  kembali  Khmer  Merah,  aturan 
pembagian  kekuasaan,  dan  pemilihan  umum  yang 
bebas  bagi  rakyat  Kamboja.  Hal  ini  penting  karena 
sangat  membantu  tercapainya  suatu  penyelesaian  inter- 
nal di  Kamboja;  (4)  suatu  pemerintahan  sementara  di 
Kamboja  di  bawah  pimpinan  Pangeran  Norodom  Siha- 
nouk merupakan  suatu  hal  yang  realistis  bagi  tercapai- 
nya suatu  pembagian  kekuasaan  dengan  kekuatan  non- 
komunis  di  Kamboja;  (5)  merupakan  hal  yang  tepat  jika 
ICM  diorganisasikan  oleh  PBB,  ICM  sebaiknya  diben- 
tuk  di  bawah  panji-panji  PBB;  (6)  ICM  bertugas  me- 
ngawasi  penarikan  mundur  pasukan  Vietnam  dari  Kam- 
boja, membantu  dan  melindungi  pengaturan  peralihan 
kekuasaan  serta  memantau  pemilihan  umum  dan  stabi- 
litas  perdamaian  di  Kamboja;  (7)  JIM  telah  memberi- 
kan  semua  prinsip  dasar  yang  diperlukan  bagi  penyele- 
saian konflik  Kamboja  {Kompas,  8  Juli  1989). 

Dalam  suatu  jumpa  pers  tanggal  7  Juli  1989,  Menlu 
James  Baker  juga  menandaskan  bahwa  selama  bebera- 
pa  kali  mengadakan  pembicaraan  dengan  AS,  Uni  So- 
viet tidak  pernah  menolak  pembentukan  ICM  di  bawah 
panji-panji  PBB  (Suara  Pembaruan,  8  Juli  1989). 

Pernyataan  Menlu  James  Baker  itu  dianggap  pen- 


ting,  karena  selama  ini  ICM  dikecam  keras  oleh  Viet- 
nam dan  rezim  Phnom  Penh  dukungan  Vietnam  yang 
dikatakan  tidak  pantas  untuk  melakukan  hal  itu,  kare- 
na PBB  tidak  pernah  mengakui  rezim  Phnom  Penh.  Si- 
kap Uni  Soviet  itu  diperkirakan  dapat  mengubah  sikap 
Vietnam,  karena  selama  ini  Moskow  dikenal  sebagai 
pendukung  utama  Vietnam  di  bidang  dana  dan  persen- 
jataan. 

Dalam  pertemuan-pertemuan,  Jepang  menyatakan 
kesediaannya  untuk  berperanserta  dalam  ICM,  dan 
mengusulkan  pembentukan  suatu  badan  (komite)  inter- 
nasional  bagi  rekonstruksi  Kamboja.  Tetapi  Vietnam 
menolak  keinginan  itu,  karena  Jepang  merupakan  satu- 
satunya  negara  industri  maju  yang  telah  secara  resmi 
mengakui  kelompok  perlawanan  Kamboja  (Antara,  6 
Juli  1989).  Jepang  menegaskan  bahwa:  (1)  langkah  per- 
tama  yang  harus  dilakukan  oleh  komite  itu  adalah  se- 
gera  mengirimkan  misi  pencari  fakta  untuk  mengetahui 
situasi  ekonomi  dan  sektor-sektor  tertentu  di  Kamboja 
yang  sangat  membutuhkan  bantuan;  (2)  Jepang  slap  un- 
tuk mengadakan  kerjasama  seerat  mungkin  bagi  pem- 
bangunan  kembali  ekonomi  dan  kawasan  Indocina 
(Kamboja,  Laos  dan  Vietnam)  setelah  penyelesaian  po- 
litik  di  Kamboja  tercapai;  (3)  Jepang  juga  bersedia  ber- 
peranserta dalam  pengembalian  para  pengungsi  Kam- 
boja melalui  kerjasama  dengan  negara-negara  yang  ber- 
kepentingan  dan  organisasi  internasional;  (4)  Jepang 
sepenuhnya  mendukung  sikap  ASEAN  mengenai  Kam- 
boja; (5)  penarikan  pasukan  Vietnam  sebaiknya  dilaku- 
kan di  bawah  mekanisme  pengawasan  internasional 
yang  efektif.  Untuk  ini  perlu  memanfaatkan  PBB  yang 
telah  berpengalaman  dan  ahli  masalah  ini  (Antara,  6 
Juli  1989). 

Hanoi  dan  Phnom  Penh  menentang  kehadiran  PBB 
karena  organisasi  dunia  ini  tidak  mengakui  pemerintah 
Phnom  Penh  dukungan  Vietnam. 

Menlu  AS,  James  Baker,  menyatakan  bahwa  AS 
dan  ASEAN  memiliki  persamaan  pandangan  atas  tiga 
masalah  penting  Kamboja,  yakni:  (1)  penarikan  mun- 
dur pasukan  Vietnam  yang  terawasi;  (2)  pencegahan 
kembalinya  dominasi  Khmer  Merah  di  Kamboja;  dan 
(3)  penentuan  nasib  sendiri  rakyat  Kamboja  (Antara,  6 
Juli  1989). 

Seusai  mengadakan  tukar  pikiran  dengan  Wakil 
Menlu  Perancis,  Ny.  Edwige  Avice,  tanggal  7  Juli  1989, 
Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  bahwa:  (1)  pertemuannya 
dengan  Wakil  Menlu  Perancis  itu  baru  pada  tahap  me- 
kanisme pengaturan  pertemuan  pleno,  menetapkan 
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jumlah  komisi  kerja  dan  tugas-tugasnya  serta  berbagai 
hal  yang  mungkin  diperlukan;  (2)  mengenai  siapa  yang 
akan  ambil  bagian  dalam  ICK  belum  dicapai  kesepakat- 
an  final  {Kompas,  8  Juli  1989). 

4.  Tentang  Situasi  di  RRC 

AS  meminta  kepada  negara-negara  ASEAN  untuk 
tidak  mengisolasi  RRC  sehubungan  dengan  peristiwa 
Tienanmen  bulan  Mei  1989. 

-Dalam  pertemuannya  tanggal  5  Juli  1989,  Menlu  Je- 
pang  dan  Indonesia  sepakat  agar  RRC  tidak  dikucilkan 
dari  masyarakat  internasional  (Antara,  6  Juli  1989). 

5.  Keamanan  Asia  Tenggara 

Pada  tanggal  6  Juli,  Menlu  James  Baker  menegas- 
kan  bahwa  AS  berharap  dan  menginginkan  Filipian  un- 
tuk mempertahankan  pangkalan  militer  AS  di  Clark 
(udara)  dan  Subic  (laut)  setelah  tahun  1991. 

■6.  Masalah  Pengungsi 

Menlu  Jepang,  Hiroshi  Mitsuzuko,  mengatakan  di 
Bandar  Seri  Begawan  tanggal  5  Juli  1989  bahwa  Jepang 
bersedia  menerima  1 .000  orang  pengungsi  Vietnam  un- 
tuk dimukimkan  kembali  di  negaranya.  Negaranya  juga 
akan  memberikan  bantuan  US$11  juta  kepada  Komisa- 
riat  Tinggi  PBB  Urusan  Pengungsi  (UNHCR)  untuk 
pemukiman  kembali  para  pengungsi  {Antara,  6  Juli 
1989).  Sebelumnya,  pada  tanggal  3  Juli  1989,  Menlu 
Malaysia,  Abu  Hassan  bin  Omar,  mendesak  negara- 
negara  Barat  untuk  mempercepat  penerimaan  para  pe- 
ngungsi Vietnam  itu.  Di  samping  itu  ditegaskan  pula 
bahwa  ASEAN  tetap  menolak  untuk  menerima  para 
pengungsi  {Antara,  6  Juli  1989). 

Wakil  MEE,  Juan  Abel  Matutes,  menjelaskan  pada 
awal  pertemuan  itu  bahwa  MEE  menyediakan  bantuan 
US$6,16  juta  untuk  membantu  pengungsi  Indocina 
yang  baru  datang  dari  Vietnam.  Dana  itu  untuk  mem- 
biayai  makanan,  kesehatan  dan  tempat  bernaung  mere- 
ka  di  Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Muangthai  dan 
Hongkong  {Antara,  7  Juli  1989). 

Menurut  UNHCR,  kamp-kamp  pengungsi  di  bebe- 
rapa  negara  Asia  Tenggara  dan  Hongkong  pada  bulan 
April  1989  dihuni  olch  71.935  orang  manusia  perahu 
Vietnam,  dan  diperkirakan  sekilar  300.000  pengungsi 
Laos  dan  Khmer  mencari  penampungan  semcntara  di 
Muangthai  {Antara,  7  Juli  1989). 


7.  Hasil-hasil  PMC 

Kesepakatan  bersama  mengatakan:  (1)  kerjasama 
Asia-Pasifik  perlu  ditingkatkan,  dan  mereka  sepakat 
untuk  hadir  dalam  Pertemuan  Canberra,  bulan  Novem- 
ber 1989,  untuk  bertukar  pikiran  lebih  lanjut.  Australia 
akan  mengundang  mereka  dan  Korea  Selatan  untuk 
hadir  pula;  (2)  perlu  diupayakan  agar  ICK  di  Paris 
berhasil  {Antara,  9  Juli  1989),  d£ui  penyelesaian  politik 
secara  menyeluruh  di  Kamboja  untuk  menghindari  pe- 
rang  saudara  di  Kamboja.  Dalam  kaitan  ini  ASEAN 
juga  menyatakan,  mempunyai  kepentingan  untuk  men- 
sukseskan  ICK,  karena  ICK  itu  akan  diselenggarakan 
berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  dan  pijakan-pijakan 
yang  selama  ini  telah  diusahakan  oleh  ASEAN;  (3)  pe- 
nyelesaian politik  secara  menyeluruh  di  Kamboja  itu 
juga  meliputi  pembentukan  pemerintahan  sementara 
empat  faksi  yang  tidak  didominasi  oleh  suatu  faksi  di 
Kamboja  setelah  penarikan  mundur  pasukan  Vietnam, 
penghentian  bantuan  militer  kepada  kelompok-kelom- 
pok  yang  bertikai  di  Kamboja,  pembentukan  ICM  un- 
tuk mengawasi  pelaksanaan  persetujuan  damai  serta 
pembentukan  pasukan  pemeliharaan  perdamaian  inter- 
nasional {Antara,  10  Juli  1989). 

£>alam  suatu  konperensi  pers  seusai  PMC  itu,  Menlu 
Ali  Alatas  berusaha  meluruskan  persepsi  wartawan 
yang  selama  ini  berpendapat  bahwa  ASEAN  memerlu- 
kan  faktor  lain  yang  dapat  mempersatukannya,  karena 
kesatuan  langkah  ASEAN  selama  ini  disebabkan  oleh 
munculnya  masalah  Kamboja.  Masalah  Kamboja  itu 
hanya  secara  tiba-tiba  memaksa  ASEAN  untuk  memu- 
satkan  perhatiannya  pada  usaha  penyelesaian  itu.  Jika 
masalah  itu  selesai,  ASEAN  akan  kembali  ke  tujuan 
kerjasama  semula  secara  penuh.  ASEAN  akan  lebih 
berkembang  dan  tidak  perlu  khawatir  ada  perasaan 
asing  di  antara  anggota-anggota  ASEAN  {Antara,  9  Juli 
1989). 

Setibanya  di  bandara  Soekarno-Hatta  tanggal  9  Juli 
1989,  Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  bahwa  baik  Indo- 
nesia maupun  negara-negara  ASEAN  lainnya  sangat 
berkepentingan  agar  ICK  itu  berhasil,  karena  konperen- 
si itu  tetap  mendasarkan  pada  hasil-hasil  yang  telah 
dicapai  oleh  JIM  maupun  usaha-usaha  lain  yang  telah 
ditempuh  oleh  ASEAN  {Kompas,  10  Juli  1989).  Menlu 
Ali  Alatas  juga  menegaskan  bahwa  Indonesia  selaku 
Kelua  JIM  dan  Ketua  Bersama  dengan  Perancis  dalam 
ICK,  akan  terus  berusaha  menjembalani  pihak-pihak 
yang  berbeda  pandangan  atas  bcberapa  masalah  pen- 
ting  dan  mendesak  {Antara,  10  Juli  1989). 
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B.  HUBUNGAN  PERDAGANGAN  ASEAN- AS 

Asisten  Menlu  AS  Urusan  Asia  Timur  dan  Pasifik, 
Richard  Solomon,  mengatakan  kepada  pers  di  Bangkok 
tanggal  29  Juni  1989  bahwa:  (1)  AS  ingin  mencapai 
konsensus  untuk  memperluas  perdagangan  dengan 
ASEAN;  (2)  AS  akan  menjaga  perdagangan  dunia 
bebas  dan  menghindari  pembentukan  blok  perdagangan 
super;  (3)  Menlu  AS,  James  Baker  akan  menghadiri 
pertemuan  antara  ASEAN  dan  mitra  dialog  di  Brunei 
Darussalam  untuk  mengusahakan  konsensus  perda- 
gangan dengan  ASEAN  itu  (Suara  Karya,  1  Juli  1989). 

C.  HUBUNGAN  ASEAN-KANADA 

1.  Kerjasama  Telekomunikasi  Angkasa  Luar  ASEAN- 
Kanada 

Di  Bangkok  tanggal  15  Juni  1989,  Dirjen  Departe- 
men  Pos  dan  Telekomunikasi  Muangthai,  Sombat 
Uthaisang,  atas  nama  ASEAN  dan  Dubes  Kanada  un- 
tuk Muangthai,  Lawrence  A.H.  Smith,  menandata- 
ngani  Memorandum  of  Understanding  (MOU)  kerja- 
sama ASEAN-Kanada  di  bidang  telekomunikasi  ang- 
kasa luar. 

Seusai  penandatanganan,  Dirjen  Departemen  Pos 
dan  Telekomunikasi  Muangthai  itu  mengatakan  bahwa: 
(1)  pemerintah  Kanada  akan  menyediakan  10,75  juta 
Baht  dan  ahli  teknik  bagi  ASEAN  sebagai  dukungan 
atas  proyek  itu;  (2)  ASEAN  khawatir  iklim  hujan  tropis 
dapat  menyebabkan  beberapa  anggota  ASEAN  tidak 
dapat  menggunakan  "gelombang-gelombang  KU"  bagi 
satelit  komunikasinya;  (3)  proyek  ini  berusaha  menga- 
dakan  penelitian  bersama  Kanada-ASEAN  untuk  me- 
nentukan  dapat  tidaknya  gelombang-gelombang  fre- 
kuensi  ini  digunakan  dalam  satelit  komunikasi  di  wila- 
yah  ASEAN;  (4)  proyek  ini  segera  dapat  dilaksanakan 
setelah  cetak  birunya  selesai  {Antara,  6  Juni  1989). 

2.  Peresmian  Pusat  ASEAN-Kanada 

Sekembalinya  menghadiri  pertemuan  para  Menlu 
ASEAN  dengan  mitra  dialognya  di  Brunei,  Menlu  Ka- 
nada, Joe  Clark,  melakukan  kunjungan  ke  Singapura 
tanggal  10  Juli  1989  untuk  membuka  suatu  Pusat  Kana- 
da-ASEAN. Tugas  pusat  itu  adalah  menyalurkan  ban- 
tuan  keuangan  Kanada  ke  negara-negara  anggota 
ASEAN  {Antara.  10  Juli  1989). 

Menlu  Joe  Clark  mengatakan  bahwa:  (1)  negaranya 


akan  memberikan  bantuan  keuangan  S$16  juta  atau 
sekitar  US$8,2  juta  kepada  ASEAN  untuk  tahun  1989; 
(2)  badan  ini  merupakan  salah  satu  dari  empat  buah 
pusat  yang  dibentuk  Kanada  untuk  menangani  pro- 
gram-program bantujan  pembangunan  di  negara-negara 
berkembang;  (3)  pusat  ini  akan  mengelola  program- 
program  pendidikan,  urusan  umurti,  prakarsa  kebuda- 
yaan  dan  pembinaan  sumber  daya  manusia;  (4)  kep;en- 
tingan  timbal-balik  di  bidang  pendidikan  dan  latihan 
harus  dilayani  seperti  dalam  rekanan  bisnis  baru  yang 
sedang  dikembangkan;  (5)  pembukaan  pusat  ini  menan- 
dai  dimulainya  tahap  baru  hubungan  kedua  pihak,  se- 
hingga  negaranya  lebih  terlihat  di  kawasan  ASEAN;  (6) 
badan  ini  akan  menjadi  pusat  jaringan  yang  menghu- 
bungkan  kelompok-kelompok  kepentingan  kedua  belah 
pihak  untuk  saling  meningkatkan  pemahaman  tentang 
bangsa  dan  kebudayaannya;  (7)  Kanada  telah  memban- 
tu  proyek-proyek  kehutanan,  perikanan,  telekomunika- 
si, ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ASEAN;  (8)  nilai 
perdagangan  ASEAN-Kanada  meningkat  tiga  kali  lipat, 
pada  tahun  1988  menjadi  US$2,6  milyar  atau  mening- 
kat 33%  dari  angka  perdagangan  tahun  1987  {Antara, 
10  Juli  1989). 

D.  HUBUNGAN  ASEAN-SELANDIA  BARU 

1.  Kunjungan  Misi  Perdagangan  Selandia  Baru  ke  In- 
donesia 

Misi  Perdagangan  Selandia  Baru  yang  dipimpin  oleh 
Sir  John  Mowbray  berada  di  Indonesia  tanggal  6-8  Juni 
1989  untuk  mengadakan  pertemuan  dengan  para  pengu- 
saha  Indonesia  dan  sekaligus  menghadiri  Pertemuan 
Komite  Eksekutif  Dewan  Pengusaha  ASEAN-Selandia 
Baru  di  Bali. 

Pada  acara  jamuan  makan  di  Hotel  Mandarin  tang- 
gal 5  Juni  1989  Sir  John  Mowbray  mengatakan:  (1) 
pada  umumnya  masyarakat  Selandia  Baru  tidak  menya- 
dari  perkembangan  lingkungan  ekonomi  dan  bisnis  di 
Indonesia  yang  semakin  positif;  (2)  para  pengusaha  di 
negaranya  mulai  menyadari  adanya  kesempatan-kesem- 
patan  penting  untuk  mengadakan  perdagangan  dan  in- 
vestasi  di  Indonesia;  (3)  pertemuan  misinya  dengan  para 
pengusaha  Indonesia  telah  diatur  oleh  Badan  Pengem- 
bangan  Perdagangan  Selandia  Baru  di  Jakarta;  (4)  misi 
perdagangan  ASEAN  yang  berkunjung  ke  negaranya, 
April  1989,  telah  melihat  teknologi  penanaman  tanam- 
an  dan  pengolahan  pangan  serta  pengepakan.  Misi  per- 
dagangan itu  menilai  bahwa  pendekatan  langsung 
sangal  bermanfaat  dan  akan  lebih  memperkokoh  hu- 
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bungan  Selandia  Baru-ASEAN  (Angkatan  Bersenjata,  6 
Juni  1989). 

2.  Kunjungan  AH  Alatas  ke  Selandia  Baru 

Menlu  Ali  Alatas  berada  di  Selandia  Baru  minggu 
ketiga  Juni  1989. 

Menlu  Selandia  Baru,  Russell  Marshall,  mengatakan 
kepada  pars  di  Wellington  tanggal  20  Juni  1989  bahwa: 
(1)  kunjungan  Menlu  Ali  Alatas  ke  Selandia  Baru  itu 
akan  membahas  perkembangan  di  Kamboja  dan  perda- 
gangan  ASEAN  dengan  mitra  dialognya;  (2)  banyak 
masalah  internasional  yang  dapat  didiskusikan  secara 
lebih  mendalam  dalam  pertemuan  itu;  (3)  tindakan 
tegas  militer  Cina  terhadap  gerakan  pro-demokrasi  di 
Beijing  diharapkan  dapat  dibahas  dalam  pertemuan  itu; 
(4)  kunjungan  yang  bertepatan  waktunya  dengan  ber- 
langsungnya  dialog  ASEAN-Selandia  Baru,  diharapkan 
dapat  dijadikan  bahan  perbandingan  menjelang  perte- 
muan para  Menlu  ASEAN  di  Brunei,  Juli  1989;  (5)  In- 
donesia di  masa  mendatang  dapat  memainkan  peranan 
penting,  karena  Indonesia  selain  mengalami  pertum- 
buhan  ekonomi  yang  mengesankan  juga  sebagai  negara 
yang  dituakan  di  Asia  Tenggara;  (6)  jika  Indonesia 
dapat  mempertahankan  pertumbuhan  pembangunan- 
nya  secara  berkesinambungan  pada  dekade  mendatang, 
negara  ini  akan  diperhitungkan  bukan  saja  di  bidang 
ekonomi  tetapi  juga  di  bidang  politik  (Jakarta  Post,  21 
Juni  1989). 

E.  HUBUNGAN  ASEAN-AUSTRALIA 

.  1.  Pertemuan  Panitia  Kerja  Kelautan  ASEAN-Austra- 
lia  ke-7 

Pertemuan  Panitia  Kerja  Kelautan  ASEAN-Austra- 
lia  ke-7  berlangsung  di  Yogyakarta  tanggal  20-23  Juni 
1989  diikuti  oleh  12  orang  utusan  untuk  membahas  pe- 
neiitian  kelautan,  khususnya  hutan  bakau  dan  karang 
{Antara,  21  Juni  1989). 

Seorang  ulusan  dari  Indonesia,  Dr.  Otto  S.R.  Ong- 
kosongo,  mengatakan  kepada  Antara  di  Yogyakarta 
tanggal  23  Juni  1989  bahwa:  (1)  pertemuan  ke-7  ini 
merupakan  pertemuan  terakhir  lahap  perlama  unluk 
mcngcvaluasi  pelaksanaan  proyek  pcnelitian  yang  telah 
dilakukan,  sckaligus  membahas  rcncana  kerja  lahap  ke- 
dua;  (2)  obyek  penelhian  dilujukan  pada  icrumbu  ka- 
rang, komunitas  ikan  karang,  rumput  laut,  serta  komu- 
nitas  mengrove  dan  biota  substrat  lunak;  (3)  iokasi  pc- 


nelitian di  Indonesia  meliputi  kawasan  Kepulauan  Seri- 
bu,  Grajagan  di  Jawa  Tengah  dan  Ujung  Kulon  di  Jawa 
Barat;  (4)  panitia  ini  berusaha  meningkatkan  kualitas 
tenaga  peneliti  melalui  kursus  latihan  dan  program  sar- 
jana;  (5)  panitia  kerja  ini  merupakan  wujud  kerjasama 
negara-negara  ASEAN-Australia  untuk  menangani  wi- 
layah  pesisir  yang  makin  terancam  kelestarian  sumber 
daya  perairannya;  (6)  kemudahan-kemudahan  yang  ada 
di  wilayah  pesisir,  menyebabkan  kawasan  ini  diman- 
faatkan  secara  besar-besaran  untuk  berbagai  keperluan, 
seperti  kawasan  industri,  daerah  pemukiman,  pertam- 
bakan  ikan  dan  pertanian;  (7)  sekitar  75%  kota-kota 
besar  di  Indonesia  yang  berpenduduk  di  atas  100.000 
jiwa  berkembang  di  daerah  pesisir.  Hal  ini  mengakibat- 
kan  kelestarian  sumber  daya  perairan  pantai  terancam; 
(8)  pencemaran  laut  dapat  menyebar  tanpa  menghirau- 
kan  batas-batas  teritorial  suatu  negara,  oleh  karena  itu 
apa  yang  dirasakan  sebagai  ancaman  Indonesia  tentu 
juga  dirasakan  oleh  negara-negara  ASEAN  tetangga- 
nya;  (9)  pelaksanaan  proyek  penelitian  ini  dibagi  dalam 
dua  tahap,  tahap  pertama  tahun  1984-1989  dan  tahap 
kedua  tahun  1989-1994;  (10)  melalui  proyek  ini  akan 
terus  dikembangkan  kemampuan  ilmiah  dan  keahlian 
teknis  di  setiap  negara  anggota  ASEAN  agar  dapat  me- 
ngelola  sumber  daya  wilayah  pesisir  {Antara,  24  Juni 
1989). 

2.  Masalah  Kerjasama  Ekonomi  Pasifik 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  kepada  pers  di  Jakar- 
ta tanggal  29  Juni  1989  bahwa:  (1)  untuk  sementara  ini 
Indonesia  sependapat  dengan  analisa  Australia  menge- 
nai  perkembangan  perekonomian  internasional,  khu- 
susnya yang  berdampak  terhadap  Cekung  Pasifik.  Se- 
lain itu  Indonesia  juga  sependapat  bahwa  sudah  waktu- 
nya bagi  negara-negara  di  kawasan  ini  untuk  mening- 
katkan analisa  dan  konsultasi  pada  tahap  yang  lebih 
formal;  (2)  wadah  konsultasi  resmi  bagi  ASEAN  adalah 
six  plus  five  atau  lima  tanibah  satu;  (3)  gagasan  PM 
Australia  Bob  Hawke  untuk  membentuk  kerjasama 
ekonomi  di  Pasifik  selain  akan  dibicarakan  para  Menlu 
ASEAN  yang  belum  sempat  membicarakannya  secara 
formal  bersama,  juga  perlu  dibicarakan  lagi  dengan 
Australia  dan  dengan  para  mitra  dialog  ASEAN  lain- 
nya;  (4)  usul  Menlu  AS  James  Baker  untuk  membica- 
rakan  mekanisme  kerjasama  ekonomi  di  Pasifik  meru- 
pakan salah  satu  taiiggapan  terhadap  usul  Australia, 
karena  masih  ada  yang  mempunyai  pandangan  yang 
lebih  luas  (Suara  Pembaruan,  30  Juni  1989). 

Sekretaris  Jenderal  Departemen  Luar  Negeri  Aus- 
tralia, Richard  WoolcotI,  mengatakan  kepada  Antara 
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di  Canberra  tanggal  6  Juli  1989  bahwa:  (1)  negaranya 
tidak  kecewa  dengan  sikap  hati-hati  ASEAN  terhadap 
usul  kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik;  (2)  Indonesia  se- 
penuhnya  setuju  dengan  gagasan  Pertemuan  Canberra, 
tetapi  mempertanyakan  negara-negara  Asia-Pasifik 
mana  yang  harus  menghadiri  pertemuan  itu;  (3)  In- 
donesia setuju  untuk  hadir,  tetapi  mengingatkan  agar 
hasil  pertemuan  itu  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu;  (4) 
Malaysia  tidak  ingin  kerjasama  itu  berkembang  men- 
jadi  blok  perdagangan  atau  suatu  lembaga  baru,  oleh 
karena  itu  lebih  baik  memanfaatkan  perangkat  yang 
sudah  ada  yaitu  ASEAN;  (5)  Muangthai  menghendaki, 
segala  tindakan  yang  akan  mengeruhkan  peranan 
ASEAN  harus  dihindarkan;  (2)  seluruh  anggota 
ASEAN  mendukung  gagasan  Pertemuan  Tingkat 
Menteri  Asia-Pasifik  di  Canberra,  November  1989,  un- 
tuk membahas  usul  PM  Bob  Hawke  itu;  (7)  dukungan 
ASEAN  memainkan  peranan  kunci  bagi  terwujudnya 
gagasan  Bob  Hawke;  (8)  negaranya  tidak  mencari  posisi 
memimpin,  melainkan  hanya  sebagai  penyaring  untuk 
mengembangkan  dukungan  bagi  kerjasama  kawasan 
yang  lebih  luas;  (9)  negaranya  sangat  menghargai  keber- 
hasilan  ASEAN  dalam  kerjasama  regional;  (10)  kini 
saat  yang  paling  tepat  untuk  mengembangkan  kerja- 
sama yang  lebih  luas  berdasarkan  sukses  ASEAN;  (II) 
gagasan  kerjasama  Asia-Pasifik  bukan  merupakan 
reaksi  atau  sikap  bermusuhan  terhadap  rencana  pem- 
bentukan  pasar  tunggal  Eropa  tahun  1992;  (12) 
Australia  benar-benar  ingin  melihat  hari  depannya  di 
Asia  dan  Pasifik  Barat  {Angkatan  Bersenjata,  9  Agus- 
tus  1989). 

F.  HUBUNGAN  ASEAN  -  KOREA  SELATAN 

I.  Tawaran  Korea  Selatan  Sebagai  Mitra  Dialog 

Menteri  Perdagangan  Muangthai,  Subin  Pinkayan, 
mengatakan  kepada  pers  di  Bangkok  tanggal  23  Juni 
1989  bahwa:  (1)  Korea  Selatan  menawarkan  diri  untuk 
berpartisipasi  dalam  kegiatan  ASEAN  sebagai  mitra 
dialog  sektoral;  (2)  Komite  Kebijaksanaan  Hubungan 
Perdagangan  Internasional  Muangthai  pada  prinsipnya 
setuju  atas  relevansi  Korea  Selatan  sebagai  mitra  dialog 
itu;  (3)  tawaran  itu  akan  dibahas  secara  resmi  pada  Per- 
temuan Tingkat  Menteri  Ekonomi  dan  Luar  Negeri 
ASEAN  tangal  3-4  Juli  1989  di  Brunei  Darussalam;  (4) 
ASEAN  ingin  meningkatkan  kerjasama  ekonomi,  per- 
dagangan, penanaman  modal  dan  industri  pariwisata 
dengan  Korea  Selatan;  (5)  meskipun  secara  bilateral 
Korea  Selatan  telah  meningkatkan  hubungan  ekonomi 


dan  politik  dengan  anggota-anggota  ASEAN,  tetapi 
negara  itu  tidak  mempunyai  hubungan  resmi  dengan 
ASEAN  sebagai  kelompok;  (6)  pencalonan  Korea  Sela- 
tan sebagai  mitra  dialog  sektoral  ASEAN  pada  saat  ini 
tidak  akan  memperkuat  kesempatannya  untuk  mem- 
peroleh  status  menjadi  mitra  dialog  penuh;  (7)  ASEAN 
enggan  memberikan  status  mitra  dialog  penuh  kepada 
Korea  Selatan  karena  alasan  politik  yang  berkaitan 
dengan  situasi  khusus  di  Semenanjung  Korea  {Antara, 
24  Juni  1989). 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  kepada  pers  di  Jakar- 
ta tanggal  29  Juni  1989  bahwa:  (1)  para  Menlu  ASEAN 
akan  mengambil  keputusan  penting  mengenai  pembu- 
kaan  hubungan  sektoral  ASEAN-Korea  Selatan  pada 
pertemuan  di  Brunei  mendatang,  karena  persiapannya 
telah  dibahas  oleh  panitia  tetap  ASEAN;  (2)  pembuka- 
an  hubungan  ini  merupakan  salah  satu  kebijaksanaan 
baru  ASEAN,  yang  merupakan  pelaksanaan  keputusan 
KTT  ASEAN  di  Manila  1987  {Antara,  29  Juni  1989). 

2.  Pertemuan  Komite  Kerjasama  Ekonomi  Indonesia- 
Korea  Selatan 

Pertemuan  Komite  Kerjasama  Ekonomi  Indonesia- 
Korea  Selatan  ke-8  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  7  Juli 
1989  untuk  membahas  masalah  perdagangan,  investasi 
dan  industri. 

Menteri  Perdagangan  Arifin  Siregar  mengatakan 
pada  pembukaan  sidang  itu  bahwa:  (1)  membaiknya 
iklim  investasi  di  Indonesia  telah  meningkatkan  inves- 
tasi asing,  khususnya  dari  Korea  Selatan;  (2)  ekspor  In- 
donesia ke  Korea  Selatan  sangat  dipengaruhi  oleh  naik 
turunnya  ekspor  migas  ke  negara  itu,  sehingga  menun- 
jukkan  gerakan  yang  fluktuatif  karena  perubahannya 
dari  tahun  ke  tahun  cukup  tajam;  (3)  meskipun  ekspor 
non-migas  Indonesia  ke  Korea  Selatan  selalu  mening- 
kat,  tetapi  nilainya  belum  terlalu  besar  {Merdeka,  6  Juli 
1989). 

Menteri  Perdagangan  dan  Industri  Korea  Selatan, 
Seung  Soo  Han,  mengatakan  antara  lain:  (1)  ASEAN 
dan  Korea  Selatan  mempunyai  kepentingan  vital  untuk 
membangun  kerangka  perdagangan  bilateral  yang  lebih 
kuat;  (2)  diterimanya  Korea  Selatan  sebagai  mitra 
dialog  ASEAN  akan  memperluas  pandangan-pandang- 
an  untuk  meningkatkan  hubungan  perdagangan  kedua 
pihak;  (3)  Indonesia  mempunyai  pengaruh  yang  besar, 
baik  di  ASEAN  maupun  di  Asia  Tenggara;  (4)  setiap 
kerangka  atau  skema  kerjasama  regional  harus  menda- 
patkan  dukungan  dari  Indonesia,  bila  konsep  itu  diha- 
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rapkan  berhasil;  (5)  ASEAN  dan  Korea  Selatan  sama- 
sama  negara  berkembang,  yang  juga  mempunyai  kepen- 
tingan  serupa  pada  negara  maju,  terutama  mengenai 
proteksionisme  (Merdeka,  6  Juli  1989). 

3.  Sistem  Kerjasama  ASEAN-Korea  Selatan 

Dalam  siaran  pers  tanggal  8  Agustus  1989,  Kemen- 
terian  Luar  Negeri  Korea  Selatan  menyatakan  bahwa 
suatu  delegasi  ASEAN  yang  berjumlah  12  orang  dan 
dipimpin  Dirjen  Deplu  Indonesia,  Husni  Thamrin 
Pane,  akan  berkunjung  ke  Seoul  tanggal  20-21  Agustus 
1989  untuk  membahas  pembentukan  sistem  kerjasama 
Korea  Selatan-ASEAN  yang  telah  disepakati  oleh  para 
Menteri  ASEAN  di  Brunei  tanggal  4  Juli  1989  {Antara, 
9  Agustus  1989). 

G.  HUBUNGAN  ASEAN-MEE 
Seminar  ASEAN-Eropa 

Seminar  ASEAN-Eropa  1992,  Implikasi  dan  Ja- 
wabannya,  berlangsung  di  Kuala  Lumpur  tanggal  10-11 
Juli  989,  dihadiri  oleh  para  pejabat  tinggi  pemerintah 
yang  menangani  masalah  perdagangan  luar  negeri,  para 
industriawan  dan  pengamat  ekonomi  dari  ASEAN  dan 
Eropa  untuk  membahas:  (1)  dampak  pembentukan 
pasar  tunggal  Eropa  1992  bagi  ASEAN;  (2)  masalah 
pasar  tunggal  Eropa  dan  dinamisme  baru  di  masyarakat 
Eropa;  (3)  masalah-masalah  khusus  yang  menyangkut 
kepentingan  perdagangan  negara-negara  ASEAN. 

Menteri  Perdagangan  dan  Industri  Malaysia,  Rafi- 
dah  Aziz,  mengatakan  pada  pembukaan  seminar  itu 
bahwa:  (1)  pertemuan  ASEAN-MEE  di  Dusseldorf,  Mei 
1988,  menyetujui  pembentukan  suatu  gugus  kerja  untuk 
mengidentifikasikan  kendala-kendala  penanaman 
modal  MEE  di  ASEAN;  (2)  jumlah  penanaman  modal 
MEE  pada  tahun  1984  menempati  urutan  ketiga  setelah 
Jepang  dan  AS,  yakni  MEE  19%,  Jepang  27%  dan  AS 
21%;  (3)  penanaman  modal  MEE  yang  kian  meningkat 
di  ASEAN  bukan  hanya  sebagai  kunci  strategi  jangka 
panjang  untuk  meningkatkan  hubungan  dagang  yang 
saling  menguntungkan,  tetapi  juga  meningkatkan  alih 
teknologi  dan  memperkuat  hubungan  kedua  pihak;  (4) 
perundingan  ASEAN-MEE  selanjutnya  akan  diseleng- 
garakan  di  Manila  Desember  1989  {Antara,  11  Juli 
1989). 

Kelua  delegasi  MEE,  Abel  Matutes  Juan,  mengata- 
kan bahwa:  (1)  masalah  inflasi,  pengangguran  dan  per- 


tumbuhan  ekonomi  yang  rendah  yang  dihadapi  MEE 
pada  akhir  dekade  1970-an  dan  awal  1980-an  merupa- 
kan  prinsip  dasar  pembentukan  pasar  tunggal  Eropa; 

(2)  MEE  ingin  mengadakan  pembicaraan  secara  terbuka 
mengenai  gagasan  pembentukan  kerjasama  ekonomi 
Asia-Pasifik;  (3)  pembentukan  kerjasama  seperti  itu 
hendaknya  terbuka  bagi  kegiatan  perdagangan  dunia 
{Jakarta  Post,  11  Juli  1989). 

Menteri  Muda  Perdagangan  Indonesia,  Dr.  Sudra- 
djad  Djiwandono,  mengatakan:  (1)  ASEAN  harus  me- 
ningkatkan kemampuannya  untuk  menghadapi  penga- 
ruh  pasar  tunggal  Eropa;  (2)  perubahan  dan  penyesuai- 
an  kondisi  sekarang  telah  menjadikan  ASEAN  sebagai 
kawasan  yang  menggairahkan  bagi  penanaman  modal; 

(3)  kestabilan  politik,  komitmen  dasar  fiskal  dan  ke- 
uangan  yang  bijaksana  serta  kemudahan  persyaratan 
dan  pengurangan  birokrasi  telah  menjadikan  ASEAN 
memiliki  daya  tarik  bagi  para  investor  dan  sekaligus 
menjadi  mitra  usah^  yang  dapat  dipercaya;  (4)  Eropa 
terlalu  memandang  kepentingan  internnya  dan 
menganggap  peluang  penanaman  modal  di  kawasan 
ASEAN  tidak  menggairahkan,  oleh  sebab  itu  investasi 
Eropa  di  kawasan  ini  sulit  meningkat;  (5)  sikap  Eropa 
itu  juga  merupakan  penyebab  dasar  timbulnya  protek- 
sionisme  yang  sangat  ditentang  oleh  negara-negara  ber- 
kembang; (6)  ASEAN  masih  memerlukan  kehadiran 
para  pengusaha  Eropa  dan  juga  siap  menyambut  parti- 
sipasi  mereka;  (7)  ASEAN  tidak  dapat  membayangkan 
berlakunya  suatu  sistem  perdagangan  dunia  yang  ter- 
buka tanpa  ikutsertanya  masyarakat  Eropa;  (8)  terwu- 
judnya  sistem  perdagangan  seperti  itu  hanya  akan  mem- 
bahayakan  sistem  perdagangan  terbuka  dunia,  karena 
pasaran  terbuka  Eropa  memegang  peran  penting  dalam 
pelaksanaan  sistem  perdagangan  dunia  tersebut;  (9)  pe- 
narikan  Eropa  dari  kawasan  ASEAN  tidak  akan  meng- 
untungkan kedua  pihak  dan  kawasan  Pasifik  pada 
umumnya;  (10)  ASEAN  merupakan  kawasan  yang  di- 
namis  dan  akan  menjadi  rekan  yang  menguntiingkan 
bagi  perdagangan  masa  depan  Eropa  serta  menjadi  tern- 
pat  investasi  yang  aman  {Antara,  11  Juli  1989). 

2.  Kunjungan  Parlemen  Eropa  ke  Indonesia 

Ketua  delegasi  Parlemen  Eropa,  Dr.  Egon  Klepsch, 
yang  sedang  berkunjung  ke  Indonesia  mengatakan  ke- 
pada  pers  di  Jakarta  tanggal  28  Juni  1989  bahwa:  (1) 
tidak  ada  alasan  atau  dasar  bagi  Indonesia  untuk  meng- 
khawatirkan  rencana  pembentukan  pasar  tunggal  Ero- 
pa; (2)  pada  tanggal  1  Januari  1993  Masyarakat  Eropa 
sudah  tidak  mengenai  batas-batas  negara;  (3)  pemben- 
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tukan  pasar  tunggal  pada  hakikatnya  hanya  untuk 
menghapuskan  bea  terhadap  beberapa  komoditi  yang 
saat  ini  masih  dikenakan;  (4)  pembentukan  pasar  tung- 
gal Eropa  akan  membawa  keuntungan  dan  manfaat 
yang  lebih  besar  bagi  mitra  MEE;  (5)  MEE  akan  mem- 
berikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  mitra 
mereka  untuk  memasuki  pasaran  Eropa;  (6)  melalui 
pasar  tunggal  Eropa  diharapkan  perdagangan  masyara- 
kat  Eropa  dengan  semua  mitra  dagangnya,  termasuk 
ASEAN,  akan  dapat  berjalan  lebih  lancar. 

Prof.  Dr.  Gunter  Rinsche  mengatakan  bahwa:  (1) 
proteksionisme  bukan  hanya  akan  menghancurkan  per- 
dagangan internasional  tetapi  juga  perdagangan  inter- 
nasional  Eropa  dengan  ASEAN  serta  mitra  dagang  lain- 
nya;  (2)  pembentukan  pasar  tunggal  Eropa  diharapkan 
dapat  meningkatkan  kemakmuran  rakyat  Eropa  dan 
memberikan  kesempatan  masyarakat  Eropa  untuk 
membeli  barang-barang  dari  ASEAN;  (4)  MEE  sedang 
membicarakan  bahaya  yang  timbul  akibat  tindakan 
beberapa  industri  tertentu  Eropa  untuk  melakukan  per- 
cobaan  proteksi  terhadap  produk  industri  tertentu  me- 
reka. Masalah  ini  akan  segera  diselesaikan,  khususnya 
yang  berkaitan  dengan  ASEAN,  karena  MEE  mem- 
punyai  hubungan  yang  dekat  dan  memiliki  informasi 
yang  cukup  tentang  hubungan  Eropa-ASEAN;  (5)  pasar 
tunggal  Eropa  merupakan  model  untuk  mengembang- 
kan  pasar  dunia  {Suara  Pembaruan,  29  Juni  1989). 

3.  Implikasi  Pasar  Tunggal  Eropa  Terhadap  ASEAN 

Dr.  R9lf  J.  Langhammer  dari  Lembaga  Pengkajian 
Asia  Tenggara  pada  Institut  Ekonomi  Internasional  di 
Kiel,  Jerman  Barat  mengatakan  kepada  anggota  per- 
kumpulan  ekonomi  Indonesia- Jerman  Barat  di  Jakarta 
tanggal  10  Agustus  1989  bahwa:  (1)  dengan  beroperasi- 
nya  pasar  tunggal  Eropa  (PTE),  tahun  1992,  impor 
barang-barang  manufaktur  masyarakat  Eropa  dari 
negara-negara  berkembang,  termasuk  ASEAN,  diperki- 
rakan  meningkat  sampai  5%  atau  seniiai  ±  US$2  mil- 
yar;  (2)  pelaksanaan  pasar  tunggal  Eropa  nanti  hampir 
bersamaan  dengan  empat  peristiwa  besar  yang  akan 
menghasilkan  keputusan-keputusan  mengenai  kebijak- 
sanaan  perdagangan  internasional  bagi  negara-negara 
berkembang  yakni:  (a)  penyelesaian  putaran  Uruguay 
yang  dijadwalkan  akan  terlaksana  menjelang  akhir  ta- 
hun 1990;  (b)  pembaruan  sistem  Preferensi  Umum 
(GSP)  setelah  tahun  1990;  (c)  prinsip-prinsip  perda- 
gangan tekstil  dan  pakaian  jadi  setelah  masa  berlakunya 
Persetujuan  Multi  Serat  (MFA)  IV  tahun  1991;  (d) 
Konvensi  Baru  Lome  1990;  (e)  semua  peristiwa  itu  akan  . 
ikut  menentukan  perubahan-perubahan  daiam  harga 


relatif  antara  suplai  domestik  dan  impor  masyarakat 
Eropa  dari  negara-negara  berkembang;  (5)  pasar  tung- 
gal Eropa  dapat  mendorong  peningkatan  pertumbuhan 
dan  perubahan  struktural  dalam  perspektif  internasio- 
nal; (6)  negara-negara  berkembang  dapat  mengambil 
manfaat  dari  kekuatan-kekuatan  ekonomi  baru  yang 
menopjol,  baik  sebagai  pemasok  maupun  sebagai  pem- 
beli  barang,  jasa  dan  teknologi  yang  kompetitif;  (7)  jika 
dilakukan  deregulasi,  diperkirakan  akan  terjadi  per- 
kembangan  yang  cukup  di  sektor  perdagangan  jasa.  Hal 
ini  akan  berpengaruh  pada  elastisitas  pendapatan  yang 
dapat  mendorong  peningkatan  jasa  menjadi  lebih  besar 
daripada  barang;  (8)  perkembangan  perdagangan  jasa 
yang  cukup  akan  meningkatkan  permintaan  masyara- 
kat Eropa  pada  jasa-jasa  yang  sudah  disediakan  oleh 
negara-negara  berkembang,  seperti  pariwisata  dan  ang- 
kutan  konstruksi;  (9)  beberapa  negara  berkembang 
yang  memiliki  daya  saing  yang  kuat  di  sektor  maritim 
dan  angkutan  udara  perlu  melakukan  pendekatan- 
pendekatan  bilateral  agar  memperoleh  pangsa  pasar  di 
PTE;  (10)  hambatan-hambatan  komoditi  perlu  segera 
dihapuskan  sehingga  daya  saing  produk  pertanian  dari 
negara  berkembang  dapat  ditingkatkan;  (11)  ASEAN 
mempunyai  kemampuan  kolektif  urituk  menghadapi 
persaingan  yang  semakin  ketat  di  PTE;  (13)  kemam- 
puan ASEAN  melakukan  penyesuaian  setelab  tahun 
1992  diperkirakan  akan  diperlancar  oleh  peningkatan 
permintaan  impor  dari  MEE  {Merdeka,  12  Agustus 
1989). 

H.  HUBUNGAN  ASEAN-ASIA  PASIFIK 

I.  Posisi  ASEAN  dalam  Percaturan  Politik  Asta-Pasi- 
fik 

Seminar  Posisi  ASEAN  dalam  Percaturan  Politik  di 
Asia-Pasifik  yang  diselenggarakan  oleh  International 
Forum  Idnonesia,  dan  dihadiri  oleh  para  diplomat  dari 
dalam  dan  luar  negeri,  politisi  dan  peminat  masalah 
hubungan  internasional  berlangsung  di  Jakarta  tanggal 
5  Juni  1989. 

Dalam  makalahnya  yang  berjudul  Perubahan  Peta 
Politik  di  Asia-Pasifik,  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaat- 
madja  mengatakan  bahwa:  (I)  masalah  Kamboja  telah 
memperkukuh  persatuan  dan  meningkatkan  profil 
ASEAN  di  forum  internasional;  (2)  ASEAN  harus  men- 
cari  titik-temu  dan  tumpuan  kerjasama  baru  setelah 
masalah  Kamboja  berhasil  diselesaikan  agar  momen- 
tum yang  telah  dicapai  sekarang  ini  dapat  dipertahan- 
kan;  (3)  tantangan  yang  dihadapi  ASEAN  di  masa  men- 
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datang  adalah  tidak  lagi  menggalang  sikap  bersama 
menghadapi  suatu  ancaman  dari  luar,  tetapi  pengga- 
langan  kebersamaan  sikap  politik  yang  mempersatu- 
kan;  (4)  pertemuan  para  Menlu  ASEAN  ke-22  di  Bru- 
nei, Juli  1989,  diharapkan  mencapai  persetujuan  untuk 
mengadakan  dialog  dengan  negara-negara  Pasifik 
dalam  bentuk  baru,  dan  hasil  pertemuan  tahunan  ke-17 
tahun  1984  dapat  diaktifkan  kembali;  (5)  pada  pertemu- 
an tahunan  ke-18,  ASEAN  gagal  mencapai  persetujuan 
untuk  mengadakan  dialog  dengan  negara-negara  Pasi- 
fik dalam  bentuk  baru,  karena  Malaysia  menolak  untuk 
mendukung  gagasan  semacam  itu;  (6)  prakarsa  yang 
telah  tertunda  empat  tahun  itu  sangat  sayang  bila  tidak 
diambil  kembali  oleh  ASEAN,  karena  kerjasama  Asia- 
Pasifik  itu  dapat  menjadi  suatu  hal  yang  sangat 
mendesak;  (7)  gagasan  PM  Australia,  Bob  Hawke,  un- 
tuk membentuk  forum  konsultasi  di  antara  negara- 
negara  Asia-Pasifik  dapat  menjadi  cambuk  bagi 
ASEAN  untuk  mengatasi  perbedaan-perbedaan  kecil 
yang  pernah  ada  dan  meraih  kembali  kesempatan  untuk 
mengadakan  forum  dialog  ASEAN-Pasifik;  (8)  sudah 
waktunya  dipikirkan  untuk  melaksanakan  dialog  para 
Menteri  Luar  Negeri  dan  Ekonomi  ASEAN  dengan 
negara-negara  Pasifik;  (9)  format  dialog  6  +  5-f- 1  sudah 
ketinggalan  zaman  dan  kurang  sesuai  dengan  prestise 
ASEAN  yang  sudah  meningkat  saat  ini,  karenanya 
harus  diubah  menjadi  6-1-5  atau  enam  negara  ASEAN 
dengan  lima  negara  mitra  dialog  Pasifik  secara  ber- 
sama-sama;  (10)  untuk  menghadapi  perkembangan 
Asia-Pasifik  akhir-akhir  ini,  Indonesia  dan  negara- 
negara  Asia  Tenggara  harus  memilih  mitra  yang  paling 
tepat  di  antara  empat  negara  besar  di  kawasan  Asia- 
Pasifik  untuk  membantu  pertumbuhan  ekonomi,  per- 
dagangan  luar  negeri  dan  pembangunan;  (11)  Jepang 
dan  AS  merupakan  negara-negara  yang  dapat  memban- 
tu perdagangan  dan  mendukung  pembangunan  eko- 
nomi secara  berlanjut  di  kawasan  Asia-Pasifik;  (12)  pe- 
milihan  Jepang  dan  AS  samasekali  tidak  dilatarbela- 
kangi  oleh  alasan  ideologi,  melainkan  karena  parahnya 
keadaan  ekonomi  RRC  dan  Uni  Soviet  {Kompas,  6  Juni 
1989);  (13)  ada  tiga  tahapan  perubahan  peta  politik  di 
Asia-Pasifik,  yakni:  (a)  nasionalisme  yang  memper- 
juangkan  kemerdekaan  bangsa-bangsa  Asia;  (b)  mun- 
culnya  komunisme;  (c)  perubahan  yang  mendasar 
dalam  sistem  ekonomi,  politik  dan  sosial  di  negara- 
negara  komunis;  (14)  kejadian-kejadian  di  Uni  Soviet, 
RRC  dan  negara  komunis  iainnya  sangat  mengurangi 
krcdibilitas  sislcm  komunis,  sehingga  ideologi  tidak  lagi 
merupakan  faktor  penting  dalam  percaturan  politik  du- 
nia;  (15)  bebcrapa  tahun  mcndalang,  negara-negara  ko- 
munis akan  lebih  disibukkan  dengan  urusan  dalam  ne- 


gerinya,  hal  ini  berarti  akan  mengurangi  kegiatan  mere- 
ka  untuk  mencampuri  urusan  negara  lain  yang  non- 
komunis  dan  membawa  keterbatasan  senjata  sebagai 
alat  politik  luar  negeri  mereka;  (16)  AS  merupakan 
mitra  perdagangan  dan  investasi  yang  sangat  penting 
bagi  negara-negara  Asia  Tenggara,  terutama  ASEAN, 
karena  negara  ini  sampai  sekarang  masih  merupakan 
pasaran  yang  paling  liberal  kalau  dibandingkan  dengan 
pasaran  negara  lain  {Suara  Pembaruan,  9  Juni  1989). 

Dr.  Juwono  Sudarsono  mengatakan:  (1)  kerjasama 
regional  bersandarkan  pada  konvergensi  politik,  kede- 
katan  geografik  dan  keunggulan  komparatif,  yang  seca- 
ra bersama  atau  sendiri-sendiri  dapat  saling  mendukung 
dan  mengisi  serta  memperkuat  kerjasama;  (2)  kerja- 
sama yang  langgeng  dan  mantap  mensyaratkan  adanya 
persepsi  strategik  yang  sama  dan  pemanfaatan  jarak  se- 
bagai unsur  penting  dalam  bertetangga;  (3)  pesatnya 
kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  mem- 
buat  pudarnya  konsep  ideologi  dalam  hubungan  inter- 
nasional,  dan  memperkecil  jarak  bagi  transaksi  dagang 
dan  usaha  niaga  serta  mempengaruhi  kerjasama  intra- 
regional;  (4)  dari  semula  kerjasama  ASEAN  lebih  ber- 
sifat  saling  bersaing  daripada  saling  mengisi  dan 
memperkuat,  karenanya  di  tahun  1990-an  kerjasama 
politik  ASEAN  harus  lebih  didasarkan  pada  peng'etahu- 
an  dan  pemahaman  sistem  politik  dan  pemerintahan 
yang  lebih  mendalam  di  antara  sesama  anggotanya;  (5) 
jika  ASEAN  lahir  pada  zaman  pembendungan  komu- 
nisme, maka  pada  1990-an  ASEAN  ditantang  untuk 
membendung  kemiskinan,  perusakan  lingkungan  dan 
pecahnya  perang;  (6)  membangun  rasa  percaya  di  an- 
tara sesama  anggota  dan  antara  bangsa  merupakan  tan- 
tangan  ASEAN  di  masa  mendatang;  (7)  Indonesia 
mempunyai  posisi  sentral  dan  pergantian  pimpinan  na- 
sional  tahun  1993  merupakan  tonggak  sejarah  bagi  ker- 
jasama politik  ASEAN;  (8)  Indonesia  perlu  memusat- 
kan  perhatian  untuk  mempersiapkan  tenaga  ahli  menge- 
nai  sejarah  kerjasama  ASEAN,  terutama  yang  me- 
nyangkut  geo-politiknya;  (9)  makin  besar  peranan  ker- 
jasama ekonomi,  ilmu  dan  pengetahuan,  hakikat  kerja- 
sama regional  makin  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lin- 
tas  benua  yang  sering  bersifat  trans-ideologi  (Suara 
Pembaruan,  6  September  1989). 

Mantan  Wakil  PM  RI,  Hardi  SH  mengatakn  bahwa: 
(1)  adanya  polarisasi  kekuatan  komunis  di  Indocina  dan 
non-komunis  di  ASEAN  seharusnya  dilenyapkan;  (2) 
mcskipun  Uni  Soviet  melaksanakan  keterbukaan  dan 
rcslrukturisasi,  tetapi  dia  tidak  akan  nielepaskan  pe- 
ngaruhnya  yang  telah  dilanamkan  di  Vietnam;  (3)  AS 
bertckad  untuk  mempcrtahankan  keberadaannya  di  Fi- 
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lipina  dan  menjalin  hubungan  baik  dengan  ASEAN;  (4) 
keamanan  dan  stabilitas  kawasan  ini  sangat  erat  hu- 
bungannya  dengan  perimbangan  kekuatan  dan  keaman- 
an dunia  {Pelita,  6  Juni  1989). 

Berkaitan  dengan  masalah  itu,  Dr.  C.P.F.  Luhulima 
mengatakan  di  Gedung  Merdeka  Bandung  tanggal  24 
Juni  1989,  bahwa:  (1)  pertarungan  mengenai  kepemi'm- 
pinan  dalam  berbagai  forum  dunia  akan  sangat  kuat 
mempengaruhi  perekonomian  ASEAN  dan  negara- 
negara  lain  di  Asia-Pasifik;  (2)  stabilitas  dan  keaaman- 
an  negara-negara  ASEAN  yang  didukung  pertumbuhan 
ekonomi  dan  kesejahteraan  akan  mengalami  berbagai 
gangguan,  sehingga  akan  mendestabilisasikan  ketahan- 
an  nasional  dan  ketahanan  regional  ASEAN;  (3)  usaha 
AS  untuk  mengurangi  ketegangan  ekonomi  dengan  Je- 
pang  akan  dilakukan  dengan  ekspansi  ekspor  dan  pe- 
ngurangan  pengeluaran  negara,  termasuk  militer;  (4) 
ekspansi  ekspor  AS  akan  mendesak  Jepang,  negara- 
negara  industri  baru,  ASEAN  dan  Australia.  Usaha  ini 
bertujuan  membuka  pasar  mereka  lebih  besar  lagi.  Tin- 
dakan  semacam  ini  dapat  memaksa  negara-negara  itu 
untuk  mencari  pasar  ekspor  alternatif  atau  mengandal- 
kan  permintaan  di  dalam  negeri;  (5)  dalam  tahun-tahun 
mendatang  andalan  utama  bagi  negara  anggota  ASEAN 
masih  tetap  diversifikasi  ekspor,  tetapi  pengalihan  tu- 
juan  ekspor  ASEAN  dari  AS  ke  Jepang,  negara  industri 
baru  dan  MEE  hanya  dapat  dilakukan  secara  bertahap, 
karena  masih  memerlukan  banyak  penyesuaian;  (6)  AS 
masih  tetap  merupakan  pasar  ekspor  ASEAN  yang  pa- 
ling besar  dan  sumber  impor  kedua  terbesar  setelah 
Jepang;  (7)  ASEAN  harus  bersama-sama  mengembang- 
kan  suatu  strategi  pemasaran  yang  memadai  untuk  me- 
masuki  pasar  Eropa,  apalagi  setelah  terbentuknya  pasar 
tunggal  Eropa  yang  sangat  kompetitif  sifatnya;  (8) 
selain  pasar  Eropa,  ASEAN  perlu  memberikan  perha- 
tian  yang  lebih  besar  pada  pasar-pasar  Jepang  dan 
negara  industri  baru,  karena  negara-negara  itu  secara 
geografis  lebih  dekat;  (9)  diversifikasi  tujuan  ekspor 
tidak  akan  menyelesaikan  ketegangan  ekonomi  Jepang- 
AS  dan  justru  dapat  membuat  destabilitas  kawasan 
Asia-Pasifik;  (10)  ASEAN  dapat  memberikan  sum- 
bangannya  dalam  pertemuan  para  Menlu  ASEAN 
dengan  mitra  dagangnya  dalam  bentuk  6  -I- 1  dan  6  +  5  di 
Brunei  bulan  Juli  1989  untuk  mendekatkan  kedua  pihak 
yang  sedang  perang  dagang.  Pertemuan  ini  penting  un- 
tuk mencari  jalan  keluar  dari  perselisihan  perdagangan 
dan  keuangan  demi  kepentingan  negara-negara  Asia- 
Pasifik;  (1 1)  pemusatan  perhatian  pada  pola  keamanan, 
stabilitas  dan  pengeluaran  militer  akan  makin  terdesak 
oleh  pola  keamanan,  stabilitas  dan  pertumbuhan  eko- 
nomi serta  kesejahteraan  yang  sejak  semula  mendasari 


kerjasama  ASEAN;  (12)  kawasan  Asia-Pasifik  merupa- 
kan kawasan  masa  depan,  selain  mendatangkan  per- 
tumbuhan perdagangan  dan  pendapatan  yang  cepat, 
juga  akan  menimbulkan  pertentangan  kepentingan, 
khususnya  antara  kedua  adikuasa  ekonomi  di  wilayah 
ini;  (13)  ketegangan  yang  telah  mulai  memuncak  ialah 
perselisihan  AS  dengan  Jepang  dan  negara  industri 
baru,  karena  defisit  rangkap  AS  di  bidang  perdagangan 
dan  pembayaran  (Suara  Pembaruan,  26  Juni  1989). 

2.  Pertemuan  Meja  Bundar  Asia-Pasifik  ke-3 

Pertemuan  Meja  Bundar  Asia-Pasifik  ke-3  berlang- 
sung  di  Kuala  Lumpur  tanggal  17-18  Juni  1989,  dihadiri 
oleh  150  orang  peserta  dari  23  negara  untuk  membahas 
hubungan  Amerika  Serikat-Uni  Soviet  yang  sedang 
mereda,  pemulihan  hubungan  RRC-Uni  Soviet,  perang 
dingin  Soviet- Jepang,  Sino- Vietnam,  pertikaian  Korea^ 
Kampuchea  dan  Asia  Tenggara. 

PM  Malaysia,  Mahathir  Mohammad,  mengatakan 
pada  pembukaan  pertemuan  itu:  (1)  negara-negara 
besar  tidak  boleh  menganggap  remeh  peranan  negara 
kecil  untuk  memberikan  sumbangannya  pada  perda- 
maian  dunia,  misalnya  negara-negara  kecil  yang  terba- 
bung  dalam  ASEAN  telah  dan  akan  terus  berusaha 
menciptakan  keamanan  sepenuhnya  di  kawasan  Asia 
Tenggara;  (2)  ASEAN  yang  berasal  dari  sekumpulan 
negara  yang  berbeda-beda,  telah  berkembang  menjadi 
sebuah  masyarakat  yang  bersendikan  pada  saling  pe- 
ngertian,  saling  percaya  dan  kerjasama  aktif  yang  se- 
muanya  itu  belum  pernah  terjadi  dalam  sejarah  Asia 
Tenggara;  (3)  negara-negara  Asia  Tenggara  agar  meng- 
hilangkan  rasa  caling  curiga  dan  kesalahpahaman, 
karena  hal  itu  tidak  akan  menguntungkan;  (4)  demi  ke- 
pentingan Asia  Tenggara,  diperlukan  perimbangan  te- 
naga  yang  sehat  dan  satu  sistem  yang  terbuka  agar 
negara-negara  di  kawasan  ini  dapat  mewujudkan  kese- 
jahteraan ekonomi,  dinamika  sosial,  persatuan  dan  ke- 
amanan politik;  (5)  semua  negara  besar,  termasuk 
negara-negara  Eropa  Barat  dan  Asia  Timur,  perlu  meli- 
hat  langsung  ke  Asia  Tenggara  agar  mereka  dapat  me- 
laksanakan  peranan  yang  membangun  dan  memberikan 
manfaat  bagi  semua  pihak;  (6)  tujuan  mengubah  Indo- 
cina  dari  medan  pertempuran  menjadi  sebuah  pasaran, 
mungkin  tidak  akan  terwujud  karena  banyak  tergan- 
tung  pada  penarikan  tentara  Vietnam  dari  Kamboja;  (7) 
ASEAN  harus  bersedia  melaksanakan  peranan  yang 
benar-benar  dapat  menghilangkan  hambalan-hambatan 
dan  dapal  mewujudkan  negara  Kamboja  yang  merdeka, 
netral  dan  aman;  (8)  bila  dasar  penghapusan  sualu 
bangsa  kembali  muncul,  hal  ilu  akan  menjadi  satu 
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tragedi  bagi  Kamboja,  karenanya  segala  usaha  perlu 
dilakukan  untuk  mencegah  meletusnya  perang  saudara 
di  negeri  itu  {Antara,  18  Juni  1989). 

Sementara  itu  Wakil  Menlu  Vietnam,  Tran  Quang 
Co,  mengatakan  bahwa:  (1)  negara-negara  di  Asia 
Tenggara  perlu  untuk  menyingkirkan  rasa  kurang  per- 
caya,  kecurigaan  dan  persaingan  di  antara  sesama  mere- 
ka  agar  dapat  menjamin  perdamaian  dan  stabilitas  ka- 
wasan  ini;  (2)  selama  rasa  kurang  percaya  masih  ada  di 
dalam  suasana  politik  kawasan  ini,  mungkin  konfron- 
tasi  regional  akan  tetap  ada;  (3)  negara-negara  Asia 
Tenggara  perlu  menyatukan  usaha-usaha  untuk  men- 
jamin pertumbuhan  yang  kuat  dan  mantab  serta  meno- 
lak  setiap  pencemaran  dari  lingkungan  politik  interna- 
sional;  (4)  kerjasama  ekonomi  antar  negara-negara  Asia 
Tenggara  hendaknya  ditingkatkan,  karena  ketergan- 
tungan  antar  negara  merupakan  kenyataan  yang  tidak 
dapat  dihindarkan;  (5)  peredaan  ketegangan  dan  tin- 
dakan-tindakan  negara  adikuasa  untuk  mengakhiri  ma- 
salah  Kamboja  telah  menciptakan  kondisi  yang  tepat 
untuk  mewujudkan  ZOPFAN;  (6)  normalisasi  hubung- 
an  di  antara  negara-negara  besar  telah  menciptakan 
rasa  percaya  diri  yang  semakin  besar  di  negara-negara 
yang  lebih  kecil  dalam  penyesuaian  kembali  kebijaksa- 
naan  politik  mereka  {Angkatan  Bersenjata,  20  Juni 
1989). 

3.  Jepang  dan  Masa  Depart  Asia  Tenggara 

Seminar  yang  bertema  Jepang  dan  Masa  Depan  Asia 
Tenggara:  Ancaman  atau  Peluang,  berlangsung  di 
Kuala  Lumpur  tanggal  26  Juni  1989  diikuti  antara  lain 
oleh  Dr.  Noordin  Sopiee,  Wakil  Menlu  Vietnam,  Tran 
Quang  Co,  Ketua  Program  Yayasan  Keamanan  Jepang, 
Dr.  Kazuo  Takahashi  dan  Pimpinan  Redaksi  Jakarta 
Post,  Sabam  Siagian. 

Dr.  Noordin  Sopiee  mengatakan  bahwa:  (1)  walau- 
pun  terdapat  pertikaian,  tetapi  terdapatnya  saling  pe- 
ngertian  yang  lebih  baik  menyebabkan  negara-negara  di 
Asia  Tenggara  lebih  banyak  menganggap  Jepang  seba- 
gai  satu  peluang  daripada  ancaman;  (2)  setiap  negara 
dapat  menjadi  ancaman  bila  menyalahgunakan  negara 
itu,  atau  karena  terlalu  bodoh  dan  melakukan  hal-hal 
yang  tidak  senonoh;  (3)  walaupun  terdapat  keraguan 
dan  kecurigaan  pada  masa  lampau,  uinumnya  negara 
Asia  Tenggara  kini  percaya  bahwa  Jepang  bersedia 
membantu  negara  berkembang  sebagai  Godfather  y&ng 
baik  daripada  tuan  rumah  yang  agresif. 

Wakil  Menlu  Vietnam,  Tran  Quang  Co,  mengata- 
kan antara  lain:  (1)  Jepang  harus  tahu  bentuk  hubungan 


yang  baru  dan  bermanfaat  bagi  kedua  belah  pihak;  (2) 
munculnya  Jepang  sebagai  raksasa  ekonomi  memberi 
manfaat  terutama  kepada  Vietnam  yang  sangat 
memerlukan  investasi  asing  dan  alih  teknologl  maju;  (3) 
saat  ini  Jepang  merupakan  sumber  bantuan  yang  dapat 
menggerakkan  pembangunan  di  negara-negara  Asia 
Tenggara;  (4)  negaranya  tidak  setuju  dengan  ide  Pax 
Nipponca  atau  Jepang  sebagai  negara  nomor  1  di  Asia 
Tenggara  dan  berharap  ASEAN  lebih  baik  menganeka- 
ragamkan  hubungan  dengan  negara  maju  lainnya. 

Sabam  Siagian  mengatakan  antara  lain:  (1)  ada  ke- 
yakinan  yang  lebih  mendalam  bahwa  Jepang  bersedia 
membantu  negara  berkembang;  (2)  bagi  Jepang  akan 
lebih  bermanfaat  jika  kawasan  ASEAN  makmur  dan 
stabil,  karena  merupakan  kawasan  yang  strategis;  (3) 
Jepang  agar  bersedia  membangun  kembali  Indocina  se- 
telah  masalah  Kamboja  diselesaikan. 

Sementara  itu  Dr.  Takahashi  mengatakan:  (1)  hu- 
bungan Jepang  dengan  Asia  Tenggara  sebagai  perka-( 
winan  yang  memerlukan  kerjasama  untuk  menghadapi 
tantangan  masa  depan;  (2)  sudah  tiba  waktunya  bagi 
negara-negara  di  Asia  Tenggara  untuk  lebih  agresif 
dalam  pasaran  dunia  dan  tidak  menunggu  sampai  Je- 
pang berbuat  sesuatu  lebih  dahulu;  (3)  70%  dari  US$10 
milyar  bantuan  luar  negeri  Jepang  telah  diberikan  kepa- 
da Asia.  Jumlah  ini  merupakan  yang  terbesar  sejak 
tahun  1975  {Antara.  18  Juni  1989). 

VI.  ICK  BELUM  BERHASIL  MENYELESAIKAN 
KONFLIK  KAMBOJA 

Konperensi  Internasional  tentang  Kamboja  {Inter- 
national Conference  on  Cambodia  atau  ICC,  yang  juga 
dikenal  dengan  ICK)  berlangsung  di  Paris  tanggal  30 
Juli  -  30  Agustus  1989  untuk  membantu  menyelesaikan 
konflik  Kamboja  secara  menyeluruh.  Konperensi  yang 
diprakarsai  oleh  Perancis  itu  diketuai  oleh  Perancis  ber- 
sama  Indonesia  dan  dihadiri  oleh  delegasi  Anggota 
Tetap  DK  PBB  (AS,  Uni  Soviet,  Perancis,  Inggris,  dan 
RRC)  yang  dipimpin  oleh  Menlu  masing-masing,  6 
negara  ASEAN  yang  juga  dipimpin  oleh  Menlu  masing- 
masing,  Jepang,  India,  Australia,  Kanada,  Vietnam,, 
Laos,  Zimbabwe  selaku  Ketua  GNB  dan  Sekjen  PBB 
serta  wakil-wakil  faksi-faksi  Kamboja  yang  bertikai 
(Rcpublik  Khmer  dipimpin  oleh  Heng  Samrin  dan  Hun 
Sen,  dan  CGDK  yang  dipimpin  oleh  Pangeran  Noro- 
dom Sihanouk). 

ICK  ini  didahului  dengan  pertemuan  antara  Pange- 
ran Norodom  Sihanouk  dan  PM  Republik  Khmer,  Hun 
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Sen,  di  Paris  tanggal  24  Juli  1989. 

Konperensi  ini  merupakan  konperensi  perdamaian 
Indocina  yang  terbesar  setelah  Perang  Dunia  II. 

Beberapa  saat  sebelum  ICK  dibuka,  pemerintah 
Phnom  Penh  mengumumkan  penarikan  pasukan  Viet- 
nam dari  Kamboja.  Sejak  bulan  Mei  sampai  dengan  Juli 
1989,  pasukan  yang  telah  ditarik  dari  Kamboja  men- 
capai  24.000  orang,  dan  sisanya  sekitar  26.000  orang 
akan  ditarik  sekitar  tanggal  21-26  September  1989  (An- 
tara.  31  Juli  1989). 

Menlu  Perancis  mengatakan  pada  pembukaan 
konperensi  itu  bahwa:  (1)  Khmer  Merah  perlu  diikut- 
sertakan  dalam  pemerintahan  Kamboja  di  masa  depan 
agar  perang  yang  berkelanjutan  itu  dapat  diakhiri;  (2) 
seusainya  ICK  perlu  disusul  dengan  pertemuan  tingkat 
menteri;  (3)  penarikan  pasukan  Vietnam  merupakan 
salah  satu  syarat  tercapainya  perdamaian  di  Kamboja, 
di  samping  perlunya  rekonsiliasi  antar  keempat  faksi 
Kamboja  yang  bertikai  itu,  adanya  mekanisme  penga- 
wasan  internasional  yang  kuat  dan  dapat  diandalkan 
untuk  mengawasi  penarikan  pasukan  Vietnam  itu,  gen- 
catan  senjata  serta  pemilihan  umum  di  Kamboja;  (4) 
Perancis  memuji  peranan  Indonesia  yang  telah  berhasil 
menyelenggarakan  JIM  I  dan  JIM  II  {Antara,  31  Juli 
1989). 

Pada  kesempatan  itu,  Menlu  Ali  Alatas  menekan- 
kan  pentingnya  penyelesaian  politik  untuk  menjadikan 
Kamboja  suatu  negara  yang  netral,  damai,  bebas  dan 
non-blok  serta  tidak  merupakan  ancaman  bagi  negara- 
negara  tetangganya.  Konflik  Kamboja  yang  telah  ber- 
langsung  selama  1 1  tahun  merupakan  suatu  persoalan 
yang  rumit,  oleh  sebab  itu  perlu  penyelesaian  yang  me- 
nyeluruh.  Untuk  itulah  ASEAN  membantu  mengatasi- 
nya  melalui  dialog-dialog,  baik  melalui  JIM  I  maupun 
JIM  II  {Antara,  31  Juli  1989). 

Seperti  halnya  Menlu  Ali  Alatas,  Sekjen  PBB  Peres 
de  Cuellar  menekankan  perlunya  penyelesaian  yang 
menyeluruh  atas  konflik  Kamboja  dan  meminta  keem- 
pat Kamboja  untuk  membantu  tugas  ICM.  Di  samping 
itu  dia  mengusulkan  agar  misi  pencari  fakta  mengun- 
jungi  Kamboja  untuk  membantu  tugas  ICM  (Antara,  21 
Juli  1989). 

Pada  tanggal  1  Agustus  1989,  konperensi  tingkat 
Menlu  ini  berakhir  dan  berhasil  mencapai  kesepakatan 
mengenai  suatu  rencana  kerja  untuk  mengusahakan  pe- 
nyelesaian politik  di  Kamboja.  Sehubungan  dengan  hal 
ini,  dibentuklah  tiga  komite  kerja  dan  sebuah  panitia  ad 


hoc  untuk  merumuskan  persetujuan  menyeluruh  yang 
mencakup:  (1)  penarikan  mundur  pasukan  Vietnam  di 
bawah  pengawasan  internasional;  (2)  jaminan  interna- 
sional bagi  kemerdekaan  dan  netralitas  Kamboja;  (3) 
pembentukan  pemerintahan  koalisi  sementara  berdasar- 
kan  rekonsiliasi  nasional;  (4)  pemilihan  umum  yang 
bebas;  (5)  pemulangan  para  pengungsi;  serta  (6)  pem- 
bangunan  kembali  Kamboja.  Di  samping  Jtu  juga 
disepakati  untuk  segera  mengirim  sebuah  misi  pengum- 
pul  fakta  ke  Kamboja  untuk  mengumpulkan  keterang- 
an-keterangan  teknis  di  seluruh  Vietnam  guna  memban- 
tu komite  kerja  merumuskan  bentuk  maupun  pekerjaan 
ICM  (Kompas.  2  Agustus  1989). 

Namun  demikian  Menlu  Perancis,  Roland  Dumas, 
menegaskan  bahwa  pengiriman  misi  PBB  itu  tldak 
berarti  bahwa  mekanisme  kontrol  internasional  itu 
harus  berbentuk  pasukan  perdamaian  PBB.  Vietnam 
menghendaki  mekanisme  kontrol  internasional  itu  ter- 
diri  dari  sebuah  komisi  6  negara  (di  antaranya  terdiri 
atas  India,  Indonesia,  Polandia,  Kuba  dan  Australia), 
sementara  negara-negara  yang  lain  menghendaki  pa- 
sukan pehjaga  perdamaian  PBB  (Kompas,  2  Agustus 
1989). 

Kesepakatan  itu  nyaris  gagal  karena  Khmer  Merah 
sebelumnya  menyatakan  keberatan. 

Komite  Kerja  Pertama  bertugas  membahas  landasan 
dasar  penghentian  pertempuran,  mandat  dan  prinsip- 
prinsip  pembentukan  serta  pengoperasian  ICM  untuk 
mengawasi  pelaksanaan  penyelesaian  konflik  Kamboja 
secara  menyeluruh.  Komite  ini  diketuai  bersama  oleh 
Kanada  dan  India. 

Komite  Kerja  Kedua  bertugas  merumuskan  komit- 
men  mengenai  langkah-langkah  ICK  untuk  menjamin 
kemerdekaan,  kedaulatan,  netralitas  dan  integritas 
Kamboja,  serta  menjamin  penghentian  dan  tidak  terja- 
dinya  campur-tangan  asing  lagi.  Komite  ini  diketuai 
bersama  oleh  Malaysia  dan  Laos. 

Sedangkan  Komite  Kerja  Ketiga  bertugas  merumus- 
kan usaha-usaha  untuk  menciptakan  kondisi  yang  me- 
mungkinkan  para  pengungsi  dan  orang-orang  yang  ter- 
usir  dari  Kamboja  untuk  kembali  ke  negaranya  serta 
mempersiapkan  program-program  pokok  internasional 
untuk  membangun  perekonomian  Kamboja.  Ketua  ber- 
sama komite  ini  adalah  Australia  dan  Jepang. 

Sementara  itu,  Komite  ad  hoc  bertugas  membahas 
soal-soal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  rujuk  na- 
sional  dan    pembentukan   pemerintahan  peralihan 
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quadripartite  di  bawah  pimpinan  Pangeran  Norodom 
Sihanouk.  Komite  ini  bertugas  juga  untuk  menyeleng- 
garakan  pemilihan  umum.  Sedangkan  keanggotaan 
komite  ini  terdiri  atas  keempat  faksi  Kamboja  dan 
Ketua  Bersama  ICK. 

Keempat  Komite  ini  akan  bersidang  sampai  tanggal 
24  Agustus  1989,  dan  pada  tanggal  24-26  Agustus  1989 
Komite  Koordinasi  akan  melakukaii  sidangnya,  sehing- 
ga  pada  tanggal  28  Agustus  Sidang  Tingkat  Menteri 
tahap  kedua  dapat  dimulai  (Antara.  2  Agustus  1989). 

Pada  tanggal  19  Agustus  1989,  dalam  rangka  men- 
dobrak  kemacetan  mengenai  pembentukan  pemerintah- 
an  sementara  di  Kamboja,  Perancis  mengusulkan  untuk 
membentuk  pemerintahan  dua  tingkat  dengan  Pange- 
ran Norodom  Sihanouk  sebagai  Kepala  Negara  dan 
Hun  Sen  tetap  sebagai  Perdana  Menteri.  Dalam  peme- 
rintahan dua  tingkat  ini,  Khmer  Merah  diikutsertakan 
di  dalam  Dewan  Negara.  Tetapi  usul  Perancis  itu  dito- 
lak  oleh  keempat  faksi  Kamboja. 

Pada  tanggal  23  Agustus  1989,  misi  teknis"  PBB  me- 
laporkan  hasil  penjajakannya  kepada  konperensi.  Ke- 
simpulan  yang  dihasilkan  adalah  keadaan  di  Kamboja 
sedemikian  parahnya,  sehingga  setiap  tim  peninjau  in- 
ternasional  yang  akan  datang  ke  Kamboja  harus  dapat 
berdikari  di  bidang  logistik. 

Pada  tanggal  25  Agustus  1989,  komite-komite  yang 
dibentuk  itu  menyerahkan  hasil  kerjanya  kepada  koor- 


dinasi yang  terdiri  dari  kedua  Ketua  Konperensi  (Peran- 
cis dan  Indonesia). 

Pada  tanggal  28  Agustus  1989,  Sidang  Tingkat 
Menteri  Tahap  Kedua  dimulai.  Tetapi  AS,  Uni  Soviet, 
RRC  dan  Inggris  tidak  mengirimkan  Menteri  Luar  Ne- 
gerinya.  Atas  dasar  pembicaraan  dalam  sidang  ini, 
kedua  ketua  konperensi  menilai  adanya  perbedaan  pan- 
dangan  yang  tajam  antara  kelompok-kelompok  Kam- 
boja yang  bertikai,  khususnya  mengenai  masalah-masa- 
lah  pokok  yang  sentral. 

Akhirnya  pada  tanggal  30  Agustus  1989  diputuskan 
bahwa  konperensi  ini  diskors  sampai  waktu  yang  belum 
ditentukan,  karena  masih  belum  mungkin  mencapai  pe- 
nyelesaian  konflik  Kamboja  secara  menyeluruh,  meski- 
pun  diakui  adanya  kemajufui  untuk  menjabarkan  ber- 
bagai  unsur  yang  diperlukan  untuk  mencapai  penyele- 
saian  konflik  itu. 

Sehubungan  dengan  hal  itu,  konperensi  menghim 
bau  semua  pihak,  khususnya  keempat  faksi  Kamboja 
yang  bersengketa,  juntuk  meningkatkan  usaha  guna 
mencapeii  penyelesaian  menyeluruh.  Kedua  ketua  kon- 
perensi juga  mendapat  mandat  untuk  mendorong 
usaha-usaha  itu,  termasuk  memanggil  komite-komite 
kerja  untuk  mulai  bersidang  lagi.  Diharapkan  dalam 
jangka  waktu  6  bulan,  kedua  ketua  konperensi  itu  telah 
mulai  mengadakan  konsultasi  dengan  semua  peserta  un- 
tuk menentukan  waktu  yang  terbaik  guna  memulai 
konperensi  lagi  {Kompas,  1  September  1989). 
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